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Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah model konsepsual untuk 
menggambarkan dan membuktikan secara empirik bagaimana wisata halal dapat  
diterapkan di Indonesia secara sustainable. Penelitian ini dilaksanakan di 4 
(empat)  daerah di Indonesia, yakni, Nusa Tenggara Barat , Bali,  Aceh, dan 
Sumatera Utara. Responden dalam penelitian ini adalah para pakar wisata halal 
yang berasal dari pemerintah, MUI, pelaku bisnis dan  masyarakat termasuk 
akademisi, yang berjumlah 18 orang. Teknik pengumpulan data dengan melalui 
FGD, depth interview,  kuesioner, dan  pertanyaan tulisan dan lisan.  Metode yang 
digunakan melalui Analytical Network Process (ANP) .dengan terlebih dahulu 
mencari mencari factor kekuatan, kelemahan , peluang dan ancaman yang 
menggunakan Analisa SWOT.Hasil penelitian yang diperoleh dari para 
stakeholders yang berasal dari keempat daerah di atas mengungkapkan  bahwa 
Aspek regulasi sangat penting bagi penerapan wisata halal , walaupun daerah 
memiliki aspek regulasi sendiri tetapi aspek regulasi dari pusat tentang wisata 
halal paling utama dan aspek sertifikasi halal adalah aspek yang paling dominan 
dalam model wisata halal sustainable. Seluruh daerah  memiliki kesamaan aspek 
dominan yakni regulasi tentang wisata halal yang saat ini masih belum dimiliki 
pemerintah, dengan nilai tertinggi 0,336, diikuti masyarakat 0,311 serta objek 
wisata sebesar 0,297. Selanjutnya aspek dominan lainnya yang adalah regulasi 
tentang sertifikasi halal, baik regulasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah  dengan nilai 0,278 untuk sertifikasi yang dibuat regulasi pusat,dan 0,333 
maupun regulasi atau kebijakan tentang wisata halal yang dibuat daerah. 
Penelitian ini juga menemukan 12 aspek penting yang menjadi priorias  dalam 
menuju wisata halal sustainable di Indonesia. Aspek-aspek tersebut antara lain. 
SDM, Daya Tarik Alam dan budaya, Sikap SDM, Kuliner, Infrastruktur, Media 
Sosial dan internet. Tokoh Masyarakat, Sadar wisata, Edukasi dan Informas. 
Seluruh pihak termasuk para peneliti terdahulu berharap Sinergitas stakeholders 
diharapkan dapat dilakukan secara baik dalam penerapan wisata halal sehingga 
wisata halal sustainable di Indonesia dapat tercapai dan  pertumbuhan ekonomi 
dapat meningkat baik di daerah maupun di Indonesia yang akhirnya dapat  
memberikan  kesejahteraan masyarakat secara manyeluruh.  
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This study aims to build a conceptual model to describe and prove empirically 
how halal tourism can be applied sustainably in Indonesia . This research was 
conducted in 4 (four) regions in Indonesia, namely, West Nusa Tenggara, Bali, 
Aceh, and North Sumatra. Respondents of  this study are halal tourism experts 
from the government, MUI, business people and the community including 
academics.. Data collection techniques through FGD, depth interviews, 
questionnaires, and written and oral questions. The method used through the 
Analytical Network Process (ANP). By first looking for factors of strengths, 
weaknesses, opportunities and threats using the SWOT Analysis. The results of 
research obtained from stakeholders from the four regions above revealed that the 
regulatory aspects are very important for the application of halal tourism, even 
though the region has its own regulatory aspects but the regulatory aspects of the 
center regarding halal tourism are the most important and the aspect of halal 
certification is the most dominant aspect in the sustainable halal tourism model. 
All regions have the same dominant aspect, namely regulation on halal tourism 
which is currently not owned by the government, with the highest value of 0.336, 
followed by the community of 0.311 and attractions of 0.297. Furthermore, other 
dominant aspects are regulations on halal certification, both regulations from the 
central and regional governments with a value of 0.278 for certifications made by 
the central regulation, and 0.333 as well as regulations or policies concerning 
halal tourism made by the regions. This study also found 12 important aspects that 
are prioritized in the direction of sustainable halal tourism in Indonesia. These 
aspects include. HR, Natural and cultural appeal, HR attitude, Culinary, 
Infrastructure, Social Media and the internet. Community Leaders, Tourism 
Aware, Education and Information. All parties including previous researchers 
hope that the synergy of stakeholders is expected to be carried out well in the 
implementation of halal tourism so that sustainable halal tourism in Indonesia can 
be achieved and economic growth can be increased both in the regions and in 
Indonesia which ultimately can provide overall welfare for the community. 
 
Keywords : Halal Tourism, Sustainable, Synergy, Regulation, Halal Certification,  
Competency Certification, Stakeholders 
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Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil„alamin,  
Puji syukur kepada Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan 
karunia serta izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini, kepada-Nya 
penulis memohonkan agar kita senantiasa mendapat hidayah, lindungan, berkah 
dan ridha-Nya. Salawat beriring salam kepada yang mulia Rasulullah Muhammad 
SAW., semoga kita semua termasuk umat yang dapat meneladani beliau untuk 
dapat beramal saleh dan mencapai derajat taqwa.  
Penelitian ini disusun penulis dalam rangka melengkapi persyaratan 
penyelesaiaan program Doktoral Ekonomi Syariah Strata 3 (S3), Program Doktor 
F UIN Sumatera Utara Medan, dengan judul disertasi: “Model Wisata Halal 
Sustainable di Indonesia ”. Judul tersebut terilhami dari banyaknya masalah yang 
timbul dalam penerapan wisata halal di daerah-daerah tertentu, padahal wisata 
halal memiliki prospek yang sangat menjanjikan di masa depan, ditinjau dari 
berbagai sisi, baik dari jumlah penduduk muslim yang akan menjadi berkali lipat 
jumlahnya dari sekarang, kesadaran akan gaya hidup halal kini semakin digemari 
tidak hanya di Indonesia bahkan dunia. Dan yang paling penting dengan memiliki 
banyak keunggulan dalam bidang ini, serta telah ditetapkannya daerah-daerah 
yang menjadi destinasi wisata halal namun Indonesia belum juga memiliki 
regulasi tentang wisata halal. Di dalam disertasi ini akan diketahui bagaimana 
model wisata halal sustainable  yang bisa direkomendasikan. Berbagai masalah 
dan hambatan penulis alami dalam penyelesaian disertasi ini, namun berbagai 
kemudahan juga  telah penulis terima dalam menyelesaikannya, berkat peran serta 
berbagai pihak yang telah membantu secara langsung ataupun tidak langsug untuk 
melengkapi demi penyelesaian dan penyempurnaan disertasi ini. Untuk itu pada 
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada 
semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung 
hingga selesainya disertasi ini. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis 
mengucapkan terima kasih kepada : 
 Teristimewa alm Bapanda Pardi , dan Ibunda Sudarsih yang kini sedang 
sakit dan kini semakin membaik, yang telah membimbing penulis dari kecil 
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hingga saat ini dengan tiada henti, dengan kasih sayangnya, ketulusannya, 
kesabarannya, keihlasannya, serta senantiasa mendukung dalam kegiatan 
apapun yang bermanfaat dengan iringan doanya setiap waktu kepada penulis. 
semangat dan motivasi yang luar biasa serta kecintaannya yang berlimpah. 
Dari kedua orangtercinta inilah penulis mendapatkan banyak pelajaran, 
berharga dalam memahami kehidupan,  .Semoga Allah SWT memberikan 
kesembuhan dan mengangkat penyakit Ibunda tercinta dan membalas semua 
kebaikan dan mendapatkan surgaNya sebagai balasan kelak serta 
memberikan surga terindah dan terbaik bagi alm. Bapanda tercinta 
 Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, sebagai Rektor UIN SU. yang telah 
berkenan memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat melanjutkan 
program doctoral Ekonomi Syariah di UIN SU. Dan  
 Bapak Prof. Dr. Syukur Kholil, MA., sebagai Direktur Program Pasca Sarjana 
UIN SU yang telah memberikan dosen-dosen terbaik selama kami kuliah 
hingga selesainya perkuliahan kami dan  Bapak Dr. Akhyar Zein, selaku 
Wakil Direktur Program Pasca Sarjana UIN SU yang telah banyak membantu 
kami. 
 Bapak Dr. Andre Soemitra, MA, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
UIN Sumatera Utara Medan, dan juga penguji dalam semua ujian baik baik di 
seminar proposal, seminar hasil, sidang tertutup dan juga sidang terbuka , juga 
sebagai dosen di program doctor ekonomi syariah , terimakasih atas ilmunya 
yang bermanfaat , bimbingannya serta arahan dan motivasinya untuk  
mempecepat selesainya studi doctoral ini . 
 Ibu Dr. Sri Sudarti, MA. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Strata 
3 (S3), FEBI UIN Sumatera Utara Medan, yang telah banyak membantu kami 
para mahasiswa dalam kelancaran proses administrasi dan sidang-sidang 
disertasi serta banyak lainnya yang mempermudah kelancaran setiap 
mahasiswa dalam menempuh studi di program ini 
 Ibu Dr. Yenni Samri Juliati Nasution,MA ., selaku sekretaris Program Studi 




banyak membantu kami dalam setiap urusan administrasi, dan juga Ibu Dr, 
Mailin , MAyang sudah banyak membantu penulis selama urusan proses 
disertasi ini 
 Bapak Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution, MA., selaku promotor dan juga dosen 
di prodi S3 eksya, terimakasih banyak atas peran dan jasa Bapak dalam 
membantu kami, baik ilmu, bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian 
disertasi, dorongan pemikiran serta kesabaran dalam penyelesaian disertasi ini, 
Kesahajaan dan panutan keteladanan Bapak dalam setiap kesempatan semoga 
dapat kami ikuti. 
 Bapak H. Hendri Tanjung, MM; M.Ag; MPhil; Ph.D., selaku co-promotor 
yang sangat bersahaja dan sabar dan juga dosen di Prodi S3 Eksya , 
terimakasih atas semua sharing ilmu-ilmu baru ke syariatan yang sangat 
berguna yang diberikan kepada saya  berkenan memberikan waktu dan segala 
kemudahan serta arahan dan bimbingan dalam penyelesai disertasi ini hingga 
selesai. 
 Bapak Prof. Dr. Ramli, MS, selaku penguji eksternal, serta dekan FEB USU 
terimakasih atas kesediaanya menjadi penguji  , termasuk masukan dan saran-
saran yang bermanfaat dan kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai 
dosen di FEB USU, kepercayaannya dalam melaksananakan tugas dan 
kegiatan di kampua, dukungan moril dan bantuannya hingga penulis dapat 
menyelesaikan disertasi ini dengan baik, tidak hentinya memberi semangat, 
dalam menghasilkan karya disertasi yang berkualitas. 
 Bapak Dr. Saparuddin Siregar SE. Ak, SAS, M.Ag, MA, CA., selaku penguji 
dan juga dosen di prodi S3 Eksya, Terimakasih atas ilmunya ,segala masukan-
masukannya  yang bermanfaat, saran dan kritikan  yang diberikan untuk 
perbaikan dan kesempurnaan disertasi ini. 
 Kepada para narasumber-narasumber hebat yang berpartisipasi pada disertasi 
ini, yang telah rela meluangkan waktunya diantara kesibukan kerjanya yang 
sangat padat, dan berkenan dalam berperan serta untuk penyempurnaan 
disertasi ini , membagi ilmu dan pengalaman luar biasa di bidangnya dan 
membuka wacana tentang wisata halal, motivasinya, masukan dan sarannya 
yang berharga, diantaranya yang terhormat Bapak/Ibu : 
vii 
o Para pejabat di jajaran lingkungan Kementrian Pariwisata: Bapak 
Sumaryadi, A.Par., SE., MM (Pusat ), Anggota Tim Percepatan 
Pariwisata Halal Kementrian Pariwisata yang juga Dosen STP 
Bandung; BapakWisnu Rahtomo (Pusat) Mengembangkan konsep 
ekosistem destinasi pariwisata halal dan Dosen STP Bandung.. Bapak 
Aang Ahyarudin, S.TP (Pusat-Jakarta ) Auditor Halal Dan Kasubbid 
Pembinaan LPPOM Mui Daerah–Jakarta serta Terimakasih yang 
sebesar-besarnya juga kepada Direktur Politeknik Pariwisata Medan 
yang telah membantu penulis menjembatani narasumber di atas. 
o Bappeda Balitbang Nusa Tenggara Barat yang telah menerima penulis 
dengan tangan terbuka dan bantuannya yang berharga , Ibu St. Alfiah, 
SE, dari Dinas Pariwisata, Hj Rauhun, SE, Direktur LPPOM MUI dan 
Bapak Hasanuddin, A. Md. Par. (NTB) Manajer Personalia Hotel serta 
Bapak M. Akbar M. Siddik (NTB) Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Peningkatan Peran Perempuan Rinjani dan Baiq Meining DL, S. Psi 
dari (NTB) Pelaku Usaha, terimakasih atas segala bantuan dan 
kerjasamanya yang baik, semoga sukses kelak. 
o Dinas Pariwisata Bali dan stakeholders; DR. Dra. Dewa Ayu 
Laksmiadi Janapriati, M.Pa (Bali) Dinas Pariwisat ; Dra. Any Hani'ah, 
M.A (Bali) Kepala Seksi Urusan Agama Islam Dan Pembinaan 
Syari'ah; Irmansjah Madewa Dipl. Hot., CHA., CMTA-TQ., CHIA., 
S.E (Bali), GM Aston Kuta Kuta Hotel & Residence dan Samsul Hadi 
(Bali) PNS, terimakasih atas informasi dan bantuannya. 
o Para pejabat di jajaran Dinas Pariwiata Sumut dan stakeholders ; Drs. 
H. Muchlis Msi (Sumut) Dinas Pariwisata yang telah meluangkan 
waktunya untuk berbagi pengalaman dan ilmunya , serta membantu 
penulis dalam membuka komunikasi dengan Tim Percepatan 
pariwisata Halal Pusat, peran dan jasa Bapak semoga kelak Allah 
membalasnya; Prof Dr Ir Basyaruddin MS (Sumut) Direktur LPPOM  
MUI yang berkenan membantu penulis; Bapak Maruli Damanik Amd 
Par (Sumut) Direktur Lovely Holidays, sebagai praktisi wisata yang 
konsisten, komitmen dan sangat terbuka atas seluruh sumber informasi 
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yang berguna dan bermanfaat yang telah diberikan tentang wisata 
halal, terimakasih atas saran dan pengalamannya yang luar biasa di 
bidang wisata khususya wisata halal. 
o Para pejabat di jajaran Dinas Pariwista dan stakeholders: Bapak Ismail, 
S.Pd, (Aceh) Dinas Pariwisata Aceh, Bapak Deni Chandra (Aceh) 
Sekretaris LPPOM MPU dan Bambang Pramusinto MBA (AceH) Gm 
Hotel Kyriad Id. Terimakasih yang tak terhingga buat dinas pariwisata 
Aceh dan seluruh jajarannya yang telah berkontribusi banyak untuk 
penyempuranaan disertasi ini.  
 Bapak / Ibu Dosen Prodi Eksya FEB UIN SU yang banyak memberikan ilmu 
dan motivasi selama masa perkuliahan diantaranya, Bapak Prof. Dr. Amiur 
Nuruddin MA,, Bapak Prof. Dr. Ahmad Qarib, MA., MA, Bapak Dr. 
M.Ridwan yang telah memberikan inspirasi usulan penelitian ini, terimakasih 
atas sarannya, Prof. Shabri yang telah banyak berbagi ilmu dan wacana, Bapak 
Dr. M. Yusuf Harahap, M.Si., Bapak Dr. Dede Ruslan, M.Si., Bapak Dr. Rifki 
Ismal,dan lainnya yang tak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih sudah 
mengajarkan kepada kami ilmu, pengalaaman yang bermanfaa dan juga 
bimbingannya yang luar biasa sehingga kami dapat menyelesaikan 
perkuliahan ini  
 Rektor Universitas Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH. M. 
Hum, serta seluruh Wakil Rektor atas kesempatan yang diberikan, bimbingan 
dan arahan, serta bantuan yang bermanfaat sehingga penulis dapat mengikuti 
program Doktor ini hingga selesai. 
 Bapak/Ibu Wakil Dekan FEB USU, khususnya yang saya hormati dan yang 
saya cintai dan banggakan Wakil Dekan 1, Ibu Prof. Dr. Prihatin Lumbanraja, 
SE, MSi, dan Wakil Dekan 3 Ibu Prof. Dr. Arlina Nurbaity, SE, MSi, tiada 
kata yang dapat dengan indah saya rangkaikan, selain terimakasih yang 
sebesar-besarnya atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan 
kepada saya  selama ini dalam melaksanakan seluruh tugas dan kegiatan di 
kampus, nasehat-nasehat yang selalu hadir, motivasi dan dukungan moril luar 
biasa yang tiada henti kepada penulis dalam setiap kesempatan, serta mohon 
maaf jika ada kekurangan ataupun kekhilafan yang saya lakukan selama 
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bertugas. Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Hasan Sakti, SE, MSi, terimakasih 
atas bantuan dan segala dukungannya selama ini. 
 Ketua Prodi D3 Kesekretariatan Ibu Marhayanie, SE, Msi serta Sekretaris 
Prodi Ibu Inneke Qomariah SE, MSi terimakasih banyak atas kesempatan dan 
dukunga serta motivasinya dalam menyelesaikan disertasi ini. 
 Bapak/Ibu Ketua Prodi di lingkungan FEB USU dan Sekretaris Prodi Manajemen 
diantaranya Bapak Dr. Amlys Putra Silalahi, SE, MSi, serta Sekretaris Prodi 
Bapak M. Dolli Jafar Dalimunthe, SE, MSi, Ketua Prodi S2 dan S3 Manajemen  
Ibu Dr. Endang S, SE, Msi,. Sekretaris Prodi S3 Manajemen Ibu Dr. Beby Karina 
Fauzeea Sembiring, MM, Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan (S1)  Coki Ahmad 
Syahwier,SE, MP. terimakasih banyak atas dukungan dan motivasinya kepada 
saya. Dan apresiasi khusus kepada yang saya hormati Ibu Dr. Yeni Absah, SE, 
MSi, , Seketaris Prodi S2 Manajemen dan dan Ibu Prof. Dr. Isfenty 
Sadalia,SE,ME Ketua Prodi Magister Manajemen (MM) terimakasih banyak 
kesempatan yang diberikan, dukungannya yang tiada henti, masukan-masukan, 
nasehat serta arahannya kepada penulis dan juga motivasinya yang berharga serta 
mengingatkan dalam penyelesaian disertasi ini. Semoga Allah SWT membalas 
semua kebaikan Bapak/Ibu semua.  
 Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen di lingkungan FEB USU, khususnya Bapak 
Dr. Wahyu Ario Pratomo, yang telah banyak membantu memberikan masukan  
Dra, Marhaini, MS, Ibu Dra.Setri Hiyanti Siregar,M.Si, sahabat Ibu Risanty, 
SE,MSi.Ak, Ibu Juwita, SE, MSi.Ak, dan seluruh Bapak/Ibu yang tidak dapat 
saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas dukungannya dan juga 
motivasinya  
 Dan yang terhormat sahabat di organisasi BKSP Bapak Ivan Iskandar 
Batubara dan Bapak Hendra Utama, Bapak/Ibu di Forum Komunikasi Jejaring 
Pemagangan Sumut  ,  Bapak/Ibu pengurus Dewan Riset Daerah Kota Medan 
Medan , yang terhormat Prof. Syawal Gultom, Prof. Hamdani, Dr. Agus Sani, 
Prof .Sri Sulistyawati, Dr. Sugiharto, Dr. Bhakti,  Teman-teman di Balitbang 
Kota Medan Bapak Bahrian, Ibu Rani dan Ibu Titri Sujono, Ibu Wiwit 
terimakasih atas perhatian, dukungan dan motivasinya. Para sahabat dalam 
kegiatan kemanusiaan Ibu Saurma Siahaan, Ibu Ranggini ,terimakasih sudah 
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menjadi teman diskusi dan sharing ilmu dan pengalamannya. Adinda Rahma 
Mandasari, Citra, dan juga Desi, Yani Serta rekan lainnya yang tidak dapat 
disebutkan namanya satu persatu. 
 Direktur LSP APSI Jakarta, Ibu Inez Mutiara Tedjosumirat dan Ibu Yayuk 
yang telah memberikan, dukungan dan motivasinya 
 Bapak/ibu guru sejak dari SD , SMP dan SMK serta Bapak/Ibu dosen S1 
dan S2 yang telah mendidik penulis hingga berhasil hingga saat ini, 
terimakasih atas ilmu dan skill yang telah diajari kepada penulis  
 Bapak Dr. Muslim Marpaung, yang telah banyak memberi saran dan 
arahan serta dukungan  
 Rekan-rekan Kelas S3 Eksya UINSU stambuk 2015, khususnya Bapak Dr. 
Bambang, teman diskusi yang banyak memberi saran, Yunni ,Bu Mala, Bu 
Fat, Nur, Pak Zoe, Pak Safei, Pak Deddy. Fauzan dan lainnya yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu dan terimakasih atas persahabatan yang 
terjalin dan suka duka dalam kehidupan kampus kawan seiring 
 Instruktur pelatih ANP adinda Nurman dari UIC Bogor, yang telah banyak 
membantu dan berperan besar dalam memberikan ilmunya dan olahan data 
kualitatif kuantitatif tentang ANP hingga penyelesaian disertasi ini 
 Bapak Dr. Bayu Tri Cahyono dan Bapak Dr. Budi Trianto, Bapak 
Faturrachman, Bapak Hidayat, Bapak Dr. Sugianto, sahabat dari program 
doktroral S3 UIN SU yang telah berbagi ilmu dan diskusi tentang disertasi, 
Bapak Ade Gunawan yang sudah memperkenalkan program ini kepada 
penulis dan lainnya 
 Sahabat dan adinda tercinta Tari di Bali, yang telah memudahkan 
komunikasi dengan para narasumber di Bali, karyawan Bappeda / 
Balitbang Nusa Tenggara Barat dan juga Dinas pariwisata NTB, serta 
LPPOM NTB yang telah banyak direpotkan dalam penelitian ini, 
terimakasih atas segala bantuannya yang tidak terhingga. 
 Para staf dan anak didik tercinta, Sri Puspita Sari, Adis, Ayu Sagia, Ruza 
Lifia dan Tiara yang telah banyak turut membantu dalam membuat 
disertasi ini. 
 Sahabat-sahabat dan semua pihak yang selalu memberi dukungan dan doa 
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Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan  
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan 
huruf Latin: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 ba B Be ب
 ta T Te ت
 (sa £ es (dengan titik di atas ث
 jim J Je ج
 ha ¥ ha (dengan titik di bawah ح
 kha Kh ka dan ha خ
 dal D De د
 (zal © zet (dengan titik di atas ذ
 ra R Er ر
 zai Z Zet ز
 sin S Es س
 syim Sy es dan ye ش
 sad ¡ es (dengan titik di bawah ص
 (dad « de (dengan titik di bawah ض
 (ta ¯ te (dengan titik di bawah ط
 (za § zet (dengan titik di bawah ظ
 (ain ' koma terbalik (di atas„ ع
 gain G Ge غ
 fa F Ef ف
 qaf Q Ki ق
 kaf K Ka ك
 lam L El ل
 mim M Em م
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 nun N En ن
 wau W We و
 ha H Ha ه
 hamzah ' Apostrop ء
 ya Y Ye ي
 
Hamzah (ع) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa 
pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A َـ
 Kasrah I I ِـ
 Dammah U U ُـ
Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Gabungan Huruf Nama 
 Fathah dan ya Ai a dan i َـى 
 Kasrah dan waw Au a dan u َـو 
Contoh: دھج = jahada 
 su‟ila = لئس








Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 







 Fathah dan alif atau Ya ĺ َـى ا 
i dan garis di 
atas 
 Kasrah dan ya ū ِـي 
u dan garis di 
atas 
  
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marb¯ah ada dua, yaitu: 
 Ta marb¯ah hidup 
Ta marb¯ah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan 
«ammah, transliterasinya adalah /t/ 
Contoh: ور لافطألا ةض= raud}ah al-at}fa>l 
 Ta marb¯ah mati 
Ta marb¯ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah/h/. 
Contoh:     ةحلط= t}alhah 
Kalau pada kata terakhir dengan Ta marb¯ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta 
marb¯ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:              ةرونملا ةنيدملا= al-Madi>nah al-Munawwarah =  
                                                al Madinatul Munawwarah 
5. Syaddah/ Tasydid (Konsonan Rangkap) 
Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 
tanda (    ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang diberi syaddah. 
Contoh:   ران = rabbana> 
 nazzala = زنل  
 al-hajj = جحلا  
 nu‟ima =   ن
xv 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال ), 
namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang 
diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf / l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
Contoh:     لجرلا= ar-rajulu 
 as-sayyidatu =ةدیسلا                
 asy-syamsu =سمشلا               
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
Contoh:              لقلا = al- qalamu 
 al-bad‟u =عيدبلا                          
 al-jalalu =لالجلا                         
Singkatan 
As  = „alaih as-salam 
       = halaman 
       = tahun Hijriyah 
       = tahun Masehi 
QS. = qur‟an surat 
ra.   = radia Allah anhu 
Saw= ¡alla Allah „alaih wa sallam 
Swt.= subhana Allah wa ta‟ala 
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A. Latar Belakang 
Kebutuhan akan produk dan layanan serta fasilitas halal semakin menjadi 
gaya hidup yang digemari. Beragam produk halal yang dulu sukar didapatkan kini 
mulai mudah didapatkan. Umat islam di Indonesia kian sadar akan pentingnya 
kehalalan produk dan fasilitas yang mereka gunakan dan manfaatkan. Di dunia 
bisnis pun, produk dan fasilitas halal kini tumbuh menjadi komoditas yang 
menggiurkan dan memikat. Tidak heran jika pasar halal menjadi incaran dunia 
internasional
1
. Menurut Tazbir Abdullah, Sekretaris Tim Percepatan 
Pengembangan Wisata Halal Indonesia menyatakan, “Secara universal saat ini 
halal telah menjadi bisnis yang meraksasa, yang melayani lebih dari 1,8 miliar 
penduduk Muslim dunia.
2
. Tren halal semakin berkembang di tanah air
3
, Gaya 
hidup 'halal' merambah ke dalam setiap sendi kehidupan sehari-hari. Itu tak lepas 
dari semakin dalamnya nilai-nilai Islam masuk ke dalam praktik bisnis beragam 
rupa. Bukan hanya dalam skup negara namun dunia, tren halal kini telah menjadi 
tren yang mendunia sekaligus gaya hidup masyarakat (halal lifestyle)
4
. 
 Peningkatan jumlah penduduk muslim dunia yang terus berkembang 
dengan pesat adalah salah satu yang mengubah tren gaya hidup halal di dunia , 
Dari data Pew Research Centers Forum on Religion & Public Life,2014 
memperkirakan populasi muslim dunia meningkat dari 1,7 miliar jiwa pada 2014 
menjadi 2,2 miliar jiwa pada 2030, atau tumbuh 26,4 persen
5
.    
Sementara, usia rata-rata umat muslim akan sekitar 30 tahun pada 2030, 
dan di tahun itu diprediksi 29 persen kaum muda dunia berusia 15-29 tahun 
adalah muslim. Data dari The Future of World Religions and PEW Research 
Center (2017) memperkirakan Islam mengalami peningkatan jumlah 
                                                 
1
 Liputan6.com Jakarta (11 Juni 2017) Smesco Halal Lifestyle Trend 2017, Ajang Edukasi 
Gaya Hidup Halal, Nofie Tessar 
2
 Tazbir Abdullah dalam Lifestyle, Liputan6.com Jakarta ( 11 Juni 2017) Smesco Halal 
Lifestyle Trend 2017, Ajang Edukasi Gaya Hidup Halal, Nofie Tessar 
3
 Ganendra  dalam kompasiana .com (Agustus 2019) Yuk, Mengenal Esensi Halal di Ajang 
Terbesar Muslim LifeFest 2019 
4
  ibid 
5
 Pew Research Centers Forum on Religion & Public Life,2014 
2 
penganutnya pada tahun 2050 menjadi sekitar 2,7 milyar
6
.  
Faktor lain yang mempengaruhinya adalah pengetahuan masyarakat 
dunia yang semakin meningkat baik muslim maupun non muslim tentang 
keterjaminan dan keberkahan yang terkandung dalam konsep halal, serta  
banyaknya manfaat yang ditimbulkan . 
Hal ini dapat dilihat dari perusahaan riset pasar global, Euromonitor 
International, mengungkapkan bahwa banyak perusahaan langsung memanfaatkan 
konsumen produk-produk halal
7
. Selanjutnya Analis Senior Euromonitor, Emil Fazira 
mengatakan, bahwa secara global populasi Muslim telah tumbuh 18 persen selama 10 
tahun terakhir dibandingkan dengan pertumbuhan global sebesar 11 persen. "Ini 
memperkuat permintaan akan produk makanan, minuman, kecantikan dan fashion 
halal," kata Fazira
8
. Dia mengatakan, bahwa kaum muda dewasa, sebagai pengguna 
utama media sosial dan internet, memiliki lebih banyak akses terhadap tren terkini, 
termasuk makanan dan pengalaman layanan, produk fashion dan kosmetik Di Asia, 
negara-negara mayoritas non-Muslim, seperti Singapura dan Filipina, adalah pasar 
utama untuk makanan dan minuman kemasan halal. Masing-masing bernilai sebesar 
1,4 miliar dolar AS dan 7,5 miliar dolar AS, sebagian karena integrasi dan 
penerimaan produk halal di masyarakat umum
9
. Indonesia diperkirakan akan 
menunjukkan kenaikan penjualan terbesar dalam dolar AS selama lima tahun ke 
depan. Karena ukuran pasar yang signifikan dan perkiraan pertumbuhan positif. 
Sementara itu Kepala Eksekutif Pusat Pengembangan Ekonomi Islam 
Dubai (DIEDC) Abdulla Mohammed Al Awar mengatakan makanan halal 
mampu menarik konsumen non-Muslim yang selama ini khawatir tentang 
keamanan makanan
10
. Kesadaran adalah kunci bagi Muslim dan non-Muslim.  
Jadi bukan hanya masyarakat muslim yang mengikuti tren gaya hidup 
halal, masyarakat non-muslim pun ikut menerapkan gaya hidup ini karena 
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3 
dinilai memiliki banyak manfaat positif daripada produk dan pangan non halal. 
Dengan demikian pasar muslimpun semakin berkembang. 
Thomson Reuters State of the Global Islamic Economy Report 2014/2015 




1. Demografi pasar muslim yang berusia muda dan berjumlah besar 
Pew Research Centers Forum on Religion & Public Life memperkirakan 
populasi muslim dunia meningkat dari 1,7 miliar jiwa pada 2014 menjadi 2,2 
miliar jiwa pada 2030, atau tumbuh 26,4 persen. Populasi muslim pun 
meningkat dua kali lipat dari non muslim, dengan rata-rata pertumbuhan per 
tahun 1,5 persen dibanding 0,7 persen. Sementara, usia rata-rata umat muslim 
akan sekitar 30 tahun pada 2030, dan di tahun itu diprediksi 29 persen kaum 
muda dunia berusia 15-29 tahun adalah muslim. Ada beberapa dampak 
menghadapi banyaknya kaum muda muslim ini. Tantangannya adalah dalam 
menciptakan lapangan pekerjaan, pelatihan dan pendidikan, sedangkan di sisi 
lainnya adalah memberikan peluang pasar konsumen muda dan wirausaha. 
2. Pesatnya pertumbuhan ekonomi negara mayoritas muslim 
57 negara anggota yang tergabung di Organisasi Konferensi Islam (OKI) 
memiliki produk domestik bruto sebesar 6,7 triliun pada 2013. Pertumbuhan 
ekonomi negara-negara anggota OKI juga melampaui perekonomian global. 
Menurut Dana Moneter Internasional, pada 2015-2019 pasar OKI 
diperkirakan tumbuh 5,4 persen, dibanding pertumbuhan perekonomian dunia 
lainnya yang sebesar 3,6 persen. 
3. Nilai Islam mendorong tumbuhnya bisnis dan gaya hidup Islami 
Bagi umat muslim, Islam adalah merupakan „way of life‟ dan seluruh nilai 
yang melekat dalam Islam pun menyentuh seluruh aspek umat muslim, 
termasuk di dalamnya perilaku konsumsi. Konsumsi umat muslim ini tentu 
harus berkaitan dengan nilai Islam, diantaranya adalah makanan halal, 
lingkungan ramah keluarga, akomodasi sesuai syariah, busana muslim, 
pendidikan, dan keuangan syariah. 
4. Pertumbuhan transaksi perdagangan antara negara-negara OKI 
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Meningkatnya transaksi perdagangan, investasi dan keuangan antara negara-
negara OKI dimotori oleh Islamic Development Bank dengan dana kelolaan 
mencapai 20 miliar dolar AS. Namun, sejumlah kesepakatan dagang juga 
terus dikembangkan di antara 57 negara anggota OKI. Transaksi antar 
anggota OKI pun diperkirakan tumbuh 20 persen pada 2015. 
5. Partisipasi perusahaan multinasional 
Interkoneksi antar perusahaan seluruh dunia membuat perusahaan global 
seperti Deutsche Bank, HSBC, Citi, Mastercard, Nestle dan Carrefour masuk 
ke pasar muslim. Keterlibatan perusahaan multinasional tersebut memberikan 
dorongan dan kredibilitas pula pada sektor ekonomi syariah. 
6. Perekonomian Negara Berkembang Mulai Tumbuh 
Perubahan politik di Asia, kemampuan memperluas cakupan investasi, akses 
komunikasi yang mudah dan murah telah memberikan peningkatan investasi 
langsung ke kawasan ini. Menurut Global Intelligence Alliance, sebanyak 10 
dari 30 emerging market global adalah negara-negara mayoritas muslim, 
termasuk diantaranya Indonesia, Turki, Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat 
Arab, Mesir, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, dan India. 
7. Kebutuhan akan Bisnis Keuangan Beretika 
Krisis keuangan global telah membuat kebutuhan akan bisnis keuangan yang 
beretika mulai meningkat. Tren ini pun turut mempengaruhi perkembangan 
sektor ekonomi syariah.  
8. Teknologi dan Keterhubungan 
Koneksi internet telah menghubungkan masyarakat seluruh dunia. 
Penggunaan media sosial dan layanan mobile telah menjadi pendorong besar 
permintaan akan makanan halal, keuangan syariah dan layanan jasa terkait 
gaya hidup Islami. Konsumen muslim menjadi salah satu bagian besar dari 
revolusi digital. Kaum muslim pengguna telepon seluler mencapai 1,3 miliar 
jiwa, dan 21 persen diantaranya adalah kaum muslim di Arab Saudi dan 
Indonesia, yang juga merupakan pengguna media sosial tertinggi di dunia. 
Perkembangan ekonomi Islam global sangat menguntungkan Indonesia 
yang mayoritas penduduknya Muslim. Dimana Indonesia sendiri termasuk negara 
yang terkenal produktif dalam menciptakan trend dengan produk-produk yang 
5 
berkonsep halal seperti kosmetik  muslim, busana muslim, spa dan lainnya, di 
dunia. Omzet penjualannya rata-rata sangat spektakuler, hingga mempengaruhi 
produk-produk sejenis yang semula tidak berkonsep halal. Dan kini semakin rame 
mengeluarkan produknya yang berkonsep halal di dunia. Produk halal 
Indonesiapun menjadi trend halal dunia dengan produk kreatif dan inovatifnya 
yang berkonsep halal. Fenomena di atas inilah yang mampu membuat Indonesia 
menjadi sebuah negara yang menarik untuk dikunjungi selain keindahan alam dan 
keragaman budaya dan lainnya.  
Berkembangnya halal lifestyle atau gaya hidup halal di dunia ini membuka 
peluang besar bagi perkembangan industri terkait.  termasuk industri pariwisata, 
yang kini dikenal wisata halal.. Menurut UU no. 10 tahun 2009;Pariwisata adalah 
berbagai  macam kegiatan wisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 
disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah 
Daerah.
12
.Sebagai industri yang berkembang begitu pesat saat ini, pariwisata 
merupakan industri yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 
penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta 
menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang 
kompleks, ia juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan 
tangan dan cenderamata. Karena kegiatan pariwisata dan obyek wisata di suatu 
daerah akan menyebabkan terciptanya lapangan kerja baru, sehingga masyarakat 
dapat memanfaatkannya. Itulah sebabnya industri pariwisata mempunyai peranan 
penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu negara atau daerah 
dan secara ekonomis industri pariwisata memberikan manfaat bagi suatu negara 
atau daerah tersebut.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, tentang 
kepariwisataan menyebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang 
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat 
tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan 
daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara
13
. Selanjutnya 
dikatakan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, 
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dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan 
pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Memperkenalkan, 
mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik 
wisata
14
. Dari penjelasan UU ini jelas bahwa kegiatan wisata tidak hanya untuk 
memenuhi kebutuhan jasmani namun juga untuk memenuhi kebutuhan rohani, 
sehingga fasilitas untuk memenuhi kebutuhan rohani para wisatawan perlu 
disediakan, dari sinilah bisa difahami mengapa wisata halal akhirnya perlu 
diperkenalkan dan diterapkan dalam kegiatan wisata. 
Rihlah atau traveling sendiri dalam kacamata Islam sangat dianjurkan dan 
merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. Perintah untuk 
melakukannya secara tegas ercantum dalam Al-Qur‟an. Bahkan, tidak sedikit ayat 
dalam Al-Qur‟an yang menginspirasi para pendahulu kita untuk melakukan 
perjalanan jauh. Banyak dalil Al-Quran maupun Sunnah Nabi yang berkaitan 
dengan pariwisata: 
Allah SWT Berfirman: 
                                                                 
Artinya:“Katakanlah: berjalanlah dimuka bumi, kemudian perhatikanlah 
bagaimana kesudahan orang-orang yang mesdutakan itu‟.” (QS Al-An‟am: 11) 
Begitu pentingnya melakukan perjalanan di muka bumi ini (melancong) 
dengan tujuan untuk mencari pelajaran dan hikmah, Allah SWT. Mengulangi ayat 




                                                             
Artinya: “Katakanlah: „Berjalanlah kamu  (di muka) Bumi, lalu perhatikanlah 
bagaimana akibat orang-orang berdosa‟.” (QS An-Naml:69) 
Pada ayat pertama, Allah SWT menganjurkan manusia agar melakukan 
perjalanan di muka bumi ini guna menemukan jawaban dan bukti bahwa orang-
orang yang mendustakan kebenaran Tuhan ditimpa azab yang pedih. Pada ayat 
berikutnya, Allah menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan guna 
                                                 
14
 UU No.10  Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 
15
 Hery Sucipto dan F Andayani, Wisata Syariah (Jakarta Selatan: Grafindo Books Media dan 
Wisata Syariah Consulting, 2014),49 
7 
menemukan jawaban dan bukti bahwa hidup orang-orang yang berdosa berkahir 
dengan malang. Intinya, melancong atau berwisata memiliki tujuan spiritual, 
yakni untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan dan mengakui kebesarannya
16
 
Dalam kitab Mahasinu At-Ta‟wil, Al-Qasimi rahimullah berkata; “Mereka 
berjalan dan pergi ke beberapa tempat untuk melihat berbagai peninggalan 
sebagai nasehat, pelajaran, dan manfaat lainnya”.
17
 
Dalil lain yang membicarakan tentang wisata adalah sebuah riwayat 
panjang yang menceritakan dialog dan komentar Rasulallah Saw. Tentang kota 
Al-Hijr. Pada waktu itu, Rasulallah melewati Al-Hijr, tempat tinggal Bangsa 
Tsamud, kemudian beliau bersabda: “Janganlah kalian memasuki tempat tinggal 
orang-orang yang telah menzalimi dirinya, khawatir kalian tertimpa seperti yang 
menimpa mereka, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Lalu beliau 
menudukkan kepala dan berjalan cepat sampai melewati sungai.” (HR Bukhari, 
no.3200 dan Muslim, no.2980).
18 
Al Qur‟an (QS Al-Ankabut 20) :  
 
“Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah 
menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya 
sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Al-
Ankabut: 20). 
Selanjutnya di  dalam QS. Al-Hajj 22:46 dijelaskan : 
 
 “Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati 
yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan 
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itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang 
buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.” (Q.S Al-Hajj: 46). 
Selanjutnya di dalam QS. Al-Mulk :15 dijelaskan : 
                                                                                   
          
“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala 
penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-
lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al-Mulk :15) 
Selanjutnya di dalam QS. Al-Juma‟ah : 10 dijelaskan :     
                                                                        
                          
“Setelah didirikan shalat (Jum’at) maka bertebaranlah kamu di muka Bumi dan 
carilah sebagian dari karunia Allah. Dan perbanyaklah berdzikir kepada Allah 
agar kamu beruntung. “ (QS. Al-Juma’ah :10) 
Ayat-ayat di atas menjadi bukti bahwa Allah memerintahkan umatnya 
untuk menjelajahi Bumi dan mendorong kita untuk berusaha semaksimal mungkin 
dalam bekerja, sebab Allah tidak akan membatasi kita dalam mencari penghasilan. 
Traveling tidak hanya terbatas pada pengertian sempit seperti tamasya atau 
kunjungan kerja, namun juga meliputi segala gerak atau langkah kita dari satu 
tempat ke tempat lain yang dibarengi dengan niat ibadah.  Pada masa awal 
penyebaran Islam, rihlah merupakan salah satu anasir yang menyebabkan Islam 
tersebar luas. Seperti makam Saad bin Abi Waqqas yang terdapat di Cina, 
merupakan salah satu contoh giatnya para sahabat bepergian untuk menyebarkan 
Islam. Selain itu, dalam pembuatan kitab “Sahih Bukhari” Imam Bukhari kerap 
kali melakukan perjalanan yang sangat jauh hanya untuk memverifikasi satu 
hadist pendek. Padahal dalam kitab tersebut memuat ribuan hadist. Sehingga tidak 
terbayangkan berapa orang yang telah ia jumpai dan seberapa jauh perjalanan 
yang ia lakukan. Karena sebab itulah yang akhirnya membuat Imam Khatib Al 
Baghdadi, menyusun kitab yang khusus membahas perjalanan hadist-hadist 
9 
tersebut, yang dikenal dengan Al Rihlah Fii Thalabi Hadist atau perjalanan 
mencari hadist. Bahkan, jauh sebelum itu semua Rasulullah juga telah melakukan 
berbagai perjalanan jauh untuk berdagang. Hal-hal inilah yang menjadi bukti 
bahwa seorang Muslim sudah seharusnya memiliki wawasan global. Imam Syafi‟i 
juga menyatakan (dalam Duski Samad) yang berjudul Halal Tourism 
Destination
19
, bahwa berwisata memiliki lima manfaat, untuk rekreasi dan 
refreshing, ekonomi sebagai sumber kehidupan, pengembangan ilmu 
pengetahuan, pembentukan budaya dan mendapatkan mitra yang baik. Itulah 
sebabnya wisata halal kini menjadi semakin diminati, selain karena banyak 
manfaatnya , yakni selain bersenang-senang menikmati liburan para wisatawan 
juga bisa beribadah dengan mudah, sehingga setiap wisatawan bisa merasa aman 
dan nyaman dalam melakukan perjalanan wisata. 
President Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Caudry, 
menjelaskan bahwa, “wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Wisata halal 
adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai 
dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim”. Dalam hal ini hotel yang 
mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam 
renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita
20
. Indonesia mengenal 
pariwisata halal sejak tahun 2000 dari pembahasan pertemuan OKI. Pariwisata 
halal merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. 
Wisata halal atau halal tourism adalah salah satu sistem pariwisata yang 
diperuntukan bagi wisatawan, baik untuk wisatawan muslim maupun non-muslim 
yang pelaksanaannya mematuhi aturan syariah. Di Indonesia wisata halal 
diperkenalkan sejak tahun 2012. 
Dari sisi industri, wisata halal merupakan suatu produk pelengkap dan 
tidak menghilangkan jenis pariwisata konvensional. Pariwisata ini bertujuan agar 
wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari Allah
21
. 
Tujuan pariwisata halal adalah meningkatkan kunjungan wisatawan dalam 
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maupun luar negeri untuk menggunjungi berbagai destinasi maupun atraksi 
pariwisata yang memiliki nilai-nilai Islami, yang tersebar di seluruh Indonesia. 
Tujuan lainnya adalah untuk mendorong tumbuh kembang bisnis syariah dalam 
industri pariwisata. 
Wisata halal memiliki banyak pengertian yaitu sebagai berikut : 
1. Undang-Undang tentang Kepariwisataan (UU.No.10/2009) pariwisata halal 
dapat didefiniskan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh 
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, 
pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. 
2. Kemenpar mengatakan, Wisata halal adalah kegiatan yang didukung oleh 
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, 
pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.
22
 
3. Sucipto & Fitria Andayani mengatakan, wisata halal adalah upaya 
perjalanan atau rekreasi untuk mencari kebahagian yang tidak 
bertentangan dan menyalahi prinsip-prinsip ajaran Islam, serta sejak awal 
diniatkan untuk mengagumi kebesaran ciptaan Allah.
23
 
4. Sofyan, wisata halal lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang 
didasarkan pada nilai-nilai Islam.
24
 
Halal tourism adalah produk baru dalam industri pariwisata yang 
diluncurkan oleh Global Halal Forum tentang  konsep halal pada 30 hingga 2 
November 2013
25
. Ide ini diusung mengingat Indonesia merupakan  negara 
dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar  didunia. Hal tersebut diketahui 
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Pew Research Center yaitu lembaga 
riset yang berkedudukan Washington DC Amerika Serikat, yang bergerak pada 
penelitian demografi, analisis media dan penelitian ilmu sosial. Pada tanggal 18 
Desember 2012, Pewe Research Center mempublikasikan risetnya yang berjudul 
“The Global Religious Landscape” mengenai penyebaran agama diseluruh dunia 
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dengan cakupan lebih dari 230 negara. 
26
  
Perkembangan konsep wisata halal yang dulu dikenal sebagai jenis wisata 
jiarah dan religi (pilgrims tourism/spiritual tourism), pada pelaksanaa konferensi 
di Cordoba, Spanyol oleh World Tourism organization (UNWTO) pada tahun 
1967 dengan judul “Tourism and Religions: A Contribution to the Dialogue of 
Cultures, Religions and Civilizations” (UNWTO,(2011)
27
. Tidak sama dengan 
konsep wisata halal yang lebih luas dari wisata reliji, dimana kalau wisata reliji 
didefinisikan sebagai wisata dalam kerangka kepentingan ibadah/agama, misalnya 
haji dan umroh ke tanah haram, atau sebagian umat Islam berziarah ke makam-
makam para wali/aulia/tokoh agama. Sementara wisata halal mengandung konsep 
yang lebih luas, yaitu pariwisata yang keseluruhan aspeknya tidak bertentangan 
dengan syariah.  
Wisata halal sebagai  tren baru yang semakin berkembang dalam dunia 
pariwisata memiliki beberapa terminologi di beberapa negara di dunia, seperti  
Islamic Tourism, Halal endly Tourism Destination, Halal Travel, Muslim-
Friendly Travel Destinations, halal lifestyle, dan lain-lain.  
Adapun kriteria umum pariwisata syariah ialah; pertama, memiliki 
orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, 
penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. 
Keempat, bebas dari maksiat. Kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan. 
Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial 
budaya dan kearifan lokal.
28 
Wisata halal bukan hanya diminati para wisatawan yang berasal dari Asia 
atau Arab saja, namun dari berbagai belahan dunia termasuk eropah, ini dapat 
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Tabel 1.1 
Muslim Visitor Arrivals Analysis 2018 
Region No of Visitors Visitor % 
Asia 52,8 27 
Europe 36,1 18 
Africa 39 20 
America 29 15 
Oceania 39,6 20 
Total 196,5 100 
Sumber : Global Muslim Travel Index (GMTI)2018 
(Analisa Kunjungan wisatawan Muslim 2018) 
Ada 10 destinasi yang paling banyak diminati oleh muslim milenial adalah 
Malaysia, Indonesia, Jepang, Thailand, Australia, Singapura, Uni Emirat Arab, 
Inggris, Amerika Serikat, dan India
30
. Sementara itu Bank Indonesia (BI) menilai 
besarnya potensi jumlah wisatawan muslim global yang berkunjung ke Indonesia 
membuat wisata halal menjadi mesin pendorong industri halal Indonesia. Tercatat 
tahun 2018, terdapat 140 juta wisatawan muslim yang melakukan perjalanan 
wisata, termasuk berkunjung ke Indonesia dengan belanja online sebesar US$35 
miliar. Tahun 2020 diproyeksikan mencapai 158 juta orang
31
. 
Memang potensi-potensi keuangan wisatawan muslim juga tidak kalah 
dengan wisatawan dari negara non muslim .Wisatawan-wisatawan dari negara 
muslim jumlahnya cukup besar dan. Masyarakat Arab Saudi, misalnya, pada 
tahun 2015 menghabiskan tidak kurang dari Rp 400 triliun untuk belanja wisata 
ke luar negeri. Kunjungan wisatawan Muslim ke Indonesia mencapai 1.270.437 
orang per tahun yang berasal dari Arab Saudi, Bahrain, Malaysia, Brunei, dan 
Singapura.Selanjutnya dikutip dari laporan yang dimuat dalam State of the Global 
Islamic Economic Indonesia merupakan Negara yang memiliki populasi umat 
Islam terbesar didunia  dan telah menghabiskan anggaran agregat sebesar  
US$218.8 milyar disektor ekonomi Islam pada tahun 2017, dengan 215 juta 
penduduk Muslim yang mewakili 13 persen Populasi Muslim Global.
32
 Laporan 
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terbaru dari Mastercard-HalalTrip Muslim Millenial Travel Report 2017 
(MMTR2017) memperkirakan total pengeluaran wisatawan muslim millenial 
mencapai lebih dari US$100 miliar pada 2025. Secara keseluruhan segmen wisata 
Muslim diperkirakan akan mencapai 300 miliar dolar AS pada 2026. Dan 
diiprediksi pasar wisata halal dunia akan tumbuh menjadi US$180 miliar pada 
2020 dari posisi saat ini sebesar US$116 miliar
33
.  
Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa peminat wisata halal memang 
mengalami peningkatan yang cukup signifikan di berbagai kalangan usia, baik di 
Indonesia maupun di dunia. Termasuk generasi milleneal yang memiliki 
ketertarikan yang tinggi terhadap wisata halal. Generasi milleneal merupakan 
segmen pasar yang cukup mumpuni bagi perkembangan wisata halal. Pengaruh 
teknologi dan keinginan merasakan pengalaman baru mendorong mereka untuk 
bepergian dibanding sakadar memiliki barang.. CEO Crescent Rating & Halal 
Trip Fazal Bahardeen mengatakan, tidak ada keraguan bahwa semua pihak di 
sektor pariwisata harus lebih memerhatikan pasar wisatawan Muslim milenial. 
Sebab, segmen inilah yang akan banyak mengeluarkan uang untuk wisata 
termasuk membeli tiket pesawat dan memesan hotel.
34
Pertumbuhan pasar Muslim 
muda yang semakin makmur menunjukkan potensi sangat besar bagi penyedia 
produk dan layanan ramah Muslim di level internasional. Wisata bagi generasi 
Muslim muda berkembang pesat seiring pendapatan yang lebih besar. 
Tidak ada keraguan bahwa semua pihak di sektor pariwisata harus lebih 
memperhatikan pasar wisatawan muslim millenial. Ini yang dapat mendorong 
pengeluaran untuk tiket pesawat, hotel dan wisata menurut  Fazal Bahardeen
35
, 
CEO CrescentRating ,pasar wisatawan muslim mengalami perkembangan pesat 
sebagai sebuah segmen yang sangat menguntungkan bagi pariwisata kontemporer. 
Saat ini, pasar wisatawan muslim akan memasuki fase puncak dari pendapatan, 
pengeluaran dan perjalanan dalam 5 - 10 tahun ke depan.Menurut Global Islamic 
Economy Report, pada akhir 2023, industri makanan halal akan bernilai US$1,8 
triliun, industri pariwisata halal akan bernilai US$274 miliar, dan industri mode 
halal akan bernilai US$361 miliar.  
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Potensi pengembangan industri pariwisata halal sangat besar, hal ini 
dapat dilihat dari perkembangan kontribusi masyarakat muslim pada pasar 
pariwisata di beberapa negara yang secara kuantitatif sedikit umat muslimnya 
dan dari obyek wisata yang dikunjungi juga tidak bernuansa muslim.
36
  
Menurut data Global Muslim Travel Index (GMTI), Indonesia 
merupakan salah satu negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang 
masuk sepuluh besar daerah tujuan wisata muslim dunia.
37
 Posisi Indonesia 
sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim mendapati kedudukan yang 
cukup baik dan strategis dalam pemeringkatan  Organisasi Konferensi Islam yang 
dimuat dalam laporan Mastercard Global Muslim Travel Index dalam beberapa 
tahun terakhir sebagai berikut: 
Tabel 1.4 
TOP Organisasi Konferensi Islam (Organization Islam Conference) 
Kunjungan ke Indonesia Versi Standar GMTI 
Top OIC Destination "Indonesia" Versi GMTI  
Tahun  GMTI Ranking  Skor 
2015 6 67,5 
2016 4 70,6 
2017 3 72,6 
2018 2 72,8 
2019 1 78 
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia mendapatkan ranking 
yang terus menerus meningkat dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Sementara 
itu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada lima tahun 
terakhir sebagai berikut: 
Tabel 1.3 
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia  
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Global Muslim Travel Index (GMTI), 2015. 
No. Bulan 2014 2015 2016 2017 2018 
1 Januari 753.079 785.973 814.303 1.107.968 1.097839 
2 Februari 702.666 843.928 888.309 1.023.388 1.197.503 
3 Maret 765.607 841.071 915.019 1.059.777 1.363.426 
15 
Tahun 2014-2018 
Sumber : Kemenpar 2019 
Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah wisatawan mancanegara naik secara 
significan setiap tahunnya. Sementara itu pada tabel di bawah ini negara yang Paling 




Negara yang Paling Banyak Berkunjung ke Indonesia  
No. Nama Negara 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
1 Singapura 116049 88487 131654 132257 114229 582676 
2 Malaysia 87595 87113 113567 110939 104943 504157 
3 Jepang 37659 37913 46917 39910 42041 204440 
4 Korea Selatan 32540 32131 27534 32694 30948 155847 
5 Taiwan 20290 17651 19133 17685 19606 94365 
6 Tiongkok 197157 190349 137529 158147 157335 840517 
7 India 35345 30203 34112 37631 47231 184522 
8 Philipina 12797 10170 12334 16271 15353 66925 
9 Hong Kong 7555 5960 6559 7684 6813 34571 
10 Thailand 5885 6332 7382 12142 10795 42536 
11 Australia 98580 94553 86389 99773 93743 473038 
12 Amerika Serikat 24029 22191 27747 29906 28752 132625 
13 Inggris 21808 21235 27272 34803 30527 135645 
14 Belanda 12703 12202 11789 17441 15148 69283 
15 Jerman 12313 12861 20786 22378 20649 88987 
16 Perancis 12556 12506 16039 24258 22800 88159 
17 Rusia 13511 13248 9588 9052 7051 52450 
18 Negara Eropa Lainnya 42059 41849 46262 54112 50610 234892 
19 Saudi Arbia 14310 11329 13286 12150 5597 56672 
20 Mesir 884 882 976 1303 1000 5045 
21 Uni Emiret Arab 419 396 781 577 413 2586 
Sumber : Kementrian Pariwisata Indonesia (2018) 
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 Kementrian Pariwisata Indonesia (2018) 
4 April 726.332 801.071 915.095 1.171.386 1.302.321 
5 Mei 752.363 852.338 915.206 1.148.588 1.242.705 
6 Juni 851.475 872.385 857.651 1.144.001 1.322.674 
7 Juli 777.210 877.584 1.032.741 1.370.591 1.540.000 
8 Agustus 826.821 911.704 1.031.986 1.393.243 1.511.021 
9 September 791.296 920.128 1.006.653 1.250.231 1.370.943 
10 Oktober 808.767 877.798 1.040.651 1.161.565 1.291.605 
11 November 764.461 835.408 1.002.333 1.062.030 1.157.483 
12 Desember 915.334 986.519 1.113.328 1.147.031 1.405.554 
Jumlah 9.435.411 10.405.907 11.519.275 14.039.799 15.810.305 
16 
 
Jika dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa negara yang paling banyak 
berkunjung ke Indonesia adalah Tiongkok. Namun Negara tetangga Malaysia 
adalah prospek untuk wisata halal yang sangat baik, karena masyarakat Malaysia 
yang mayoritas Muslim akan bisa memberikan promosi yang lebih baik kepada 
masyarakat dunia
39
. Karena Negara ini cukup dekat dengan Indonesia, tentu 
menjadi salah satu tujuan yang paling diminati jika Indonesia bias menerapkan 
wisata halal.  
Dengan berhasil memenangi penghargaan-penghargaan dalam kegiatan 
lomba wisata halal tingkat dunia. Padahal Indonesia  sangat tertinggal dalam 
menerapkan wisata halal, ketika negara-negara lain sudah berlomba-lomba 
melaksanakan wisata halal, bahkan negara yang mayoritas penduduknya non 
muslimpun tertarik untuk menyelelnggarakan wisata halal. Indonesia dengan 
penduduk Muslim terbesar di dunia justru baru mulai melangkah pada sekitar 
tahun 2012 dan 2013 dan baru mulai menerapkannya pada tahun 2015. Namun 
banyakanya penghargaan perlombaan wisata halal tingkat dunia menajdi motivasi 
dan percaya diri Indonesia untuk terus meningkatkan wisata halal .Terutama  
daerah-daerah yang menjadi langganan mendapatkan penghargaan adalah 
Lombok, Aceh, Sumbar, Bali dan lain sebagainya.  
Pemerintah Indonesia melalui Kemenpar kian gencar menarik traveler 
muslim lewat wisata halal. Ada 11 destinasi wisata halal dalam negeri yang jadi 
unggulan yakni; Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa 
Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Lombok. ujar 
Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal, Anang Sutoyo
40
 
Bagaimana wisata halal di daerah-daerah yang dahulunya 
direkomendasikan pemerintah pada awalnya , seperti Bali. Pada saat wawancara 
dengan Dinas pariwisata Bali yang diwakili oleh salah satu kabid  , diketahui  
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bahwa Bali tidak mengenal wisata halal . Jadi bisa dikatakan Bali adalah  satu-
satunya daerah yang menolak penerapan  wisata halal di daerahnya.. 
Sementara daerah NTB , memiliki segudang penghargaan sejak daerah 
tersebut ditetapkan jadi destinasi wisata halal yakni sejak tahun 2015 . NTB 
memang daerah 1000 mesjid yang mempesona, selain masyarakatnya masyoritas 
muslim, dan ramah, serta banyaknya lokasi wisata yang sangat indah dan berbeda 
dengan daerah lain. Pemerintah daerahnyapun sangat mendukung  penerapan  
wisata halal ini , salah satunya dengan menerbitkan  peraturan daerah tersendiri 
tentang wisata halal. Pada tahun 2015 .  
Demikian juga dengan Aceh, sering  mendapat penghargaan internasional 
dalam perlombaan wisata halal di dunia, dan Aceh juga satu-satunya daerah yang 
telah memiliki peraturan daerah tentang wisata, yang tentu saja walaupun bukan 
tentang wisata halal, tetapi berkonsep Islam, sehingga jauh lebih luas dan lengkap 
tentang penerapan wisatanya.  
Berbeda dengan daerah Sumatera Utara, dengan mayoritas penduduknya 
yang muslim tetapi tidak ditetapkan sebagai daerah wisata halal, padahal daerah-
daerah indahnya  di Sumatera Utara sangat banyak, belum lagi kuliner terlezatnya 
dan variannya yang cukup menarik sangat potensial untuk menjadi darya tarik 
wisatawan, walaupun beberapa pihak banyak yang menolak, namun stakeholder 
lainnya cukup mendukung penerapan wisata halal, mengingat pengunjung daerah 
ini banyak yang berasal dari Negara Islam seperti Malaysia . 
Namun, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof KH Maruf 
Amin menilai Indonesia terlambat menyiapkan diri sebagai pelaku pariwisata 
halal
41
. Oleh sebab itu sejumlah Pemerintah Daerah di Indonesia saat ini terus 
berupaya secara intensif untuk mengembangkan wisata halal baik di sajian 
kulinernya maupun layanan di restoran maupun hotel. Penerapan wisata halal 
tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus menyambut wisatawan 
mancanegara, khususnya dari Timur Tengah
42
. Sementara negara yang mayoritas 
penduduknya banyak non muslim bahkan lebih maju. Seperti data berikut  di 
dunia sendiri ada 9 negara yang menyediakan paket wisata halal seperti yang 
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dikutip dari phinemo.com, diantaranya; Jepang,Turki,Malaysia,Maroko, Thailand, 
Dubai (Uni Emirat Arab), Inggris, Korea Selatan, Jerman
43
.Selain itu ada 10 
negara non muslim  yang tertarik dengan pasar wisata halal, seperti 
Taiwan,Singapura,Afrika Selatan, Hongkong,Perancis, Spanyol, Filipina, 
Thailand, Inggris dan Jepanga Selatan
44
. Ini berarti sebenarnya ada 16 negara di 
dunia yang sudah menyasar ke pasar wisata halal. 
Dan Jepang adalah salah salu negara yang paling percaya diri dan paling 
giat dan serius dalam mengembangkan  wisata halal, dengan 10 kota 
45
ramah 
muslim nya .Bandingkan dengan Indonesia dimana penerapannya  belum cukup 
baik. Ini  dapat diketahui dari berbagai sumber dimana banyaknya polemic terkait 
rencana penerapan wisata halal yang timbul  di masyarakat di berbagai daerah di 
Indonesia , seperti yang terjadi di Bali tahun 2015 dan tahun 2019, NTT pada 
tahun 2019 dan juga di Sumatera Utara pada tahun 2019  Seperti di Sumatera 
Utara rencana penerapan wisata halal di kawasan Danau Toba yang dilontarkan 
oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan didukung oleh banyak pihak 
tetapi tidak sedikit juga yang menentang, sebagian besar mereka bermukim di 
kawasan Danau Toba  . Hal ini telah dikonfirmasikan langsung oleh penulis 
kepada Bapak Drs. Muklis dari Dinas Pariwisata Sumatera Utara saat itu. 
Pemakaian istilah wisata halal yang sering disalah artikan berbagai pihak. Dimana 
banyak orang beranggapan bahwa konsep wisata halal itu adalah full syariah 
Belum lagi pernyataan sapta dalam Bisnis.com yang mengatakan bahwa 
Indonesia masih menggaet sedikit wisatawan mancanegara muslim yakni 3,6 juta 
orang, dibandingkan dengan Thailand yang berhasil menggaet 6 juta orang, 
Malaysis 5 juta orang  dan Singapura 4 juta orang
46
, padahal Indonesia memiliki 
destinasi wisata yang lebih luas dibanding ke tuga daerah tersebut, belum lagi 
kekayaan alamnya yang sangat alamiah dan indah. 
Dengan populasi muslim yang sangat besar sekitar 1,8 milyar dari 
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penduduk dunia menjadikan potensi pasar muslim. Selaln itu, tantangan 
perubahan teknologi komunikasi dan transportasi telah banyak mengubah gaya 
hidup di dunia, perjalanan wisata kini banyak melibatkan kelompok usia muda 
dan kaum perempuan sebagai faktor penting dalam gaya wisata dunia harus 
mampu dijawab oleh para pemangku kepentingan pariwisata halal. 
Seperti yang dijelaskan dari tabel di atas , dengan pestasi Indonesia yang  
mengalami peningkatan luar biasa dengan menduduki posisi nomor satu di dunia 
dalam hal penilaian rating index milik Global Muslim Travel Index, mendorong 
peningkatan pariwisata halal di Indonesia. Dengan pertumbuhan fasilitas, perbaikan 
kualitas, dan bahkan dukungan dari sistem perbankan yang selaras, pariwisata halal 
di Indonesia akan semakin meningkatkan daya tarik tujuan wisata dan memberlkan 
tingkat kenyamanan lebih bagi turis muslim potensual yang hadir. 
 Untuk itu wisata halal sebagai salah satu kreativitas pengembangan 
sumber daya ekonomi Indonesia, maka penting dilakukan pembangunan di bidang 
kepariwisataan tersebut, sehingga dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan 
asas-asas manfaat, usaha bersama, kekeluargaan, adil, merata, peri kehidupan 
dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri. Pariwisata termasuk 
dalam program pembangunan nasional di Indonesia sebagai salah satu sektor 
pembangunan ekonomi.   
Pengembangan wisata halal menjadi alternatif bagi industri wisata di 
Indonesia seiring dengan tren wisata halal yang menjadi bagian dari industri 
ekonomi Islam global. Pembangunan kepariwisataan adalah bagian dari 
pembangunan nasional yang mempunyai tujuan antara lain memperluas 
kesempatan berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja. visi dari Kementrian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif item 1 yakni  memecahkan multi krisis 
Nasional melalui efek ganda ekonomi (Economic Effect) pembangunan pariwisata 
sustainable (Sustanaible Tourism Development), dimana berorientasi kepada 
kepentingan masyarakat luar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan 
bangsa Indonesia.  
Dengan tahap-tahap pembangunan nasional, pelaksanaan pembangunan 
kepariwisataan nasional dilaksanakan secara menyeluruh, berimbang, bertahap, 
dan berkesinambungan (sustainable). Dan pembangunan di bidang kepariwisataan 
20 
mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada 
akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
47
 Dan pariwisata 
sustainable merupakan sebuah proses dan sistem pengembangan pariwisata yang 
bisa menjamin keberlangsungan atau keberadaan sumberdaya alam, kehidupan 
sosial dan ekonomi, dan budaya ke generasi yang akan datang. 
Padahal seperti yang dikatakan oleh Sapta  Wisata halal adalah extended 
service
48
 buat wisatawan yang memerlukannya, Sepeti diketahui wisata halal pada 
dasarnya sama dengan wisata umum lainnya , hanya saja karena wisata halal 
ditujukan kepada para wisatawan yang beragama Islam dimana setiap muslim 
berkewajiban melakukan ibadah sehari-harinya , maka jikapun mereka berpergian, 
harus mendapatkan pelayanan dan fasilitas dengan mudah , disinilah  yang 
membedakannya. Karena biasanya perjalanan wisata umum tidak menyediakan 
fasilitas yang dibutuhkan para wisatawan ini, seperti jika para wisatawan muslim 
ini hendak sholat maka di tempat penginapan harus disediakan fasilitas tersebut 
seprti  sajadah, mukena, Al quran. Dan di tempat umum lainnya disediakan tempat 
untuk sholat, tempat wudhu. Sementara jika mereka makananpun haruslah yang 
terjamin kehalalannya yang tentunya biasanya ditandai dengan label halal sebagai 
tanda telah disertifikasi oleh badan terkait, termasuk tempat rekreasi yang sesuai 
dengan kebutuhan wisatawan muslim tersebut 
Dari uraian ini jelas bahwa penerapan wisata halal di Indonesia perlu 
diberikan pehamaan yang mudah dan dapat diterapkan di seluruh daerah di Indonesia 
sehingga bisa berlangsung secara berkesinambungan. Namun, banyaknya 
permasalahan-permasalahan dalam penerapan wisata halal saat ini menjadi tantangan 
yang harus diselesaikan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Indonesia saat ini 
yaitu lemahnya sistem pengelolaan destinasi, yang sati ini masih pasif, hal ini terjadi 
bisa saja disebabkan karena belum adanya peraturan menteri (permen) tentang wisata 
halal ssebagai dasar pengembangan sector ekonomin tersebut. Hal ini  juga sesuai 
dengan pernyataan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Jawa Tengah 
49
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yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang cukup besar, tetapi sampai 
saat ini belum ada petunjuk teknis untuk mengembangkan wisata halal. Jadi 
umumnya menggunakan panduan dari Global Muslim Travel Index dalam 
menjalankan wisata halal di dalam negeri. Panduan ini penting dalam melaksanakan 
wisata halal, karena berhubungan dengan standardisasi pelayanan dan fasilitas, mana 
yang harus diperhatikan dan mana yang harus dipenuhi, agar wisata ini sesuai dengan 
konsep halal yang ditawarkan. Seperti keberasdaan masjid harus mudah dijangkau, 
pemisahan gender di tempat makan/restaurant. Jika ada permen maka ada 
keseragaman pelaksanaan di setiap daerah. 
Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu 
pernah menyatakan bahwa wisata halal di Indonesia sangat berpontensi 
meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Sayangnya, saat ini wisata halal 
di Indonesia masih digarap setengah-setengah
50
. Menurut beliau ada 5 poin 
penting dalam masalah industri pariwisata. Infrastruktur, Teknologi Informasi, 
Keamanan, SDM, dan Sampah.  
Pratiwi, Dida dan Sjafirah yang menyatakan dukungan berupa 
infrastruktur dan SDM serta belum adanya regulasi mengenai wisata halal 
menjadi penghambat dalam pengembangan wisata halal. Karenanya diperlukan 
regulasi dari pusat yang membimbing regulasi daerahnya untuk menerapkan 
konsep wisata halal. Tanpa adanya regulasi yang jelas, pengaturan terhadap 




Menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya 
52
 mengungkapkan ada tiga 
hambatan yang dihadapi Indonesia dalam mengembangkan wisata halal. Tiga hal itu 
terkait dengan persepsi masyarakat dan sertifikasi halal. Dan ini menjadi kelemahan 
umum Bangsa Indonesia. Karena dari sini terlihat bahwa  kepedulian  masyarakat  
Indonesia  terhadap sertifikas ini halal sangat rendah, persepsi itu adalah yang paling 
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 Arif Yahya dalam  Wahyu Adityo Prodjo dan I Made Asdhiana (Kompas.Com, 
2016),"Tiga Hambatan Pengembangan Wisata Halal di ndonesia", Jakarta  
22 
berbahaya dalam mengembangkan wisata halal. Dan ini menjadi kelemahan umum 
Bangsa Indonesia. Karena dari sini terlihat bahwa  kepedulian  masyarakat  Indonesia  
terhadap sertifikas ini halal sangat rendah, persepsi itu adalah yang paling berbahaya 
dalam mengembangkan wisata halal.  Pengusaha restoran, hotel, atraksi wisata, dan 
sumber daya manusia perlu disertifikasi. Hal lain yang .menghambat pengembangan 
wisata halal di Indonesia adalah persepsi tentang negara Muslim terbesar. Menurut 
Arief, dengan persepsi itu muncul anggapan turis mancanegara Muslim akan 
berkunjung ke Indonesia tentu saja pemikiran ini salah. Turis itu akan datang ke 
pelayanan terbaik. Siapa yang melayani lebih bagus akan mendapatkan lebih," 
lanjutnya. Hal terakhir yang menghambat pengembangan wisata halal, adalah tidak 
ingin disertifikasi wisata halal. Menurutnya, penolakan tersebut karena sudah merasa 
telah menerapkan standar halal dan sudah berasal dari negara Islam. Selanjutnya  
Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata, 
Riyanto Sofyan menyebutkan, promosi wisata halal tidak dapat dilakukan dengan 
bermodalkan persepsi keunggulan yang telah dimiliki. Menurutnya, setiap pemain 
industri pariwisata harus memiliki standar yang diakui oleh dunia pariwisata 
internasional. Sehingga ada sertifikasi halal itu hal yang mutlak
53
. 
Beberapa permasalahan lainnya yang penulis rangkum berdasarka bebaerapa 
sumber berikut antara lain: 
1. Belum adanya regulasi mengenai wisata halal, SDM dan infrastruktur (Jurnal 
Pratiwi, Dida dan Syafirah)
54
  




3. Masih minimnya  infrastruktur yang ramah muslim , kualitas pelayanan dan 
kualitas objek wisata , makanan. hotel dan restaurant yang halal, SDM, 
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event-event kreatif , dan tour leader Islami
56
 
4. Minimnya pemahamannya masyarakat tentang wisata halal karena minim 
sosialisasi, edukasi dan perkuat literasi 
57
 
5. Banyaknya kasus pungli dan preman di objek wisata 58 




7. Pemerintah sendiri belum juga mengeluarkan peraturan tentang wisata halal 60 
8. Dan lain sebagainya 
Sementara itu  teknologi juga menjadi salah satu yang dibutuhkan dalam 
penerapan wisata halal ini. Rhenald Kasali dalam artikelnya yang dimuat dalam 
Kompas.com menyebutkan bahwa ekonomi sekarang ini telah berubah menjadi 
Esteem Economy dari leisure economy pada era sebelumnya. Perubahan tersebut  
berimbas terhadap perubahan perilaku berwisata, dari hanya menikmati 
waktu senggang dengan kumpul-kumpul bersama teman atau keluarga berubah 
menjadi mencari pengalaman (experiences) dengan unsur ingin mendapatkan 
pengakuan karena pernah mengunjungi tempat-tempat yang lagi hits pada 
masanya. Perubahan perilaku berwisata tersebut menurutnya disebabkan oleh 
kebanyakan manusia sekarang ini yang sudah addicted terhadap gadget terutama 




Dalam memuaskan wisatawan milenial di masa kini dan masa depan, 
organisasi pariwisata harus mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda. Salah 
satu tujuan yang dimungkinkan generasi milenal dalam  melakukan sebuah 
perjalanan ialah untuk menghindari kuota, mencoba gaya hidup yang berbeda, 
untuk mendapatkan pengalaman baru, mengunjungi tempat-tempat baru dan untuk 
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Kontribusi generasi mileneal sebagai wisatawan muda cukup memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan wisata. Hal ini menunjukkan 
pentingnya investigasi kelompok sasaran ini dengan mengidentifikasi perilaku 
wisata mereka, seperti makna dan nilai yang mereka berikan ketika melakukan 
wisata. Salah satu poin penting yang dapat dibidik dalam pertanyaan UNWTO 
dan WYSE Travel Confederation, 2016 bahwa generasi milineal memiliki salah 
satu tujuan yang penting yakni mencoba gaya hidup berbeda. Jadi jelas generasi 
milenial adalah segmen yang paling menarik dalam wisata halal ini. 
Kerjasama dengan stakeholder juga adalah hal yang paling perlu 
dilakukan, seperti dalam permasalahan yang diungkapkan di atas oleh Heni
63
 ,  
Dari uraian di atas jelas bahwa penelitian tentang Model Wisata Halal 
Sustainable di Indonesia perlu dilakukan,  agar ditemukan model  yang paling 
tepat dalam implementasi wisata halal di Indonesia, dimana segala permaslahan di 
atas dapat diatasi dan segala aspek yang dapat memberikan kontribusi dapat 
ditingkatkan. Terutama sinergi antar stakeholders, agar bisnis pariwisata halal di 
Indonesia berkembang dengan cepat dan bisa bersaing dengan negara lain.
64
 Juga 
mampu meningkatkan pendapatan daerah maupun Negara serta tujuan akhir 
dalam  meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat  hingga 
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia secara menyeluruh 
dapat tercapai.  
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah: 
1. Apakah aspek-aspek wisata halal yang paling menghambat dan paling 
potensial di Indonesia ? 
2. Bagaimana penerapan wisata halal di  Indonesia selama ini ? 
3. Bagaimana Model wisata halal sustainable yang paling tepat diterapkan di 
Indonesia  ? 




 Arsiya Heni Puspita dalam Republica.co.id ( 26 Juni 2018). Pemerintah dan Pemangku 
Wisata Halal Perlu Kerja Sama. Jakarta 
64
 Abdul Rasyid, op. cit., 2015 
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4. Aspek-aspek apa yang dominan dalam model wisata halal sustainable di 
Indonesia? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan: penelitiannya 
1. Untuk mengidentifikasi aspek wisata halal yang paling menghambat dan 
paling potensial di Indonesia  
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan wisata halal di  Indonesia selama ini  
3. Untuk membangun sebuah konsepsual untuk menggambarkan dan 
membuktikan  scara empiric bagaimana Model wisata halal sustainable yang 
paling tepat diterapkan di Indonesia 
4. Untuk mengetahui  aspek-aspek apa yang dominan dalam model wisata halal 
sustainable di Indonesia 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi : 
 Pemerintah: menjadi rekomendasi dalam penerapan  wisata halal yang 
sustainable di Indonesia, dimana  tercapai kesejahteraan ekonomi, ekologi 
dan sosial bagi masyarakat. 
 Pelaku Bisnis, dapat menjadi referensi untuk meningkatkan usahanya dalam 
bisnis wisata halal. 
 Masyarakat umum dapat menjadi acuan bagaimana menciptakan iklim yang 
kondusif untuk meningkatkan pariwisata khususnya wisata halal di Indonesia 
dan mensejahterahkan kehidupannya. 
 Peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi bagi penelitian dibidang yang sama. 
 
 
E. Kebaruan Penelitian (Novelty)  
Dibandingkan dengan penelitian terdahulu , belum ditemukan penelitian 
tentang model wisata halal sustainable di Indonesia. Jadi penelitian ini juga adalah 
satu-satunya penelitian yang membahas tentang model wisata halal sustainable di 
Indonesia , dan juga penelitian yang melibatkan empat provinsi atau daerah ujung 
26 
barat dan ujung timur Indonesia , yakni Aceh, Sumut, NTB dan Bali. Penelitian 
ini juga lebih komprehensif karena meneliti dari semua aspek , baik dari  aspek 
prioritas  yang ada di regulasi, aspek prioritas dari destinasi wisata halal dan aspek 
prioritas dari masyarakat.  
 
F. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 
Penelitian ini bersifat deskriptif dan ditujukan untuk mencari membangun 
sebuah model konsepsual untuk menggambarkan dan membuktikan secara empiric 
bagaimana wisata halal diterapkan agar berjalan secara sustainable di Indonesia. 
Adapun ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian desertasi ini adalah : 
1. Penelitian hanya mengupas tentang seluk beluk wisata halal dan 
penerapannya di Indonesia  
2. Penggunaan Analisa SWOT hanya untuk menemukan  sisi keunggulan , 
kelemahan, peluang serta ancaman dalam wisata halal di Indonesia 
3. Menggunakan Metode ANP ( Analitical Network Process), untuk menyusun 
deskomposisi dan konstruksi wisata halal di Indonesia dan mencari aspek 
dominannya 
4. Lokasi yang menjadi objek validasi dalam penelitian ini adalah Nusa 
Tenggara Barat, Aceh, Bali dan Sumatera Utara  
5. Narasumber yakni  pakar wisata halal berasal dari Pemerintah yang diwaliki 
dinas pariwisata di daerah terkait, LPPOM MUI di daerah terkait, Pelaku 






Menurut etimologi kata “pariwisata” diidentikkan dengan kata “travel” 
dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali–
kali dari satu tempat ke tempat lain. Atas dasar itu pula dengan melihat situasi dan 
kondisi saat ini menurut Sinaga pariwisata dapat diartikan suatu perjalanan 
terencana yang dilakukan secara individu atau kelompok dari satu tempat ke 
tempat lain dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan
1
. 
Gunawan mengatakan, pariwisata juga menggabungkan berbagai macam produk, 
seperti transportasi, akomodasi, catering, sumber daya alam, hiburan dan berbagai 




Menurut UU No. 9 Tahun 1990 pariwisata adalah segala sesuatu yang 
berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan, daya tarik dan atraksi wisata 
serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. 
Beberapa ahli mengemukakan pengertian pariwisata, antara lain
3
: 
1. Yoeti dalam Irawan4, menjelaskan bahwa kata pariwisata berasal dari 
bahasa Sansekerta, yaitu “…pari yang berarti banyak, berkali–kali, berputar–
putar, keliling, dan wisata yang berarti perjalanan atau bepergian”. 
2.  Freuler dalam Irawan, merumuskan pengertian pariwisata sebagai berikut : 
“Pariwisata dalam arti modern adalah merupakan fenomena dari jaman sekarang 
yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian 
yang sadar dan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam dan pada 
khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas 
manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, industri, serta 
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penyempurnaan dari alat–alat pengangkutan”
5
. 
Chadwick, mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan orang di luar 
lingkungannya dengan jangka waktu tertentu dan tujuan perjalanan utamanya 
selain pendidikan atau mencari pengalaman dengan membayar suatu kegiatan di 
tempat yang dikunjungi.
6
 Hanzaee dan kawan-kawan, berpendapat pariwisata 
adalah sebuah konsep yang rumit yang mencakup berbagai sosial, perilaku, 




انسٍبحة نُغةً بأَّهب انضرة فً األرض؛ أي االَتقبل وانًشً يٍ يىقع إنى آخر، سىاء فً 
نىصىل إنى حبجبت يعٍُة، وبعٍدة عٍ دونة يعٍُة أو إقهٍى ُيحدّد أو حىل انعبنى,يٍ أجم ا
 يكبٌ انسكٍ اندائى أو بٍئة األعًبل أو انحروة.
Artinya: “Pariwisata secara bahasa ialah melakukan perjalanan di bumi; yaitu 
bergerak dan berjalan dari satu lokasi ke lokasi lain, baik di negara atau wilayah 
tertentu atau di seluruh dunia, untuk mencapai kebutuhan tertentu, jauh dari 
tempat tinggal permanen, lingkungan bisnis atau perang”.
8
 
Kodhyat, mengatakan pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke 
tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, 
sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan 
lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.
9
 Macintosh dan 
Goeldner mengatakan, pariwisata adalah jumlah dari fenomena dan hubungan 
yang timbul dari interaksi wisatawan, pemasok bisnis, pemerintah tuan rumah dan 
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Sementara itu kepariwisataan menutur Irawan menjabarkan kata–kata 
yang berhubungan dengan kepariwisataan sebagai berikut
11
: 
 Wisata : Perjalanan, dalam bahasa Inggris disebut dengan “Travel”. 
 Pariwisata : Perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, dalam 
bahasa Inggris disebut dengan “Tour”. 
 Wisatawan : Orang yang melakukan perjalanan, dalam bahasa Inggris disebut 
dengan “Travelers”. 
 Kepariwisataan : Hal–hal yang berhubungan dengan pariwisata dan dalam 
bahasa Inggris disebut dengan “Tourisme”. 
Prof. Hunziger dan Kraf dalam Irawan memberikan batasan pariwisata 
yang bersifat teknis, yaitu “…kepariwisataan adalah keseluruhan jaringan dan 
gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, 
dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal ditempat itu untuk melakukan 




Pariwisata adalah konsep yang rumit mencakup berbagai pertimbangan 
sosial, perilaku, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Medic & Middleton 
menegaskan bahwa konsep pariwisata terdiri dari serangkaian kegiatan, layanan, 
dan manfaat yang memberikan pengalaman tertentu kepada para turis.
13
 Buhalis, 
meyakini bahwa tujuan wisata memiliki lima unsur penting, yaitu atraksi, akses, 
fasilitas, kegiatan, dan terkait sisi jasa pariwisata.
14
 
Ketetapan MPRS No. 1 Tahun 1960 dalam Irawan kepariwisataan dalam dunia 
modern pada hakikatnya adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam 
memberi liburan rohani dan jasmani setelah beberapa waktu bekerja serta mempunyai 
modal untuk melihat daerah lain (pariwisata dalam negeri) atau negara lain (pariwisata 
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. Tujuan kepariwisataan dalam UUD RI No. 10 Tahun 2009 tentang 
kepariwisataan menjelaskan, sebagai berikut : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
Meningkatkan kesejahteraan rakyat, Menghapus kemiskinan, Mengatasi 
pengangguran, Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, Memajukan 
kebudayaan, Mengangkat citra bangsa, Memupuk rasa cinta tanah air, Memperkukuh 
jati diri dan kesatuan bangsa, dan Mempererat persahabatan antar bangsa
16
.  
1. Pengertian Wisata dalam Al-Qur’an 
Dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah Saw tidak ditemukan kata 
pariwisata secara harfiah, namun terdapat beberapa kata yang menunjuk kepada 
pengertian dengan lapaz-lapaz yang berbeda namun secara umum maknanya 
sama, setidaknya ditemukan tujuh bentuk redaksi kalimat, diantaranya adalah : 
a. “Sara–Yasiru-Siru-Sairan-Saiyaratan” : (berjalan,melakukan perjalanan), 
dari kata tersebut dijumpai kata “saiyar, muannatsnya saiyahrah” dengan 
makna yang banyak menempuh perjalanan, lebih dikenal dengan nama mobil. 
Kata-kata yang menunjukkan makna tersebut terdapat dalam Qs. al-An‟am 
(6) : 11, Qs. An-namal (27) : 69, Qs. al-Ankabut (29) : 20, Qs. al-Rum (30) : 
42, Qs.  Saba‟ (34) : 18 dan 28, Qs. al-Mukmin” (40) : 21, Qs. Fathir (35) : 
35, dan Qs. al-Nahl (16) : 36.
17
 Pada surat-surat di atas dijelaskan dengan 
beragam redaksi,anjuran melakukan perjalanan dengan menggunakan kata 
kerja sedang berlansung dan kata perintah, sehingga di dapat motivasi para 
Rasul dan Nabi terdahulu dalam melakukan perjalanan. 
b. “Al-Safar”  :(Perjalanan) terdapat dalam Qs.  al-Baqarah (2) : 184,185,283, 
Qs. An-nisa‟(4) : 43, Qs. al-Maidah (5) : 6. Dalam beberapa surat dan ayat di 
atas dijelaskan tentang keadaan orang yang sedang dalam musafir diberikan 
kemudahan dan keringanan dalam ibadah, seperti menjama‟ dan mengqasar 
sholat begitujuga do bolehkan berbuka bagi yang berpuasa. 
c. “Rihlah” :(Perjalanan) terdapat dalam Qs. Qurays (106) : 1-4. menerangkan 
Kebiasaan suku Qiraisy melakukan perjalanan bisnis/berdagang pada musim 
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dingin ke Yaman dan musim panas ke negeri Syam. Rasulullah Saw dalam 
hal ini menganjurkan ummatnya untuk melakukan perjalanan/wista rohani ke 
tiga Masjid, sabagaimana dalam sabda Beliau : 
”Tidaklah kamu di anjurkan melakukan perjalanan melainkan kepada tiga 
Masjid, al-Masjid al-Haram, Masjid al-Rasul, dan Masjid al-Aqsa”. 
d. “Hajara-Yuhajiru-Muhajiran”:(Berhijrah, berpindah) terdapat dalam Qs. 
Annisa‟ (4) : 100. Menerangkan keadaan orang yang berhijrah karena Allah 
Swt dan Rasul-Nya maka orang tersebut mendapatkan pahala, walaupun akan 
banyak mendapatkan tantangan dan cobaan. 
e. “Asra” :(memperjalankan) terdapat dalam Qs. al-Isra‟ (17) : 1 Kisah  Isra‟  
dan  Mi‟raj,  misi  perjalanan Rasulullah Saw dari Masjid Haram Makkah ke 
Masjid al-Aqsa di Palestina, lalu menaiki langit menjemput perintah sholat. 
f. ”Saha-Yahsihu-Saihan-Siyahah-Sa ihun” :(Berjalan atau bepegian), 
tedapat dalam Qs. Al-Taubah (9) : 2 dan 112. Dalam dua ayat di atas 
dijelaskan tentang anjuran melakuan perjalanan di buka bumi dalam rangka 
melakukan ibadah dan anjuran melawat atau bertamasya ke suatu negeri 
untuk melihat pemandangan dan kagungan ciptaan Allah Swt. Bahkan Allah 
Swt memuji orang-orang yang melakukan perjalanan, wisatawan dan 
pelancong dengan istilah ”Al-Saih” berbarengan dengan orang bertaubat, 
memuji Allah, orang yang ruku‟, orang yang sujud, berjihad, dan beramar 
ma‟ruf dan Nahi. Munkar Senada dengan hal diatas Rasulullah Saw bersabda 
dalam sabda Beliau : 
Dari Sa‟ad bin Mas‟ud, bahwasanya „Usmanbin Maz‟un datang menemui 
Nabi SAW, dia berkata: “Izinkanlah kami dikebiri !” Lalu Rasulullah SAW 
menjawab: “Sesungguhnya pengebirian umatku adalah dengan cara 
berpuasa.” Dia berkata lagi: “Ya Rasulullah! Izinkanlah kami hidup 
melakukan siyahah (pergi ke padang pasir jauh dari orang ramai, 
meninggalkan segala kesenangan dan perkara-perkara yang mubah serta 
mengekang hawa nafsu).” Lalu Rasul menjawab: “Siyahah umatku adalah 
dengan cara berjihad fi sabilillah.” Dia berkata lagi: “Wahai Rasulullah, 
izinkanlah kami menjalani hidup seperti seorang rahib.” Rasulullah 
menjawab: “Sesungguhnya kerahiban umatku adalah dengan cara duduk di 
masjid-masjid menunggu masuknya waktu sholat.” 
g. ”Dharaba” :(melakukan perjalanan), terdapat dalam Qs. Annisa‟ (4) : 101. 
Pada ayat ini di jelaskan tentang kemudahan dan  keringanan  dengan  
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mengqasar  shalat bagi orang yang dalam perjalanan. 
Sementara itu di dalam bahasa Arab, kosa kata untuk berpergian atau 
melakukan perjalanan khusus bersang-senang disebut rihlah. Kata rihlah ini juga 
telah disinggung Al-Qurán sebagai lambang rutinitas orang Quraisy yang 
biasanya melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Pariwisata 
dikenal dalam istilah bahasa arab dengan kata “al-Siyahah, al-Rihlah, dan al-
Safar”
18
 atau dalam bahasa Inggris dengan istilah “tourism
19
.  
Dari definisi tersebut terlihat penekanannya pada kata perjalanan atau 
Wisata dalam bahasa Sansekerta atau dalam bahasa inggris dikenal dengan Travel 
dan Safar dalam bahasa Arab. Pariwisata juga dapat dipahami dalam surat al-  
Hujurat ayat 13 Allah SWT berfirman: 
 
Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara 




Berikut bentuk pariwisata berdasarkan Alquran. 
1. Hijja (حجة) melibatkan perjalanan dan ziarah ke Mekah. Perjalanan ini 
merupakan persyaratan untuk setiap Muslim dewasa yang sehat. Setidaknya 
sekali dalam seumur hidup untuk mengambil haji. 
2. Zejara (زٌبرة) mengacu pada kunjungan ke tempat-tempat suci lainnya. 
3. Rihla (رحهة) adalah perjalanan untuk alasan lain, seperti pendidikan dan 
perdagangan. 
Penekanannya adalah pada gerakan terarah, sebagai komponen dari 
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perjalanan spiritual dalam pelayanan Tuhan. Shari‟ah (انشرٌعة) hukum menentukan 
apa yang dapat diterimahalal (حالل), dan apa yang tidak diterima – haram (حراو) 
dalam kehidupan sehari-hari dan selama perjalanan (Kovjanic).
21
 
2. Pariwisata Dalam Islam 
Islam datang untuk meninggikan pemahaman wisata dengan 
mengaitkannya dengan tujuan-tujuan yang mulia. di antaranya : 
a. Mengaitkan wisata dengan ibadah, sehingga mengharuskan adanya safar -
atau wisata- untuk menunaikan salah satu rukun dalam agama yaitu haji pada 
bulan-bulan tertentu. Disyariatkan umrah ke Baitullah Ta‟ala dalam satahun. 
Ketika ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam minta 
izin untuk berwisata dengan pemahaman lama, yaitu safar dengan makna  
kerahiban atau sekedar menyiksa diri, Nabi sallallahu alaihi wa sallam 
memberi petunjuk kepada maksud yang lebih mulia dan tinggi dari sekedar 
berwisata dengan mengatakan kepadanya, “Sesunguhnya wisatanya umatku 
adalah berjihad di jalan Allah.” (HR. Abu Daud, 2486, dinyatakan hasan oleh 
Al-Albany dalam Shahih Abu Daud dan dikuatkan sanadnya oleh Al-Iraqi 
dalam kitab Takhrij Ihya Ulumuddin, no. 2641).  
b. Demikian pula, dalam pemahaman Islam, wisata dikaitkan dengan ilmu dan 
pengetahuan. Pada permulaan Islam, telah ada perjalanan sangat agung 
dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya. Sampai Al-Khatib Al-
Bagdady menulis kitab yang terkenal „Ar-Rihlah Fi Tolabil Hadits‟, di 
dalamnya beliau mengumpulkan kisah orang yang melakukan perjalanan 
hanya untuk mendapatkan dan mencari satu hadits saja. Di antaranya adalah 
apa yang diucapkan oleh sebagian tabiin terkait dengan firman Allah Ta‟ala:  
 
Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat,yang 
memuji, yang melawat, yang ruku´, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma´ruf 
dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan 
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gembirakanlah orang-orang mukmin itu.” (Q.S At-Taubah: 112).
22
 
Ikrimah berkata „As-Saa'ihuna‟ mereka adalah pencari ilmu. Diriwayatkan oleh 
Ibnu Abi Hatim  dalam tafsirnya, 7/429. Silakan lihat Fathul Qadir, 2/408. 
Meskipun penafsiran yang benar menurut mayoritas ulama salaf bahwa yang 
dimaksud dengan „As-Saaihin‟ adalah orang-orang  yang berpuasa.  
c. Di antara maksud wisata dalam Islam adalah mengambil pelajaran dan 
peringatan. Dalam Al-Qur‟anulkarim terdapat perintah untuk berjalan di 
muka bumi di beberapa tempat.  Allah  berfirman: “Katakanlah : 'Berjalanlah 
di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang 
yang mendustakan itu." (QS. Al-An‟am: 11). Dalam ayat lain, “Katakanlah: 
'Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat 
orang-orang yang berdosa.” (QS. An-Naml: 69). Al-Qasimi rahimahullah 
berkata; ”Mereka berjalan dan pergi ke beberapa tempat untuk melihat 
berbagai peninggalan sebagai nasehat, pelajaran dan manfaat lainnya." 
(Mahasinu At-Ta‟wil, 16/225) 
d. Mungkin di antara maksud yang paling mulia dari wisata dalam Islam adalah 
berdakwah kepada Allah Ta‟ala, dan menyampaikan kepada manusia cahaya 
yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.  
e. Yang terakhir dari pemahaman wisata dalam Islam adalah safar untuk 
merenungi keindahan ciptaan Allah Ta‟la, menikmati indahnya alam nan 
agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan 
terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Allah 
subhanahu wa ta‟ala berfirman:  
 
Artinya: “Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah 
bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah 
menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu.” (Q.S Al-Ankabut: 20).
23
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Dalam bahasa islam kita mengenal istilah hijrah, berpindahnya seseorang 
(baik secara temporer maupun permanen) dari suatu tempat ke tempat lainnya 
yang lebih baik, karena dalam hijrah setidaknya ada tiga manfaat. Mendapatkan 
ilmu yang baru, mendapatkan saudara yang baru dan terbukanya pintu rejeki. 
Santoso, berpendapat bahwa walaupun agama lebih mengarah pada hal-hal yang 
bersifat pemaknaan dan spiritual yang berada pada ranah kesadaran individu 
namun demikian agama juga kemudian bisa menjadi sebuah kesadaran kolektif. 
Hal tersebut, secara langsung telah menimbulkan terjadinya permintaan 
terhadap pariwisata karena ketersediaan penawaran “ketersediaan” tempat 
bersejarah Islam sebagai sarana pembelajaran Islam itu sendiri.
24
  
Dalam pandangan Islam pariwisata adalah : 
a. Perjalanan dianggap sebagai ibadah, karena diperintahkan untuk melakukan 
satu kewajiban dari rukun Islam, yaitu haji pada bulan tertentu dan umrah 
yang dilakukan sepanjang tahun ke baitullah.  
b. Dalam pandangan dunia Islam, wisata juga terhubung dengan konsep 
pengetahuan dan pembelajaran. Hal ini menjadi perjalanan terbesar yang 
dilakukan pada awal Islam dengan tujuan mencari dan menyebarkan 
pengetahuan (Q.S. al-Taubah: 112).  
c. Tujuan wisata dalam Islam adalah untuk belajar ilmu pengetahuan 
danberpikir. Perintah untuk berwisata di muka bumi muncul pada beberapa 
tempat dalam Al-Qur'an (lihat Q.S. al-An‟am: 11-12 dan al-Naml: 69-70. 
d. Tujuan terbesar dari perjalanan dalam wisata Islam adalah untuk mengajak 
orang lain kepada Allah dan untuk menyampaikan kepada umat manusia 
ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. 
Wisata Islam juga termasuk kegiatan perjalanan untuk merenungkan keajaiban 
pencipta dan menikmati keindahan alam semesta, sehingga akan membuat jiwa 
manusia mengembangkan keimanan yang kuat dalam keesaan Allah dan akan 
membantu seseorang untuk memenuhi kewajiban hidup. 
3. Jenis-jenis Pariwisata 
Jenis dan macam pariwisata menurut Oka A. Yoeti, diklasifikasikan sesuai 
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dengan letak geografis, alasan atau tujuan perjalanan, saat berkunjung dan 




a. Menurut letak geografis  
 Pariwisata Lokal (Local Tourism)  
 Pariwisata Regional (Regional Tourism)  
 Kepariwisataan Nasional (National Tourism)  
 Pariwisata Regional-Internasional  
 International Tourism  
b. Menurut Alasan dan Tujuan Perjalanan  
 Bussines Tourism  
dimana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau 
berhubungan dengan pekerjaan, kongres, seminar, convention, 
symposium, musyawarah kerja.  
 Vacation Tourism  
dimana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-
orang yang sedang berlibur, cuti atau vakansi. 
 Education Tourism  
dimana pengunjung atau orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan 
studi atau mempelajari sesuatu bidang ilmu pengetahuan.  
c. Menurut saat dan waktu berkunjung  
 Seasonal Tourism  
Yaitu jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim 
tertentu. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah Summer Tourism atau 
Winter Tourism, yang biasanya ditandai dengan kegiatan olah raga. 
 Occasional Tourism  
Yaitu jenis pariwisata dimana perjalanan wisatanya dihubungkan dengan 
kejadian (occasion) maupun suatu events, seperti misalnya Galungan dan 
Kuningan di Bali, Cherry Blossom Festival di Tokyo atau Washington, 
pesta air di negara-negara yang beragama Hindu.  
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d. Pembagian menurut obyeknya  
 Cultural Tourism  
Yaitu jenis pariwisata, dimana motivasi orang-orang untuk melakukan 
perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni-budaya suatu 
tempat atau daerah. 
 Recuperation Tourism  
Biasanya disebut sebagai pariwisata kesehatan. Tujuannya adalah untuk 
melakukan perjalanan untuk menyembuhkan suatu penyakit.  
 Commercial Tourism  
Disebut sebagai pariwisata perdagangan, karena perjalanan pariwisata ini 
dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional atau internasional. 
 Sport Tourism  
Biasanya disebut dengan istilah pariwisata olahraga, dimana tujuannya 
untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga di suatu tempat atau 
negara tertentu. 
 Political Tourism  
Biasanya disebut dengan pariwisata politik, yaitu suatu perjalanan yang 
tujuannya untuk melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian 
yang berhubungan dengan suatu Negara. 
 Social Tourism  
Pariwisata sosial bukan merupakan suatu peristiwa yang berdiri sendiri. 
Pengertian ini hanya dilihat dari segi penyelenggaraannya saja yang tidak 
menekankan untuk mencari keuntungan. 
 Religion Tourism  
Yaitu jenis pariwisata dimana tujuan perjalanan yang dilakukan adalah 
untuk melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan.  
e. Menurut Umur yang melakukan perjalanan  
 Youth Tourism  
Pariwisata yang dikembangkan bagi remaja yang suka melakukan 
perjalanan wisata dengan harga yang relative murah. 
 Adult Tourism  
Pariwisata yang diikuti oleh orang-orang yang berusia lanjut. 
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4. Sumber Daya Wisata 
Sumber daya merupakan atribut alam yang bersifat netral sampai ada 
campur tangan manusia dari luar untuk mengubahnya agar dapat memenuhi 
kebutuhan dan kepuasan manusia itu. Sumber daya yang terkait dengan 
pengembangan pariwisata umumnya berupa sebagai berikut : 
 Sumber daya alam 
Menurut Damanik dan Weber, sumber daya alam yang dapat dikembangkan 
menjadi obyek wisata atau daya tarik wisata alam adalah keajaiban dan 
keindahan alam (topografi), keragaman flora dan fauna, kehidupan satwa liar, 
vegetasi alam, ekosistem yang belum terjamah manusia, rekreasi perairan 
(danau, sungai, air terjun, pantai), lintas alam (trekking, rafting, dan lain-
lain), objek megalitik, suhu dan kelembaban udara yang nyaman, curah hujan 
yang normal, dan lain sebagainya
26
. 
 Sumber daya manusia 
McIntosh, et al. dalam Pitana, memberikan gambaran atas berbagai peluang karir 
dalam industri pariwisata yang memanfaatkan dan digerakkan sumber daya 
manusia, seperti di bidang transportasi, akomodasi, pelayanan makanan dan 
minuman, shopping, travel, dan sebagainya. 
 Sumber daya budaya 
Menurut Pitana, sumber daya budaya yang dapat dikembangkan menjadi 
daya tarik wisata diantaranya adalah bangunan bersejarah, situs, monumen, 
museum, galeri seni, situs budaya kuno dan sebagainya, seni dan patung 
kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, 
studio artis, industri film dan penerbit, dan sebagainya, seni pertunjukan, drama, 
sendratari, lagu daerah, teater jalanan, ekshibisi foto, festival, dan even khusus 
lainnya, peninggalan keagamaan seperti pura, candi masjid, situs, dan sejenisnya, 
kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar, teknologi 
tradisional, cara kerja, dan sistem kehidupan setempat, perjalanan (trekking) ke 
tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik (berkuda, dokar, cikar, 
dan sebagainya), mencoba kuliner (masakan) setempat. melihat persiapan, cara 
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membuat, menyajikan, dan menyantapnya merupakan atraksi budaya yang 
sangat menarik bagi wisatawan
27
. 
 Sumber daya minat khusus 
Salah satu penyebab terjadinya segmentasi atau spesialisasi pasar pariwisata 
adalah karena adanya kecenderungan wisatawan dengan minat khusus baik 
dalam jumlah wisatawan maupun area minatnya. 
5. Wisatawan  
Jika ditinjau dari arti kata “wisatawan” yang berasal dari kata “wisata” 
maka sebenarnya tidaklah tepat sebagai pengganti kata “tourist” dalam bahasa 
Inggris. Kata itu berasal dari bahasa Sansekerta “wisata” yang berarti “perjalanan” 
yang sama atau dapat disamakan dengan kata “travel” dalam bahasa Inggris. Jadi 
orang melakukan perjalanan dalam pengertian ini, maka wisatawan sama artinya 
dengan kata “traveler” karena dalam bahasa Indonesia sudah merupakan kelaziman 
memakai akhiran “wan” untuk menyatakan orang dengan profesinya, keahliannya, 
keadaannya jabatannya dan kedudukan seseorang
28
. Menurut Smith dalam 
Kusumaningrum wisatawan adalah orang yang sedang tidak bekerja, atau sedang 
berlibur dan secara sukarela mengunjungi daerah lain untuk mendapatkan sesuatu 
yang lain. Jadi bisa juga dikatakan wisatawan adalah seseorang yang melakukan 
perjalanan dari suatu tempat lain yang yang jauh dari rumahnya bukan dengan alasan 
rumah atau kantor .
29
 
Dalam UU No.9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. 
Wisatawan menurut Soekadijo, sebelum Perang Dunia II lalu lintas wisata antar 
Negara itu sudah begitu padat, sehingga untuk keperluan hubungan antar Negara 
dirasakan perlu adanya pengertian yang sama secara internasional tentang 
wisatawan.
30
 Sedangkan menurut Soekadijo, wisatawan adalah pengunjung di 
Negara yang dikunjunginya setidak-tidaknya tinggal 24 jam dan yang datang 
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berupa Mengisi waktu senggang atau untuk bersenang-
senang, berlibur, untuk alasan kesehatan, studi, keluarga, dan sebagainya, 
melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis, melakukan perjalanan untuk 
mengunjungi pertemuan-pertemuan atau sebagai utusan, dalam  rangka pelayaran 
pesiar, jika kalau ia tinggal kurang dari 24 jam. 
Bawazier mengatakan wisatawan adalah
32
 orang yang mengadakan 
perjalanan untuk bersenang-senang, orang yang mengadakan perjalanan untuk 
pertemuan-pertemuan, orang yang mengadakan bisnis dan juga orang yang datang 
dalam rangka pelayaran pesiar, juga kalau ia tinggal kurang dari 24 jam. 
B. Wisata Halal 
Wisata halal adalah wisata yang seluruh aspek kegiatannya berdasarkan 
syariah, yang mengutamakan unsur kehalalan. Wisata halal adalah bagian dari 
industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim, yang semua konsep 
pelayanannya merujuk pada aturan-aturan Islam, produk dan jasa yang dijual 
dirancang untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan muslim, mulai dari 
restoran halal  yang tidak menjual makanan/minuman non-halal hingga 
penginapan halal, dan sebagainya.. Halal mencakup segala sesuatu yang 
digunakan untuk fisik dan bathin manusia yang tentunya bebas dari bahaya. Pada 
umumnya halal harus meliputi harta, makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan 
yang material dan penanganan penyakit atau masalah hidup. Zamani Farahani and 
Anderson menegaskan bahwa “Islamic tourismcan be defined as traveling 
activities of Muslims when moving from one place to another or when residing at 
one place outside their place of normal residence for a period less than one year 
and to engage in activities with Islamic motivations. It should be noted that 
Islamic activities must be in accordance with generally accepted principles of 
Islam; i.e. halal”.
33
Menurut laporan GMTI (2018), pertumbuhan pariwisata halal 
disebabkan oleh beberapa faktor: 
·        Pertumbuhan populasi muslim 
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·        Pertumbuhan pendapatan kelas menengah Muslim 
·        Populasi generasi Muslim milenial 
·        Meningkatnya akses terhadap informasi travel 
·      Meningkatnya penyedia jasa travel yangmengakomodir kebutuhan ibadah 
Muslim (muslimfriendly)  
·        Travel Ramadhan 
·        Usaha travel. 
 
Dari beberapa literasi dapat disimpulkan beberapa unsur wisata halal 
diklasifikasikan menjadi lima yakni fisik ( hotel, penginapan , mesjid, toilet, 
tempat wudhu dll),  makanan/kuliner, gaya hidup (kosmetik, spa dan 
tekstil/busana), dan pelayanan (paket wisata, pekerja, keuangan, transportasi), 
produk (cenderamata dll) 
Hingga kini, belum ada prinsip-prinsip atau syarat utama wisata halal yang 
disepakati dan tidak banyak literatur atau praktisi yang mendiskusikan dan 
memaparkan hal tersebut (El-Gohary, )
34
  Literatur yang mengangkat hal tersebut 
dapat dilihat pada Henderson
35
; Sahida et al
36
.; Battour et al
37
.; Saad et al . 
Berikut rangkuman prinsip-prinsip dan atau syarat utama wisata halal dari sumber 
tersebut:  
 Makanan halal  
 Tidak ada minuman keras (mengandung alkohol)  
 Tidak menyajikan produk dari babi  
 Tidak ada diskotik  
 Staf pria untuk tamu pria, dan staf wanita untuk tamu wanita  
 Hiburan yang sesuai  
 Fasilitas ruang ibadah (Masjid atau Mushalla) yang terpisah gender  
 Pakaian islami untuk seragam staf  
 Tersedianya Al-Quran dan peralatan ibadah (shalat) di kamar  
 Petunjuk kiblat  
 Seni yang tidak menggambarkan bentuk manusia  
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 Toilet diposisikan tidak menghadap kiblat  
 Keuangan syariah  
 Hotel atau perusahaan pariwisata lainnya harus mengikuti prinsip-
prinsip zakat  
Dri prinsip-prinsip atau syarat utama wisata halal diatas, makanan halal, 
produk yang tidak mengandung babi, tidak ada minuman keras, ketersediaan 
fasilitas ruang ibadah, tersedianya Al-Qur‟an dan peralatan ibadah (shalat) 
dikamar, petunjuk kiblat, dan pakaian staf yang sopan merupakan hal yang 
penting bagi wisatawan muslim
38
  Wisata halal harus memperhatikan material dan 
cara penanganan yang halal dan thoyyib (baik).. Sofyan, menegaskan bahwa 
definisi wisata halal lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan 
pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism 
Organization (WTO), konsumen wisata halal bukan hanya umat Muslim tetapi 
juga non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal.  
Adapun kriteria umum pariwisata halal adalah;  
1. Memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum.  
2. Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan.  
3. Menghindari kemusyrikan dan khurafat.  
4. Bebas dari maksiat.  
5. Menjaga keamanan dan kenyamanan.  
6. Menjaga kelestarian lingkungan.  
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal. 
 
Meningkatnya  jumlah peminat untuk pariwisata halal di pengaruhi oleh faktor 
eksternal dan faktor internal yakni:  keberagaman sumber daya alam dan jumlah 
SDM yang banyak,  Faktor eksternal meliputi laporan GMTI 2018 tentang 
destinasi wisata ramah muslim di dunia, penghargaan pariwisata halal dalam 
World Halal Tourism Awards 2016, dan kunjungan wisatawan.  
Sebuah tujuan wisata dapat dikatakan sebagai wisata halal adalah harus 
memenuhi kebutuhan utama wisatawan muslim, seperti dikutip dari Crescent 
Rating, selaku perusahaan yang berfokus pada pengembangan wisata halal yang 
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1. Makanan halal. Bebas alkohol, daging babi, dan sejenisnya. 
2. Tersedianya fasilitas ibadah 
3. Kamar mandi dengan air untuk wudhu. 
4. Pelayanan saat bulan Ramadhan, misalnya santapan berbuka dan sahur. 
5. Pencantuman label non-halal apabila ada makanan yang tidak halal. 
6. Fasilitas rekreasi yang menjaga privasi, tidak bercampur-baur secara 
bebas. 
Global Muslim Travel Index (GMTI) merupakan salah satu acuan yang saat 
ini dapat dijadikan indikator utama dalam melihat isu-isu terbaru terkait dengan 
pariwisata halal dan pasar pariwisata halal.  












                             Sumber : GMTI, 2017 
1. Pengertian Wisata Halal dalam Al-Qur’an dan Sunnah 
Esensi wisata halal adalah wisata yang diperbolehkan oleh Allah SWT karena 
ada unsur untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalil-dalil terkait dengan 
wisata halal bisa kita lihat dalam Al-Quran dan Hadist. 
Surat an-Nisa ayat 100 “Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya 
mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang 
banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada 
Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke 
tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan 
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. Surat al-Qurays ayat 2 “ 
(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas”. Surat 
al-ankabut “ Katkanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana 
(Allah) memulai penciptaan (mahluk) kemudian Allah menjadikan kejadian yang 
akhir. Sungguh Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”. Surat al-An‟am ayat 11 “ 
                                                 
39
 Kemenpar,2018 Desain Strategi dan Rencana Aksi, .Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 
- 2019    13 
44 
Katakanlah (Muhammad), jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaiamana 
kesudahan orang-orang yang mendustakan itu”. 
Surat Muhmmad ayat 10, “Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan 
perjalanan di bumi, sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan 
orang-orang sebelum mereka. Allah telah membinasakan mereka, dan bagi 
orang-orang kafir akan menerima (nasib) yang serupa itu”. Surat al-Saba‟ ayat 
18, “ Dan Kami jadikan antara mereka (penduduk Saba‟) dan negeri-negeri yang 
Kami berkahi (Syam), beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan 
antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-
negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman”. 
 
Tajzadeh Namin A.A., melakukan review tentang wisata syari‟ah yang 
bersumber dari al-Qur‟an. Wisata syari‟ah ini memiliki arti: studying the life of the 
people of the past (QS. 3: 137); studying the destiny of the people of the past 
(QS.30:42); studying how prophets were raised (QS. 16: 36); studying the life of 
evildoers (QS. 6:11); thinking about the creation; thinking about what happened to 
wrongdoers; visiting safe and prosperous towns (QS. 34: 11); the Holy Quran calls 
people to travel and to learn lessons from what happened to the infidels and deniers 
of divine signs; in general, it can be said that traveling helps people achieve 
theoretical and practical explanations and to reaffirm their faiths in the resurrection 
day. Traveling helps people learn from the past and prevents tyranny and 
oppression; and travelling improves sight, hearing, and inner knowledge and rescue 




Sementara untuk dalil terkait dengan wisata halal juga bisa ditemukan dalam 
beberapa hadist diantaranya adalah  sahih al-Bukhari: Vol.4 buku 52, hadist 239, 
“ I heard Abu Burda who accompanied Yazid bin Abi Kabsha on a journey. Yazid 
used to observe fasting on journeys. Abu Burda said to him, “I heard Abu Musa 
several times saying that Allah‟s Apostle said, When a slave falls ill or travels, 
then he will get reward similar to that he gets for good deeds practiced at home 
when in good health.” Sahih al-Bukhari: Vol.6, buku 60, hadist 4, “You shall 
surely travel fromstage to stage (in this life and in the Hereafter) (It means) from 
one state to another. That concerns your Prophet.” Sahih al-bukhari : Vol.2, buku 
20, hadist 186,” once stayed for nineteen days and prayed shortened prayers. So 
when we travel led (and stayed) for nineteen days, we used to shorten the prayer 
but if we traveled (and stayed) for a longer period we used to offer the full 
prayer.” Sahih al-Bukhari: Vol.2, buku 16, hadist 11, ““used to offer (Nawafil) 
prayers on his Rahila (mount) facing its direction by signals, but not the 
compulsory prayer. He also used to pray witr on his (mount) Rahila.” 
Kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa dalil yang ada dalam al-Quran dan 
hadist tersebut telah memberikan gambaran kepada kita bahwa wisata halal 
merupakan sebuah alternatif wisata yang tidak hanya bersifat menghibur tetapi 
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juga memiliki esensi mendekatkan diri kepada Allah SWT agar kita selalu dalam 
perlindungan-Nya baik di dunia maupun di akherat.  
Perlu dicatat bahwa kegiatan wisata dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-
prinsip Islam yang berlaku umum, yaitu halal. Pariwisata Islam atau wisata dalam 
Islam berfokus pada isu-isu seperti keterlibatan (Muslim), tempat (tujuan Islam), 
produk (daerah tempat tinggal, makanan, dan minuman), dimensi (ekonomi, 
budaya, agama, dll.), dan pengelolaan proses pelayanan (pemasaran dan isu-isu 
etis). Motivasi dan niat yang sangat penting dalam Islam, karena mereka terkait 
dengan sikap dan tujuan mereka. Dibeberapa negara, seperti Malaysia, Indonesia 
dan Brunei, istilah wisata religi
41
. 
2. Konsep Wisata Halal 
Konsep wisata halal merupakan aktualisasi dari konsep ke-Islaman 
yakni nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utamanya. Konsep wisata halal 
adalah sebuah kebutuhan. Indonesia yang mayoritas muslim, tentu tidak relevan 
bila konsep pariwisatanya mengacu pada budaya barat. Apalagi trend wisata, kini 
sangat dinamis. 
Sebagian orang beranggapan bahwa konsep wisata halal benar-benar 
murni dijalankan atas niat untuk menegakkan nilai-nilai Islam dan sebuah 
destinasi wisata sudah ditetapkan sebagai objek wisata halal. Wisata halal di 
Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2012 yang lalu, menurut Sapta Nirwandar 
yang dikutip oleh Jonru
42
mengatakan bahwa wisata halal adalah sebuah extended 
service. Jika sebuah destinasi ditetapkan sebagai daerah wisata halal, maka yang 
diharapkan adalah makin banyak hotel berkonsep syariah, makanan halal, dan 
sebagainya di tempat tersebut. Dengan demikian, para wisatawan muslim yang 
berkunjung ke sana akan merasa lebih nyaman dan tenteram.  
Konsep wisata halal hanya sebuah pilihan, sama sekali tidak bermaksud 
memaksa semua hotel, restoran, dan sebagainya untuk berkonsep syariah. Saat ini, 
sudah ada beberapa negara yang menerapkan konsep wisata halal, seperti 
Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang.  
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Konsep wisata halal yang ideal, ada dua hal yang harus dipahami, yaitu: 
1. Modal awal membangun industri pariwisata Islami adalah kebudayaan Islam 
yang tumbuh dan berkembang di Indonesia Semua budaya dan adat istiadat itu 
berjalan beriringan dengan budaya Islam. Inilah yang membuat suku-suku di 
Indonesia memililki budaya yang unik dan majemuk sebagai hasil 
percampuran elemen Cina, Arab, Portugis, dan Belanda.
43
 
2. Pada awalnya kita harus membangun paradigma bahwa dalam konsep wisata 
halal tidak ada perubahan apapun tentang destinasi wisata. Poin pembedanya 
disini adalah kenyamanan dalam beribadah, kemudahan mendapatkan produk 
pangan halal, serta lingkungan yang syar‟i dan bebas maksiat baik dari 
pelayanan, fasilitas penunjang, lingkungan hotel, spa hingga restoran.  
3. Karakteristik Wisata Halal 
Wisata halal bisa dikatakan hanya melengkapi wisata konvensional yang 
telah ada, posisi wisata halal adalah semacam alternatif bagi wisatawan Islam 
yang ingin mendapatkan tidak hanya kebutuhan wisata, tetapi juga kebutuhan 
spritual. Wisata halal, tidak hanya untuk wisatawan muslim saja, tetapi wisatwan 
non-muslim juga diperbolehkan untuk menikmati wisata halal. Dalam konteks 
perkembangan pariwisata halal, kita bisa telusuri bahwa perkembangan wisata 
halal tidak bisa dilepaskan dari wisata religi, wisata syariah dan kemudian 
berkembang menjadi wisata halal  
Wisata religi merupakan wisata tertua dalam dunia pariwisata (the oldest 
tourism in world). Wisata  ini telah ada sebelum perkembangan pariwisata itu 
sendiri. Wisata religi termasuk didalamnya adalah wisata ziarah ke tempat-tempat 
suci yang disakralkan oleh penganut agama. Artinya bahwa kegiatan ziarah sudah 
dilakukan oleh banyak orang untuk mengenang kembali ketokohan atau karya 
yang ditinggalkannya. Ziarah (pilgrimage) bisa diartikan sebagai a trip to a place 
considered sacred owing to a special influence of God therein (Ostrowski, 
2000). Menurut Ostrowski, orang melakuakn ziarah lebih menekankan aspek 
motif agama dan untuk menunjukkan tindakan agama yang spesifik yang terkait 
dengan piety and penance. 
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Sementara wisata syariah berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman 
penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-
prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh 
Majelis Ulama Indonesia. Sementara Kementrian Pariwisata Indonesia pada tahun 
2012, mendefinisikan wisata syariah sebagai kegiatan yang didukung oleh 
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, 
pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Untuk 
mengembangkan wisata syariah, Kemenparekraf menggandengn beberapa pihak 
yakni Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan 
Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU), sama seperti wisata halal. Selanjutnya wisata 
halal ,  penggunaan konsep wisata halal (halal tourism) memiliki berbagai ragam , 
wisata Islam (Islamic tourism), destinasi wisata ramah halal (halal friendly 
tourism destination), perjalanan halal (halal travel), destinasi perjalanan ramah 
Muslim (Muslim-friendly travel destination), dan gaya hidup halal (halal 
lifestyle).  
Dengan tujuan memberi kenyamanan untuk bersyariah. Dr. Ngatawi Al-
Zastrow menyimpulkan beberapa pengertian wisata halal, dan perbedaan antara 
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Sumber: Dr. Ngatawi Al-Zastrow, 2012 
Menurut Chukaew dalam Hery Sucipto dan Fitria Andayani, terdapat 
delapan karakterisitk wisata halal yaitu :
45
 
a. Pelayanan wisatawan harus sesuai dengan prinsip secara keseluruhan 
b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip 
Islam. 
c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam 
d. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam 
e. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal 
f. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem produksi 
g. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim 
melakukan kegiatan keagamaan 
h. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. 
Dari karakteristik pariwisata halal yang dijabarkan Chukaew, terdapat empat 
aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang pariwisata halal
46
: 
a. Lokasi: Penerapan sistem Islami di area pariwisata.  
b. Transportasi: Penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-
laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam 
dan terjaganya kenyamanan wisatawan.
47
 
c. Konsumsi: Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, hal 
tersebut tertuang dalam Q.S Al-Maidah ayat 3. Segi kehalalan di sini baik 
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dari dari sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. 
d. Hotel: seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan 
prinsip syariah. Menurut Rosenberg dalam Sahida, pelayanan di sini tidak 
sebatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas 
yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu dan fungsional untuk 




4. Regulasi Berkaitan Dengan Wisata Halal 
Regulasi tentang pariwisata halal memang belum dimiliki pemerintah RI 
hingga kini, namun beberapa regulasi berkaitan dengan wisata halal antara lain: 
a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108 Tahun 2016  tentang . 
Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah 
Dalam Jurnal Halal LPPOM MUI,
49
 adapun pihak-pihak dalam 
penyelenggaraan Pariwisata halal terdiri dari wisatawan : Biro Perjalanan Wisata 
halal (BPWS) : pengusaha pariwisata, hotel syariah, pemandu wisata dan terapi.  
Ketentuan-ketentuan antara lain: 
1) Ketentuan Terkait Hotel Syariah 
- Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan 
asusila; 
- Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hibutran yang mengarah pada 
kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan atau tindak asusila; 
- Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat 
ssertfifikat halal dari MUI; 
- Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan 
ibadah, termasuk fasilitas bersuci; 
- Pengelola dan karyawan/karyawatid hotel wajin mengenakan pakaian yang 
sesuai dengan syariah; 
- Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur 
pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel guna 
menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip 
syariah; 
- Hotel sariah wajib menggunakan jasa lembaga dkeuangan syariah dalam 
melakukan pelayanan. 
2) Ketentuan Bagi Wisatawan 
- Berpegang teguh pada prinsip – prinsip syariah dengan menghindarkan diri 
dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan. 
- Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata 
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- Menjaga akhlak mulia; 
- Menghindari destinasi wisata ang bertentangan dengan prinsip – prinsip 
syariah; 
3) Ketentuan Terkait Destinasi Wisata 
- Mewujudkan kemaslahatan umum; 
- Pencerahan, penyegaran dan penenangan; 
- Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan; 
- Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif; 
- Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan; 
- Menghormati nilai – nilai social budaya dan kearifan local yang tidak 
melanggar prinsip syariah 
- Wajib memiiki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan 
memenuhi persyaratan syariah; 
- Wajib menyediakan makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalanya 
dengan sertifikat halal MUI 
- Destinasi wisata wajib terhindar dari kemusyrikan dan khurafat, maksiat, zina, 
pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi; serta pertunjukan seni 
dan budaya dan atraksi yang bertentangan dengan syariah. 
4) Ketentuan Terkait Spa, Sauna dan Massage 
- Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya 
dengan sertifikat halal MUI; 
- Terhindar dari pornoaksi dan pornografi; 
- Terjaganya kehormatan wisatawan; 
- Terapis laki – laki hanya boleh melakuakn spa, sauna, dan massage kepada 
wisatawan laki laki; dan terapid wanira hanya boleh melakukan spa, sauna, dan 
massage kepada wisatawan wanita; 
- Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakuakan ibadah. 
5) Ketentuan Bagi Biro Perjalanan Wisata halal 
- Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prisip – prinsip syariah; 
- Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip – 
prinsip syariah; 
- Memliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiiki sertifikat 
Halal MUI; 
- Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan 
jasa wisata, baik bank, asueansi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, 
maupun dana pension; 
- Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah; 
- Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan 
syirik, khurafbt, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba 
dan judi; 
6) Ketentuan Bagi Pemandu Wisata halal 
- Memahami dan mampu melaksanakan nila – nilai syariah dalam menjalankan 
tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata; 
- Berakhlak mulia, komunikatif, rmah, jujur an bertanggungjawab; 
- Memiliki kompetensi kerja sesuai standart profesi yang berlaku yang 
dibuktikan dengan sertifikat; 
- Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. 
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b. Kemenpar dan MUI UU RI No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk 
Halal 
Dalam menerapkan wisata halal di Indonesia yang dilauncing tahun 2014, 
Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
menentukan standar halal bagi produk-produk pariwisata. MUI dan Kemenpar 
menjamin, sertifikasi halal ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh wisatawan 
Muslim. Tetapi wisatawan non muslim pun bisa memanfaatkannya. Di dalam UU 
RI No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang terdiri dari 11 bab dan 
68 pasal telah dijelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan 
di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, Pemerintah bertanggung 
jawab dalam menyelanggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Dan akan 
dikenakan pidana sesuai pasal 56 bagi Pelaku Usaha yang tidak menjaga 
kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal, Dasar hukum 
diberlakukannya sertifikasi halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat 
(al-hukm asy-syar‟i).Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah ini terkait 
hukum halal haram, diperlukan regulasi yang bersifat procedural (al-hukm al-
ijrai‟). Adapun dasar hukum berlakunya sertifikasi halal dalam QS. An-Nahl: 
114, adalah sebagai berikut : 
  
Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah 
diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya 
kepada-Nya saja menyembah.” (Q.S An-Nahl: 114).
50
 
1) Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, 
minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan 
setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas 
menerbitkan seti- fikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani 
oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). 
Sertifikasi Halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 
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menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat 
Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan 
produk. 
Fungsi sertifikasi halal bagi konsumen,  : 
a. Terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat- obatan 
dan kosmetika yang tidak halal;  
b. Secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang;  
c. Mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram;  
d. Akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum. 
Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting : 
a. Sebagai pertanggung jawaban produsen kepada konsumen muslim, 
mengingat masalah halal merupa- kan bagian dari prinsip hidup muslim;  
b. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan kon sumen;  
c. Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan;  
d. Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaring- an 
pemasaran; 
e. Memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan 
omzet produksi dan penjualan. 
2) LP POM MUI dan BPJPH  
Negara Republik Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim 
terbesar di dunia. Indonesia hanya memiliki satu buah lembaga saja untuk 
mengurusi Sertifikasi Halal ini. Agar tidak terulang kembali tuntutan dan 
protes masyarakat di masa mendatang, maka Pimpinan Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) membentuk sebuah lembaga khusus untuk mengkaji 
pangan, obat, dan kosmetika ( LP POM).
51
 
Tanggal 6 januari 1989 bertepatan dengan 28 jumadil awal 1409 H melalui 
SK No : Kep 018/MUI/I/1989 tentang pembentukkan lembaga pengkajian 
pangan obat-obat dan kosmetik, MUI maka terbentuklah LP-POM MUI 
seperti dikenal dewasa ini tugas sebagai berikut :  
- Mengkaji dan menyusun konsep-konsep dalam upaya yang berkaitan 
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dengan memproduksi, memperjualbelikan dan menggunakan makanan, 
obat-obatan dan kosmetik sesuai dengan ajaran islam  
- Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-
peraturan yang mengenai penyelenggaraan rumah makan, restoran, 
perhotelan, hidangan dalam pelayaran dan penerbangan, pemotongan 
hewan serta penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan.  
Tertanggal 17 Oktober 2019 lalu, proses pengurusan sertifikasi halal resmi 
beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
(BPJPH).Beralihnya fungsi sertifikasi halal yang sebelumnya berada di 
Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia 
(LPPOM MUI) adalah amanat dari UU No. 33 Tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal (JPH). Setelah melihat banyaknya hambatan 
pelaksanaan sertifikasi halal di bawah BPJPH, Kementerian Agama 
(Kemenag) akhirnya mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 
No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal. Aturan ini 
diterbitkan oleh Kemenag sebagai bentuk diskresi untuk melaksanakan 
UU JPH. KMA itu berisi delapan poin yang pada intinya mendistribusikan 
tugas dan wewenang BPJPH tentang pemeriksaan dan pengujian kehalalan 
produk. Jika merujuk pada UU JPH, BPJPH bertugas untuk membentuk 
57 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), namun sayangnya hingga hari ini 
LPH yang dimaksud belum tersedia. Sehingga, Kemenag memutuskan 
untuk mengembalikan kewenangan tersebut kepada LPPOM MUI
52
. Kini 
LPPOM MUI telah melakukan Pengembangan Sertifikasi berbasis online 
atau Cerol dan kini Cerol-SS23000 terus  dilakukan hingga ke Provinsi 
yang merupakan perpanjangan tangan LPPOM MUI pusat. Progresnya 
pun cukup pesat, pada tahun 2018, LPPOM MUI Provinsi yang 
menerapkan sistem sertifikasi halal online ini mencapai enam provinsi, 
dan pada tahun 2019 ini tercatat ada 15 provinsi
53
. 
Sistem sertifikasi halal secara online (Cerol-SS23000), telah diluncurkan 
sejak 24 Mei 2012 silam, dimaksudkan untuk memberikan layanan 
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pendaftaran sertifikasi halal yang efektif, efisien dan akuntabel dan sangat 
membantu bagi para pelaku usaha baik perusahaan maupun  UMKM.  
LPPOM MUI kini telah bekerjasama dengan Indonesia Halal Training and 
Education Center (IHATEC) mengadakan pelatihan tentang Cerol-
SSS23000 ini, hingga akhirnya banyak perusahaan yang 
mengimplementasikan sistem tersebut.. Cerol-SS23000 pada tahun 2019 
telah mencatat capaian sebagai berikut: 
- Jumlah perusahaan bersertifikat halal sebanyak 15.335 perusahaan (57.536 
perusahaan jika ditotalkan dengan data non-cerol periode 2012 - Q1 2019) 
- Jumlah sertifikat halal sebanyak 25.772 sertifikat (66.688 buah jika 
ditotalkan dengan data non-cerol periode 2012 - Q1 2019) 
- Jumlah produk yang disertifikasi sebanyak 551.027 produk (740.168 
produk jika ditotalkan dengan data non-cerol periode 2012 - Q1 2019) 
- Rata-rata lama proses sertifikasi berkurang cukup signifikan dari 41 hari 
(pada Mei 2018) menjadi 39 hari pada Mei 2019 ini 
- Saat ini sistem sertifikasi halal Cerol-SS23000 ini telah diterapkan oleh 
perusahaan-perusahaan di 56 negara yang mengajukan sertifikasi halal 
MUI 
c. Walaupun belum memiliki peraturan tentang wisata halal, namun usaha 
wisata halal sudah dikukuhkan dengan adanya nota kesepahaman antara 
Kemenparekraf dengan DSN- MUI No. 11/ KS. 001/W.PEK/2012 dan No. B-
459/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pengembangan dan Sosialisasi Pariwisata 
Syariah. Landasan hukum tentang wisata syariah atau wisata halal antara lain;  
1. UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Yang menjelaskan bahwa 
pembangunan Pariwisata disusun berdasarkan rencana induk 
pengembangan Pariwisata Nasional. Usaha Pariwisata harus memiliki 
Standar Usaha. Tenaga Kerja di Bidang Pariwisata harus memiliki Standar 
Kompetensi 
2. PP No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembanagan Pariwisata 
Nasional mencakup Kelembagaan, Pemasaran, Industri Pariwisata, dan 
Destinasi Pariwisata Indonesia. 
3. PP No 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi 
55 
Usaha di Bidang Pariwisata. Permen Parekraf No. 1 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Sertfikasi Usaha Pariwisata.(5). Permen Parekraf No. 2 
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Sertifikasi Usaha 
Hotel Syariah.
54
 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2016 
Tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Di Bidang Pariwisata  
Menyikapi hal itu Staf Ahli Kemenpar Pariwisata I Gusti Putu Laksaguna 
mengatakan: “ Industri Pariwisata wajib memiliki sertifikasi kompetensi 
untuk menghadapi persaingan yang cukup ketat”
55
 I Gusti juga mengatakan: 
“Sertifikasi Kompetensi akan menentukan kualitas bahkan profesionalitas 
layanan,”
56
 Hal ini sejalan dengan UU Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 2 yang 
menyatakan sertifikasi kompetensi itu wajib, sebab menyangkut SDM. 
Menurut Surono, Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata 
dilakukan oleh  LSP  bidang pariwisata, yang dilaksanakan pada saat proses, 
hasil pembelajaran atau hasil pengalaman kerja pada usaha pariwisata.
57
 
Sertifikasi di bidang pariwisata bertujuan untuk memberikan pengakuan 
terhadap kompetensi tenaga kerja dan sekaligus meningkatkan kualitas dan 
daya saing tenaga kerja.
58
 Dalam bidang Pariwisata, yang perlu disertifikasi 
adalah perhotelan, restoran, perusahaan jasa travel, dan pemandu wisata. 
d. Peraturan Daerah 
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 20 Tentang 
Pariwisata Halal, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan, 
Perda Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali 
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala 
Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: 
Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
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C. Potensi Wisata Halal  
Menurut Sujali dalam Asmoro, potensi dapat diartikan perubahan bentuk 
permukaan bumi yang ditimbulkan oleh proses alam yaitu tenaga endogen, 
misalnya pegunungan, danau, sungai atau bentuk lain
59
. Suatu tempat dapat 
menjadi suatu obyek wisata harus mempunyai suatu potensi ekologis yang dapat 
menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Potensi tersebut dapat berupa 
kenampakan alam alami yang dimiliki oleh tempat tersebut, dalam hal ini 
stakeholder yang bertanggung jawab terhadap obyek wisata tersebut. 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi potensi wisata tersebut diatas 
dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Kondisi fisis, Aspek fisis yang berpengaruh terhadap wisata berupa iklim, 
tanah, batuan dan morfologi, hidrosfer, flora dan fauna. 
2. Atraksi dan obyek wisata, Atraksi wisata adalah segala sesuatu yang menjadi 
daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah, misal adalah tarian, 
nyayian, kesenian daerah, upacara adat dan lain-lain. 
3. Aksesibilitas, Aksesibilitas berkaitan dengan usaha pencapaian tempat 
wisata. Semakin mudah tempat tersebut dicapai maka akan menambah minat 
wisatawan untuk berkunjung. 
4. Pemilikan dan penggunaan lahan, Variasi pemilikan dan penguasaan lahan dapat 
mempengaruhi lokasi tempat wisata, bentuk pengembangannya, serta juga bisa 
mempengaruhi arah pengembangannya. Bentuk penguasaan lahan antara lain 
lahan negara atau pemerintah, lahan masyarakat dan lahan pribadi. 
5. Sarana dan prasarana wisata . Sarana wisata berupa transportasi, biro perjalanan 
wisata, hotel atau penginapan dan rumah makan. Prasarana wisata berupa 
prasarana perhubungan, komunikasi, instalasi listrik, persediaan air minum, 
sistem irigasi, sistem perbankan dan pelayananan kesehatan
60
. 
6. Masyarakat. Pemerintah melalui instansi-instansi terkait telah 




Menurut Majdi, Potensi adalah kemampuan yang mempunyai 
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kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Intinya, secara 
sederhana, potensi adalah sesuatu yang bisa kita kembangkan.
62
Sementara itu 
Potensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan yang 
mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan.
63
   
1. Potensi Wisata Halal di Dunia 
Potensi pasar pariwisata halal makin prospektif karena jumlah pendapatan 
yang didapatkan dari wisatawan muslim terbilang tinggi. Rata-rata kaum muslim 
yang ada di Asia, Amerika, dan Eropa merupakan kalangan kelas menengah. 
Mereka adalah pasar yang pas untuk dibidik oleh pelaku usaha karena daya beli 
mereka terus naik. Oleh karena itu, saat ini banyak negara, baik negara Muslim 
maupun non-Muslim, berlomba-lomba untuk menawarkan konsep pariwisata 
halal. Sebagai contoh, Gangwon Korea Selatan siap menjadi destinasi wisata halal 




Dapat disimpulkan bahwa di Asia, rata-rata telah menerapkan wisata 
islami di negaranya, yaitu Malaysia yang juga telah membentuk Islamic Tourism 
Center pada tahun 2009.
65
 Bukan hanya Malaysia, negara yang bukan mayoritas 
beragama Islam pun ikut menggarap wisata halal untuk meraup pangsa pasar 
wisatawan muslim, seperti Rusia, China, Thailand, Jepang, Australia yang justru 
bukan Negara dengan penduduk mayoritas Islam.
66
Mereka berhasil unggul dalam 
sektor pariwisata halal.Singapura juga memiliki Crescent Rating Halal Friendly 
Travel and TourismCompany, yang menawarkan jasa management, consultancy, 
dan training. Lembaga ini juga memberikan peringkat halal friendly di seluruh 
ektor pariwisata di berbagai negara. Untuk melihat negara mana yang menjadi 
incaran wisatawan muslim di dunia, dapat kita lihat dari tabel berikut : 
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Tabel 2.2 
Besar negara tujuan wisatawan muslim : 
Peringkat Destinasi OIC Peringkat Destinasi OIC 
1 Malaysia 6 Indonesia 
2 Turki 7 Oman 
3 UEA 8 Jordania 
4 Saudi Arabia 9 Maroko 
5 Qatar 10 Brunei 
  Sumber: CrescenRating, GMTI Report 2015 
Di Asia, Malaysia masih memimpin di peringkat pertama GMTI 2016, ini 
merupakan kali ke enam bagi Malaysia untuk menduduki peringkat pertama 
destinasi wisata halal sejak diluncurkannya Crescent Rating (sebelum 
bekerjasama dengan MasterCards) tahun 2011 yang lalu. Malaysia mampu secara 
konsisten memberikan fasilitas dan pelayanan untuk wisatawan muslim 
melingkupi 3 kriteria utama dalam penilaian GMTI 2016, yaitu destinasi yang 
aman dan ramah untuk aktifitas liburan keluarga, fasilitas dan pelayanan yang 
ramah muslim dan pemasaran dan kesadaran destinasi tentang wisata halal. 
Perkembangan terkini dapat dilihat pada laporan Mastercard bersama 
dengan Crescentrating yang  mengeluarkan laporan terbaru terkait pasar traveling 
umat Muslim. Pada 2020, pasar pebisnis Muslim pun diperkirakan akan senilai 22 
miliar dolar AS. Angka tersebut merepresentasikan 10 persen dari proyeksi 
pengeluaran wisatawan Muslim pada 2020 yang akan mencapai 220 miliar dolar 
AS. Asia dan Eropa menjadi yang terdepan dalam menarik minat wisatawan 
Muslim, yaitu sekira 87 persen. Vice President Consumer Products South East 
Asia Mastercard Aisha Islam menuturkan, pasar perjalanan bisnis Muslim 
diperkirakan akan terus tumbuh dalam beberapa tahun mendatang.  
Laporan ini mengungkapkan bahwa 38 persen pebisnis Muslim 
menghabiskan dana antara 2000-5000 dolar AS per perjalanan, dengan 44 persen 
mengeluarkan dana kurang dari 2000 dolar AS. Laporan bertajuk Muslim 
Business Traveler Insights 2016 diluncurkan di ajang Halal in Travel–Asia 
Summit 2016.
67
 Secara keseluruhan laporan tersebut memuat preferensi dan 
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perilaku pebisnis Muslim di seluruh dunia termasuk Asia Pasifik, Afrika, Eropa 
dan Amerika Serikat, yang dibuat berdasar pada survei online dan wawancara 
dengan 250 pebisnis muslim yang rutin melakukan perjalanan bisnis. Mereka 
berasal dari Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Qatar, Sri 
Lanka, Inggris, India, Kanada, Australia, Jerman, Denmark dan Pakistan.  
Survei Thomson Reuther dan Dinar Standard menunjukkan belanja 
masyarakat muslim dunia, selain haji dan umrah yang mencapai 137 milliar dolar 
AS pada tahun 2012. Diproyeksikan akan mencapai 181 milliar dolar ditahun 
2018. Angka ini menggambarkan besarnya potensi wisata halal.
68
Faktor 
pendukung utamanya adalah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dengan 
beragam budayanya. Keragaman budaya, dari melayu, jawa, bugis, sunda, sasak, 
dan lain sebagainya semuanya mempunyai agama mayoritas yang sama yaitu 
islam. Hal ini tentu harus dioptimalkan guna meningkatkan share wisata halal 
Indonesia di tingkat internasional. Semakin tumbuhnya kelas menengah Indonesia 
yang disinyalir kian meningkat akan berdampak pada tingkat konsumsi secara 
signifikan, khususnya dari kelas menengah untuk membelanjakan uangnya terutama 
di sektor-sektor konsumtif seperti makanan, fashion dan gaya hidup lainnya.  
2. Potensi Wisata Halal Indonesia 
Lembaga riset dan sertifikasi halal, CrescenRating telah merilis 10 
destinasi wisata halal favorit di Indonesia selama kuartal I/2019 ini. Daftar 
destinasi favorit ini tercatat dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 
2019. Kesepuluh destinasi unggulan berdasarkan IMTI 2019 yakni Lombok di 
Nusa Tenggara Barat, Aceh, Jakarta, Sumatera Barat, Yogyakarta, Jawa Barat, 
Kepulauan Riau, Malang Raya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Makassar di 
Sulawesi Selatan. Adapun Lombok memiliki nilai skor tertinggi mencapai 70 
mengungguli 10 destinasi lain di Tanah Air.  
Chief Executice Officer Crescen Rating, Fazal Bahardeeen, menuturkan 
pariwisata halal di Indonesia memiliki kesempatan baru di sektor pariwisata untuk 
menggaet wisataan muslim dari dunia dan memperluas perkembangan 
ekonominya. Populasi muslim yang besar membuat potensi wisata halal sangat 
prospektif untuk terus dikembangkan. Terlebih keunggulan objek wisata seperti 
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pantai, keragaman budaya, hingga infrastruktur dasar
69
. 
Berdasarkan data dari CIA World Factbook tahun 2015, Indonesia 
merupakan Negara ke 4 dengan populasi terbanyak di dunia sekitar 255.993.674 
juta jiwa dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia (3,5% dari jumlah 
penduduk dunia). Jumlah ini diperkirakan adalah sekitar 14,3% dari total jumlah 
penduduk muslim dunia, diikuti oleh India, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Mesir, 
Iran, Turki, Algeria, dan Maroko sebagai 10 negara dengan populasi Muslim 
terbesar. Selain itu, Indonesia sudah mempunyai modal dasar yang lebih baik 
dibanding negara lain dengan populasi muslim terbesar di dunia, sehingga sangat 
kondusif dalam menyambut wisatawan muslim. 
Dalam laporan kompas.com, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah 
mengambil bagian untuk kedua kalinya (Asisten Deputi Bidang Pengembangan 
Pemasaran I Kemenpar Rizki Handayan) dalam pameran Malaysia International 
Halal Showcase (Mihas) 2019, dengan fokus melakukan branding dan selling dan 
mempromosikan wisata halal Indonesia. Sekaligus, mempertahankan eksistensi 
pariwisata Indonesia di dunia, khususnya kawasan Asia Tenggara.
70
 Hal ini 
menjadi salah satu pemicu peningkatan yang signifikan bagi Indonesia dalam 
kategori negara yang dikunjungi versi standar GMTI. 
Keunggulan komparatif Indonesia sangat besar, dimulai dari letak 
geografisnya di khatulistiwa. Keindahan alam terbentang dari pegunungan hingga 
pesisir pantai, keragaman budaya, dari melayu, jawa, bugis, sunda, sasak, dan lain 
sebagainya. Konsumsi yang dihabiskan wisatawan muslim di Indonesia semakin 
meningkat, dari data pada 2011 mencapai 126 miliar dolar AS atau 1.227,9 triliun, 
angka ini lebih besar dari uang yang dikeluarkan oleh wisatawan Cina, AS atau 
Jerman. UNWTO memperkirakan jumlah tersebut merupakan 12,3% dari total 
belanja wisatawan secara global di tahun 2011. Sedangkan penerimaan devisa 
dari wisatawan mancanegara muslim ke Indonesia pada tahun 2011 diperkirakan 
sebesar $1,6 milyar dari total $8,5 milyar, Yuniawati, Yeni, dalam Jurnal yang 
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berjudul Manajemen Resort dan Leisure.
71
 Indonesia telah beberapa kali 
memperoleh penghargaan tingkat dunia. Adapun penghargaan yang diterima 
Indonesia adalah sebagai berikut
72
:  
a. World‟s Best Airport for Halal Travellers (Sultan Iskandar Muda 
Internasional Airport, Aceh) 
b. World‟s Best Airline for Halal Travellers (Garuda Indonesia) 
c. World‟s Best Family Friendly Hotel (The Rhadana Kuta, Bali) 
d. World‟s Most Luxurious Family Friendly Hotel (The Trans Luxury 
Bandung) 
e. World‟s Best Halal Beach Resort (Novotel Lombok Resort and Villas) 
f. World‟s Best Halal Tour Operator (ERO Tours Sumatera Barat) 
g. World‟s Best Halal Travel Website (www.wonderfullomboksumbawa.com) 
h. World‟s Best Halal Honeymoon Destination (Sembalun Valley Region, 
Nusa Tenggara Barat) 
i. World‟s Best Hajj & Umrah Operator (ESQ Tours and Travel) 
j. World‟s Best Halal Destination (Sumatera Barat) 
k. World‟s Best Halal Culinary (Sumatera Barat) 
l. World‟s Best Halal Cultural Destination (Aceh) 
Penghargaan ini menjadi salah satu tolak ukur bagi industri pariwisata 
halal dunia. Menurut Arief Yahya, mentri pariwisata, mengatakan kemenangan 
dalam penghargaan World Halam Tourism Awards ini penting. Sebagai salah satu 
bentuk penerapan rumus 3C, yakni calibration, confidence, dan credibility. 
Kemenangan yang akan meningkatkan self confidence, rasa percaya diri bangsa 
Indonesia, dan meningkatkan kredibilitas bangsa Indonesia di mata dunia.  
Sementara itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membentuk 
Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari Industri Pariwisata, Akademisi, dan lain 
lain; dalam upaya mengembangkan dan mempromosikan Wisata halal di 
Indonesia, dan melakukan serangkaian program yang antara lain diskusi dengan 
para pendidik, ulama, dan industri pariwisata, peninjauan lapangan ke daerah dan 
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studi ke negara-negara yang sudah berkembang Wisata halal nya. Hasil akhir dari 
program ini mencakup : 
a. Dari sisi Produk, Kemenparekraf menyiapkan standarisasi usaha Wisata 
halal (Hotel, Restoran, Spa, Biro Perjalanan Wisata, dan lain-lain).  
b. Dari sisi SDM, Kemenparekraf akan bekerja sama dengan beberapa pihak, 
antara lain dengan universitas-universitas, dalam rangka menyiapkan 
SDM yang memenuhi kebutuhan industri Wisata halal (sertifikasi), seperti 
guide, customer service di hotel, dan lain-lain. 
c. Dari sisi promosi, Kemenparekraf mempromosikan Indonesia sebagai 
destinasi wisata yang ramah, aman dan nyaman bagi wisatawan muslim 
serta mengikuti event-event bursa Pariwisata halal di luar negeri. 
Pemerintah telah menetapkan 10 destinasi wisata ramah muslim yaitu 
Aceh, Sumatra Barat, Lombok, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Riau dan Kepulauan Riau (Kepri), Sulawesi Selatan, dan DI Yogyakarta. Adapun, 
Aceh, Sumatra Barat, dan Lombok telah ditunjuk sebagai proyek percontohan 
nasional. Kementerian Pariwisata mengklaim jumlah wisatawan muslim yang 
datang ke Lombok meningkat 17,5% dalam periode 2014-2016, dari 2 juta orang 
menjadi 2,7 juta orang. 
Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberikan lima 
jurus untuk mendorong industri halal di Indonesia
73
. Kelima jurus tersebut adalah 
a. competitiveness (daya saing),  
competitiveness alias daya saing dapat dilakukan melalui pemetaan sektor-
sektor potensial yang dapat dikembangkan, seperti sektor makanan dan 
minuman, fesyen, wisata, dan ekonomi digital 
b. certification (sertifikasi),  
sertifikasi diperlukan untuk memperluas akses pasar. Oleh karena itu, para 
pengambil kebijakan dan pelaku perlu bersama mendorong agar barang 
dan jasa yang dihasilkan memperoleh sertifikasi halal. 
c. coordination (koordinasi),  
Koordinasi dan sinergi kebijakan dan program antara pemerintah, BI, dan 
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lembaga terkait diperlukan untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai 
sumber pertumbuhan ekonomi baru 
d. campaign (publikasi), dan  
Promosi diperlukan untuk memperkenalkan kepada publik bahwa gaya 
hidup halal bersifat universal, tidak hanya untuk muslim, namun juga 
untuk nonmuslim. 
e. cooperation (kerja sama).  
kerja sama antara pemangku kepentingan industri halal nasional dan 
internasional juga merupakan prasyarat untuk membangun dan 
mengembangkan industri halal global, tandas Gubernur BI 
“Implementasi lima jurus tersebut dapat menjadi kunci untuk 
menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai basis 
produksi industri halal global,” ungkapnya.“Kelima jurus di atas untuk 
menjawab tantangan perkembangan industri halal global yang dapat 
dimanfaatkan Indonesia, yaitu potensi pasar industri halal global yang 
semakin meningkat sejalan dengan populasi penduduk muslim sebanyak 
1,84 miliar atau sekitar 24,4% dari populasi dunia, Potensi pengembangan 
sektor usaha berbasis syariah serta halal telah menjadi pilihan gaya hidup 
baik bagi muslim maupun non-muslim,” kata Perry sebagaimana dikutip 
dari laman BI. 
Potensi tersebut, kata Perry, harus didukung dengan langkah antisipatif 
untuk menjawab beberapa tantangan, antara lain perkembangan digitalisasi, 
perlunya konvergensi internasional, tata kelola industri halal dan regulasi yang 
tepat di seluruh dunia, termasuk mekanisme pembiayaan syariah yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan selalu berusaha menghasilkan barang dan jasa yang 
halal.  
D. Kendala dan Tantangan Wisata Halal 
Tantangan terbesar dalam pengelolaan wisata halal adalah bagaimana 
menciptakan konsep wisata yang terorganisir dan termanajemen dengan baik dari 
hulu kehilir. Kurangnya informasi dan minimnya paket wisata yang menawarkan 
paket wisata yang komprehensif termasuk tentang maraknya industri halal di 
Indonesia, menjadi poin minus pengembangan wisata halal. 
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Mari Elka Pangestu mengemukakan dalam seminar Gabungan Idustry 
Pariwisata Indonesia (GIPI) masalah utama pariwisata di Indonesia yaitu : sarana 
dan prasarana; SDM; Komunikasi dan publisitas; Kebijakan dan peraturan yang 
berlaku; Teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses tentang 
wisata yang ada di Indonesia; Kesiapan masyarakat Investasi yang belum banyak 
berkembang di daerah (hotel, restaurant, jasa penyewaan transportasi, peralatan 
dan lain-lain
74
. Selanjutnya menurut Hery Sucipto dalam Republika, mengatakan 
bahwa tantangan wisata halal di Indonesia yaitu :
75
 
1. Masih adanya ketakutan di sebagian pelaku industri di Indonesia yang 
pencantuman label halal. Di luar negeri, bahkan gerai restoran berskala 
Internasional di bandara di Hongkong dengan jelas memampang label halal. 
Dengan kekuatan populasi muslim terbesar di dunia, tak ada alasan ketakutan itu 
karena syariat pada hakikatnya sudah dilaksanakan bangsa ini setiap harinya. 
2. Belum adanya regulasi dalam bentuk perundang-undangan. Saat ini Peraturan 
Menteri (Permen) memang sedang digodog antara tim Kemenparekraf dan 
MUI. Birokrasi yang lambat menjadi ciri khas Indonesia, ikut memperlambat 
pengembangan wisata halal. Para pelaku bisnis dan berbagai pihak yang 
terkait, akibatnya rada gamang dalam pengembangan potensi wisata halal. 
3. Belum siapnya SDM dalam bidang wisata halal. Seperti diketahui, ada lima 
komponen wisata halal, yakni kuliner, kosmetik-spa, perhotelan syariah, 
moslem fashion dan biro perjalanan. Sejauh ini, Kemenparekraf baru 
menggandeng Universitas Pesantren Darul Ulum (UNIPDU), Jombang, Jawa 
Timur untuk melakukan training dan workshop terkait penyiapan SDM 
wisata halal. 
4. Lemahnya sosialisasi tentang wisata halal di Indonesia berakibat kurangnya 
masyarakat luas mengenal produk-produk dalam wisata halal. Jika dalam 
keseharian mereka sudah familiar dengan produk halal seperti makanan dan 
minuman serta kosmetik, namun dalam cakupan lebih luas, masyarakat 
belum tahu detil soal wisata halal. 
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Masalah tentang pengelolaan pariwisata selanjutnya dikemukakan oleh 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof, mengatakan bahwa 
pariwisata Indonesia berada di posisi papan paling bawah kalah dengan Thailand, 
Malaysia, Singapura, masalah pariwisata terletak pada : 
1. Mental pengelola pariwisata, tidak ramah lingkungan yang menjadi penyebab 
utama di pariwisata Indonesia, dimana para pengelola pariwisata nasional 
masih memiliki etos bekerja yang tidak baik.  
2. Premanisme di sector pariwisata juga sangat menggangu sehingga 
menghambat kemajuan pariwisata Indonesia. Premanisme harus diberantas, 
sehingga pariwisata Indonesia bisa bangkit. 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menilai Indonesia masih perlu 
meningkatkan promosi wisata halal. Pemerintah pun jangan malu-malu untuk 
menyatakan diri menjadi Muslim Frendly Destinantion. Ketua MUI Bidang 
Perberdayaan Ekonomi Umat, Lukmanul Hakim, mengatakan Indonesia harus lebih 
meningkatkan promosi wisata halal. Artinya peluang data imbahan sumber daya 
manusia dalam memperkuat promosi itu, Lukman menuturkan, Indonesia masih 
kalah dengan Malaysia dalam segi promosi wisata. Anggaran promosi Indonesia jika 
dibandingkan dengan Malaysia berbanding jauh. Menurutnya, Indonesia dengan luas 
wilayah yang lebih besar hanya menganggarkan setengah dari jumlah anggaran 
promosi wisata Malaysia. 
E. Pengembangan Wisata Halal 
Di dalam pengembangan pariwisata, pengembangan berencana harus 
dilakukan secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal 
bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan cultural. Perencanaan tersebut 
harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program 
pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Dalam Undang-
Undang R1 No 10 Tahun 2009 Pasal 6 dan 7, tentang pembangunan pariwisata 
disebutkan bahwa pembangunan pariwisata haruslah memperhatikan 
keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan 
manusia untuk berwisata (Pasal 6). Pembangunan pariwisata meliputi industri 
pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata (Pasal 7). 
Pengembangan pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan 
66 
tepat. Teknik perencanaan itu harus menggabungkan beberapa aspek penunjang 
kesuksesan pariwisata. Aspek-aspek tersebut terdiri dari aspek aksesbilitas 
(transportasi dan saluran pemasaran), karakteristik infrastuktur pariwisata, tingkat 
interaksi sosial, keterkaitan/ kompatibilitas dengan sektor lain, daya tahan akan 
dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas lokal, dan seterusnya. 
Joyosuharto mengatakan, pengembangan pariwisata memiliki 3 fungsi yaitu:
76
 
1. Menggalakkan ekonomi 
2. Memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi serta mutu lingkungan 
hidup 
3. Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa 
Dalam pengembangan wisata halal, paradigma utama yang perlu dipahami 
bersama adalah wisata halal tidak bertujuan untuk mengasingkan wisatawan 
muslim dari kegiatan pariwisata umum atau untuk membatasi wisatawan 
nonmuslim di tujuan wisata tertentu.Namun, pengembangan wisata halal 
bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim dalam 
melaksanakan ibadah sesuai syariat agama pada saat bepergian. “Bagi wisatawan 
nonmuslim, wisata halal diharapkan dapat memberikan layanan wisata yang aman 
dan sehat sekaligus untuk memperkenalkan ajaran islam sebagai nilai yang 
universal,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dody Budi Waluyo, pada 
acara Indonesia Halal Tourism Summit di Jakarta.
77
 
Pembangunan kepariwisataan di Indonesia mencakup 4 pilar 
pembangunan kepariwisataan yakni : Destinasi; Pemasaran; Industri, dan 
Kelembagaan. Keempat pilar tersebut merupakan upaya perwujudan azas 
pembangunan dengan memerhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan 
budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pengembangan 
pariwisata harus dilihat dalam satu kesatuan upaya untuk memajukan pariwisata.  
Keempat pilar tak dapat berdiri sendiri-sendiri karena satu dan lainnya saling 
berpengaruh. Aspek kelembagaan dapat mempengaruhi semua aspek lain.  
Dalam hal ini pembangunan pariwisata Indonesia diharapkan dapat: 
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1. Menjadikannya sebagai destinasi wisata nasional/internasional yang 
berkelanjutan; 
2. Meningkatkan posisi Indonesia di pasar internasional maupun nasional 
sehingga jumlah kunjungan akan meningkat; 
3. Memberikan kesempatan bagi industri kepariwisataan sebagai penopang 
aktivitas wisata untuk berkembang menjadi industri yang tidak hanya 
memberikan manfaat ekonomi bagi pengusaha/pemilik usaha. 
4. Menumbuh kembangkan suatu sistem kelembagaan yang ditopang oleh sumber 
daya manusia yang kompeten melalui regulasi yang ditegakkan secara efektif. 
Keempat pilar tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain yang tak 
terpisahkan. Pada tingkat nasional, pemerintah masih memakai jumlah kunjungan 
sebagai sasaran untuk mewakili tolak ukur keberhasilan. Meskipun demikian 
jumlah kunjungan tersebut tergantung kepada bukan hanya keberhasilan 
pemasaran (promosi) melainkan juga keberhasilan upaya pengembangan 
destinasi, industri, serta kelembagaannya (manusia, aturan, dan organisasinya).  
F. Wisata Halal Sustainable  
Sustainable tourism atau wisata sustainable, yaitu sebuah konsep pariwisata 
yang menguntungkan dari berbagai sisi, antara lain ekonomi, lingkungan dan social. 
Wisata Sustainable adalah keberlanjutan pariwisata terkait erat dengan kebutuhan 
saat ini yang tidak boleh mengorbankan dan mengurangi hak dan kebutuhan generasi 
yang akan datang
78
. Dan secara singkat dapat dijelaskan bahwa pariwisata sustainable 
merupakan sebuah proses dan sistem pengembangan pariwisata yang bisa menjamin 
keberlangsungan atau keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial dan ekonomi, 
dan budaya ke generasi yang akan datang. 
Konsep pembangunan sustainable pertama kali dikumandangakan dalam 
konfrensi di Stockholm pada tahun 1972. Selanjutnya konfrensi ini dikenal 
dengan Stockholm Conference on Human and Environment.Pengembangan 
pariwisata sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan, dimana didalamnya disebutkan mengenai pembangunan 
pariwisata yang sustainable dan juga tentang kode etik pariwisata dunia yang 
                                                 
78
Joko Tri Haryanto, “Model pengembangan ekowisata dalam mendukung kemandirian ekonomi 
daerah studi kasus provinsi DIY”, Journal Ilmiah Sosial dan Humainora Vol. 4 No. 3, 2014. 
68 
menjunjung tinggi budaya dan nilai–nilai lokal. 
Menurut Richard W. Butler “Sustainable tourism is a tourism which 
concerns with management of the sustainable development of the natural, built, 
social and cultural tourism resources of the host community in order to meet the 
fundamental criteria of promoting their economic well-being, preserving their 
nature, culture, social life, intra and inter-generational equity of costs and 
benefits, securing their life sufficiency and satisfying the tourists‟ needs”.
79
 
Joko Tri Haryanto mendefinisikan, Wisata Sustainable adalah 
keberlanjutan pariwisata terkait erat dengan kebutuhan wisata saat ini yang tidak 
boleh mengorbankan dan mengurangi hak dan kebutuhan generasi yang akan 
datang.
80
 Menurut Erling Holden dkk, Sustainable development is defined as a 
process of meeting the present needs without compromising the ability of the 
future generations to meet their own needs.
81
 
Lane dalam Sharpley, menyatakan bahwa pariwisata sustainable adalah 
hubungan triangulasi yang seimbang antara daerah tujuan wisata (host areas) 
dengan habitat dan manusianya, pembuatan paket liburan (wisata), dan industri 
pariwisata, dimana tidak ada satupun stakehorder dapat merusak keseimbangan.
82
 
Muller yang mengusulkan istilah magic pentagon yang merupakan 
keseimbangan antara elemen pariwisata, dimana tidak ada satu faktor atau 
stakeholder yang mendominasi. Prinsip dasar pembangunan pariwisata 
sustainable menurut Sharpley yang mengacu pada prinsip dasar pembangunan 
sustainable.
83
 I Gusti Ngurah Bagus, mengemukakan Nampak jelas bahwa 
pembangunan di bidang kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk 




Pada hakekatnya ada empat bidang pokok yang mempengaruhi oleh usaha 
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pengembangan pariwisata yaitu ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup. 
Pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah secara langsung maupun tidak 
langsung akan memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun Pilar 
dampak negatif. Beberapa sektor yang dapat terpengaruh oleh kegiatan  
pariwisata antara lain adalah sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan 
85
. Fandeli, 
mengemukakan bahwa pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah 
pengembangan masyarakat dan wilayah yang didasarkan pada:
86
 
1. Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas dan 
tradisi lokal.  
2. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus 
mendistribusikan secara merata kepada penduduk lokal.  
3. Berorientasi kepada pengembangan wisata berskala kecil dan menengah 
dengan daya serap tenaga kerja besar dan berorientasi pada teknologi 
kooperatif.  
4. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang 
tradisi budaya dengan dampak negatif yang seminimal mungkin.  
Perencanaan pariwisata haruslah di dasarkan pada kondisi dan daya 
dukung dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling 
menguntungkan diantara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, 
meningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan berkelanjutan daya dukung 
lingkungan di masa mendatang.
87
  
Veresci, menyimpulkan bahwa untuk mencapai pembangunan 
kepariwisataan berkelanjutan diperlukan strategi berupa perencanaan kondisi 
lingkungan yang sensitif terhadap perubahan serta beberapa komponen budaya 
dari masyarakat local, perencanaan dalam mengatasi perbedaan antar sektor yang 
berkepentingan, perencanaan untuk mengatasi dan melawan pengaruh negatif dari 
program kepariwisataan secara massal, perencanaan dalam menghadapi 
perubahan kondisi lingkungan yang tidak dapat terbalik (irreversible changes).
88
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Lars Aronsson, mencoba menyampaikan beberapa pokok pikiran tentang 
intepretasi pembangunan pariwisata sustainable, yaitu
89
 : 
1. Mampu mengatasi permasalahan sampah lingkungan serta memiliki 
perspektif ekologis, 
2. Menunjukkan keberpihakannya pada pembangunan berskala kecil dan yang 
berbasis masyarakat lokal/setempat, 
3. Menempatkan daerah tujuan wisata sebagai penerima manfaat dari pariwisata, 
untuk mencapainya tidak harus dengan mengeksploitasi daerah setempat 
4. Menekankan pada keberlanjutan budaya, dalam hal ini berkaitan dengan 
upaya-upaya membangun dan mempertahankan bangunan tradisional dan 
peninggalan budaya di daerah tujuan wisata. 
Pembangunan pariwisata sustainable atau Sustainable Tourism 
Development menurut Yaman & Mohd ditandai dengan empat kondisi yaitu
90
 : 
1. Anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses perencanaan dan 
pembangunan pariwisata, 
2. Pendidikan bagi tuan rumah, pelaku industri dan pengunjung/wisatawan,  
3. Kualitas habitat kehidupan liar, penggunaan energi dan iklim mikro harus 
dimengerti dan didukung, 
Investasi pada bentuk-bentuk  Pariwisata sustainable merupakan sebuah 
proses dan sistem pengembangan pariwisata yang bisa menjamin keberlangsungan 
atau keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial dan ekonomi, dan budaya ke 
generasi yang akan datang.
91
 Prinsip dasar pembangunan pariwisata sustainable 
menurut Sharpley yang mengacu pada prinsip dasar pembangunan sustainable.
92
  
nsportasi alternatif. Pencapaian wisata sustainable, juga sangat relevan dengan 
visi dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif item 1 yakni memecahkan 
multi krisis Nasional melalui efek ganda ekonomi (Economic Effect) 
pembangunan pariwisata sustainable (Sustainable Tourism Development), dimana 
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berorientasi kepada kepentingan masyarakat luar dan peningkatan kualitas hidup 
masyarakat dan bangsa Indonesia. 
G. Teknologi  dan Muslim Traveller Millenial 
Teknologi dan Muslim Traveller Millenial Laporan terbaru dari 
Mastercard-Halal Trip Muslim Millenial Travel Report 2017 memperkirakan total 
pengeluaran wisatawan muslim millenial mencapai lebih dari US$100 miliar pada 
2025
93
. Tidak ada keraguan bahwa semua pihak di sektor pariwisata harus lebih 
memperhatikan pasar wisatawan muslim millenial. Ini yang dapat mendorong 
pengeluaran untuk tiket pesawat, hotel dan wisata. Pasar wisatawan muslim 
mengalami perkembangan pesat sebagai sebuah segmen yang sangat 
menguntungkan bagi pariwisata kontemporer. Saat ini, pasar wisatawan muslim 
akan memasuki fase puncak dari pendapatan, pengeluaran dan perjalanan dalam 5 
- 10 tahun ke depan
94
. 
Dengan sekitar 1 miliar muslim yang berusia dibawah 30 tahun dan 
mewakili 60% dari populasi di negara-negara dengan mayoritas muslim, 
populasi dari generasi muslim muda menjadi sebuah kesempatan bagi pasar 
perjalanan. Pada 2030, wisatawan muslim akan berkontribusi hingga 29% dari 
populasi global yang berusia 15-29 tahun. Berkaitan dengan hal ini, 
CrescentRating memproyeksikan ada lebih dari 30% persen wisatawan muslim 
pada 2026 dari 121 juta wisatawan muslim yang merupakan kaum milenial. 
Sisanya sekitar 30% adalah generasi Z yakni kelompok demografis setelah 
kaum milenial. Laporan ini juga menyebutkan Arab Saudi, Malaysia dan Turki 
merupakan pasar perjalanan outbound terbesar bagi muslim milenial yang 
tergabung dalam Organization of Islamic Cooperation (OIC). Sebaliknya, 
Jerman, Rusia dan India berada di posisi tiga teratas untuk pasar perjalanan 
outbound bagi muslim milenial di negara non-OIC
95
 
Segmen konsumen industri perjalanan Indonesia didominasi oleh populasi 
relatif muda yang berada di kisaran usia 25-49 tahun. Bagi populasi usia produktif 
yang sudah melek internet, sinyal telepon dan jaringan internet menjadi bagian 
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penting dalam perencanaan maupun proses liburan. 
Laporan Criterio yang berjudul The New Asia Pasific Digital Traveller 
2017 menyebutkan penggunaan telepon pintar di kawasan Asia Pasifik terus 
menunjukkan peningkatan ketika masyarakat merencanakan liburan.Khusus untuk 
Indonesia, 69% responden memilih memesan tiket pesawat dan hotel melalui 
aplikasi OTA di telepon pintar mereka, sedangkan sisanya melalui 
browser
96
.Kanal digital menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat Indonesia yang 
ingin berlibur karena sifatnya yang sederhana dan praktis. Semakin mudah orang 
pergi, semakin tinggi jumlah orang yang berlibur. 
Peminat wisata halal kini pun mulai mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan di berbagai kalangan usia, termasuk generasi milleneal yang memiliki 
ketertarikan yang tinggi terhadap wisata halal. Generasi milleneal merupakan 
segmen pasar yang cukup mumpuni bagi perkembangan wisata halal. Wisatawan 
Muda (Young Tourist) didefenisikan sebagai kegiatan wisata yang dilakukan 
dalam periode kurang dari satu tahun oleh orang yang berusia 16 - 29 tahun yang 
dimotivasi sebahagian atau seluruhnya oleh keinginan untuk merasakan budaya 
lain, membangun pengalaman hidup dan / atau mendapat manfaat dari 
pengalaman formal dan informal, peluang belajar di luar lingkungan biasa 
seseorang (UNWTO dan WYSE Travel Confederation, 2008). Kelompok umur 
dalam definisi ini cocok dengan generasi milenial. Generasi milenial, menurut 
sebagian besar definisi, lahir antara 1980 dan 2000. Generasi Y (lahir antara 
1980-1994) dan Generasi Z (lahir antara tahun 1994 hingga saat ini) termasuk 
generasi milenial (lahir dari akhir 1980-an dan seterusnya). Mereka semua dapat 
dianggap sebagai pelancong muda dan karena itu pengalaman perjalanan mereka 
dapat ditafsirkan membangun berdasarkan literatur tentang pariwisata pemuda.  
Organisasi Pariwisata Dunia PBB dan Konfederasi Perjalanan Pelajar & 
Pendidikan Pemuda Dunia menyatakan bahwa Generasi Z terdiri dari sekitar 30 
persen populasi dunia dan memiliki 29 juta pelancong internasional di seluruh 
dunia. Organisasi pariwisata pada umumnya dan organisasi manajemen sebuah 
perusahaan harus memiliki tujuan khusus yakni memperhatikan bahwa kelompok 
sasaran milenial bersifat tidak homogen. Untuk itu dalam  memuaskan wisatawan 
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milenial di masa kini dan masa depan, organisasi pariwisata harus 
mempertimbangkan nilai-nilai yang berbeda. Salah satu tujuan yang 
dimungkinkan generasi milenal dalam  melakukan sebuah perjalanan ialah untuk 
menghindari kuota, mencoba gaya hidup yang berbeda, untuk mendapatkan 
pengalaman baru, mengunjungi tempat-tempat baru dan untuk memperoleh 
pengetahuan baru (UNWTO dan WYSE Travel Confederation, 2016).
97
 
Dalam laporan GMTI (Global Muslim Travel Index) Tahun 2018 terdapat 
Profil Muslim Mileneal Travel MMT dengan menangkap perilaku spesifik seperti 
tujuan generasi mileneal untuk berwisata yang didorong oleh keinginan mereka 
untuk menemukan produk dan layanan yang Otentik (Authentic), terjangkau 
(Affordable), Dapat Diakses (Access). Pola perjalanan ini dapat diamati pada 
tahap perencanaan, selama perjalan itu sendiri, dan ketika mereka berbagi 
pengalaman dengan orang lain. 
98
 
Menurut Guru Besar Arsitektur dan Perencanaan Pariwisata UGM Prof 
Wiendu Nuryanti, fenomena yang terjadi di sektor pariwisata dunia saat ini, 
wisatawan didominasi generasi millenial yang usianya di bawah 35 tahun. Mereka 
memanfaatkan teknologi digital saat traveling. "Hampir separuh wisatawan adalah 
generasi millenial yang punya karakteristik berbeda dengan era sebelumnya," 
terang Prof Wiendu saat menjadi pembicara kunci dalam International Conference 
of Critical Tourism Studies Asia Pasific (CTS-AP) di University Club, 
Universitas Gadjah Mada (UC UGM) Yogyakarta
99
. 
Menurut Prof Wiendu, wisatawan millenial ini tidak lagi memanfaatkan 
iklan-iklan wisata konvensional dalam menentukan destinasi, melainkan 
memanfaatkan trip advisor dari gadget. Selain itu mereka lebih suka mengunjungi 
objek wisata terpencil yang bisa langsung berinteraksi dengan warga asli. 
"Traveling sepertinya sudah menjadi DNA para generasi millenial, mereka 
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Selanjutnya Dalam GMTI 2017 disebutkan bahwa, “terdapat 2 mega 
trend utama yang diidentifikasi sebagai pendorong Muslim Friendly Travel. 
Kategori tersebut yakni Generasi milleneal yang tergolong demografis Z, serta 
teknologi yang akan meningkatkan akses ke informasi wisata (Abdul Halim, 
2017). Laporan (GMTI 2017) juga menyebutkan bahwa kelompok pasca 
millenial ini sangat terhubung satu sama lain dilingkungan sekitar mereka. 
Karena internet dan lingkungan sosial memainkan peran penting dalam 
kehidupan sehari – hari mereka. Oleh karena itu Industri wisata muslim harus 
mengembangkan penawaran mereka untuk memastikan bahwa merek mereka 
telah diperkenalkan kembali dengan segmen yang baru dan bahwa layanan 
mereka merupakan layanan yang bersifat friendly, asli, terjangkau dan dapat 
diakses oleh segmen anak muda.
101
 
Search Engine dan situs perjalanan online adalah elemen penting dari 
perencanaan wisata online. Teknologi baru di bidang komunikasi mempengaruhi 
industri pariwisata. Oleh karena itu, penting bagi pemasar untuk memahami 
perubahan ini karena pentingnya internet yang digunakan setiap hari di bidang 
pariwisata.
102
 Untuk dapat mengakses sesuatu yang menjadi kebutuhan dan 
keinginan generasi mileneal, pemerintah dan manajemen perusahaan telah 
berupaya menyediakan teknologi yang dapat memfasilitasi masyarakat khususnya 
generasi milineal untuk penggunaan teknologi digital.  
Dengan kemajuan teknologi terkini para wisatawan tidak lagi 
mempergunakan cara-cara konvensional dalam merencanakan perjalanan 
wisatanya. Mereka kini dengan mudah mencari lokasi dan objek wisata ke seluruh 
dunia dengan amat mudah dan singkat serta berbiaya minim. Internet membantu 
para wisatawan mencapai destinasi favorit pilihan wisatanya. Kemajuan teknologi 
digital dengan munculnya banyak aplikasi yang memudahkan manusia, membawa 
pengaruh bagi sektor pariwisata. Saat ini kecenderungan berwisata tidak lagi 
dilakukan secara konvensional dalam jumlah besar (rombongan), tapi bergeser 
dilakukan sendiri memanfaatkan teknologi digital (gadget/aplikasi). 
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Rhenald Kasali dalam artikelnya yang dimuat dalam Kompas.com 
menyebutkan bahwa ekonomi sekarang ini telah berubah menjadi Esteem 
Economy dari leisure economy pada era sebelumnya. Perubahan tersebut berimbas 
terhadap perubahan perilaku berwisata, dari hanya menikmati waktu senggang 
dengan kumpul-kumpul bersama teman atau keluarga berubah menjadi mencari 
pengalaman (experiences) dengan unsur ingin mendapatkan pengakuan karena 
pernah mengunjungi tempat-tempat yang lagi hits pada masanya. Perubahan 
perilaku berwisata tersebut menurutnya disebabkan oleh kebanyakan manusia 
sekarang ini yang sudah addicted terhadap gadget terutama smarphone yang 
sudah menjadi kebutuhan pokok diluar sandang, pangan dan papan. 
103
 
Dalam Laporan Strategic Roadmap For Development Of Islamic Tourism 
In Oic Member Countries pada tahun 2018 dinyatakan bahwa Internet dan media 
sosial menyediakan platform komunikasi yang signifikan untuk memperkenalkan, 
positioning dan brand marketing, produk, dan layanan pariwisata Islami kepada 
khalayak yang lebih luas.
104
 Salah satu temuan kunci yang dihasilkan dari sebuah 
sebuah studi COMCEC (2016b) dengan 1.120 responden yang mewakili Afrika, 
Asia, Eropa, dan Amerika Utara untuk strategi pemasaran yang tepat saat ini 
adalah Penelitian Pra Wisata. Dalam studi tersebut disimpulkan bahwa terdapat 
beberapa tujuan wisatawan untuk melakukan perjalanan diantaranya 84% memilih 
melakukan wisata untuk memenuhi kebutuhan agama mereka, 72% disebutkan 
mendapatkan informasi melalui situs website, 63% dari keluarga dan teman, 
media sosial sejumlah 47%, blog sebanyak 41%, agen perjalanan sejumlah 22% 
dan 12 % berasal dari iklan.
105
  
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi internet 
serta platform media sosial yang kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat dunia 
turut serta dalam perkembangan wisata halal dan menjadi strategi marketing serta 
promosi yang tepat untuk memperkenalkan wisata halal dunia. Pesatnya 
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perkembangan kunjungan wisatawan muslim di dunia disebabkan salah satunya, 
banyaknya publikasi dan promosi pariwisata halal melalui internet menjadi faktor 
penarik wisatawan muslim untuk berwisata muslim yang tersebar di negara-
negara Arab dan Timur Tengah. Demikian juga kontribusi generasi mileneal 
sebagai wisatawan muda cukup memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
perkembangan wisata. Hal ini menunjukkan pentingnya investigasi kelompok 
sasaran ini dengan mengidentifikasi perilaku wisata mereka, seperti makna dan 
nilai yang mereka berikan ketika melakukan wisata. Salah satu poin penting yang 
dapat dibidik dalam pertanyaan UNWTO dan WYSE Travel Confederation, 2016 
bahwa generasi milineal memiliki salah satu tujuan yang penting yakni mencoba 
gaya hidup berbeda. Gaya hidup merupakan salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi keputusan generasi mileneal dalam  berwisata, yang sejatinya 
selalu mengedepankan pencarian solusi, ide, emosi baru atau pengalaman baru. 
Dan salah satu faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang termasuk 
generasi milineal adalah perubahan landcape dunia  dengan “Wisata Halal”.  
H. Sinergitas Stakeholders 
Menurut Pramuji, Sinergitas adalah sebuah interaksi dari dua pihak 
atau lebih yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan yang bersifat 
dinamis guna mencapai tujuan bersama.
106
 Teori Sinergitas menurut Stoner, 
Hubungan atau komunikasi para pihak dalam mewujudkan suatu   tugas bersama 
akan memunculkan berbagai macam pola yang berbeda bila dihadapkan elemen 
kepercayaan dan kerjasama yang dimiliki oleh pihak masing-masing. 
107
 Tiga pola 
meliputi: Defensif; (mengakibatkan pola hubungan komunikasi yang bersifat 
pasif/defensif) , Respectful; (pola komunikasi yang bersifat kompromi saling 
menghargai.),Synergistic. ; pola komunikasi yang bersifat sinergitas (simbiosis 
mutualisme) yang berarti bahwa kerjasama  yang terjalin akan menghasilkan 
"Output" yang jauh lebih besar dari jumlah hasil keluaran masing-masing pihak. 
Jadi sinergitas dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur 
untuk menghasilkan output yang lebih baik.
108
 Menurut Covey, sinergitas akan 
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mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi 
kesamaam pandang, dan saling menghargai.
109
 Sinergitas dapat terbangun melalui 
dua cara yaitu :Komunikasi  dan Koordinasi. Seluruh komponen masyarakat dan 
pemerintah diharapkan bersinergi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. 
Wisata  halal sebagai bagian dari industri halal, mencakup sektor finansial dan 
pembiayaan, tidak dapat jalan sendiri-sendiri, sinergi dengan banyak pihak untuk 
mengembangkan wisata halal perlu dilakukan baik dalam hal-hal teknis maupun 
dalam kerjasama lainnya. Mengingat potensi Indonesia untuk menjadi pemain 
utama dunia dalam pariwisata halal begitu besar dan agar wisata halal di 
Indonesia sustainable. Menurut Popy Rufaidah,Pemerintah harus menggenjot 
pariwisata halal dengan menggandeng setidaknya lima unsur masyarakat 
sebagai stakeholders. Kementerian Pariwisata dapat menggandeng peran lima 
pihak atau pentahelix seperti akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas dan media, 
dalam mengakselerasi pengembangan destinasi halal Indonesia
110
.Sebagai 
pembuat kebijakan harus bekerjasama dengan dengan Kementerian Perhubungan 
yang berhubungan dengan sarana transportasi,. agar sarana transportasi ke lokasi 
objek wisata bisa lebih baik, dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur. Dalam 
upaya mengedepankan budaya serta nilai-nilai agama Kementrian Pariwisata 
melakukan kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU).  kemudian dituangkan 
dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
111
. Perhimpunan Hotel 
dan Restoran Indonesia (PHRI) menyediakan penginapan halal dan tempat makan 
dengan menu makanan halal, bekerjasama sama dengan Association of the 
Indonesia Tours and Travel (ASITA) untuk membuat paket wisata halal. Kerja 
sama dengan pemangku kepentingan di daerah-daerah wisata halal, juga sangat 
diperlukan.  
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I. Pelaku Pariwisata (Stakeholders) 
1. Wisatawan Wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk dari 
layanan.Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka 
berdampak langsung pada kebutuhan wisata yang dalam hal ini permintaan 
wisata. 
2. Pendukung Jasa Wisata Kelompok ini adalah usaha yang tidak secara khusus 
menawarkan porudk dan jasa wisata tetapi seringkali bergantung kepada 
wisatawan sebagai pengguna jasa dan produk tersebut. 
3. Pemerintah Pemerintah mempunyai otoritas dalam hestanto.web.id 
pengaturan, penyediaan dan peruntukkan berbagai infrastruktur yang terkait 
dengan kebutuhan pariwisata.Pemerintah juga bertanggung jawab dalam 
menentukan arah yang dituju perjalanan wisata. 
4. Masyarakat Lokal Masyarakat lokal terutama penduduk asli yang bermukim 
di kawasan wisata yang menjadi salah satu peran kunci dalam pariwisata. 
Karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar 
atraksi sekaligus menentukan yang akan menyediakan sebagai besar atraksi 
sekaligus menentukan kualitas produk wisata. 
Pelaku pariwisata adalah setiap pihak yang berperan dan terlibat dalam 
kegiatan pariwisata. Secara umum pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar 
utama, yaitu  
1. Masyarakat. Termasuk ke dalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh 
masyarakat, intelektual, LSM, dan media massa. 
2. Swasta, adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha. 
3. Pemerintah, adalah berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah 




Pelaku pariwisata adalah setiap pihak yang berperan dan terlibat dalam 
kegiatan pariwisata. Adapun yang menjadi pelaku pariwisata menurut Damanik 
                                                 
112
Maha Rani, Deddy Prasetya, Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, 
Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang) JurnalPolitik Muda, Vol. 3 No. 3, Agustus-
Desember 2014, 412-421. Surabaya: FISIP UNAIR, 2014. 
79 
dan Weber adalah 
113
: 
1. Wisatawan; adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan. 
Wisatawan memiliki beragam motif dan latar belakang (minat, ekspektasi, 
karakteristik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya) yang berbeda-beda 
dalam melakukan kegiatan wisata.  
2. Industri Pariwisata/ Penyedia Jasa; adalah semua usaha yang menghasilkan 
barang dan jasa bagi pariwisata. Mereka dapat digolongkan ke dalam dua 
golongan utama, yaitu: 
- Pelaku Langsung, yaitu usaha-usaha wisata yang menawarkan jasa 
secara langsung kepada wisatawan atau yang jasanya langsung 
dibutuhkan oleh wisatawan. Pelaku Tidak Langsung, yaitu usaha yang 
mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung 
mendukung pariwisata. 
3. Pendukung Jasa Wisata; adalah usaha yang tidak secara khusus menawarkan 
produk dan jasa wisata tetapi seringkali bergantung pada wisatawan sebagai 
pengguna jasa dan produk itu. Termasuk di dalamnya adalah penyedia jasa 
fotografi, jasa kecantikan, penjualan BBM, dan sebagainya. 
Sementara yang termasuk dalam stakeholders wisata halal selain yang di 
atas adalah DSN dan MUI, karena mereka lah yang ikut menentukan kebijakan 
wisata halal ditambah MES, termasuk juga para asosiasi seperti ASITA, ASPI, 




Peran pemerintah di Indonesia disamping berfungsi utama sebagai regulator 
dalam menentukan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan 
kepariwisataan, juga masih terlibat secara langsung dalam manajemen 
pengembangan kepariwisataan. Selain itu peran pemerintah adalah sebagai fasilitator 
dalam program promosi dan pemasaran kepariwisataan nasional serta pengembangan 
Destinasi Pariwisata pada tingkat Nasional (DPN), Kawasan Strategis Pariwisata 
tingkat Nasional (KSPN) maupun Kawasan Khusus Pariwisata Nasional (KPPN). 
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Pemerintah daerah Provinsi mempunyai fungsi melaksanakan tugas pembantuan 
untuk melakukan promosi dan pemasaran kepariwisataan provinsi. Sedangkan untuk 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai peran utama untuk bekerjasama 
dengan pemangku kepentingan yang lain (Industri dan Masyarakat) untuk menyusun 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan mengimplementasikannya sesuai dengan 
amanah Undang-Undang No.10 Tahun 2009.  
Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting 
perannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. 
Pembangunan dalam wilayah objek wisata akan memberikan sumbangan yang sangat 
besar apabila dikelola secara profesional, karena sumbangan bagi daerah yang 
bersangkutan, pariwisata dapat memacu pertubuhan kawasan sekitar objek wisata. 
Peraturan otonomi daerah memberikan kebebasan setiap daerah untuk mengelola 
sumber daya yang ada pada daerah tersebut, misalnya pengembangan sumber daya 
alam dan sumber daya manusia.  
Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan peran dan kesejahteraan 
masyarakat seluas-luasnya serta penyiapan sumber daya manusia yang memiliki 
kompetensi tinggi di bidang pelayanan jasa kepariwisataan juga menjadi hal yang 
perlu dilakukan serta perlu pula dilengkapi dengan kemampuan teknis, operasional 
dan manajerial dalam penyediaan barang dasa kepariwisataan. Peranan pemerintah 
khususnya dinas pariwisata sangat penting . penerapan peraturan pemerintah dan 
undang – undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Perencanaan 
tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program 
embangunan ekonomi, fisik dan sosial dari suatu negara. 
Sebagai Fasilitator, Dalam rangka melaksanakan perannya sebagai fasilitator, 
Dinas Pariwisata mewujudkannya dengan cara menyediakan fasilitas sarana 
prasarana di obyek wisata, memberikan fasilitas kepada para investor dan pengusaha 
wisata berupa kebijakan dan peraturan yang dapat melindungi serta menguntungkan 
pihak investor dan pengusaha wisata, memasarkan obyek wisata, memfasilitasi 
kelompok masyarakat sadar wisata agar mendapatkan dana stimulant, dan lain 
sebagainya. Sebagai Motivator, Dinas Pariwisata sebagai salah satu stakeholder 
pariwisata  dibutuhkan perannya dalam rangka memotivasi masyarakat, investor dan 
pengusaha wisata. 
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2. Pelaku Bisnis 
Menurut Mikkelsen, ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat 
mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu 
alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap 
masyarakat setempat. Kedua masyarakat akan lebih percaya apabila dilibatkan 
dalam proses persiapan dan perencanaan yang akan menimbulkan rasa memiliki. 
Ketiga timbul anggapan bahwa apabila masyarakat dilibatkan maka mereka akan 
beranggapan mempunyai hak untuk turut memberikan saran.
115
  Sebagai pelaku 
bisnis masyarakat harus memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai wisata 
halal. dalam hal ini tokoh masyarakat dapat memberikan pengaruh yang baik. 
Tokoh masyarakat ialah seseorang yang disegani dan dihormatti secara luas 
oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa – 
negara.
116
 Tokoh masyarakat, tentunya merupakan representasi dari adanya sifat-sifat 
kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan 
serta keinginan-keinginan masyarakat sehingga tokoh masyarakat, tidak bisa 
dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin didalam diri tokoh masyarakat 
tersebut. Miriam Budiarjo menyatakan tokoh masyarakat mempunyai peranan yang 
besar dalam suau kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan 
mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dirinya.
117
 
Menurut T Hani Handoko “kepmimpinan merupakan kemampuan yang 
dipunyai seseorang untuk memepengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai 
tujuan dan sasaran”. Sedangkan menurut Soewarno Handoyo Ningrat (1980: 64) 
“Kepemimpinan itu merupakan suatu proses dimana pimpinan digambarkan akan 
memberi perin-tah atau pengarahan, bimbingan atau mempengaruhi pekerjaan orang 
lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Ada suatu ungkapan 
yang menyebutkan bahwa pimpinan itu “dilahirkan”, artinya dilahirkan oleh situasi 
dan kondisi dari masyarakat. Benar tidaknya ungkapan ini perlu ditelaah melalui 
proses-prosesnya, baik didalam lingkungan masyarakat maupun dalam diri individu 
yang dina-makan pimpinan, sehingga dapat ditelusuri dengan cara bagaimana ia 
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Peranan dari Tokoh Masyarakat Informal (Tokoh Agama, Toko Adat dan 
Stakeholder) yaitu sebagai berikut :  
a. Harus mampu menyeimbangkan antara wawasan keagamaan dengan 
wawasan pemerintahan dalam pengembalaan umatnya.  
b. Menghimbau untuk segera menghentikan penggunaan symbol-simbol agama 
untuk kepentingan kekuasaan, kekayaan dan kelompok tertentu.  
c. Membangun hubungan yang serasi intern Tokoh Agama, antar sesama Tokoh 
Agama, Tokoh Agama dengan Tokoh Formal (Eksekutif dan Legislatif) dan 
Tokoh Adat sehingga dapat mendorong kearah keselamatan hidup bersama, 
tanpa adanya diskriminatif ditengah kemajemukan pemerintahan.  
d. Berperan menegakkan aturan adat yang berlaku di daerah masing-masing.  
e. Membina dan mengendalikan sikap dan tingkah laku warga masyarakat agar 
sesuai dengan aturan yang berlaku. 
119
  
3. Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI; bahasa Arab: ًيجهس انعهًبء اإلَدوٍَس 
Majlis al-ʿUlama' al-Indunīsī) adalah lembaga independen yang mewadahi para 
ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan 
mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 
1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia.
 
Sesuai dengan tugasnya, 
MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut 
kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah 
makanan,
 
penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam,
 
dan hal-hal yang 
berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.
  
Pemerintah ketika membentuk MUI menyatakan tiga tujuan umum MUI:
 
a. Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan 
ketahanan nasional. 
b. Partisipasi Ulama dalam pembangunan nasional. 
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c. Mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. 
Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu: 
a. sebagai pengawal bagi penganut agama Islam 
b. sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam 
c. sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik 
d. sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional 
e. sebagai perumus konsep pendidikan Islam 
f. sebagai pengawal konten dalam media massa 




Dewan Syariah Nasional (DSN) didirikan oleh MUI pada 10 Februari 1999, 
dengan maksud untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan 
mengawasi penerapannya guna menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, 
bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia. DSN-MUI didirikan berawal dari 
lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah pada tanggal 29-30 Juli 1997, yang 
merekomendasikan perlunya sebuah lembaga untuk menangani masalah-masalah 
yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah. Pada 14 Oktober 
1997, Majelis Ulama Indonesia kemudian mengadakan rapat Tim Pembentukan 
Dewan Syariah Nasional. 
Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, pasal 4 dan 5, DSN-
MUI mempunyai tugas sebagai berikut: 
 Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga 
Perekonomian Syariah (LPS) lainnya; 
 Mengawasi penerapan fatwa melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) di 
LKS, LBS, dan LPS lainnya; 
 Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa 
tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat 
diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya; 
 Mengeluarkan Surat Edaran (Ta'limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya; 
 Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi 
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anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya; 
 Memberikan rekomendasi calon Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dan/atau 
mencabut Rekomendasi ASPM; 
 Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi 
produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait; 
 Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, 
dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainya; 
 Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang 
memerlukan; 
 Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, 
dan LPS lainnya; 
 Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi 
keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; 
 Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan 
perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya 
Adapun wewenang DSN-MUI sebagai berikut: 
 Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk 
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI; 
 Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil 
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan; 
 Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan 
LPS lainnya yang melakukan pelanggaran; 
 Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai 
usul pergantian dan/atau pemberhentikan DPS pada lembaga yang 
bersangkutan 
 Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha 
bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; 
 Menjalin kemitraan dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam 
maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, 
bisnis, dan ekonomi syariah 
J. Penelitian Terdahulu 
Usaha penelitian ini sejauh ini belum di temukan judul penelitian yang 
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No Peneliti Jurnal Judul Peneliti 
A. Luar Negeri 




Global Journal of HUMAN-
SOCIAL SCIENCE: B 
Geography, Geo-Sciences, 
Environmental Science & Disaster 
Management 
Volume 15 Issue 3 Version 1.0. 
Sustainable Tourism 
Development in Darjeeling 
Hills of West Bengal, India: 
Issues & Challenges 
Temuan : 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pariwisata ini telah dipertimbangkan secara 
serius dalam strategi pembangunan sustainable nasional di banyak negara berkembang dan 
ditempatkan pada banyak agenda konferensi internasional tentang pembangunan 
sustainable/pariwisata dalam arti luas dan telah ada untuk waktu yang lama dalam wilayah 
Bukit Darjeeling di Benggala Barat. Kegiatan pariwisata masih dalam negara 
konvensionalnya, tidak dimasukkan ke dalam jalur dari konsep modern meskipun upaya 
yang dilakukan untuk memberikan bentuk nyata di bawah eco-tourism tetapi tidak berhasil. 
Berdasarkan sumber sekunder, literatur dan diskusi dengan para kunci stake holder dan 
interaksi dengan turis, serta keberadaan skenario dan situasi turis yang telah dipelajari. 
Darjeeling menerima sekitar 3,5 lakhs wisatawan domestik setiap tahunnya, selain 50.000 
orang asing. 
2 Hamira Zamani-
Farahani, Joan C. 
Henderson, (2010) 
Internasional Journal Research. 
12, 2010, 79-89. 
Islamic Tourism and 
Managing Tourism 
Development in Islamic 
Societies: The Cases of Iran 
and Saudi Arabia 
Temuan : 
Tulisan ini berkaitan dengan efek agama negara pada pengembangan pariwisata di negara-
negara Muslim dengan referensi khusus ke Iran dan Arab Saudi. Aspek hubungan antara 
Islam dan pariwisata diselidiki secara keseluruhan dan isu-isu pariwisata kebijakan, 
manajemen dan pemasaran dan keterlibatan masyarakat dalam konteks dari dua kasus yang 
dibahas. Itu keadaan khas yang berlaku di Iran dan Arab Saudi yang disarankan, tetapi 
lebih wawasan umum juga disajikan ke dalam interaksi antara dan manajemen pariwisata 
dan Islam. 
3 Sureerat Chookaew, 
Oraphan chanin, Jirapa 
Charatarawat, Pingpis 
Sriprasert, dan Sudarat 
Nimpaya, (2015) 
Journal of Economics, Business 
and  Management, Vol.3 No.7 
“Increasing Halal Tourism 
Potential at Andaman Gulf in 
Thailand for Muslim 
Country“ 
Temuan : 
Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa inisiatif pengembangan pariwisata Halal atau 
wisata halal di Thailand yang akan fokus pada hotel halal, makanan halal dan spa halal, 
layanan ketika para wisatawan Muslim bepergian. Karenapermintaan dari pasar Muslim 
terhadap layanan halal. Oleh karena itu, sangat penting bagi Thailand untuk 
mengembangkan konsep bisnis pariwisata halal.Selanjutnya, pariwisata halal akanlangsung 
memenuhi kebutuhan muslim, dengan demikianitu akan menjadi salah satuproduk terbaik 
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untuk industri pariwisata di Thailand 
B. Indonesia 
4 Aan Jaelani (2017) Munich Personal RePEc 
Archive (MPRA) Paper No. 
76237, 03 Januari 
Industri Wisata Halal di 
Indonesia : Potensi dan 
Prospek 
 
Temuan :  
Penelitian ini menegaskan bahwa pariwisata halal adalah  industri pariwisata yang telah 
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, meskipun ekonomi 
dunia melambat. Di Indonesia, pariwisata halal telah lama berkembang dalam bentuk ziarah 
yang dilakukan oleh orang-orang dengan motivasi agama. Seiring dengan perkembangan 
ekonomi Islam global, maka jenis pariwisata sedang mengalami metamorfosis yang 
membutuhkan perubahan yang modern mulai dari atraksi, hotel, hingga pemasaran. Dengan 
pendekatan fenomenologis, studi ini menyimpul kan bahwa pariwisata halal telah menjadi 
bagian dari industri pariwisata nasional untuk posisi Indonesia sebagai pusat pariwisata halal 
di dunia di masa depan. 
5 Rotua Kristin 
Simamora, dik (2016) 
Ilmu Pemerintahan dan Sosial 
Politik UMA 
Peran Pemerintah Daerah 
dalam Pengembangan 
Pariwisata Alam dan Budaya 
di Kabupaten Tapanuli Utara 
Temuan : 
Peran Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara 
dominan sebagai fasilitator dibandingkan dengan peran lainnya yaitu sebagai motivator 
dan dinamisator. Sebagai Fasilitator, Dalam rangka melaksanakan perannya sebagai 
fasilitator, Dinas Pariwisata mewujudkannya dengan cara menyediakan fasilitas sarana 
prasarana di obyek wisata, memberikan fasilitas kepada para investor dan pengusaha 
wisata berupa kebijakan dan peraturan yang dapat melindungi serta menguntungkan pihak 
investor dan pengusaha wisata, memasarkan obyek wisata, memfasilitasi kelompok 
masyarakat sadar wisata agar mendapatkan dana stimulant, dan lain sebagainya. Sebagai 
Motivator, Dinas Pariwisata sebagai salah satu stakeholder pariwisata di Kabupaten 
Tapanuli Utara dibutuhkan perannya dalam rangka memotivasi masyarakat, investor dan 
pengusaha wisata. 




Kajian Pengembangan Wisata 
halal 
Temuan : 
penelitian ini bertujuan mendeskripsikan potensi destinasi wisata halal di Indonesia, 
menganalisis kesiapan masing-masing destinasi wisata melalui persepsi pelaku usaha 
wisata dan wisatawan dalam mengembangkan wisata halal di Indonesia, dan menghasilkan 
strategi yang tepat untuk mengembangkan wisata halal sesuai karakteristik destinasi wisata 
di Indonesia. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui FGD, wawancara 
mendalam dan penyebaran kuesioner terhadap 100 orang wisatawan di Aceh dan Manado. 
Berdasarkan hasil kajian ini, Aceh sudah cukup optimal mencanangkan wisata halal dalam 
produk wisatanya namun masih memerlukan beberapa perbaikan atau strategi dalam 
menggaet wisman Malaysia sebagai market utamanya. Sementara, Manado ditemukan 
belum optimal atau belum siap dalam pengembangan wisata halal dan masih cukup banyak 
yang harus disiapkan jika akan mengembangkan wisata halal. 
7 Haidar Tsany Alim, 
(2015) 
Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Universitas Diponegoro, Pkm-P 
Didanai Dikti . Pp. 1-10 
Analisis Potensi Pariwisata 
halal dengan Menoptimalkan 
Industri Kreatif di Jawa 
Tengah dan Yogyakarta 
Temuan : 
Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa pariwisata halal di Jawa Tengah dan 
Yogyakarta yang potensial, ditafsirkan sebagai wisata religi. Untuk pengembangan 
pariwisata halal, industri kreatif harus memainkan peran sebagai pilar pariwisata halal 
dalam hal perencanaan, publisitas, paket, dan penentuantujuan wisata. Akhirnya, 
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pariwisata halal perlu rekonstruksi pada pedoman pariwisata halal dapat rekomendasi 
kami. Pedoman ini penting karena akanmenjadi standar bagi para pemangku kepentingan 
pariwisata dalammendefinisikan pariwisata halal. 
8 KN. Sofyan Hasan, 
(2014) 
Jurnal Dinamika Hukum, 
Vol.14, No.2, Mei, Palembang. 
Kepastian Hukum Sertifikasi 
dan Labelisasi Halal Produk 
Pangan 
Temuan : 
Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan 
sesuai dengan syari‟at Islam, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang 
mengkonsumsinya. Namun, regulasi yang ada masih terkesan sektoral, parsial dan 
inkonsistensi serta tidak sistemik dan sertifikasi halal iti bukan merupakan suatu kewajiban 
(mandatory) bagi pelaku usaha, tetapi bersifat sukarela (voluntary). Akibatnya sertifikasi 
halal dan label halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat, sehingga tidak 
menciptakan jaminan kepastian hukum kehalalan produk pangan. Untuk ini, RUU JPH 
segera menjadi undang-undang dan memberikan otoritas kepada MUI untuk melakukan 
sertifikasi halal melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa. Dan pemerintah berfungsi 
sebagai regulator, sehingga dapat menciptakan ketidakpastian hukum. 
9 Kurniawan Gilang 
Widagdyo, (2015) 
The Journal of Tauhidinomics, 
Vol. 1, No. 1, 73-80 
Analisis Pasar Pariwisata 
Halal Indonesia 
Temuan : 
Studi ini berfokus pada analisis pasar pariwisata halal di industri pariwisata dan perhotelan di 
Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan dari fenomena terbaru dari "pariwisata Halal" dan 
"Hospitality Islam" digambarkan melalui contoh yang dipilih dari negara-negara Muslim di 
dunia, berdasarkan permintaan dan syariah compliance. Pengembangan "berorientasi Islami" 
standar juga dibahas sehingga menimbulkan konsep baru seperti "Syariah," yang mengacu pada 
pertimbangan Islam menjadi bebas alkohol, perjudian gratis, dan ketersediaan "Halal" 
makanan. Terakhir, penelitian ini membahas tren dan tantangan yang terkait dengan pariwisata 
Halal masa depan. 
10 Maria Pia Adiati, 
Anwar Basalamah, 
(2015) 
Jurnal Binus Business Review, 
Vol.5, No.1, Mei,  80-90 
Kondisi Pariwisata 
Berkelanjutan di Bidang 
Sosial Budaya Berdasar 
Pengalaman dan Harapan 
Pengunjung di Pantai 
Tanjung Papuma, Jember. 
Temuan : 
Jember menjadi terkenal sejak acara Jember Fashion Carnaval (JFC) yang telah dimulai 
sejak tahun 2003. Seiring dengan keberhasilan JFC, Jember mengambil momen ini untuk 
memperkenalkan daerah ini sebagai menarik tujuan wisata selain JFC. Papuma beach 
sekarang menjadi ikon wisata dari Jember. Dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, 
ada tigapilar yang perlu diperhatikan dan mereka lingkungan, ekonomi dan sosial. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk menentukan pendapat pengunjung ke pariwisata negara 
Papuma Beach. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 
mengambil dimensi sosial yang lebih spesifik sebagai indikator, yaitu kepuasan 
pengunjung. Dalam penelitian ini, beachgoers diminta untuk menggambarkan pengalaman 
mereka di Papuma Beach, dengan meminta mereka beberapa indikator, seperti keberadaan 
masyarakat transportasi, atraksi, fasilitas, akses, layanan tambahan, dan pengalaman. 
11 Muh. Zumar 
Aminuddin, (2016) 
Jurnal SHAHIH-Vol. 1, No. 1, 
Surakarta 
Sertifikasi Produk Halal : 
Studi Perbandingan Indonesia 
dan Thailand 
Temuan : 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan hubungan antara agama dan negara 
dalam penanganan sertifikasi produk halal di Indonesia dan Thailand. Indonesia pada 
awalnya sertifikasi halal merupakan gerakan civil society yang didukung negara, yaitu 
LPPOM MUI. Tujuan utamanya adalah melindungi umat islam dari barang-barang haram. 
Namun dengan keluarnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 
Halal, penanganan sertifikasi halal akan dilakukan oleh lembaga negara, yaitu Badan 
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penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sedangkan di Thailand sertifiksi halal 
menjadi wewenang penuh Central Islamic Council Of Thailand (CICOT), semacam MUI 
di Indonesia. Di Thailand sertifikasi produk halal sangat membantu negara di sektor 
ekonomi, terutama untuk kepentingan ekspor makanan ke negara-negara muslim serta 
menarik wisatawan muslim ke Thailand. 
12 Widyarini, Fitri 
Kartini, (2014) 
Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 
Vol. IX, No.1, Desember , hlm. 
83-94. 
Variabel yang Mempengaruhi 
Keputusan Pemilihan Hotel 
Syariah 
Temuan : 
Perkembangan dunia bisnis di Indonesia maju dengan pesat, baik bisnis dalam bidang 
industri maupun jasa. Bisnis perhotelan merupakan salah satu bisnis di bidang jasa yang 
sedang menjamur di kota Yogyakarta. Yogyakarta selain mendapat sebutan kota pelajar 
juga merupakan kota wisata. Sehingga usaha di bidang perhotelan mengalami persaingan 
ketat, dalam usaha meningkatkan tingkat hunian kamar. Hotel bukan merupakan suatu 
obyek pariwisata melainkan sarana dalam bidang kepariwisataan, sehingga manajemen 
perlu mengadakan kerja sama dengan pihak lain, agar mudah dikenal oleh para tamunya. 
Misal bekerjasama dengan tempat rekreasi, tour travel dan hiburan. Dengan strategi 
tersebut diharapkan penjualan  jasa perhotelan dapat meningkat, karena para wisatawan 
selain berwisata pasti akan membutuhkan hotel sebagai tempat beristirahat. 
13 Khusnul Khotimah, 
dkk (2017) 
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Strategi Pengembangan 
Destinasi Pariwisata Budaya 
(Studi Kasus pada Kawasan 
Situs Trowulan sebagai 




Ketersediaan aspek aksesibilitas, amenitas dan ancillary service sudah cukup memadai 
namun masih perlu perbaikan dalam penyediaan transportasi khusus Trowulan, penyediaan 
homestay, pos informasi pariwisata, Money changer, gedung pertunjukan, fasilitas ATM, 
pos kesehatan dan pos keamanan. Kesiapan dan peran kelembagaan dalam kegiatan 
pariwisata perlu diperbaiki lagi terutama dalam hal kerjasama antara lembaga dari unsur 
pemerintah, swasta dan masyarakat. Terdapat faktor pendorong meliputi nama besar 
Majapahit dan dukungan pemerintah. Sedangkan faktor penghambat berupa kurangnya 
dana, kurangnya promosi, minimnya sarana prasarana, minimnya SDM profesional di 
bidang pariwisata dan munculnya isu-isu negatif terkait dengan pengembangan kawasan 
situs Trowulan. 
14 Muhammad Jeffry 
Maulidi (2019) 
Jurnal Pemikiran Sosiologi 
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Wisata Halal dan Identitas 
Islami: Studi Kasus Lombok, 
Nusa Tenggara Barat 
Temuan: 
Pelekatan identitas Islami itu hanya berwujud pada simbolisasi pembangunan mesjid dan 
destinasi wisata halal yang tidak atau belum banyak melibatkan masyarakat lokal setempat 
yang mayoritas adalah Muslim yang taat. Pendidikan multikulturalisme dalam 
pengembangan karakter identitas Islam termasuk di wilayah NTB perlu diwujudkan 
secepat mungkin dengan mempertimbangkan perkembangan perilaku sosial yang 
berkembang sebagai dampak dari kehidupan moderen yang terlalu kapitalis. Upaya 
mempraktikkan identitas budaya Islam melalui pembangunan Daerah Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) merupakan kebijakan yang lebih menguntungkan kepentingan pro bisnis. 
“Wisata halal” yang menjadi ikon bagi masyarakat NTB belum sepenuhnya melibatkan 
partisipasiwarga termasuk generasi muda di wilayah setempat. Mandalika sebagai destinasi 
pariwisata kelas dunia di Indonesia dan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus juga 
merupakan program prioritas dari pemerintah pusat. 
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Analisis Penerapan Fatwa 
MUI Wisata Halal (Studi 
Kasus Hotel Syariah Medan) 
89 
Temuan : 
Hotel Syariah yang ada di Kota Medan sudah memenuhi persyaratan atau memenuhi 
peraturan yang telah di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, tentang penyelenggaraan 
wisata halal yang ada di Indonesia. Tetapi ketika peneliti melakukan penelitian tersebut, 
peneliti masih banyak menemukan kejanggalan yang terjadi, seperti kurangnya sosialisasi 
dewan syariah terhadap peraturan yang telah dibakukan. Jadi ketika peneliti menanyakan 
tentang peraturan DSN, banyak penyelenggara yang amsih belum mengetahui, dan mereka 
hanya melihat peraturan atau referensi pendirian hotel syariah dari internet. Maka dari itu, 
seharusnya DSN mensosialisasikan tentang peraturan yang dibuat, sehingga penyelenggara 
wisata syariah tidak tabu lagi terhadap peraturan yang ada. 
16 Kurniawan Gilang 
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Analisis Pasar Pariwisata 
Halal Indonesia 
Temuan : 
Timur Tengah adalah prospek untuk wisatawan berpotensial dimasa depan titik 
keberhasilannya terletak pada rencana promosi dan pemasaran yang efektif. Karakteristik 
dan perilaku pasar sangat menentukan keberhasilan komunikasi pasar. Pada saat ini pasar 
Timur tengah saja yang tergabung negara Arab yang tingkat belanja dan berwisata out 
bound sudah cukup tinggi. Pendekatan strategi promosi perlu ditingkatkan dengan 
menggunakan media promosi seperti iklan media Elektronik dan media cetak di negara 
tersebut, membuat gimmick di Airport kedatangan untuk wisatawan dalam bahasa Arab, 
mengadakan kerjasama dengan agensi MICE untuk membuat event di Indonesia dan 
mengundang travel agent dan travelling wholesales di kota tersebut untuk mengunjungi 
Indonesia.  
Pasar Timur tengah tetap menarik bagi Indonesia karena mereka sangat berpotensi untuk 
membelanjakan kualitas yang tinggi. Penduduk yang melakukan perjalanan ini rata-rata 
berusia 30-45 tahun, bepergian dengan kelompok besar/keluarga, maka strategi 
komunikasi pemasaran sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik usia dan motivasi 
perjalanannya yang sebagian besar untuk bisnis 
Hubungan dengan local Travel Agent perlu ditingkatkan dan dijaga dengan baik seperti 
dengan adanya Fam Trip, Travel Mart, training untuk product knowledge serta pemberian 
insentif bagi para agensi perlu ditingkatkan, sedangkan untuk menjangkau pasar sasaran 
dengan tepat maka harus bekerja sama dengan biro perjalanan dan maskapai penerbangan 
untuk memberikan sales promotion. Tourism Representative Office ( VITO ) perlu 
diaktifkan sebagai pemberi informasi mengenai produk-produk yang diminati oleh 
wisatawan Timur tengah seperti produk Belanja, Art & Heritage, Spa dll , serta informasi 
lain khususnya Restaurant khas Timur Tengah dan lain-lain. 




Human Falah : Volume 5. No.1  
Januari – Juni 2018 
Desa Wisata Halal : Konsep 
dan Implementasinya di 
Indonesia 
Temuan : 
Sektor pariwisata memiliki kontribusi yang positif dalam meningkatkan perekonomian 
suatu daerah ataupun Negara. Wisata halal merupakan implementasi perwujudan dari 
nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek mu‟amalah sebagai pengejawantahan 
aspek kehidupan social budaya dan social ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip 
syariah. Praktik wisata dalam perspektif syariah senantiasa dilandaskan terwujudnya 
kebaikan (maslahah) bagi masyarakat baik maslahat di dunia maupun di akhirat (fi ad-
daraini) secara agregat serta simultan. Oleh karena itu, dengan adanya Desa Wisata Halal 
ini seyogyanya akan menjadi salah satu bukti fleksibilitas syariah islam alam tataran 
praktis gaya hidup masa kini (current lifestyle) melalui integrasi nilai halal dan thoyyib 
dalam sector pariwisata untuk menunjang perekonomian daerah yang barokah.   
Sektor pariwisata memiliki kontribusi yang positif dalam meningkatkan 
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Dasar Pengembangan Wisata 
Halal 
Pengembangan Wisata Halal 
Guna Meningkatkan 
Perekonomian Masyarakat 
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Asminar Mokodongan, 
Ade Pebriani S, 
Pulmodoyo (2017) 
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Halal ISSN (print) : 1410 – 
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2017 
Potensi Pengembangn Wisata 
Halal dalam Perspektif 
Dukungan Ketersedian 
Restoran Halal Lokal (Non 
Waralaba) di Kota Gorontalo 
Temuan : 
Uraian penelitian di atas penulis dapat simpulkan bahwa keberadaan restoran yang 
memiliki sertifikat halal di Kota Gorontalo sudah dapat dikatakan cukup mendukung untuk 
dilaksanakannya pariwisata halal di Kota Gorontalo. Hal ini dengan pertimbangan waktu 
kunjungan wisatawan yang singkat yakni hanya 1,52 hari dan frekuensi pemenuhan 
kebutuhan makanan dan minuman wisatawan 3 hingga 4 kali saja selama 1,52 hari 
menginap. Selain itu rata-rata jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Gorontalo adalah 429 
orang wisatawan per hari. Sehingga bila dibandingkan dengan jumlah ketersediaan kursi di 
masing-masing 17 restoran maka dapat terisi 50% nya saja. Pariwisata halal agar dapat 
berjalan dengan baik maka diperlukan kerjasama yang baik seluruh pemegang kepentingan 
dalam kepariwisataan. Kerjasama yang erat antar lembaga, usaha-usaha bidang pariwisata 
dan juga dukungan masyarakat. 
20 Jaelani , Aan (2017) Halal Tourism Industry in 
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Industri Wisata Halal di 
Indonesia : Potensi dan 
Prospek (Halal tourism 
industry in Indonesia : 
Potensial and Prospects) 
Temuan : 
Pariwisata halal di Indonesia memiliki prospek ekonomi yang baik sebagai bagian dari 
industri pariwisata nasional. Industri wisata ini bertujuan bukan hanya memberikan aspek 
material dan psikologis bagi wisatawan itu sendiri, melainkan juga memiliki kontribusi 
dalam peningkatan pendapatan pemerintah. Wisata halal ini tidak besifat ekslusif, namun 
inklusif bagi semua wisatawan (Muslim dan Non-Muslim). Inti dari wisata halal 
menekankan prinsip-prinsip syari‟ah dalam pengelolaan pariwisata dan pelayanan yang 
santun dan ramah bagi seluruh wisatawan dan lingkungan sekitarnya. Karena itu, untuk 
mewujudkan Indonesia sebagai kiblat wisata halal dunia, maka strategi pengembangannya 
diarahkan pada pemenuhan indeks daya saing pariwisata sebagai indikator-indikator 
utamanya, antara lain melakukan pembenahan infrastruktur, promosi, penyiapan sumber 
daya manusia, khususnya peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata. 
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Potensi dan Prospek Wisata 
Halal dalam Meningkatkan 
Ekonomi Daerah (Studi 
Kasus : Nusa Tenggara 
Barat) 
Temuan : 
Diplomasi publik dengan introducting, increasing positive appreciation, engaging, 
influencing yang dilakukan oleh Indonesia melalui pembangunan wisata halal di Nusa 
Tenggara Barat dianggap berhasil terlihat dari kunjungan wisatawan Muslim yang 
mengalami peningkatan dan menarik perhatian investor asing dalam mengembangkan 
wisata. Jika dilakukan dengan baik dan melihat dari perkembangan wisata Indonesia, 
kepentingan nasional seperti meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 
2019 menjadi 20 juta wisatawan mancanegara akan berhasil.  
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Wisata halal dapat dijadikan sebagai alternatif dalam meningkatkan perekonomian daerah 
karena potensi pasar yang terus mengalami peningkatan, serta wisatawan millennial 
dengan karakteristik tersebut daerah seperti Nusa Tenggara Barat dapat melakukan 
memenuhi indikator dalam memenuhi kebutuhan fasilitas dan layanan bagi wisatawan 
Muslim, dengan target pasar utama wisatawan Timur Tengah yang menghabiskan uang 
untuk berwisata cukup tinggi. Namun perlu diingatkan bahwa wisata halal ini tidak hanya 
diperuntukkan bagi wisatawan Muslim, wisatawan non-Muslim pun dapat menikmati 
produk, fasilitas dan layanan wisata halal tersebut. 
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Bakar, Eunice Tan, 
Sumesh Nair, Tania 
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The current study found MMTs to be a distinct group of travellers who require unique 
facilities and services, which should be generally Muslim-friendly. To attract the MMTs, 
the industry should acknowledge the needs of the MMTs (3As) and their values (MMT 
DNA). As the internet and social environments play key roles in MMTs everyday lives, 
there is a need for more smartphone interface and digital content on social media to 
provide accessible information and booking platforms for MMTs to share experiences. 
Following this exploratory study, future research will explore and propose tool kits for the 
industry to develop Muslim-friendly products and marketing strategies to cater to the 
MMTs. 





Based on projections, young Muslims aged 15-29 will comprise nearly 30 percent of the 
global population by 2030.9 To ignore this trend would be foolhardy. As technology 
makes booking travel even easier, flights and transportation create links across the Middle 
East, and North Africa and Asia rapidly expand, Muslim travs are being offerpreviously 
unavailable to them. These are oft  
destinations which have traditionally been thought of as difficult for Muslims to visit. 
However, thanks to an increasing number of NTO campaigns and informational websites 
dedicated to Muslim-friendly travel, these destinations are now firmly on the radar of 
Muslim travellers, and are having positive impacts on the overall tourism GDP of those 
countries.  
A whole new landscape of travel start-ups dedicated to solving issues faced by Muslim 
travellers has sprung up, from sites res ravayer times or identifying  
where to find halal restaurants on-the-go. Furthermore, with such a sizeable market that is 
only set to grow, there are plenty of commercial opportunities that are still untapped. 
24 Yousef Awad 
Alsharari 
 Halalifying Travel : 
Reaching For The Muslim 
Milennial Travellers 
Temuan : 
In conclusion, it can be said that the global Halal industry has grown exponentially over 
the past few decades. This can be attributed to the increase in Muslim population, as well 
as the changing economics of this population. Halal tourism has gained significant ground 
over the past decade. The current trends involving Halal tourism, such as Halal-friendly 
tourism, GMTI, capital of Halal Tourism etc. are likely to grow in the next few decades. 
Another trend which is visible is the demand for Halal by non-Muslims. With the 
population of Muslims increasing across the world, and the disposable income with this 
population increasing alongside, these trends are likely to continue to grow and get more 
popular. Also, there are chances of more such trends evolving as the demand for all things 
Halal grows across the world. 
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Muslim Millenial Travellers 
Temuan : 
 
26 Soraya Ratna Pratiwi, 
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Temuan : 
Wisata halal merupakan bagian dari industry pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan 
muslim. Wisata halal mempertimbangkan hukum Islam dalam menentukan produk dan 
layanan wisata, seperti hotel, makanan, atraksi, dan perjalanan wisata itu 
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Delegated Act : Dampak dan 
Alternatif Kebijakan Potensi 
dan Tantangan Wisata Halal 
Indonesia 
Temuan :  
Peran Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara 
dominan sebagai fasilitator dibandingkan dengan peran lainnya yaitu sebagai motivator 
dan dinamisator. Sebagai Fasilitator, Dalam rangka melaksanakan perannya sebagai 
fasilitator, Dinas Pariwisata mewujudkannya dengan cara menyediakan fasilitas sarana 
prasarana di obyek wisata, memberikan fasilitas kepada para investor dan pengusaha 
wisata berupa kebijakan dan peraturan yang dapat melindungi serta menguntungkan pihak 
investor dan pengusaha wisata, memasarkan obyek wisata, memfasilitasi kelompok 
masyarakat sadar wisata agar mendapatkan dana stimulant, dan lain sebagainya. Sebagai 
Motivator, Dinas Pariwisata sebagai salah satu stakeholder pariwisata di Kabupaten 
Tapanuli Utara dibutuhkan perannya dalam rangka memotivasi masyarakat, investor dan 
pengusaha wisata. 
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Potensi Pengembangn Wisata 
Halal dalam Perspektif 
Dukungan Ketersedian 
Restoran Halal Lokal (Non 
Waralaba) di Kota Gorontalo 
Temuan :  
Ketersediaan aspek aksesibilitas, amenitas dan ancillary service sudah cukup memadai 
namun masih perlu perbaikan dalam penyediaan transportasi khusus Trowulan, penyediaan 
homestay, pos informasi pariwisata, Money changer, gedung pertunjukan, fasilitas ATM, 
pos kesehatan dan pos keamanan. Kesiapan dan peran kelembagaan dalam kegiatan 
pariwisata perlu diperbaiki lagi terutama dalam hal kerjasama antara lembaga dari unsur 
pemerintah, swasta dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat berupa kurangnya 
dana, kurangnya promosi, minimnya sarana prasarana, minimnya SDM profesional di 
bidang pariwisata dan munculnya isu-isu negatif terkait dengan pengembangan kawasan 
situs Trowulan. 
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Peran Pemerintah Daerah dalam 
Pengembangan Pariwisata Alam 
dan Budaya di Kabupaten 
Tapanuli Utara, 
Ilmu Pemerintahan dan 
Sosial Politik UMA 
 
Temuan : salah satu upaya Pemda NTB dalam mengembangkan wisata halal adalah 
membuat peraturan daerah tentang Pariwisata Halal sebagai payung hukum bagi Pemda 
NTB, pelaku usaha, dan masyarakat. Perda ini mengatur industri wisata halal yang 
meliputi akomodasi, biro perjalanan, restoran, dan solus per aqua (SPA). Pengelolaan 
industri wisata halal itu harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan 
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Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Meskipun pernah memperoleh penghargaan 
sebagai World‟s Best Halal Tourism dan World‟s Best Halal Honeymoon Destination dan 
telah memiliki payung hukum untuk mengembangkan wisata halal, Pemda NTB masih 
menghadapi berbagai tantangan, di antara tantangannya adalah pertama, meyakinkan 
warganya tentang urgensi pengembangan wisata halal di NTB, kedua, penyiapan sumber 
daya manusia yang kompeten, ketiga, percepatan sertifikasi halal bagi hotel dan restoran. 
Keempat, sinergi antarpemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal. Dan kelima, 
wisata halal perlu didukung oleh seperangkat peraturan perundangan yang dapat 
mensinergikan antarpemangku kepentingan yang terlibat dalam proses serifikasi halal. 
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Wisata halal (halal tourism) merupakan studi yang mulai berkembang beberapa tahun 
terakhir. Penggunaan terminologi terkait wisata halal juga beragam dan hingga kini masih 
menjadi perdebatan. Begitu juga dengan prinsip-prinsip dan atau syarat utama wisata halal 
yang belum disepakati. Namun, tersedianya makanan yang halal, produk yang tidak 
mengandung babi, minuman yang tidak memabukkan (mengandung alkohol), ketersediaan 
fasilitas ruang ibadah termasuk tempat wudhu, tersedianya Al-Qur‟an dan peralatan ibadah 
(shalat) di kamar, petunjuk kiblat dan pakaian staf yang sopan merupakan syarat yang 
mampu menciptakan suasana yang ramah muslim.  Adanya peningkatan wisatawan 
muslim dari tahun ke tahun merupakan peluang dan tantangan bagi sektor pariwisata untuk 
mengembangkan wisata halal. Banyak negara-negara (baik mayoritas muslim maupun non-
muslim) berupaya mengembangkan wisata halal. Namun, dilihat dari konsep dan prinsip 
wisata halal yang ada, negara-negara tersebut umumnya hanya mencoba menciptakan 
suasana yang ramah muslim. Pengembangan wisata halal perlu untuk dilakukan, salah 
satunya dengan melakukan berbagai penelitian atau kajian. Hingga kini, penelitian terkait 
wisata halal masih terbatas, terutama di Indonesia. Salah satu penelitian yang mungkin 
dapat dilakukan yakni terkait persepsi wisatawan non-muslim terhadap wisata halal.   
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Desa Wisata Halal: Konsep Dan 
Implementasinya Di Indonesia 
 
Temuan :  
Sektor pariwisata memiliki kontribusi yang positif dalam meningkatkan 
Perekonomian suatu daerah ataupun negara.Wisata halal  merupakan implementasi 
perwujudan dari nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek mu‟amalah sebagai 
pengejawantahan aspek kehidupan sosial budaya dan sosial Ekonomi yang berlandaskan 
prinsip-prinsip syariah. Praktik wisata dalam perspektif syariah senantiasa dilandaskan 
terwujudnya kebaikan (maslahah) bagi masyarakat  baik  maslahat  di  dunia  maupun  di  
akhirat  (fi  ad-daraini)  secara agregat serta simultan. Oleh karena itu, dengan adanya 
Desa Wisata Halal ini seyogyanya akan menjadi salah satu bukti fleksibilitas syariah Islam 
dalam tataran praktis gaya hidup masa kini (current lifestyle) melalui integrasi nilai halal 
dan thoyyib  dalam  sektor  pariwisata  untuk  menunjang perekonomian  daerah  yang 
barokah. 
K.  Kerangka Pemikiran 
Pada umumnya pengembangan pariwisata (berkelanjutan) dilakukan 
melalui beberapa tahapan yaitu menetapkan potensi daya tarik wisata dalam 
rangka memberdayakan sosial-ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan 
masyarakat; menciptakan daerah wisata yang unik untuk dikunjungi melalui 
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program Sapta Pesona; serta mempersiapkan masyarakat untuk menerima 
kunjungan wisatawan melalui program kebersihan lingkungan baik sanitasi dan 
pengelolaan sampah. 
Sebagai alat pengujian instrumen, analisis SWOT digunakan untuk 
melakukan analisis strategis. Analisis SWOT merupakan suatu alat yang efektif 
melakukan analisis atas lingkungan strategis, yang lazim disebut sebagai 
lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Terdapat empat unsur yang selalu 
dimiliki dan dihadapi, yaitu secara internal memiliki sejumlah kekuatan-kekuatan 
(strengths) dan kelemahan-kelemahan (weaknesses), dan secara eksternal akan 
berhadapan dengan berbagai peluang-peluang (oppotunities) dan ancaman-
ancaman (threats). Tahapan analsis dalam SWOT adalah memanfaatkan semua 




Selanjutnya dilakukn Metode ANP digunakan dalam bentuk penyelesaian 
dengan pertimbangan dan atas penyusaian kompleksitas masalah secara 
penguraian sintesis disertai adanya skala prioritas yang menghasilkan pengaruh 
prioritas terbesar. ANP dapat menjelaskan model  faktor-faktor dependence serta 
feedback nya secara sistematik. Pengambilan keputusan dalam aplikasi ANP yaitu 
dengan melakukan pertimbangan dan validasi atas pengalaman empirical. 
Struktur jaringan yang digunakan yaitu benefit, opportunities, cost and risk 
(BOCR) membuat metode ini memungkinkan untuk mengidentifikasi, 
mengklasifikasi dan menyusun semua faktor yang mempengaruhi output atau 





 membagi prinsip dasar dalam AHP dan ANP menjadi tiga, yakni 
dekomposis, penilaian komparasi, dan komposisi hirarki (sintesis). Untuk 
menstruktur masalah-masalah yang kompleks tersebut perlu di dekomposisikan ke 
dalam suatu jaringan dalam bentuk komponen- komponen, cluster-cluster, sub 
cluster, dan alternatif. Mendekomposisikan masalah menjadi dalam bentuk kerangka 
kerja hirarki atau feedback dapat juga dikatakan dengan membuat model dengan 
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pendekatan ANP.  
Adapun aspek-aspek yang menjadi  masalahnya adalah sebagai berikut: : 
1. Regulasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat 
dengan aturan tertentu. Bagir Manan berpendapat bahwa peraturan perundang 
– undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi 
petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum.
125
 
Peran pemerintah di Indonesia disamping berfungsi utama sebagai regulator 
dalam menentukan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan 
kepariwisataan, juga masih terlibat secara langsung dalam manajemen 
pengembangan kepariwisataan. Selain itu peran pemerintah adalah sebagai 
fasilitator dalam program promosi dan pemasaran kepariwisataan nasional 
serta pengembangan Destinasi Pariwisata pada tingkat Nasional (DPN), 
Kawasan Strategis Pariwisata tingkat Nasional (KSPN) maupun Kawasan 
Khusus Pariwisata Nasional (KPPN). Pemerintah daerah Provinsi mempunyai 
fungsi melaksanakan tugas pembantuan untuk melakukan promosi dan 
pemasaran kepariwisataan provinsi. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, mempunyai peran utama untuk bekerjasama dengan 
pemangku kepentingan yang lain (Industri dan Masyarakat) untuk menyusun 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan mengimplementasikannya sesuai 
dengan amanah Undang-Undang No.10 Tahun 2009.
126
 Pemerintah pusat 
juga bertugas untuk membuat sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh 
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang pariwisata yang dilaksanakan pada 
saat proses, hasil pembelajaran atau hasil pengalaman kerja pada usaha 
pariwisata.
127
 Sertifikasi di bidang pariwisata bertujuan untuk memberikan 
pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja dan sekaligus meningkatkan 
kualitas dan daya saing tenaga kerja.
128
. Selain itu pembuatan sertifikasi halal 
juga dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Sertifikasi halal 
                                                 
125
 Bagir manan, 1992, Dasar – Dasar Perundang – Undangan Indonesia, Ind-Hill-Co, 
Jakarta, hlm. 18 
126
 Khotimah, Khusnul., Wilopo, Hakim, Luchman. 2017. Srategi pengembangan destinsi 
pariwisata budaya (sudi kasus pada kawasan situs trowulan sebagai pariwisata budaya unggulan di 
kabupaten Mojokerto). Jurnal administrasi bisnis. Vol. 41 No. 1, hal. 56 - 65 
127
Surono, “Kebijakan Sertifikasi Profesi Pariwisata Nasional dakam Menghadapi AEC”, 
diakses dari  webcache.googleusercontent.com, pada tanggal 24 April 2016, pukul 10.25. 
128
Sapta Nirwandar, op. cit., 2013 
96 
ini akan di kelola, dibina, dan diawasi langsung oleh MUI.  
2. Daerah destinasi wisata halal berkaitan langsung dengan daya tarik, SDM, 
Amenitas, Aksesibilitas dan Teknologi. Menurut UU Nomor 10 tahun 2009 
tentang kepariwisataan, destinasi wisata adalah kawasan geografis yang 
spesifikasi berada dalam satu atau lebih wilayah administratirf yang 
didalamnya terdapat kegiatan kepariwisataan dan dilengkapi dengan 
ketersediaan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, 
aksesbilitas, serta masyarakat yang saling terkait. 
a. Daya tarik destinasi wisata berupa alam, buatan/minat khusus, budaya 
dan event. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan pasal 1 ayat 5, Objek Wisata atau disebut Daya Tarik 
Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan 
nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil 
buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 
Obyek daya tarik wisata dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: obyek 
wisata alam atau lingkungan (ekowisata), obyek wisata sosial budaya 
dan obyek wisata minat khusus (Special Interest).
129
 Dalam 
kedudukannya yang sangat menentukan tersebut maka, daya tarik 
wisata harus dirancang dan dibangun serta dikelola secara profesional 
sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang ke obyek wisata
130
.  
b. SDM yang terdiri dari sertifikasi kompetensi, kinerja dan juga sikap dari 
masyarakat lokal. Sertifikasi kompetensi akan sangat berpengaruh 
terhadap persaingan, hal ini dapat dilihat dengan jelas pengelolaannya 
dari yang sudah memiliki sertifikat kompetensi dengan yang belum.
131
 
Sertifikasi kompetensi ini akan mempengaruhi kinerja dari para pelaku 
dan sikap yang baik. Sertifikat ini juga berguna untuk membina dan 
mengendalikan sikap dan tingkah laku mereka yang menyuguhkan 
kinerja terbaik mereka kepada wisatawan. 
c. Amenitas yang terdiri dari akomodasi halal, kuliner halal, cinderamata 
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dan biro perjalanan halal. Menurut Inskeep fasilitas (facilities) dan 
pelayanan lainnya (other services) di destinasi bisa terdiri dari biro 
perjalanan wisata, restaurant, retail outlet kerajinan tangan, souvenir, 
keunikan, keamanan yang baik, bank, penukaran uang (money 
changer), (tourist infomation office), rumah sakit, bar, tempat 
kecantikan
132
. Semua ini berkaitan dengan peraturan pemerintah yang 
mengatur tentang sertifikasi halal. dengan adanya sertifikat halal baik 
akomodasi, kuliner, maupun biro perjalanan akan berjalan dengan 
diterapkannya kewajiban sertifikasi halal di tiap daerah oleh pemerintah 
baik pusat maupun daerahnya yang harus bersinergi.  
d. Aksesibilitas yang terdiri dari Moda transportasi, terminal, rute/pola 
perjalanan dan infrastruktur. Menurut Sunaryo, aksesibilitas pariwisata 
dimaksudkan sebagai “segenap sarana yang memberikan kemudahan 
kepada wisatawan untuk mencapai suatu destinasi maupun tujuan 
wisata terkait” Menurut French dalam Sunaryo menyebutkan faktor-
faktor yang penting dan terkait dengan aspek aksesibilitas wisata 
meliputi petunjuk arah, bandara, terminal, waktu yang dibutuhkan, 
biaya perjalanan, frekuensi transportasi menuju lokasi wisata dan 
perangkat lainnya.
133
 Aksesibilitas ini juga berkaitan dengan 
peraturan pemerintah. Dengan diterapkannya peraturan daerah yang 
mendukung dilaksanakannya wisata halal maka akan mempermudah 
terbangunnya akses di daerah – daerah wisata. 
e. Teknologi yang didukung oleh fasilitas internet, bisnis berbasis IP, 
hiburan halal berbasis IT dan media sosial. Bitner mengemukakan 
bahwa komunikasi massa yaitu pesan yang dikomunikasikan melalui 
media massa pada sejumlah besar orang. 
134
 pencarian informasi oleh 
para wisatawan, ada pola atau kerangka yang dilakukan oleh para 
wisatawan. Pertama dari informasi yang berkembang (Ongoing 
information) kemudian masuk kepada tahap pra penentuan tujuan 
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wisata. Pada tahap ini mereka juga tetap melakukan pencarian informasi 
di internet, meski mereka sudah pernah ke tempat tujuan itu. 
135
Teknologi informasi yang memungkinkan turis mengakses tentang 
wisata yang ada di Indonesia; Kesiapan masyarakat Investasi yang 
belum banyak berkembang di daerah (hotel, restaurant, jasa penyewaan 
transportasi, peralatan dan lain-lain
136
. pemerintah daerah juga dapat 
mempromosikan daerahnya melalui media sosial yang dapat 
menjangkau banyak orang. Hal ini juga mempermudah wisatawan 
untuk menemukan tempat unik dan menarik yang ditawarkan dari tiap – 
tiap daerah. 
f. Dari sisi masyarakat, pengembangan wisata halal akan sangat berdampak 
terhadap gaya hidup dan juga pola pikir masyarakat. Menurut 
Mikkelsen, ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat 
mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat 
merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, 
kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Kedua masyarakat akan 
lebih percaya apabila dilibatkan dalam proses persiapan dan 
perencanaan yang akan menimbulkan rasa memiliki. Ketiga timbul 
anggapan bahwa apabila masyarakat dilibatkan maka mereka akan 
beranggapan mempunyai hak untuk turut memberikan saran.
137
  
Saat ini pemerintah telah membuat program Sadar Wisata agar 
masyarakat memiliki kesadaran terhadap potensi wisata yang dimiliki 
daerahnya. Kelompok sadar wisata sangat berperan dalam membangun bidang 
pariwisata dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang 
pariwisata
138
. Selain Sadar wisata ada juga program SAPTA PESONA Sapta 
Pesona merupakan jabaran konsep Sadara Wisata, yang terkait dengan dukungan 
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dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan 
lingkungan dan suasan kondusif yang mampu mendorong dan tumbuh 
berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur : Aman, Tertib, 
Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, dan Kenangan.  
Konsumen wisata halal bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim 
yang ingin menikmati kearifan lokal. Sebagai salah satu kriteria umum pariwisata 
halal yaitu , menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal masyarakat 
memerlukan edukasi yang tepat untuk menyadari pentingnya hal ini.
139
  
Tokoh masyarakat/Intelekual mempunyai peranan besar dalam satu 
masyarakat dan memiliki kekuasaan yang dapat mempengaruhi orang lain. 
Tokoh masyarakat ialah seseorang yang disegani dan dihormatti secara luas oleh 
masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa – negara.
140
  
Tahapan pada metode ANP dilakukan dengan tahapan konstrusi  model, 
kuantifikasi model serta sintesis dan analisis. Namun sebelumnya dilakukan 
dekomposisi untuk mentruktur masalah wisata halal . Selanjutnya setelah 
Sintesis dan analisis dilakukan dengan dua cara berikut :Geometric Mean dan 
Rater Agreement. 
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A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah deskriptif, yaitu suatu 
metode yang meneliti mengenai status dan obyek tertentu, kondisi tertentu, sistem 
pemikiran atau suatu kejadian tertentu pada saat sekarang. Tujuannya adalah untuk 
membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 
fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Metode 
deskriptif digunakan untuk mengkaji sesuatu seperti apa adanya (variabel tunggal) 
atau pola hubungan (korelasional) antara dua variable atau lebih.
1 
B. Subjek Penelitian 
Subyek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam 
rangka pembumbutan sebagai sasaran Kamus Bahasa Indonesia
2
. Dalam 
penelitian ini subjek atau stakeholdernya adalah para ahli yang menguasai tentang 
wisata halal dan sertifikasi halal dan sertifikasi SDM. 
C. Objek Penelitian 





 obyek penelitian adalah himpunan 
elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. 
Kemudian dipertegas Anto Dayan
5
 , obyek penelitian, adalah pokok persoalan 
yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun Obyek 
penelitian dalam penelitian ini adalah wisata halal yang ada di Indonesia diwakili 
4 daerah/provinsi di Indonesia.  
 
D. Informan Penelitian 
Informan adalah narasumber yang akan memberikan informasi tentang 
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 Supranto (2000: 21) Objek Penelitain 
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wisata halal. Narasumber untuk penelitian ini sebanyak 18 orang. Dimana 
masing-masing daerah diwakili oleh 4 orang pakar, dari berbagai instansi yang 
mewakili pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaku bisnis dan masyarakat.  
Pemilihan narasumber ditentukan secara sengaja (purposive) berdasarkan 
tingkat kepentingannya terhadap permasalahan yang diteliti serta pengetahuan 
dan pengalamannya terhadap permasalahan. Karena tujuan penelitian adalah 
menggali informasi mengenai wisata halal di Indonesia khususnya di daerahnya 
dari para ahli. Dengan demikian, responden ditunjuk berdasarkan keahliannya. 
Adapun kriteria dari responden tersebut adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.1 
Kriteria informan Ahli 







Memiliki pengetahuan dan perkembangan wisata 
halal, sehari-harinya beraktivitas di bidang wisata 




Pariwiata, Pemda,) di 
daerah 
Masa pengabdian minimal 3 tahun, pernah terlibat 
dalam program kegiatan wisata halal,diutamakan 
yang terlibat dalam pengelolaan , pembinaan dan 
pengawasan wisata halal di daerahnya 
4 
3. 
Pelaku Bisnis (diwakili 
oleh pengusaha hotel, 
mewakili pengusaha 
spa, biro perjalanan, 
kuliner dan fashion) 
Berpengalaman minimal 3 tahun di bidang Usaha 
terkait di daerah dan memiliki pengetahuan dan 
juga perkembangan wisata halal di daerah 
4 
4 LP POM MUI/DSN 
Berpengalaman minimal 3 tahun di bidang Usaha 
terkait di daerah dan memiliki pengetahuan dan 







Memiliki pengetahuan dan perkembangan wisata 
halal, dan diutamakan yang sehari-harinya 
beraktivitas di bidang wisata ataupun wisata halal 
3 
Total Informan 18 
Sumber : Hasil Penelitian  
Diantaranya, narasumber yang berasal dari: 
1. Pemerintah yang berasal dari : 
Kementrian Pariwisata, LPPOM MUI Pusat , Dinas Pariwisata daerah , LP 
POM MUI Daerah 
2. Pelaku Bisnis yang berasal dari pengusaha Hotel (mewakili usaha SPA, 
Kulimer, Biro Perjalanan, hotel, fashion) 
3. Masyarakat yang berasal dari ; Tokoh Masyarakat, ASOSIASI, Akademisi dll 
103 
E. Waktu dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan sejak bulan Juli 2016 dimulai dari studi literature, 
studi lapangan dengan melihat pameran wisata halal di berbagai lokasi dan juga 
dari video-video, serta wawancara pendahulu dan akhirnya FGD, langsung terjun 
ke daerah-daerah dan konfirmasi hasil temuan aspek-aspek wisata halal , hingga 
bulan November 2019 penelitian ini selesai. 
Adapun lokasi yang menjadi sasaran penelitian ini adalah : 
1. Nusa Tenggara Barat (Lombok), ( penyelenggara wisata halal terbaik dunia 
dan Indonesia, mewakili daerah yang mendapatkan penghargaan  
penyelenggara wisata halal terbaik di dunia) 
2. Bali, ( perkembangan pelaku bisnis halal) 
3. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), (mewakili daerah yang memiliki perda 
wisata Islam ) 
4. Sumatera Utara , ( daerah yang berpotensi tetapi belum menerapkan wisata 
halal) 
Lokasi penelitian ini dilakukan berdasarkan rekomendasi penetapan 
diestinasi wisata halal oleh pemerintah kecuali Sumatera Utara belum ditetapkan 
pemerintah, namun  tertarik untuk menerapkan wisata halal. 
F. Sumber Data 
Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 
mengenai data. Berdasarkan sumbernya,data, dibedakan menjadi dua, yaitu data 
primer dan data sekunder. 
1. Data primer yaitu data yang dibuat peneliti untuk maksud khusus 
menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Dalam penelitianini 
data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau 
tempat objek penelitian dilakukan. Data primer diperoleh dengan melakukan 
survei menggunakan kuesioner terhadap informan, melalui , FGD, 
wawancara, dan observasi.  
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 
menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan 




. Data ini didapatkan dari literatur-literatur, 
artikel, jurnal serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang 
dilakukan. Selain itu juga berasal dari kantor-kantor pemerintah dan instansi 
terkait serta gambaran umum lokasi penelitian, dan beberapa informasi lain 
yang berisikan tentang pariwisata syariah. 
G. Identifikasi dan Aspek-aspek Wisata Halal Sustainable 
1. Regulasi 
Walaupun regulasi tentang wisata halal belum ada dikeluarkan oleh 
pemerintah Indonesia, namun beberapa peraturan atau fatwa dan juga 
peraturan daerah menjadi acuan dalam wisata halal 
o Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 108 Tahun 20167 , tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah 
Peraturan atau Kebijakan tentang pariwisata halal memang belum dimiliki 
pemerintah Indonesia hingga kini, namun DSN dan MUI telah membuat 
pedoman peyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah tertuang 
dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 
108/DSN-MUI (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelanggaraan Pariwisata 
Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Jurnal Halal LPPOM MUI,
8
 adapun 
pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata halal terdiri dari wisatawan : 
Biro Perjalanan Wisata halal (BPWS) : pengusaha pariwisata, hotel syariah, 
pemandu wisata dan terapi.  




Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) untuk menentukan standar halal bagi produk-produk pariwisata. 
MUI dan Kemenpar menjamin, sertifikasi halal ini tidak hanya bisa 
dimanfaatkan oleh wisatawan Muslim. Tetapi wisatawan non muslim 
pun bisa memanfaatkannya. Di dalam UU RI No 33 tahun 2014 tentang 
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Jaminan Produk Halal yang terdiri dari 11 bab dan 68 pasal telah 
dijelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di 
wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, Pemerintah 
bertanggung jawab dalam menyelanggarakan Jaminan Produk Halal 
(JPH). Dan akan dikenakan pidana sesuai pasal 56 bagi Pelaku Usaha 
yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat 
Halal. Tanggal 6 januari 1989 bertepatan dengan 28 jumadil awal 1409 H 
melalui SK No : Kep 018/MUI/I/1989 tentang pembentukkan lembaga 
pengkajian pangan obat-obat dan kosmetik, MUI maka terbentuklah LP-
POM MUI. 
o Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2016 10Tentang 
Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Di Bidang Pariwisata 
Kementrian Pariwisata telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata 
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi 
Kompetensi Di Bidang Pariwisata. Menyikapi hal itu Staf Ahli Kemenpar 
Pariwisata I Gusti Putu Laksaguna mengatakan: “ Industri Pariwisata wajib 
memiliki sertifikasi kompetensi untuk menghadapi persaingan yang cukup 
ketat”
11
 I Gusti juga mengatakan: “Sertifikasi Kompetensi akan menentukan 
kualitas bahkan profesionalitas layanan,”
12
 
Hal ini sejalan dengan UU Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 2 yang menyatakan 
sertifikasi kompetensi itu wajib, sebab menyangkut SDM. Namun 
presentasi tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di lingkup 
pariwisata masih kecil, hal ini disebabkan pelaku bisnis pariwiasata belum 
paham akan standar dan kualitas layannanya. 
o Peraturan Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  No. 2  Tahun 20 Tentang Pariwisata 
Halal
13
, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan, 
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Perda Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali
14
 
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala 
Daerah Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan 
(gubernur atau bupati/wali kota)
15
. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan 
Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota . 
2. Destinasi Wisata Halal 
Ada beberapa syarat teknis dalam menentukan suatu tujuan wisata atau obyek 
wisata yang dapat dikembangkan, yaitu (Pitana,
16
) : 
o Adanya obyek wisata dan daya tarik wisata yang beraneka ragam (site 
and event attractions). 
o Site attraction, adalah hal-hal yang dimiliki suatu obyek wisatasejak 
objek tersebut sudah ada, atau daya tarik obyek wisata bersamaan dengan 
adanya obyek wisata tersebut. 
o Event attractions, adalah daya tarik yang dibuat oleh manusia. 
o Assesibiltas, yaitu kemudahan untuk mencapai obyek wisata. 
o Amenitas, yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas di obyek wisata. 
o Organisasi (Tourist Organization), yaitu adanya lembaga atau badan 






, ada beberapa hal yang menentukan dalam 
pengembangan suatu obyek wisata diantaranya adalah : 
o Atraksi Wisata 
Atraksi merupakan daya tarik wisatawan untuk berlibur.Atraksi yang 
diidentifikasikan (sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, dan 
sebagainya) perlu dikembangkan untuk menjadi atraksi wisata. Tanpa 
aktraksi wisata, tidak ada perisitiwa, bagian utama lain tidak akan 
diperlukan. 
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o Promosi dan Pemasaran 
Promosi merupakan suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi 
wisata yang ditawarkan dan cara bagaimana atraksi dapat dikunjungi. 
Untuk perencanaan, promosi merupakan bagian penting. 
o Pasar Wisata (Masyarakat pengirim wisata) 
Pasar wisata merupakan bagian penting.Walaupun untuk perencanaan 
belum/ tidak diperlukan suatu riset lengkap dan mendalam, namun 
informasi mengenai trend pelaku, keinginan, kebutuhan, asal, motivasi, 
dan sebaganya dan wisatawan perlu dikumpulkan dari mereka yang 
berlibur. 
o Transportasi 
Pendapatan dan keinginan wisatawan adalah berbeda dengan pendapat 
penyuplai transportasi. Transportasi mempunyai dampak besar terhadap 
volume dan lokasi pengembangan pariwisata. 
o Masyarakat 
Penerima Wisatawan yang Menyediakan Akomodasi dan Pelayanan Jasa 
Pendukung Wisata (fasilitas dan pelayanan). 
3. Masyarakat  
Pelaku pariwisata adalah setiap pihak yang berperan dan terlibat dalam 
kegiatan pariwisata. Secara umum pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar 
utama, yaitu  
a. Masyarakat. Termasuk ke dalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-
tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media massa. 
b. Swasta, adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha. 
c. Pemerintah, adalah berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah 




Menurut Carter dan Fabricus  dalam Sunaryo
20
, berbagai elemen dasar aspek-
aspek wisata sebagai berikut: 
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a. Atraksi dan Daya Tarik Wisata 
Atraksi merupakan daya tarik yang akan melahirkan motivasi dan 
keinginan bagi wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata. 
b. Amenitas dan Akomodasi Wisata 
Berbagai fasilitas wisata aspek amenitas paling tidak terdiri dari 
akomodasi, rumah makan, pusat informasi wisata, toko cinderamata, 
pusat kesehatan, pusat layanan perbankan, sarana komunikasi, pos 
keamanan, Biro Perjalanan Wisata, ketersediaan air bersih, listrik, dan 
lain sebagainya. 
c. Aksesbilitas 
Aksesbilitas tidak hanya menyangkut kemudahan transportasi bagi 
wisatwan untuk mencapai sebuah tempat wisata, akan tetapi juga waktu 
yang dibutuhkan, tanda penunjuk arah menuju lokasi wisata dan perangkat 
terkait lainnya. 
H. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan informasi dan data yang benar-benar sesuai dan tepat 
maka perlu dilakukan beberapa teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini 
diantaranya digunakan  
 Focus Group Discussion (FGD),  
yaitu suatu forum diskusi yang diadakan untuk memperoleh data mengenai 
hal-hal yang menjadi akar problem pariwisata di Indonesia khususnya 
wisata halal, serta pandangan-pandangan dan harapan-harapan dari masing-
masing informan dan responden yang dilakukan untuk mendapatkan 
gambaran mendalam mengenai wisata halal sustainable, sertifikasi serta 
stakeholders terkait.  
FocusGroup Discussion (FGD). FGD adalah suatu proses pengumpulan data 
daninformasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang 
sangat spesifik melalui diskusi kelompok.
21
 FGD dapat didefinisikan sebagai 
suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu 
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atau masalah tertentu. Irwanto
22
 mendefinisikan FGD adalah suatu proses 
pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu 
permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. 
Dalam kaitan ini, baik berkedudukan sebagai metode primer atau sekunder, 
data yang diperoleh dari FGD adalah data kualitatif,  di luar fungsinya 
sebagai metode penelitian ilmiah, Krueger & Casey 
23
 menyebutkan, FGD 
pada dasarnya juga dapat digunakan dalam berbagai ranah dan tujuan, 
misalnya : 
1. pengambilan keputusan,  
2. needs assesment,  
3. pengembangan produk atau program,  
4. mengetahui kepuasan pelanggan, dan sebagainya. 
 Indepth Interview, yaitu wawancara secara mendalam untuk menjaring 
informasi yang lebih detil khususnya dari pakar-pakar wisata syariah maupun 
para pelaku wisata syariah terhadap permasalahan dan potensi serta hal-hal 
yang terkait lainnya, yang belum tergali di dalam FGD. 
 Survey, yaitu pengumpulan data yang dititikberatkan bagi kalangan para 
pelaku wisata halal dan stakeholders maupun pakar untuk mendapatkan data-
data yang diperlukan untuk analisa kuantitatif dalam kerangka analisis yang 
akan digunakan kemudian, dilakukan kepada pakar dan seluruh stakeholders 
lainnya yang dianggap  menguasai masalah ini 
 Study literatur dengan memperlajari yang ada. 
I. Uji Analisis Data 
1. Analisis SWOT 
Analisis SWOT adalah instrumen yang digunakan untuk melakukan analisis 
strategis.  Analisis SWOT merupakan suatu alat yang efektif dalam 
membantu menstrukturkan masalah, terutama dengan melakukan analisis atas 
lingkungan strategis, yang lazim disebut sebagai lingkungan internal dan 
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lingkungan eksternal.  Dalam lingkungan internal dan eksternal ini pada 
dasarnya terdapat empat unsur yang selalu dimiliki dan dihadapi, yaitu secara 
internal memiliki sejumlah kekuatan-kekuatan (strengths) dan kelemahan-
kelemahan (weaknesses), dan secara eksternal akan berhadapan dengan 
berbagai peluang-peluang (oppotunities) dan ancaman-ancaman (threats).  
Langkah Menyusun Analisis SWOT 
a Pengumpulan data ; Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik 
dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan Nazir
24
.  Data yang 
berhubungan erat dengan studi dan objek penelitian.  Data yang 
dikumpulkan dapat berupa data primer maupun sekunder. Data primer 
didapat melalui beberapa metode. Menurut Moh. Nazir Ph.d
25
, metode 
pengumpulan data primer antara lain : 
 Metode Pengamatan Langsung ; Metode ini cara pengambilan data 
dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain 
untuk keperluan tersebut.  Cara mencatat pengamatan tidak 
mempunyai standar tertentu yang terpenting adalah fenomena dapat 
dicatat dan prilaku dapat diketahui dengan jelas. 
 Metode dengan menggunakan Pertanyaan (Kuesioner), Kuesioner 
adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan 
masalah penelitian dimana yang menulis isiannya adalah responden. 
Dan Wawancara, Wawancara adalah proses memperoleh keterangan 
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 
muka antara penanya dengan penjawab dengan menggunkan alat 
yang dinamakan paduan wawancara (interview guide) 
b Analisis  
Analisis merupakan suatu proses yang dapat memberi makna pada data 
dalam memecahkan permasalahan penelitian dengan memperlihatkan 
hubungan-hubungan antara fenomena yang kemudian dibuat penafsiran-
penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi Nazir 
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26
.Tahapan analsis dalam SWOT adalah memanfaatkan semua data dan 
informasi dalam model-model kuantitatif perumusan strategi Freddy 
Rangkuti
27
.  Analisis SWOT terlebih dahulu dilakukan pencermatan 
(scanning) yang pada hakekatnya merupakan pendataan dan 
pengidentifikasian sebagai pra analisis Diklat Spamen
28
. 
2. Analisis Faktor Strategi Internal dan Eksternal 
Pertama yang harus dilakukan dalam penyusunan strategi dengan 
menggunakan alat analisis SWOT yaitu dengan menganalisis faktor 
internal dan eksternal suatu objek penelitian. Hal ini perlu dilakukan agar 
peneliti mengetahui dan memahami apa saja masalah yang ada dalam 
internal ataupun eksternal objek wisata halal. Adapun bentuk dari analisis 
factor internal dan faktor eksternal adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 3.2 





1.  1. 
2. 2. 
3. Dst 3. Dst 
Tabel 3.3 







3. Dst 3. Dst 
Sumber : Rangkuti (2016) 
 
3. Analytic Network Process (ANP) 
Analytic Network Process (ANP) juga merupakan teori matematis yang 
mampu menganalisa pengaruh dengan pendekatan asumsi-asumsi untuk 
menyelasaikan bentuk permasalahan. Metode ini digunakan dalam bentuk 
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penyelesaian dengan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah 
secara penguraian sintesis disertai adanya skala prioritas yang menghasilkan 
pengaruh prioritas terbesar. ANP juga mampu menjelaskan  model  faktor-
faktor dependence serta feedback nya secara sistematik. Pengambilan 
keputusan dalam aplikasi ANP yaitu dengan melakukan pertimbangan dan 
validasi atas  pengalaman empirical. Struktur jaringan yang digunakan yaitu 
benefit, opportunities, cost and risk (BOCR) membuat metode ini 
memungkinkan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menyusun 
semua faktor yang mempengaruhi output atau keputusan yang dihasilkan 
Saaty
29
. Kelebihan ANP dari metode yang lain adalah kemampuannya untuk 
membantu para pengambil keputusan dalam melakukan pengukuran dan 
sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hirarki atau jaringan. Banyak kelebihan 
dari metode baru yang diperkenalkan oleh Saaty ini, yang di antaranya adalah 
kesederhanaan konsep yang ditawarkan. Menurut Saaty Tanjung dan Devi
30
 
dari kesederhanaan metodenya membuat ANP menjadi metode yang lebih 
umum dan lebih mudah diaplikasikan untuk studi kualitatif yang beragam, 
seperti pengambilan keputusan, peramalan (forecasting), evaluasi, pemetaan 
(mapping), strategizing, alokasi sumber daya dan lain sebagainya. 
Menurut Saaty ANP digunakan untuk memecahkan masalah yang bergantung 
pada alternatif-alternatif dan kriteria-kriteria yang ada. Dalam teknik 
analisisnya, ANP menggunakan perbandingan berpasangan pada alternatif- 
alternatif dan kriteria proyek. Pada jaringan AHP terdapat level tujuan, 
kriterian, subkriteria, dan alternatif, dimana masing-masing level memiliki 
elemen. Sementara itu, level dalam AHP disebut cluster pada jaringan ANP 
yang dapat memiliki kriteria dan alternatif di dalamnya, yang sekarang 
disebut simpul. 
Selain penggunaan jaringan hirarki, pengambilan keputusan juga dapat 
dilakukan dengan membuat jaringan feedback (jaringan timbal balik). 
Jaringan ini lebih tepat menggambarkan kondisi masalah penelitian yang 
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sangat kompleks sebagaimana telah diungkapkan di awal. Secara ringkas 
jaringan feedback digambarkan pada Gambar 3.2. 
Dengan menggunakan jaringan feedback, elemen-elemen dapat bergantung 
atau terikat pada komponen seperti pada jaringan hirarki akan tetapi juga 
dapat bergantung pada sesama elemen. Lebih jauh lagi, suatu elemen dapat 
tergantung pada elemen-elemen lain yang ada dalam suatu komponen. 
Komponen lainnya sebagaimana ditunjukkan pada garis lurus yang  
menghubungkan  antara  ke cluster lain  (yaitu  dan  )  disebut  outer  
dependence.  Sedangkan  elemen- elemen yang akan dibandingkan berada 
pada komponen yang sama, sehingga  pada elemen tersebut membentuk 




4. Landasan ANP  
Merupakan metode dengan pendekatan kualitatif di mana data yang akan 
dijadikan sebagai bahan analisis tidak tersedia, sehingga penelitian harus 
mencari data secara primer. Oleh karena itu, ANP memiliki tiga aksioma 
yang menjadi landasan teorinya. Aksioma atau postulat berfungsi untuk 
memperkuat suatu pernyataan agar dapat dilihat kebenarannya tanpa perlu 




a. Resiprokal; aksioma ini menyatakan bahwa jika PC (EA,EB) adalah nilai 
pembandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen 
induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A 
memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka PC (EB,EA) = 1/ Pc 
(EA,EB). Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya 
1/5 dari besar A. 
b. Homogenitas; menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan 
dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan 
terlalu besar, yang dapat menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam 
                                                 
31
 Universitas Pendidikan Indonesia. Repository.upi.du.perpustakaan.upi.edu 
32
 Tanjung dan Devi (2013: 214) Penerapan Metode Analytic Network Procces (ANP) Dan 
Technique For Order Preference By Simillarity To Idel Solution (TOPSIS) Dalam Pemilihan 
Supplier 
114 
menentukan penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi 
keputusan. 
 Jika perbandingan terlalu besar maka akan berdampak pada kesalahan 
penilaian yang lebih besar. Skala yang digunakan dalam AHP dan ANP 
berbeda dengan skala yang digunakan pada skala likert umumnya (1 
sampai 5). Skala yang digunakan dalam ANP memiliki rentang lebih 
besar, yaitu 1 sampai 9 bahkan lebih. Berikut skala  yang digunakan 
dalam ANP diringkas pada Tabel 3.4. 
c. Prioritas; yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan skala 
interval [0.1] dan sebagai ukuran dominasi relatif. 
 Aksioma yang ketiga adalah setiap elemen dan komponen yang 
digambarkan dalam jaringan kerangka kerja baik hirarki maupun 
feedback, betul-betul dapat mewakili agar sesuai dengan kondisi yang 
ada dan hasilnya sesuai pula dengan yang diharapkan 
d. Dependence condition; diasumsikan bahwa susunan dapat 
dikomposisikan ke dalam komponen-komponen yang membentuk bagian 
berupa cluster. 
5. Prinsip Dasar ANP 
Saaty Tanjung dan Devi
33
 membagi prinsip dasar dalam AHP dan ANP 
menjadi tiga, yakni dekomposis, penilaian komparasi, dan komposisi hirarki 
(sintesis). Penjelasan lebih lengkap ketiga prinsip tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Dekomposisi. Masalah-masalah yang dikumpulkan dengan melakukan 
studi lapangan ketika penelitian sedang berlangsung merupakan 
masalah yang sangat kompleks. Untuk menstruktur masalah-masalah 
yang kompleks tersebut perlu didekomposisikan ke dalam suatu 
jaringan dalam bentuk komponen- komponen, cluster-cluster, sub 
cluster, dan alternatif. Mendekomposisikan masalah menjadi dalam 
bentuk kerangka kerja hirarki atau feedback dapat juga dikatakan 
dengan membuat model dengan pendekatan ANP. 
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. b. Penilaian komparasi. Prinsip ini diterapkan untuk melihat perbandingan 
pairwise (pasangan) dari semua jaringan/hubungan/pengaruh yang 
dibentuk dalam suatu kerangka kerja. Hubungan tersebut dapat berupa 
hubungan antara elemen-elemen  dalam  suatu  komponen  yang  
berbeda  atau  hubungan antara satu elemen dengan elemen yang 
lainnya dalam komponen yang sama. Semua pasangan perbandingan itu 
digunakan untuk memperoleh hasil prioritas „lokal‟ elemen-elemen 
dalam setiap komponen. Untuk melakukan penilaian komparasi inilah 
berlaku aksioma resiprokal. Ma’arif dan Hendri Tanjung dan Devi34 
menyebutkan bahwa jika terdapat elemen, maka matriks perbandingan  
komparasi  adalah sejumlah n  x  n. Oleh karena itu, banyaknya 
penilaian  yang  diperlukan  untuk  menyusun  matriks  tersebut  adalah  
pertanyaan yang digunakan untuk menilai perbandingan pasangan ini 
berbeda antara pendekatan AHP dan ANP. Dalam AHP seseorang 
bertanya “Elemen mana yang lebih disukai atau lebih penting?”, 
sementara dalam ANP seseorang bertanya “Elemen mana yang 
mempunyai pengaruh lebih besar?”. Untuk memperoleh hasil prioritas 
„lokal‟, dari setiap matriks penilaian perbandingan pasangan kemudian 
dicari nilai eigen vector. 
c. Komposisi hirarki atau sintesis. Prinsip ini diterapkan untuk mengalikan 
prioritas lokal dari elemen-elemen dalam cluster dengan prioritas global 
dari elemen induk yang akan menghasikan prioritas global seluruh 
hirarki dan menjumlahkannya untuk menghasilkan prioritas global 
untuk elemen level terendah (biasanya merupakan alternatif). 
6. Tahapan ANP 
Saaty menjelaskan tahapan dalam pengambilan keputusan dengan ANP 
sebagai berikut: 
a. Menyusun struktur masalah dan mengenbangkan model keterkaitan 
b. Membentuk matriks perbandingan berpasangan 
c. Menghitung bobot elemen 
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d. Menhitung rasio konsistensi 
e. Membuat Supermatriks 
Supermatriks merupakan hasil vektor prioritas dari perbandingan 
berpasangan antar cluster, kriteria, dan alternatif. Supermatriks terdiri dari 
tiga tahap, yaitu Supermatriks Tidak Tertimbang (Unweighted Supermatrix),  
Supermatriks Tertimbang (Weighted Supermatrix), dan Supermatriks Limit 
(Limmiting Supermatrix). 
Metode Penelitian ANP dilakukna dengan tahapan-tahapan sebagaimana 
dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
Gambar 3.1 
Tahapan Penelitian 












Sumber: (Ascarya, 2010) 
a. Konstruksi Model 
Konstruksi model ANP disusun berdasarkan literature review secara 
teori maupun empiris memberikan pertanyaan  kepada pada pakar dan 
praktisi wisata halal serta melalui indepth interview untuk mengkaji 
informasi secara lebih dalam untuk memperoleh permasalahan yang 
sebenarnya secara komprehensif. Selanjutnya dilkaukan dekomposisi 
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untuk mengidentifikasi , menganalisa dan menstruktur kompleksitas 
masalah ke dalam jaringan ANP 
b. Kuantifikasi Model 
Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner 
perbandaingan ANP berupa pairwise comparison (pembandingan 
pasangan) antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana diantara 
keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa 
besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9.  
Tabel 3.4  
Deskripsi Skala Penilaian dan Skala Numerik 
 









Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan diinput melalui software 
super decision untuk diproses sehingga menghasilkan output berbentuk 
prioritas dan supermatriks. Hasil dari setiap responden akan diinput pada 
Definition Intensityof 
Importance 
Equal Importance 1 
Weak 2 
Moderate importance 3 
Moderate plus 4 
Strong importance 5 
Strong Plus 6 
Very strong or 
demonstrated importance 
7 
Very,very strong 8 











Bukti-bukti yang memihak satu 
elemen dibandingkan elemen 
lainnya memiliki bukti yang tingkat 
kemungkinan afirmasinya tertinggi. 
Di antara nilai 7-9 8 
Nilai kompromi di antara dua nilai 
yang berdekatan. 




Satu elemen sangat lebih 
dibandingkan elemen lainnya, dan 
dominan ditunjukkan dalam praktik. 
Di antara nilai 5-7 6 






Pengalaman dan penilaian kuat 
mendukung satu elemen 
dibandingkan elemen yang lainnya. 
Di antara 3-5 4 
Nilai kompromi di antara dua nilai 
yang berdekatan. 




Pengalaman dan penilaian sedikit 
mendukung satu elemen 
dibandingkan elemen yang lain. 
Di antara 1-3 2 







Dua elemen yang 
dibandingankan memiliki 
kontribusi kepentingan yang 
sama terhadap tujuan. 
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jaringan ANP tersendiri Ascarya
35
. Deskripsi skala beserta penjelasannya 
ditunjukkan pada table di atas. 
c. Sintesis dan Analisis 
1) Geometric Mean 
Untuk mengetahui hasil penilaian individu dari para responden dan 
menentukan hasil pendapat pada satu kelompok dilakukan penilaian 
dengan menghitung geometric mean Saaty
36
 .Pertanyaan berupa 
perbandingan (Pairwise comparison) dari responden akan 
dikombinasikan sehingga membentuk suatu konsensus. Geometric 
mean merupakan jenis penghitungan rata-rata yang menunjukan 
tendensi atau nilai tertentu dimana memiliki formula sebagai berikut 
Ascarya: 
(3.1) 
2) Rater Agreement 
Rater agreement adalah ukuran yang menunjukan tingkat kesesuaian 
(persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatu masalah dalam 
satu cluster. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur rater 
agreement adalah Kendall’s Coefficient of Concordance (W;0 < W≤ 
1). W=1 menunjukan kesesuaian yang sempurna menurut Ascary
37
. 
Untuk menghitung Kendall’s (W), yang pertama adalah dengan 
memberikan ranking pada setiap jawaban kemudian 
menjumlahkannya. 
(3.2) 
Nilai rata-rata dari total ranking adalah: 
(3.3) 
Jumlah kuadrat deviasi (S), dihitung dengan formula: 
                                                 
35
 Ramdani & Tanjung, Analisis Faktor-Faktor Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di 
Perbankan Syariah Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.5 No. 2, Septemberr 2014 pp. 189-200 
Program Studi Ekonomi Syariah FAI-UIKA Bogor 
36
 Ramdani & Tanjung, Analisis Faktor-Faktor Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di 
Perbankan Syariah Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.5 No. 2, Septemberr 2014 pp. 189-200 




Sehingga diperoleh Kendall’s W, yaitu: 
(3.5) 
Jika nilai pengujian W sebesar 1 (W=1), dapat disimpulkan bahwa 
penilaian atau pendapat dari para responden memiliki kesesuaian 
yang sempurna. Sedangkan ketika nilai W sebesar 0 atau semakin 
mendekati 0, maka menunjukan adanya ketidaksesuaian antar 
jawaban responden atau jawaban bervariatif Ascarya.
38
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Informan 
Informan dalam kegiatan penelitian ini terdiri para pakar yang berasal dari 
berbagai latar belakang profesi , pendidikan , pengalaman dan lainnya. Namun 
yang paling utama adalah para pakar ini cukup kompeten di bidangnya, dan 
memang memahami wisata halal secara baik. Ilmu yang  relevan dengan 
pariwisata khususnya wisata halal, dan para pakar ini  tidak hanya berasal dari 
beberapa daerah yang menjadi objek penelitian, namun juga para pakar yang 
berasal dari Tim Perecepatan Pengembangan wisata halal Kemenpar Pusat.  Jadi 
para pakar ini memiliki persyaratan yang sesuai yang telah ditetapkan 
sebelumnya, para pakar ini mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan dan 
dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Di bawah ini tercantum deskripsi 
informan yang telah diwawancara, sebanyak 16 orang informan berdasarkan 
daerah  . Para informan ini pada umumnya adalah para pejabat di bidangnya baik 
dari kedinasan pemerintahan maupun dari praktisi yang dilibatkan. 
Tabel.4.1 
Daftar Informan Seluruh daerah di  Indonesia (Aceh, Sumut, Bali, NTB) 
No Daerah Nama Strata Pekerjaaan Lama 
1 NTB-1 Hasanuddin, A. Md. Par. D-III Manajer Personalia Hotel 20 
2 
NTB-2 M. Akbar M. Siddik S2 
Pemberdayaan Masyarakat Dan 
Peningkatan Peran Perempuan 
Rinjani  
20 
3 NTB-3 St. Alfiah, SE S1 PNS Dispar NTB 7 
4 NTB-4 Hj Rauhun, Se S1 Direktur Lppom Mui Ntb  3 





S2 Gm Hotel Kyriad Id 5 
7 Aceh-2 Ismail, S. Pd S1 ASN Dispar Aceh 3 











 Sumber: Penulis, Data diolah (2020) 
Dari data di atas terlihat bahwa setiap daerah diwakili oleh masing-masing 3 
orang , minimal mewakili  pemerintah, pelaku bisnis dan satu lagi dari LPPOM MUI, 
sementara penulis juga berkesempatan mewawancarai perwakilan dari Kemnpar 
Tabel.4.2 
Daftar Informan Berdasarkan Kategori di  Indonesia (Aceh, Sumut, Bali, 
NTB) 
10 
Bali-2 Dra. Any Hani'ah, M.A. S2 
Kepala Seksi Urusan Agama 




Dr. Dra. Dewa Ayu 
Laksmiadi Janapriati  
S3 
Kabid Pemasaran Dinas 
Pariwisata Prov. Bali 
2 
12  Samsul Hadi S1 PNS 41 
13 
Sumut-1 
Maruli Damanik Amd 
Par 
S1 Direktur Lovely Holidays 15 
14 
Sumut-2 
Prof Dr Ir Basyaruddin 
MS 
S2 Direktur Lppom Mui Sumut 2 
15 Sumut-3 Drs.H.Muchlis, M.Si S2 Dinas Pariwisata Sumut (Pj) 10 
16 
Pusat Aang Ahyarudin, S.TP S1 
Auditor Halal Dan Kasubbid 
Pembinaan Lppom Mui Daerah 
–Jakarta 
10 
17 Pusat Wisnu Rahtomo S2 Dosen Stp Bandung 20 
18 
Pusat 
Sumaryadi, A.Par., SE., 
MM 
S2 Dosen Stp Bandung 25 
No Nama Kategori Lama Strata Pekerjaaan 
1 Hasanuddin, A. Md. 
Par. 
Praktisi-1 20 S1 Manajer Personalia Hotel 
2 Bambang Pramusinto 
MBA 
Praktisi-2 5 S2 Gm Hotel Kyriad Id 
3 Irmansjah Madewa 
Dipl.Hot., CHA., 
CMTA-TQ., CHIA., 
Praktisi-3 40 S1 
Gm Aston Kuta Hotel & 
Residence 
4 Maruli Damanik 
Amd Par 
Praktisi-4 15 S1 Lovely Holidays 
5 







Perempuan Rinjani  




3 S1 Wiraswasta 
7 Samsul Hadi 
Masyarakat-
3 




Auditor-1 10 S1 
Auditor Halal Dan 
Kasubbid Pembinaan 
Lppom Mui Daerah 
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Sumber : Penulis, data diolah (2020) 
 Dari data diolah di atas yang terdiri nama-nama dan jabatan para pakar di 
dalam penelitian ini, memang tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumuya para 
informan ini memiliki kedudukan yang penting dan strategis di instansinya. 
Bahkan beberapa diantaranya adalah GM dari perusahaan atau mereka yang 
menduduki jabata yang penting  di pemerintahan, yang menjadi regulator dalam 
penelitian ini  ini terlihat dari profil masing-masing di atas, umumnya 
berpendidikan mayoritas S2 dan cukup lama bergelut di bidang wisata dan akrab 
dengan wisata halal. Dari Kementrian pariwisata juga diwakili oleh Bapak 
Wisnu Rahtomo yang juga sebagai Tim Percepatan wisata halal dan sehari-hari 
sebagai dosen. 
B. Profil Daerah Destinasi Wisata Halal  
Indonesia memperkenalkan dan mulai menerapkan wisata halal sejak awal 
tahun 2012 , dengan menentukan 9 destinasi wisata halal atau syariah pada saat 
itu, yakni Sumatra Barat, Riau, Lampung, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa 
Timur, Nusa Tenggara Barat (Lombok), dan Sulawesi Selatan (Makassar). Pada 
akhir  tahun 2014 pemerintah menambah 4 destinasi baru wisata syariah yakni 
9 Prof Dr Ir Basyaruddin 
MS 
Auditor-2 2 S2 Lppom Mui Sumut 
10 
Dra. Any Hani'ah, 
M.A. 
Auditor-3 4 S2 
Kepala Seksi Urusan Agama 
Islam Dan Pembinaan 
Syari'ah 
11 Deni Chandra Auditor-4 5 S2 Sekretaris Lppom Mpu Aceh 
12 Hj Rauhun, Se Auditor-5 3 S1 Direktur Lppom Mui Ntb  
13 Drs.H.Muchlis, M.Si Regulator-1 10 S2 Dispar Sumut (Pj) 
14 St. Alfiah, SE Regulator-2 7 S1 PNS Dispar NTB 
15 Dr. Dra. Dewa Ayu 
Laksmiadi Janapriati  
 
Regulator-3 2 S3 
Kepala Bidang Pemasaran 
Di Dinas Pariwisata 
Prov.Bali 
16 Ismail, S. Pd Regulator-4 3 S1 ASN 
17 
Wisnu Rahtomo Akademisi-1 20 S2 





Akademisi-2 25 S2 
Dosen Stp Bandung, 
Anggota Destinasi Wisata 
Halal 
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Aceh, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Bali. Bali. Jadi total saat ini pemerintah 
telah menetapkan 13 lokasi destinasi wisata syariah, seperti NTB, Jawa Barat, 
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, Riau, Lampung, Banten yang telah 




Penetapan wilayah tujuan wisata syariah tersebut dilakukan berdasarkan 
kesiapan sumber daya manusia, kultur masyarakat setempat, produk wisata daerah, 
dan akomodasi. Penerapan ini dianggap tertinggal dimana sejumlah negara-negara di 
dunia yang telah menggarap industri pariwisata syariah, seperti di Asia diantaranya 
Malaysia, Thailand, Singapura, Korea, Jepang, Taiwan, dan China sudah terlebih 
dahulu mengembangkan pariwisata syariah. (Kemenpar, 2015). Namun pemerintah 
tetap optimis karena perkembangan wisaa halal kini semakin meningkatkan percaya 
diri pemerintah, mengingat penghargaan demi penghargaan tingkat dunia telah 
diperoleh dan semakin menduduki rangking  terbaiknya di dunia.  
Di dalam penelitian ini daerah yang akan dijadikan profil destinasi wisata 
halal yang mewakili daerah-daerah lain di Indonesia adalah : 
a. Nusa Tenggara Barat (Lombok), (mewakili daerah yang mendapatkan 
penghargaan  penyelenggara wisata halal terbaik di dunia) 
b. Bali, ( perkembangan pelaku bisnis halal /sertifikasi halal) 
c. Aceh, (mewakili daerah yang telah memiliki perda wisata Islam ) 
d. Sumatera Utara , ( daerah yang berpotensi menjadi wisata halal, tetapi belum 
menerapkan wisata halal) 
Berikut akan ditampilkan profil daerah destinasi wisata halal yang akan 
menjadi objek dalam penelitian ini 
1. Nusa Tenggara Barat  
Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di kepulauan Lombok adalah 
sebuah pulau di kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh 
Selat Lombok dari Bali di sebelat barat dan Selat Alas di sebelah timur dari 
Sumbawa.. Luas pulau ini mencapai 5.435 km² menempatkannya pada peringkat 
108 dari daftar pulau berdasarkan luasnya di dunia. Kota utama di pulau ini adalah 
                                                 
1
 (Republika, 2016). 
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Kota Mataram. Sekitar 80% penduduk pulau ini adalah suku Sasak, sebuah suku 
bangsa yang masih dekat dengan suku bangsa Bali, tetapi sebagian besar memeluk 
agama Islam. Agama yang dianut oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat adalah 
sebagai berikut : 
Tabel 4.3 
Persentase Agama  yang Dianut di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016 
Provinsi Islam Kristen Katolik Hindu Budha Khong Hu Cu Kepercayaan Jumlah 
Nusa Tenggara 
Barat 
96.78 0.26 0.19 2.45 0.32 0.00 0.00 11 
 
Sumber : DPMPD, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Organisasi keagamaan terbesar di Lombok adalah Nahdlatul Wathan (NW), 
organisasi ini juga banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam dengan berbagai 
level dari tingkat terendah hingga perguruan tinggi. Lombok adalah salah satu 
destinasi halal yang paling popular di Indonesia .Popularitasnya kian meroket 
setelah Lombok memenangkan dua penghargaan internasional dalam ajang World 
Halal Travel Award 2015 di Uni Emirat Arab (UEA), yakni World's Best Halal 
Tourism Destination dan World's Best Halal Honeymoon Destination. Sementara 
itu dari level domestik, Lombok didaulat meraih World's Best Family Friendly 
Hotel.' Sejak memenangkan penghargaan World’s Best Halal tersebut, nama Pulau 
Lombok makin dikenal di dunia, khususnya di kalangan para wisatawan 
mancanegara (wisman) Muslim atau Muslim Travellers. Tak heran kalau Pemda 
NTB kian gencar mengembangkan wisata halal atau Moslem friendly tourism di 
Pulau Lombok. Moslem friendly tourism ini menjadi destinasi wisata yang ramah 
terhadap pelancong Muslim. Lombok adalah satu-satunya provinsi yang memiliki 
perda syariah sejak tahun 2015 dan provinsi yang paling antusias menerapkan 
wisata halal, dengan dukungan pemerintah daerah. Merupakan salah satu destinasi 
wisata halal di Indonesia yang memiliki julukan sebuah kawasan Pulau seribu 
masjid. Semenjak awal tahun 2000-an Pulau Lombok juga dikenal sebagai tempat 
wisata favorit yang ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara 
untuk menghabiskan waktu liburan mereka. Badan Pusat Statistik atau BPS 
mencatat pada Agustus 2018 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung 
mencapai 1,51 juta.  
Sebagai wujud nyata dukungan terhadap Model pariwisata halal di 
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Lombok, Pemda NTB melakukan berbagai langkah untuk menarik wisatawan 
mancanegara dan domestik agar datang ke Lombok. Proyek infrastruktur 
berkonsep syariah. yakni, Mandalika Resort dan Kota Baru Global Hub Bandar 
Kayangan di Kabupaten Lombok Utara sedang dibangun, mengembangkan wisata 
pantai khusus dengan konsep pantai halal (halal beach). Di pantai  halal ini 
wisatawan laki-laki dan perempuan akan dipisah.Kawasan,, kawasan ini bernama 
Meninting (Lombok Barat) dan kawasan Mandalika (Lombok Tengah). Selain itu, 
makanan yang disediakan di lokasi tersebut adalah makanan yang halal. 'Fasilitas 
awal, akan ada pemisah (pembatas) yang permanen.
2
 . Faozal meyakini NTB 
merupakan provinsi yang paling siap mengembangkan wisata halal. Optimisme 
itu muncul karena NTB merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang saat 
ini sudah mempunyai Perda mengenai wisata halal atau wisata syariah
3
. ''Kami 
juga telah mendidik 50 tour guide berbahasa Arab yang memahami bahasa dan 
budaya wisman asal Arab atau Timur Tengah. Jumlah tersebut akan terus kami 
tingkatkan. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemda NTB dalam mengembangkan 
wisata halal, khususnya di Pulau Lombok dan Sumbawa,'Indonesia mempunyai 
banyak sekali potensi wisata halal, baik alam maupun atraksi budaya yang 
semuanya sangat menarik bagi wisman Muslim.  
2. Bali  
Memang tidak dapat dipungkiri Bali menarik karena keindahan alamnya, 
budayanya yang sebagian besar dipengaruhi oleh praktik agama purbanya, praktik 
agama Siwa-Budha atau Hindu baik yang lahir di India atau berkembang di Jawa. 
Selain itu adat istiadatnya juga memberikan karakter kuat. Di Pulau kecil yang 
berpenduduk beberapa juta orang inilah berbagai agama hidup dengan semarak 
karena konsep dalam agama Hindu yang toleran. Masyarakatnya toleran, 
Lembaga adat dan hukum-hukumnya juga hidup dan berkembang dengan baik. 
Yang dijual di Bali selama ini adalah, budaya dan tradisi yang bernafaskan agama 
sebagaimana yang saya uraikan di atas itu, yakni agama Hindu, Agama Hindu 
adalah agama mayoritas masyarakat Bali. 
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Penduduk Bali kira-kira sejumlah 4 juta jiwa lebih, dengan mayoritas 83,5% 
menganut agama Hindu. Agama lainnya adalah Buddha (0,54%), Islam (13,37%), 
Kristen Protestan (1,66%), Katolik (0.88%), Konghucu (0.01%), dan Aliran 
Kepercayaan (0.01%). Agama Islam adalah agama minoritas terbesar di Bali dengan 
penganut kini mencapai 13,37% berdasarkan sensus terbaru pada Januari 2014
4
 
Adzan berkumandang di Masjid saat Pendeta Hindu di Pura sebelahnya 
mulai melakukan Kehidupan mereka dikemas sebagai paket wisata supaya 
pelancong tertarik.. Masyarakat Bali merasa tidak perlu dikenalkan dengan wisata 
baru karena selama ini juga mereka merasa tidak memiliki masalah, karena 
selama ini mereka dibekali banyak sekali „alat‟ untuk membantu, sebagai 
tuntunan untuk menyelesaikan berbagai masalah.  
Bali punya cara tersendiri untuk mengembangkan wisatanya, sesuai 
dengan pernyataan Tazbir  bahwa untuk mengembangkan potensi pariwisata, 
diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, serta 








     
    Sumber: Dispar Bali (2017) 
Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pemerintah 
daerah Bali pada prinsipnya tidak menerapkan wisata halal, karena  mereka 
menyadari tanpa menjual wisata halal, Bali tetap dikunjungi banyak wisatawan 
setiap harinya dari seluruh penjuru dunia. Justru dengan tanpa embel-embel halal 
membuat para wisatawan yang berasal dari seluruh penjuru dunia lebih nyaman 
berada di Bali, sehingga pemerintah khawatir penerapan wisata halal bisa 
menganggu bahkan menurunkan jumlah wisatawan ke Bali.  
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Kendati demikian  walaupun pemerintah Bali tidak merespon wisata halal, 
kenyataannya Bali adalah satu-satunya daerah yang mengalami peningkatan 
cukup besar dalam pelaksanaan sertifikasi halal dibanding daerah lain. Bali  juga 
memiliki 10 hotel dengan menu makanan halal,terbanyak  dan pernah 
memenangkan kompetisi pariwisata halal Nasional pada tahun 2016 , yang 
menariknya untuk kategori hotel keluarga ramah wisatawan muslim terbaik, yakni 
The Rhadana Kuta 
Namun , kenyataannya, para pelaku bisnis seperti hotel, restaurant dan 
produk makanan dan minuman beramai-ramai melakukan sertifikasi halal unuk 
produknya,walaupun pemerintahnya kurang tertarik tetapi masyarakatnya cukup 
antusias untuk mensertifikasi produknya. Dari Republic co.id, dikatakan bahwa 
pengusaha Bali Makin Berminat  pada Sertifikasi Halal 
5
. Ketua MUI Bali, M 
Taufik As'adi mengatakan, sertifikasi halal bisa menaikkan daya saing pariwisata 
Bali, khususnya di kalangan wisatawan muslim dan khususnya dari Timur 
Tengah
6
. Direktur LPPOM MUI Bali, Aji Pamungkas mengatakan, masalah 
sertifikasi halal adalah kebutuhan para pengusaha , karena para konsumen yang 
dilayani pengusaha di Bali, meminta adanya jaminan kehalalan dari produk yang 
disajikan oleh para pengusaha
7
. 
Ini dapat diketahui dari hasil laporan LPPOM Bali , dimana jumlah pelaku 
bisnis yang mendaftarkan sertifikasi halal lebih kurang 20 perusahaan setiap 
bulannya, suatu jumlah yang cukup significan, bagi daerah yang tidak begitu 
tertarik terhadap wisata halal . Selain meningkatnya para  pelaku bisnis seperti 
hotel, restaurant yang melaksanakan sertifikasi halal termasuk juga para pemilik 
biro perjalanan yang membuat program paket wisata halal beserta tour guide 
muslimnya. Pada kenyataanya Bali yang kurang tertarik dengan konsep wisata 
halal, justru pada prakeknya Bali adalah satu-satunya daerah yang pelaku 
bisnisnya telah memiliki sertifikasi halal paling banyak dan paling aktif, dari hasil 
wawancara dengan LPPOM Bali  dapat diketahui rata-rata 20 perusaaan setiap 
                                                 
5
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bulannya minta disertifikasi padahal jika jumlah penduduk muslimnya minoritas, 
sementara di daerah lain seperti Aceh dan Sumatera Utara, justru sangat minim 
sekali bahkan hotel-hotelnya pun hamper keseluruhannya belum  memiliki 
sertifikat halal , sesuai pernyataan MUI di daerah tersebut. 
3. Aceh 
Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia. Aceh terletak di ujung utara 
pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Ibu kotanya 
adalah Banda Aceh. Jumlah penduduk provinsi ini sekitar 4.500.000 jiwa. 
Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan 
terpisahkan oleh Laut Andaman. Luas daerah Aceh 58.377 km².  
Bila di lihat dari besaran agama yang paling banyak dianut, sebagain besar 
penduduk provinsi Aceh  memeluk agama Islam, yang berikutnya adalah Agama 
Kristen, Budha dan Katolik. Agama Islam menjadi mayoritas di  semua kabupaten 
dan kota, sedangkan Agama Kristen dengan jumlah besar di Provinsi ini ada di 
Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Singkil, Agama Katolik dengan populasi 
besar ada di Aceh tenggara, dan Agama Budha berada di Kota Banda Aceh dan 
Aceh Tamiang. 
Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung di Sumatera 
Utara melalui 4 (empat) pintu masuk pada bulan Desember 2017 mencapai 27.978 
kunjungan, mengalami kenaikan 11,95 persen dibanding yang datang pada bulan 
November 2017 mencapai 24.991 kunjungan. Namun demikian jika dibandingkan 
dengan bulan yang sama tahun 2016, jumlah wisman pada bulan Desember 2017 
turun 3,36 persen, dari 28.950 kunjungan pada bulan Desember 2016 menjadi 
27.978 kunjungan. 
Menurut Direktur North Sumatera Travel Mart Maruli Damanik, 
mengatakan bahwa Model  kawasan wisata syariah di Sumut perlu lebih serius 
disikapi berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Maruli 
mengaku Sumut kalah jauh dari Lombok dalam hal Model  kawasan wisata 
syariah. Kunjungan wisatawan dari Malaysia yang masih dominan merupakan 
potensi yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari 
sektor pariwisata. Sayangnya, potensi ini belum digarap secara serius oleh 
berbagai pihak, termasuk pemerintah.  Ini dapat dilihat dari masih minimnya 
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fasilitas pendukung yang ada di sejumlah kawasan wisata.  Contohnya di kawasan 
Danau Toba, misalnya di Samosir, masih sulit mencari tempat ibadah dan 
makanan halal, padahal ini kan yang dicari oleh wisatawan.  berkembang. 
Tabel 4.4 
Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Agama Tahun 2015 
Provinsi Islam Kristen Hindu Budha Khatolik 
Jumlah 
Penduduk 
Aceh 5,013,152 64,015 4,447 172 8,336 5,090,412 
Sumber Data : Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Dengan keindahan alamnya, Aceh memiliki banyak destinasi wisata yang 
dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata kelas dunia. Meski diakuinya 
pasokan devisa dari sektor pariwisata Aceh saat ini masih kecil, namun aktivitas 
ekonomi yang dapat digerakkanya cukup besar. Berdasarkan data Kemenpar dan 
BPS, pada tahun 2017, sektor pariwisata Aceh bernilai sekitar Rp10,87 Triliun 
atau setara dengan 8,97% dari total perekonomian Aceh. 
Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh  Drs Amiruddin, M.Si 
kepada habanusantara.com di Ruangannya, selasa  menyatakan bahwa belum ada 
hotel di Aceh yang bersertifikat MUI
8
. Namun bukan disebabkan oleh pihak hotel 
yang tidak mau mengurus label halal, akan tetapi disebabkan Aceh belum 
memiliki tenaga auditor Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengurus bidang 
sertifikasi halal. "Tim auditor DSN adalah Tim Sertifikasi yang di SK oleh 
Majelis Ulama6 Indonesia (MUI) pusat" ujarnya. 
4. Sumatera Utara 
Objek dan Daya tarik Wisata di daerah Sumatera- Utara juga sangat 
mempesona, termasuk kuliner dan yang lainnya. Namun sayangnya daerah-daerah 
tersebut, khusunya kawasan Danau Toba di Sumatera Utara, belum membuat 
wisatawan lokal merasa aman dan nyaman untuk berkunjung di sana, mengingat 
sulitnya ditemui tempat beribadah agama Islam, apalagi hotel-hotal tidak 
menyediakan kemudahan untuk beribadah, jika pengunjung ramai dan waktu sholat 
Jum‟at tiba, mereka otomatis tidak  bisa melakukan ibadah yang wajib tersebut, 
belum lagi makanan ataupun kuliner di sana belum terjamin dari segi kehalaannya. 




Kenyamanan dan keamanan  memang menjadi Aspek yang mempengaruhi 
wisatawan yang ingin melakukan wisata atau melakukan perjalanan ke tempat 
yang dituju. Selain Aspek keyakinan (faith) dan kuliner , dimana wisatawan 
mudah melaksanakan ibadahnya disela-sela perjalanannya, juga kemudahan 
memperoleh produk-produk dan layanan-layanan yang sesuai dengan 
keyakinannya. 
 Kebutuhan ini semakin terlihat dari semakin pesatnya petumbuhan 
perbankan dan keuangan syariah, pangan halal (halal food) dan lain-lainnya di 
dunia.
9
  Penjelasan ini juga disetujui oleh Bapak Maruli Damanik
10
, pelaku bisnis 
wisata yang sudah cukup lama dan sehari-harinya menjabat sebagai Direktur PT 
Lovely Holidays Tour and Travel di kota Medan, pemerhati pariwisata dan 
menjabat berbagai asosiasi pariwisasta. Beliau menjelaskan bahwa Aspek yang 
membuat wisatawan ingin berkunjung ke suatu daerah adalah keyakinan dan 




Berdasarkan Sensus tahun 2015, mayoritas penduduk Sumatera Utara 
menganut agama Islam yakni 63.91%, kemudian Kristen Protestan 27.86%, 
Katolik 5.41%, Buddha 2.43 %, Hindu 0.35 %, Konghucu 0.02, dan Parmalim 
0.01%. 
Tabel 4.5 
Agama di Sumatera Utara  








63.91% 63.91% 63.91% 63.91% 63.91% 63.91% 63.91% 63.91% 14.262.147 
 
Demikian juga dengan di daerah Sumatera Utara, yang walaupun belum 
termasuk ssalah satu destinasi wisata halal yang ditentukan pemerintah , 
sebenarnya, daerah ini memiliki prospek yang luar biasa bagi wisata halal. 
Beberapa alasan misalnya dari mayoritas penduduknya yang  banyak dan muslim. 
Menurut data Badan Pusat Statisitik (BPS) Provinsi Sumatera Utara jumlah 
                                                 
9
Abdul Rasyid, “Pariwisata Syariah”, diakses dari business-law.binus.ac.id, pada tanggal 11 




 Wawancara  pada tanggal 14 Desmber 2016 pukul 18.00 di Medan 
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penduduk pada Tahun 2015 adalah 13.937.797 jiwa, laki-laki berjumlah 6.954.552 
jiwa dan perempuan 6.983.245 jiwa. Angka itu menegaskan bahwa di Indonesia 
dalam hal jumlah penduduk hanya kalah dengan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa 
Tengah. Dan agama yang dianut terbesar adalah agama Islam 60,90 %, Kristen 31 
%, Budha 2,34 %, Hindu dan Konghucu 0,11 %, dan 0,46 % lain-lain 
12
. 
Jika kedua hal ini belum terpenuhi, secara tidak langsung bisa 
mempengaruhi jumlah  wisatawan ke daerah wisata, salah satu contoh adalah 
jumlah wisatawan yang berkunjung ke  Provinsi Sumatera Utara. 
Belum ada satu pun hotel di Medan yang mengantongi sertifikat halal dari 
Kondisi ini sangat miris di tengah pertumbuhan bisnis hotel yang cukup 
signifikan di kota ketiga terbesar di Indonesia itu. Hal itu dikatakan Direktur 
LPPOM-MUI Sumut, Basyaruddin MS
13
,  
Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung di Sumatera 
Utara melalui 4 (empat) pintu masuk pada bulan Desember 2017 mencapai 27.978 
kunjungan, mengalami kenaikan 11,95 persen dibanding yang datang pada bulan 
November 2017 mencapai 24.991 kunjungan. Namun demikian jika dibandingkan 
dengan bulan yang sama tahun 2016, jumlah wisman pada bulan Desember 2017 
turun 3,36 persen, dari 28.950 kunjungan pada bulan Desember 2016 menjadi 
27.978 kunjungan. 
Menurut Direktur North Sumatera Travel Mart Maruli Damanik, 
mengatakan bahwa Model  kawasan wisata syariah di Sumut perlu lebih serius 
disikapi berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Maruli 
mengaku Sumut kalah jauh dari Lombok dalam hal Model  kawasan wisata 
syariah. Kunjungan wisatawan dari Malaysia yang masih dominan merupakan 
potensi yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari 
sektor pariwisata. Sayangnya, potensi ini belum digarap secara serius oleh 
berbagai pihak, termasuk pemerintah.  Ini dapat dilihat dari masih minimnya 
fasilitas pendukung yang ada di sejumlah kawasan wisata.  Contohnya di kawasan 
Danau Toba, misalnya di Samosir, masih sulit mencari tempat ibadah dan 
makanan halal, padahal ini kan yang dicari oleh wisatawan.  berkembang. 
                                                 
12
BPS Provinsi Sumatera Utara 2015, diakses dari sumut.bps.go.id, pada tanggal 26 
Desember 2016, pukul 17.20. 
13
news.okezone.com, pada 23 November 2018 
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Berdsarkan data Dinas Pariwisata Sumut, menyebutkan bahwa sampai tahun 2016 
ini, baru ada 25 rumah makan muslim yang terdaftar di Pulau Samosir.   
C. Analisis SWOT 
Hasil pengumpulan dan olah  data melalui Analisa SWOT, dapat diketahui 
bahwa Analisa SWOT dari keseluruhannya sebagai berikut: 
Tabel 4.6 
Analisis SWOT 
No. Kekuatan (Strength) 
1. Memiliki kekayaan alam yang indah dan masih alami 
2. Mayoritas penduduknya Muslim 
3. Tingginya dukungan stakeholders 
4. 
Tersedianya peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang sampai dalam 
bentuk Perda tentang pembangunan kawasan pariwisata Indonesia dan peraturan 
gubernur tentang pengelolaan kebudayaan dan pariwisata syariah. 
5. 
Telah dilaksanakan konsep Pembangunan Berwawasan Kebudayaan Daerah, dimana 
orientasi pembangunan diperlukan sentuhan budaya yang akan menjadi perekat 
keutuhan daerah. 
6. 
Kekayaan nilai budaya Indonesia yang bersumber dari keanekaragaman suku, bahasa, 
etnis, adat istiadat yang menjadi daya tarik wisatawan. 
7. 
Masyarakat Indoneaia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan etnis dikenal suka 
membantu dan ramah yang merupakan modal untuk membangun industry pariwisata 
sebagai industry jasa. 
8. 
Diperluasnya tugas pokok dan fungsi dinas yang bersinergi antara kebudayaan dan 
pariwisata. 
9. 
Tersedianya sarana/prasarana, tenaga dan aspek penunjang lainnya dalam pelaksanaan 
pembangunan kebudayaan dan pariwisata. 
10. Adanya atraksi wisata. 
11. Program konservasi terhadap alam dan aktivitas budaya masyarakat. 
12. 
Pengelolaan dalam hal retribusi atau tiket masuk pengunjung sudah baik untuk obyek 
wisata. 
13. 
Kemudahan pengurusan ijin berkunjung bagi turis asing dan adanya asuransi kepada 
wisatawan yang berkunjung. 
14. Banyaknya wisata belanja  yang bisa ditemukan dan tergolong murah 
15. Terdapat lebih dari satu obyek wisata. 
16. Terdapat oleh-oleh makanan dan cinderamata di sekitar obyek wisata. 
17. Telah tercipta persepsi publik yang baik  terhadap obyek wisata yang ada di Indonesia. 
18. Penghargaan atas wisata halal yang ada di beberapa wilayah Indonesia 
19. Visi misi terkait pariwisata  
20. 
Meningkatnya pengguna Internet sehingga memudahkan penggunaan website, 
reservasi online, serta promosi jejaring sosial wisata halal di aceh besar 
21. 
Pada kawasan wisata sudah terdapat berbagai jenis restoran dengan berbagai masakan, 
seperti masakan Batak, Minang, dan Nusantara yang dapat diminati oleh berbagai 
wisatawan dengan berbagai latar belakang . 
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22. Akomodasi yang terpenuhi 
No. Kelemahan (Weakness) 
1. Jarak dari pantai ke akomodasi (Hotel) lumayan jauh sehingga sulit dijangkau 
2. 
Penerangan di sejumlah jalan belum memadai, listrik minim penerangan. Kesulitan 
memakai alat komunikasi lantaran sinyal telepon seluler yang tidak tertangkap di sana.  
3. Banyaknya kriminal  
4. 
Hanya mengandalkan alam sebagai daya tarik utama, karena kekayaan budaya daerah 
baik dalam bentuk benda (tangible) dan yang tak benda (intangible) belum dikelola 
secara sinergis sebagai aset wisata 
5. 
Kurangnya jadwal penerbangan langsung dari negara asal wisatawan, sehingga 
menambah rute – rute penerbangan langsung melalui pemerintah pusat. 
6. 
Kurangnya sinergits antara pemerintah dan pelaku bisnis wisata menyebabkan 
pengelolaan sampah yang kurang baik di masing-masing destinasi  
7. 
Belum adanya keseragaman harga untuk sovenir menimbulkan kebingungan dan 
menurunnya tingkat kepercayaan wisatawan untuk belanja 
8. Ketidaknyamanan yang ditimbulkan pedagang asongan di masing-masing destinasi.  
9. 
Terbatasnya sumber pembiayaan dan kemampuan tenaga yang tersedia dalam 
pembangunan nilai budaya, kesenian, sejarah, purbakala, dan pariwisata terutama 
karena terserapnya anggaran daerah untuk mendukung sektor pendidikan, infrastruktur 
dan kesehatan 
10. 
Antara kabupaten satu dengan yang lainnya kelembagaan yang menangani 
kebudayaan dan pariwisata berbeda-beda sehingga menyulitkan proses koordinasi. 
11. Kurangnya publikasi dari masyarakat atau pengelola untuk beberapa obyek wisata. 
12. 
Kurangnya Sumber daya yang mahir bahasa asing, mahir di bidang jaringan dan 
internet. 
13. Kunjungan hanya terfokus pada hari raya besar saja. 
14. Kurang memadainya fasilitas umum seperti lahan parkir dan toilet. 
15. Anggaran promosi terbatas. 
16. 
Kurangnya himbauan pembuatan website di wisata halal yang berdampak pada jumlah 
website yang ada. 
17. Ekosistem belum terintegrasi di wisata halal Indonesia  
18. Belum ada monitoring dan data managemen wisata halal di Indonesia   
19. Konten wisata halal Indonesia 
20. Kinerja pemerintah sebagai penyedia wisata halal Indonesia  
21. 
Belum tersedianya data kepariwisataan Indonesia secara lengkap dan up to date serta 
optimasi mesin pencarian. 
22. 
Masih banyak pungutan liar pada pengusaha hotel dan lainnya dalam pengurusan izin 
dan operasi. 
23. 
Minimnya infrastuktur penghubung yang berkoneksi dengan mobilitas wisatawan 
(aksesibilitas). 
24. 
Persoalan pada kualitas produk wisata yang akan dipromosikan dan dipasarkan 
(atraksi). 
No. Peluang (Opportunity) 
1. 
Pembangunan aksesibilitas dan akomodasi bagi wisatawan serta adanya Bandara 
Internasional 
2. Dapat mengembangkan target pasar yang lebih luas 
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3. Adanya hotel yang akan dibangun di sekitar daerah wisata  
4. Mengembangakan tempat – tempat dan alat penyewaan surfing atau watersport. 
5. Pengaturan tata letak yang baik agar kekayaan yang dimiliki tidak tercemar 
6. Melaksanakan event bulanan/ tahunan yang bersifat tematik 
7. Inovasi atraksi dan layanan wisatawan 
8. 
Berkembangnya arus globalisasi dan meningkatkan hubungan antar Negara dengan 
warna budaya masing-masing akan berdampak positif terhadap ketahanan budaya 
daerah yang memiliki ciri khas dan identitas tersendiri 
9. 
Meningkatkan minat investor dalam, maupun luar negeri untuk melakukan investasi 
pada sector pariwisata 
10. 
Kebijakan pemerintah provinsi untuk menempatkan sektor pariwisata sebagai prioritas 
kedua pembangunan provinsi 
11. Meningkatkan mutu pelayanan, pengawasan dan pengamanan . 
12. Meningkatkan promosi 
13. 
Model  sarana dan prasarana penunjang seperti air bersih, peningkatan jalan, listrik, 
sistem komunikasi dan fasilitas umum lainnya di daerah Indonesia. 
14. Meningkatkan kebersihan lingkungan 
15. 
Dampak positif terhadap pelestarian budaya lokal dan dukungan masyarakat lokal 
dalam industri pariwisata. 
16. Tingginya minat wisatawan terhadap kegiatan wisata outbound 
17. 
Dengan adanya pemandu yang memiliki kemampuan bahasa asing yang luas 
meruppkan salah satu peluang Disbudpar Aceh untuk menarik minat para wisatawan 
Internasional untuk datang ke kota Banda Aceh. 
18. Peluang kesempatan kerja dan kerjasama  
19. Adanya dukungan masyarakat terhadap kegiatan wisata. 
20. Kunjungan wisata memberikan pendapatan potensial. 
21. Penggalakan program visit Indonesia yang membuka pasar internasional. 
22. Website agen perjalanan yang mempromosikan pariwisata halal di Indonesia 
23. Pemasangan CCTV di setiap destinasi wisata  
24. Digital marketing melalui patnership  
25. 
Platform reservasi dan pemasaran kamar seperti airyrooms, AirBnB, Red Doorz, Zen 
Room, Nida Room  
26. Anggaran promosi pariwisata 
27. 
Akan dibentuknya semacam bank data yang nantinya berperan sebagai penyedia data 
dan informasi terkini terkait keputusan mengenai Model  pariwisata di Indonesia.  
No. Ancaman (Threat) 
1. Pengaruh gaya hidup wisatawan asing yang suka minum-minuman keras, berjudi, dsb. 
2. 
Masih minimnya investor dalam membangun sarana dan prasarana umum bagi 
wisatawan (amenities).  
3. Terdapat tempat wisata lain yang menjadi pesaing. 
4. Citra pariwisata yang merusak lingkungan seni dan budaya. 
5. Kondisi perekonomian Indonesia yang tidak stabil. 
6. Mudah masuk aliran sesat, peradaran narkoba dan budaya asing. 
7. 
Pencemaran lingkungan dengan sampah-sampah bungkusan plastik makanan dibuang 
di sembarang tempat. 
135 
8. Promosi wisata di beberapa daerah Indonesia masuk ke daerah lain  
9. Display garfis  
10. Rangking traffic pariwisata di internet  
11. Fasilitas e-commerce (transaksi lain) 
12. Update informasi (pengelolaan website yang kurang) 
13. 
Masalah sosial budaya terkait dengan kecanggungan dan kurangnya interaksi dengan 
manusia 
14. Keamanan traksaksi online (sistem pembayaran di awal) 
15. 
Kecenderungan global kepariwisataan dunia Pemberlakukan ASEAN Free Trade Area 
(AFTA) dan ASEAN Framework Agreement on Services 
16. Kebijakan pemerintah daerah. 
17. 
Kecelakaan yang terjadi karena kondisi alam yaitu, deras air sungai yang tidak 
dipedulikan oleh pengunjung, perubahan cuaca sangat mempengaruhi perubahan 
derasnya air sungai. 
18. Keberadaan habitat monyet dari ancaman kepunahan. 
19. 
Investasi dan aset wisata dikuasai pihak luar dan dapat menimbulkan konflik 
kepentingan dengan masyarakat setempat 
20. 
Perhatian hukum untuk berinvestasi yang kurang terjamin akan mengakibatkan 
hilangnya minat investor menanamkan modalnya di daerah 
21. 
Belum memadainya infrastruktur seperti jalur penerbangan internasional, pelabuhan 
dan sarana transportasi laut ke NTB yang memenuhi standar pelayaran untuk 
wisatawan 
 Sumber: Penulis, dari wawancara dan berbagai sumber (2020) 
1. Hasil Analisis Aspek Internal 
Berdasarkan analisis lingkungan internal didapatkan Aspek-Aspek yang 
menjadi kekuatan dan kelemahan wisata syariah di Indonesia. Kekuatan dan 
kelemahan nya dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.7 









Potensi keindahan alam dan SDA yang luar biasa, letak geografis., Beragam even ( 
budaya,olah raga, hiburan) , aktivitas wis. petualangan, wis rafting, wis budaya Islam 
yang kuat, lingkungan dll 
Memperoleh penghargaan tingkat dunia 
Terdapat lebih dari satu objek wisata dan atraksi wisata 
Terdapatnya berbagai event keIslaman 
Mayoritas pendudukanya muslim, dan berlandaskan syariah  
6. Tersedia berbagai moda transportasi  ke ow yang langsung dan murah (mobil, 
KA,Bus, pesawat) dll 










Tersedia berbagai tempat makan/minum (restauran), tempat belanja/duty free,  
asuransi,  fasilitas olahraga, pemandu wisata, penyedia souvenir, toilet, peta wisata., 
informasi, mengurus dokumen, traveller cek, di daerah wisatadll Tersedianya 
lembaga keuangan ws 
Memiliki Spa terkenal di dunia,, kelezatan wisata kuliner,wisata belanja fahsion , 
paket perjalanan wisatawan 
Harga-harga produk relatif murah 
Tersedia berbagai penyedia paket wisata,  termasuk paket WS 





      Adanya peratura serfitikasi halal dari MUI 
Diperluasnya tugas pokok dan fungsi dinas yang bersinergi antara kebudayaan dan 
parwisata. 
Pengelolaan restribusi yang sudah baik untuk objek wisata seperti tiket masuk 
pengunjung. 
16.    . Tersedianya infrastruktur menuju ow 
17 
18 
Tingginya dukungan stakeholders. 
Telah terciptanya persepsi publik yang baik terhadap objek wisata yang ada di 
Indonesia. 
19 Meningkatnya pengguna internet sehingga memudahkan promosi secara online. 
Sumber : Penulis, dari wawancara dan Berbagai sumber s (2020) 
Tabel 4.8 





Kualitas dan kuantitas destinasi banyak yang kurang  layak, (tidak bisa menajga 
kelestrasian objek wisata/tidak bersih, rusak, tidak aman) 
Persepsi masyarakat thp WS  masih minim , sehingga terjadi penolakan karena tidak 
mengenal secara detail tentang wisata syariah 
  3 
 
  4 
Petunjuk jalan ke objek wisata minim dan belum canggih (minimnya akses 
informasi) 




Minim penginapan yang menarik dan bertaraf internasional  dan pelayanan yang 
kurang baik 




Minimnya produk bisnis yang berlabel halal/bersertifikat halal 
Minimnya cendera mata produk khas daerah  
Minimnya paket perjalanan wisata halal 










Belum ada uu/peratura/regulasiWS 
Kebijakan dan kepastian hukum tidak menentu 
Perbedaan penanganan antar kabupaten yang menyulitkan proses koordinasi. 
Maraknya pungli/kutipan liar , premanisme, kejahatan yang dilakukan masyarakat 
sehingga  tidak aman termasuk rendahnya kebersihan 
Belum adanya komitmen yang kuat antar stakeholders (masih sendiri-sendiri) karena 
lemahnya koordinasi lintas sektoral dalam pengembagann objek masih 
Pengelolaan sampah yang kurang baik di masing-masing destinasi. 
Ketakutan pelaku bisnis terhadap sertifikasi halal dan WS 
19 Minimnya anggaran untuk infrastruktur, promosi, event dan lain-lain 
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Infrasturktur masih belum memadai  (rusak, jalan yang kecil   terbatas, dan  belum 
berstandar ICT) 
Fasilitas tidak terawat (toilet,  tempat wudhu,, musholls belum layak /kotor 






Kompeten dan kualitas SDM yang rendah, sehingga kesadaran dalam memberikan 
pelayanan yang baik rendah 
Mental pengusaha yang rendah, dan tidak memperhatikan lingkungan usaha 
Peran akademisi dan komunitas minim 
Minimnya sumber daya yang menguasai bahasa asing 
  28 
  29 
Minimnya akses informasi 
Minimnya bank data 
Sumber : Penulis, wawancara dan berbagai sumber (2020) 
 
2. Analisis Aspek Eksternal  
 Berdasarkan analisis lingkungan eksternal wisata syariah di Indonesia 
didapatkan Aspek-Aspek yang menjadi peluang dan ancaman wisata syariah di 
Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.9 












Konsep syariah kian marak dan berkembang menjadi pusat trend WS di dunia setiap 
tahunnya 
Pasar perjalan bisnis muslim diperkirakan akan terus tumbuh dalam berberapa tahun 
mendatang 
Peningkatan jumlah penduduk muslim dunia yg cukup significan terutama kaum 
muslim asia , amerika dan eropah  sehingga daya beli terus naik  
Total expenditur muslim meninkgat  signifikan 
Tingginya miniat wisatawan muslim memilih muslim friendly 
Muslim fashion yang berkembang 
Pelaksanaan event bulanan/tahunan yang bersifat tematik. 
Inovasi atraksi dan layanan wisatawan. 
9     Banyak dibuka jalur direct flight baru ke ow melalui berbagai penerbangan  
10 
11 
       Pemasangan CCTV di setiap desinasi. 
Model  sarana dan prasarana penunjang seperti ir bersih, peingkatan jalan, listrik, 




Penggalakan program visit Indonesia yang membuka pasar internasional. 
Peluang kesempatan kerja dan kerjasana. 
Meningkatkan minat investor dalam, maupun luar negeri untuk melakukan investasi 
pada sektor pariwisata 
15 Digital marketing melalui partnership 














Pancaroba musim di Indonesia (pasang surut , erosi dll)  
Tuntutan wisatawan tinggi 
Negara lain berlomba-lomba menawarkan konsep WS 
Tingkat kunjungan wisatawan mancanegara fluktuatif, dan tidak mengalami kenaikan 
signifikan 
Berkembangnya wisata syariah di negar eropah, asia dll 
Pencemaran lingkungan dengan sampah – sampah bungkusan  
Kecelakaan yang terjadi karena kondisi alam 





Kualitas SDM negara lain lebih baik dan pelayanan terbaik 
Pengaruh gaya hidup wisatawan asing yang suka minum – minuman keras, berjudi 
dsb. 








Komitment dan sinergi tentang wisata syariah di LN cukup baik 
Jasa management , conssultancy dan training tersedia di LN 
Mudahnya perizinan di negara 
Dukungan pemerintah di negara lain sangat tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang 
memudahkan penerapan WS 




Banyaknya fasilitas dan kemudan serta Konsistensi negara lain dalam memberikan 
fasilitas dan pelayanan untuk wisatawan muslim (toilet, mesjid dll) 
Minimnya investor dalam membangun sarana dan prasaran umum bagi wisatawan. 
34. Gencarnya promosi halal dan paket-paket halal yang dilakukan negara lain 
Sumber : Penulis, wawncara dan berbagai sumber (2020) 
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D. Dekomposisi Model Wisata Halal Sebelum Diuji   
          
          
       
       
      
      
       Sumber: Penulis , diolah (2020)
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E. Kontruksi Model       
          
       Sumber: Penulis , diolah (2020) 
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F. Aspek Dominan Model Wisata Halal Sustainable 
1. Aspek Dominan Model Wisata Halal Sustainable Berdasarkan Daerah 
a. Nusa Tenggara Barat 
Berdasarkan hasil analisis jawaban kuesioner ANP yang telah diberikan 
kepada informan dan ada 3 kategori informan yang memberikan jawaban , di 
bawah ini kelompok praktisi memprioritaskan Aspek-Aspek yang dominan 
dalam Model  wisata halal yang sustain sebagai berikut:  
 
Gambar 4.1 
Prioritas Model Wisata Halal Berdasarkan Daerah Nusa Tenggara Barat 
Berdasarkan Gambar 4.1 di atas terlihat bahwa untuk daerah Nusa tenggara 
Barat, para informan memprioritaskan bahwa dalam Aspek Model  wisata 
halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek regulasi sebesar 0,41 kedua 
adalah aspek objek wisata sebesar 0,32 dan prioritas ketiga adalah aspek 
masyarakat sebesar 0,26859 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek masyarakat sebesar 0,54, 
kedua adalah aspek regulasi sebesar 0,3, dan ketiga adalah aspek objek 
wisata sebesar 0,16 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek regulasi sebesar 0,54, kedua 






Prioritas Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Berdasarkan Daerah Nusa 
Tenggara Barat 
Berdasarkan Gambar 4.2 di  atas terlihat bahwa untuk daerah Nusa tenggara 
Barat, para informan memprioritaskan bahwa Aspek regulasi dalam Model 
wiasata adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,57 dan 
kedua adalah aspek Daerah sebesar 0,43. 
2) Infomran 2: prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,56 dan kedua 
adalah aspek Daerah sebesar 0,44. 
3) Infomran 3: prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,39 dan kedua 
adalah aspek Daerah sebesar 0,61. 
 
Gambar 4.3 
Prioritas Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah 
Nusa Tenggara Barat 
Berdasarkan Gambar 3 di atas terlihat bahwa untuk daerah Nusa Tenggara 
Barat, para informan memprioritaskan bahwa Aspek regulasi pusat dalam 
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Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek S. Kompetensi  sebesar  
0,06, kedua adalah aspek S. Halal sebesar 0, 1, ketiga adalah aspek P. 
Halal sebesar 0,16, keempat aspek F. Utama 0,26 dan kelima adalah 
aspek F. Pendukung sebesar 0,42. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek S. Kompetensi  sebesar  
0,42, kedua adalah aspek S. Halal sebesar 0,26, ketiga adalah aspek P. 
Halal sebesar 0,16, keempat aspek F. Utama 0,1 dan kelima adalah 
aspek F. Pendukung sebesar 0,06. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek S. Kompetensi  sebesar  
0,25, kedua adalah aspek S. Halal sebesar 0,46 , ketiga adalah aspek P. 
Halal sebesar 0,14, keempat aspek F. Utama 0,09 dan kelima adalah 
aspek F. Pendukung sebesar 0,06. 
b. Daerah Aceh 
 
Gambar 4.4 
Prioritas Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah Aceh 
Berdasarkan Gambar 4.15 di atas terlihat bahwa untuk daerah Aceh, para 
informan memprioritaskan bahwa dalam faktor Model  wisata halal adalah  
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,27 kedua 
adalah aspek Aspek Objek Wisata sebesar 0,38798 dan prioritas ketiga 
adalah aspek Masyarakat sebesar 0,34. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,32 kedua 
adalah aspek Aspek Objek Wisata sebesar 0,27 dan prioritas ketiga 




Prioritas Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah Aceh 
Berdasarkan Gambar 4.16 di atas terlihat bahwa untuk daerah Aceh, para 
informan memprioritaskan bahwa faktor regulasi dalam Model  wisata halal 
adalah: 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,5 dan 
prioritas kedua adalah aspek Daerah 0,5. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,38067 dan 
prioritas kedua adalah aspek Daerah 0,61933 
 
Gambar 4.6 
Prioritas Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah 
Aceh 
Berdasarkan Gambar 4.17 di atas terlihat bahwa untuk daerah Aceh, para 
informan memprioritaskan bahwa Aspek  regulasi pusat dalam Model  
wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek S. Kompetensi  sebesar  
0,07, kedua adalah aspek S. Halal sebesar 0, 42, ketiga adalah aspek P. 
Halal sebesar 0,26, keempat aspek F. Utama 0,16 dan kelima adalah 
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aspek F. Pendukung sebesar 0,1. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek S. Kompetensi  sebesar  
0,16, kedua adalah aspek S. Halal sebesar 0,42, ketiga adalah aspek P. 
Halal sebesar 0,26, keempat aspek F. Utama 0,1 dan kelima adalah 
aspek F. Pendukung sebesar 0,06. Informan 1 : prioritas pertama adalah 
Aspek informasi sebesar 0,16, kedua adalah Aspek komunikasi sebesar 
0,1, ketiga adalah Aspek promosi sebesar 0,47 dan prioritas keempat 
adalah Aspek Mediacenter sebesar 0,28. 
c. Daerah Bali 
 
Gambar 4.7 
Prioritas Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah Bali 
Berdasarkan Gambar 4.29 di atas terlihat bahwa untuk daerah Bali, para 
informan memprioritaskan bahwa Aspek Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,52 kedua 
adalah Aspek Objek Wisata sebesar 0,18 dan prioritas ketiga adalah 
aspek Masyarakat sebesar 0,3. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,29 kedua 
adalah Aspek Objek Wisata sebesar 0,44 dan prioritas ketiga adalah 
aspek Masyarakat sebesar 0,28. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,52 kedua 
adalah Aspek Objek Wisata sebesar 0,28 dan prioritas ketiga adalah 




Prioritas Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah Bali 
Berdasarkan Gambar 4.30 di atas bahwa untuk daerah Bali, para informan 
memprioritaskan bahwa faktor regulasi dalam Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,67 dan 
prioritas kedua adalah aspek Daerah 0,33. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,64 dan 
prioritas kedua adalah aspek Daerah 0,36. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,5 dan 
prioritas kedua adalah aspek Daerah 0,5. 
 
Gambar 4.9 
Prioritas Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah 
Bali 
Berdasarkan Gambar 4.31 di atas terlihat bahwa untuk daerah Bali, para 
informan memprioritaskan bahwa faktor regulasi pusat dalam Model  wisata 
halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek S. Kompetensi  sebesar  
0,06, kedua adalah Aspek S. Halal sebesar 0, 41, ketiga adalah Aspek P. 
Halal sebesar 0,26, keempat Aspek F. Utama 0,16 dan kelima adalah 
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Aspek F. Pendukung sebesar 0,1. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek S. Kompetensi  sebesar  
0,06, kedua adalah Aspek S. Halal sebesar 0,26, ketiga adalah Aspek P. 
Halal sebesar 0,16, keempat Aspek F. Utama 0,1 dan kelima adalah 
Aspek F. Pendukung sebesar 0,42. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek S. Kompetensi  sebesar  
0,2, kedua adalah Aspek S. Halal sebesar 0,2, ketiga adalah Aspek P. 
Halal sebesar 0,2, keempat Aspek F. Utama 0,2 dan kelima adalah 
Aspek F. Pendukung sebesar 0,2. 
d. Daerah Sumatera Utara 
 
Gambar 4.10 
Prioritas Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah Sumatera Utara 
Berdasarkan Gambar 4.43 di atas terlihat bahwa untuk daerah Sumatera Utara, 
para informan memprioritaskan bahwa dalam faktor Model wisata halal adalah: 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Masyarakat sebesar 0,49 
kedua adalah Aspek Regulasi sebesar 0,28 dan prioritas ketiga adalah 
Objek Wisata sebesar 0,23. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Objek Wisata sebesar 0,46 
kedua Masyarakat sebesar 0,34adalah Aspek dan prioritas ketiga adalah 
Regulasi sebesar 0,2. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,49 kedua 
adalah Aspek Objek Wisata sebesar 0,27 dan prioritas ketiga adalah 




Prioritas Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah 
Sumatera Utara 
Berdasarkan Gambar 4.44 di atas terlihat bahwa untuk daerah Sumatera 
Utara, para informan memprioritaskan bahwa faktor regilasi dalam Model  
wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,64 dan 
prioritas kedua adalah Daerah 0,36. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,66 dan 
prioritas kedua adalah Daerah 0,34 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,57 dan 
prioritas kedua adalah Daerah 0,43. 
2. Aspek Dominan Model Wisata Halal Sustainable Berdasarkan Kategori 
a. Kategori Praktisi 
Berdasarkan hasil analisis, kelompok praktisi memprioritaskan Aspek-Aspek 
yang dominan dalam Model  wisata halal yang sustain sebagai berikut: 
 
Gambar 4.12 
Prioritas Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok Praktisi  
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Dari Gambar di  atas terlihat bahwa untuk kategori  kelompok informan  
yang berasal dari kategori praktis memprioritaskan bahwa faktor dominan 
dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek regulasi sebesar 0,41 kedua 
adalah obbjek wisata sebesar 0,32 dan prioritas ketiga adalah 
masyarakat sebesar 0,27. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek aspek Objek Wisata sebesar 
0.38798, kedua adalah masyarakat sebear 0,34, dan ketiga adalah 
regulasi sebesar 0,27 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek regulasi sebesar 0,5, kedua 
adalah masyarakat sebear 0,3, dan ketiga adalah aspek Objek Wisata 
sebesar 0,18 
4) Informan 4: prioritas pertama adalah aspek masyarakat sebesar 0,49, 
kedua adalah regulasi sebear 0,28, dan ketiga adalah aspek Objek 
Wisata sebesar 0,23. 
 
Gambar 4.13 
Prioritas Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok 
Praktisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Praktisi memprioritaskan bahwa Aspek regulasi dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek pusat sebesar 0,57 dan 
prioritas kedua  adalah daerah sebesar 0,43. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek pusat sebesar 0.5 dan 
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prioritas kedua adalah daerah sebesar 0,5.  
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek pusat sebesar 0,67 dan 
prioritas kedua adalah daerah sebesar 0,33.  
4) Informan 4: prioritas pertama adalah aspek pusat sebesar 0,64 dan 
prioritas kedua adalah daerah sebesar 0,36. 
 
Gambar 4.14 
 Prioritas Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Praktisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Praktisi memprioritaskan bahwa Aspek regulasi pusat 
dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,06 
kedua adalah S.Halal sebesar 0,1 ketiga adalah P.Halal sebesar 0,16 
keempat adalah F.Utama sebesar 0,26 dan kelima adalah F.Pendukung 
sebesar 0,42   
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,06 
kedua adalah S.Halal sebesar 0,42 ketiga adalah P.Halal sebesar 0,26 
keempat adalah F.Utama sebesar 0,16 dan kelima adalah F.Pendukung 
sebesar 0,1   
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,06 kedua 
adalah S.Halal sebesar 0,42 ketiga adalah P.Halal sebesar 0,03 keempat 
adalah F.Utama sebesar 0,16 dan kelima adalah F.Pendukung sebesar 0,1   
4) Informan 4 : prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,06 
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kedua adalah S.Halal sebesar 0,26 ketiga adalah P.Halal sebesar 0,16 
keempat adalah F.Utama sebesar 0,1 dan kelima adalah F.Pendukung 
sebesar 0,42  
b. Kategori Masyarakat 
 
Gambar 4.15 
Prioritas Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok Masyarakat 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Masyarakat memprioritaskan bahwa Aspek dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek regulasi sebesar 0,1 kedua  
adalah objek-wisata sebesar 0.41 dan ketiga adalah masyarakat sebesar 0,5  
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek regulasi sebesar 0,3 kedua adalah 
objek-wisata sebesar 0.16 dan ketiga adalah masyarakat sebesar 0,54 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek regulasi sebesar 0,33 kedua 
adalah objek-wisata sebesar 0.33 dan ketiga adalah masyarakat sebesar 0,33 
 
Gambar 4.16 
 Prioritas Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok 
Masyarakat 
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Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Masyarakat memprioritaskan bahwa Aspek regulasi 
dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek pusat sebesar 0,35 dan kedua  
adalah daerah sebesar 0.65  
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek pusat sebesar 0,56 dan kedua  
adalah daerah sebesar 0,44 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek pusat sebesar 0,58 dan kedua  
adalah daerah sebesar 0.42 
 
Gambar 4.17 
Prioritas Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Masyarakat 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Masyarakat memprioritaskan bahwa Aspek regulas 
pusati dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek s.kompetensi sebesar 0,05 
kedua adalah s.halal sebesar 0.1 ketiga adalah p.halal sebesar 0,27 
keempat adalah f.utama sebesar 0,16 dan kelima adalah f.pendukung 
sebesar 0,42 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek s.kompetensi sebesar 0,42 kedua  
adalah s.halal sebesar 0,26ketiga adalah p.halal sebesar 0,16 keempat adalah 
f.utama sebesar 0,1 dan kelima adalah f.pendukung sebesar 0,06 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek s.kompetensi sebesar 0,2 kedua 
adalah s.halal sebesar 0.2 ketiga adalah p.halal sebesar 0,2 keempat adalah 
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f.utama sebesar 0,2 dan kelima adalah f.pendukung sebesar 0,2 
c. Kategori Auditor Halal 
 
Gambar 4.18 
 Prioritas Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok Auditor Halal 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Auditor halal memprioritaskan bahwa Aspek dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,54, 
kedua adalah Objek-Wisata sebesar 0,3 dan ketiga adalah Masyarakat 
adalah 0,16. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,2, kedua 
adalah Objek-Wisata sebesar 0,47 dan ketiga adalah Masyarakat adalah 0,34. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,29, 




Prioritas Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok 
Auditor Halal 
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Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Auditor halal memprioritaskan bahwa Aspek regulasi 
dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,67 dan 
kedua adalah Daerah sebesar 0,33. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,66 dan kedua 
adalah Daerah sebesar 0,34. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,64 dan 
kedua adalah Daerah sebesar 0,36. 
d. Kategori Regulator 
 
Gambar 4.20 
Prioritas Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok Regulator 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Regulator memprioritaskan bahwa Aspek dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,49, kedua 
adalah Objek-Wisata sebesar 0,27 dan ketiga adalah Masyarakat adalah 0,24. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,54, kedua 
adalah Objek-Wisata sebesar 0,3 dan ketiga adalah Masyarakat adalah 0,16. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,52, kedua 
adalah Objek-Wisata sebesar 0,28 dan ketiga adalah Masyarakat adalah 0,2. 
4) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,32, 
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Prioritas Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok 
Regulator 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Regulator memprioritaskan bahwa Aspek regulasi 
dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,57 dan 
kedua adalah Daerah sebesar 0,43. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,39 dan kedua 
adalah Daerah sebesar 0,61. 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,5 dan kedua 
adalah Daerah sebesar 0,5. 
4) Informan 4: prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,38 dan kedua 
adalah Daerah sebesar 0,62. 
Dari Gambar terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang berasal 
dari kategori Regulator memprioritaskan bahwa Aspek regulas pusati dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,42, 
kedua adalah S.Halal sebesar 0.26, ketiga adalah P.Halal sebesar 0,16 
keempat adalah F.Utama sebesar 0,1 dan prioritas kelima adalah 
F.Pendukung sebesar 0,06. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,25, 
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kedua adalah S.Halal sebesar 0.46, ketiga adalah P.Halal sebesar 0,14 
keempat adalah F.Utama sebesar 0,1 dan prioritas kelima adalah 
F.Pendukung sebesar 0,06. 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,2, 
kedua adalah S.Halal sebesar 0.2, ketiga adalah P.Halal sebesar 0,2 
keempat adalah F.Utama sebesar 0,2 dan prioritas kelima adalah 
F.Pendukung sebesar 0,2. 
4) Informan 4: prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,16, 
kedua adalah S.Halal sebesar 0.42, ketiga adalah P.Halal sebesar 0,26 
keempat adalah F.Utama sebesar 0,1dan prioritas kelima adalah 
F.Pendukung sebesar 0,06. 
 
Gambar 4.22 
Prioritas Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Regulator 
e. Kategori Akademisi 
 
Gambar 4.23 
Prioritas Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok Akademisi 
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Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori akademisi memprioritaskan bahwa Aspek dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,52, 
kedua adalah Objek-Wisata sebesar 0,28 dan ketiga adalah Masyarakat 
adalah 0,1989. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,37, kedua 
adalah Objek-Wisata sebesar 0,34 dan ketiga adalah Masyarakat adalah 0,3. 
 
Gambar .24 
Prioritas Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok 
Akademisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori akademisi memprioritaskan bahwa Aspek regulasi 
dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,5 dan kedua 
adalah Daerah sebesar 0,5. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,64103 dan 




Prioritas Aspek Regulas Pusati dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Akademisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori akademisi memprioritaskan bahwa Aspek regulas 
pusati dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,2, 
kedua adalah S.Halal sebesar 0.2, ketiga adalah P.Halal sebesar 0,2 
keempat adalah F.Utama sebesar 0,2 dan prioritas kelima adalah 
F.Pendukung sebesar 0,2. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,06, 
kedua adalah S.Halal sebesar 0.42, ketiga adalah P.Halal sebesar 0,16 
keempat adalah F.Utama sebesar 0,1 dan prioritas kelima adalah 
F.Pendukung sebesar 0,26. 
G. Rataan Dominan Model Wisata Halal Yang Sustainable  
1. Rataan Dominan Model Wisata Halal Yang Sustainable Berdasarkan 
Daerah  
a. Aspek Model  Wisata Halal 
Berdasarkan hasil analisis, Aspek yang dominan dalam Model  wisata halal 




Prioritas Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.127 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah 
masing-masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan aspek regulasi sebesar 0,4, kemudian 
disusul urutan kedua adalah masyarakat sebesar 0, 29, dan selanjutnya 
yang urutan ketiga adalah aspek Objek Wisata sebesar 0,27. 
2) Daerah Aceh memprioritaskan aspek masyarakat sebesar 0,41, 
kemudian disusul urutan kedua adalah aspek Objek Wisata sebesar 0,29, 
dan selanjutnya yang urutan ketiga adalah regulasi sebesar 0,28. 
3) Daerah Bali memprioritaskan aspek regulasi sebesar 0,43, kemudian 
disusul urutan kedua adalah aspek Objek Wisata sebesar 0, 28, dan 
selanjutnya yang urutan ketiga adalah mayarakat sebesar 0,25. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan aspek masyarakat sebesar 0,34, 
kemudian disusul urutan kedua adalah aspek Objek Wisata sebesar 0, 
31, dan selanjutnya yang urutan ketiga adalah sebesar 0,3. 
b. Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.128 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah 
masing-masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan aspek regulasi pusat sebesar 0,54, 
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kemudian disusul regulasi daerah sebesar 0, 44. 
2) Daerah Aceh memprioritaskan aspek regulasi daerah sebesar 0,44, 
kemudian disusul regulasi daerah sebesar 0, 44. 
3) Daerah Bali memprioritaskan aspek regulasi pusat sebesar 0,59, 
kemudian disusul regulasi daerah sebesar 0, 39. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan aspek regulasi pusat sebesar 0,61, 
kemudian disusul regulasi daerah sebesar 0, 38. 
 
Gambar 4.27 
Prioritas Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal  
c. Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.129 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah 
masing-masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan aspek S. Halal sebesar 0,24, kemudian 
disusul urutan kedua adalah Aspek P. Halal sebesar 0, 2, selanjutnya 
urutan ketiga adalah Aspek S. Kompetensi sebesar 0,14, disusul oleh 
Aspek F. Utama sebesar 0,14 dan urutan terakhir disusul oleh Aspek F. 
Pendukung sebesar 0,11. 
2) Daerah Aceh memprioritaskan aspek S. Halal sebesar 0,42, kemudian 
disusul urutan kedua adalah Aspek P. Halal sebesar 0, 22, selanjutnya 
urutan ketiga adalah F, Pendukung sebesar 0,12, dan disusul oleh Aspek 
F. Utama serta Aspek S. Kompetensi sebesar 0,1. 
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3) Daerah Bali memprioritaskan aspek S. Halal sebesar 0,28, kemudian 
disusul urutan kedua adalah Aspek P. Halal sebesar 0, 2, selanjutnya 
urutan ketiga adalah Aspek F. Pendukung sebesar 0,2, disusul oleh 
Aspek F. Utama sebesar 0,15 dan urutan terakhir disusul oleh Aspek S. 
Kompetensi sebesar 0,09. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,22, kemudian 
disusul urutan kedua adalah Aspek S. Kompetensi sebesar 0, 19, 
selanjutnya urutan ketiga adalah Aspek F. Utama sebesar 0,16, disusul 
oleh Aspek P. Halal sebesar 0,135 dan urutan terakhir disusul oleh 
Aspek F. Pendukung sebesar 0,12. 
 
Gambar 4.28 
Prioritas Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal  
d. Aspek Regulasi Daerah dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.130 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah 
masing-masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,35, urutan 
kedua disusul Aspek Pengelolaan sebesar 0,29, urutan ketiga disusul 
Aspek Pembinaan sebesar 0,18, urutan keempat disusul Aspek 
pengawasan sebesar 0,09 dan terakhir Aspek Litbang sebesar 0,07. 
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2) Daerah Aceh memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,42, urutan 
kedua disusul Aspek Pengelolaan sebesar 0,19, urutan ketiga disusul 
Aspek Pembinaan sebesar 0,16, urutan keempat disusul Aspek Litbang 
sebsar 0,09 dan urutan terakhir Aspek pengawasan sebesar 0,09. 
3) Daerah Bali memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,28, urutan kedua 
disusul Penelolaan, Aspek Pembinaan dan Aspek pengawasan sebesar 
0,15 dan di urutan terakhir disusul Aspek Litbang sebesar 0,17. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,42, urutan kedua 
disusul Aspek Pengelolaan sebesar 0,22, uratan ketiga disusul Aspek 
Pembinaan sebesar 0, 19, urutan keempat disusul Aspek pengawasan 
sebesar 0,1 dan diurutan terakhir Aspek Litbang sebesar 0,06. 
 
Gambar 4.29 
Prioritas Aspek Regulasi Daerah dalam Model  Wisata Halal 
e. Aspek Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.131 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah 
masing-masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan SDM sebesar 0,31, di urutan kedua 
adalah Aspek Daya Tarik sebesar 0,22, di urutan ketiga adalah Aspek 
Amenitas dan aspek Teknologi sebesar 0,14 sera diurutan terakhir 
disusul oleh Aksesbilitas sebesar 0,14. 
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2) Daerah Aceh memprioritaskan Aspek Daya Tarik sebesar 0,24, di urutan 
kedua adalah SDM sebesar 0,23, di urutan ketiga adalah Aksesbilitas 
sebesar 0,201, di urutan keempat adalah Aspek Amenitas sebesar 0,15 
dan di urutan terakhir disusul oleh Aspek Teknologi sebesar 0,14. 
3) Daerah Bali memprioritaskan Aspek Daya Tarik sebesar 0,3, di urutan 
kedua adalah SDM sebesar 0,23, di urutan ketiga adalah Aspek Aksebilitas 
sebesar 0,17, di urutan keempat adalah Aspek Amenitas sebesar 0,16 dan 
diurutan terakhir disusul oleh Aspek Teknologi sebesar 0,1. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan SDM sebesar 0,27, di urutan kedua 
adlaah Aspek Daya Tarik sebesar 0,21, di urutan ketiga adalah Aspek 
Amenitas sebesar 0,19, di urutan keempat sebesar Aksesbilitas sebesar 
0,17 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek Teknologi sebesar 0,12. 
 
Gambar 4.30 
Prioritas Aspek Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal  
f. Aspek  Daya Tarik suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.132 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah 
masing-masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan Aspek budaya sebesar 0,32, diurutan kedua 
adalah Alam sebesar 0,32, diurutan ketiga adalah Aspek  event sebesar 0,16 
dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek buatan sebesar 0,13. 
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2) Daerah Aceh memprioritaskan aspek Alam sebesar 0,47, diurutan kedua 
adalah Aspek budaya sebesar 0,28, diurutan ketiga adalah Aspek buatan 
sebesar 0,1 dan diurutan terakhir disusul Aspek  event sebesar 0,16. 
3) Daerah Bali memprioritaskan aspek Alam sebesar 0,32, diurutan kedua 
adalah Aspek  event  sebesar 0,22, di urutan ketiga adalah Aspek buatan 
sebesar 0,19 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek budaya sebesar 0,19. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan aspek Alam sebesar 0,39, diurutan kedua 
adalah Aspek budaya sebesar 0,33, diurutan ketiga adalah Aspek  event 
sebesar 0,14 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek buatan sebesar 0,11. 
 
Gambar 4.31 
Prioritas Aspek  Daya Tarik suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
g. Aspek Sumber Daya Manusia suatu Destinasi Wisata dalam Model Wisata Halal 
 
Gambar 4.32 
Prioritas Aspek Sumber Daya Manusia suatu Destinasi Wisata dalam Model  
Wisata Halal  
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Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.133 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah 
masing-masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan aspek Sikap sebesar 0,47, diurutan kedua 
adalah Kinerja sebesar 0,26 dan terakhir disusul oleh Aspek event 
sebesar 0,22. 
2) Daerah Aceh memprioritaskan aspek Sikap sebesar 0,44, diurutan kedua 
adalah Kinerja sebesar 0,36 dan terkahir disusul oleh Aspek event 
sebesar 0,16. 
3) Daerah Bali memprioritaskan aspek Sikap sebesar 0,46 dan diurutan 
kedua disusul oleh Aspek event serta Kinerja sebesar 0,25. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan Aspek event sebesar 0,36, diurutan 
kedua adalah Kinerja sebesar 0,3 dan diurutan terakhir disusul oleh 
Sikap sebesar 0,24. 




Prioritas Aspek  Amenitas suatu Aspek Daya Tarik suatu Destinasi Wisata 
dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.134 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah 
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masing-masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan Aspek kuliner sebesar 0,32, di urutan 
kedua adalah Aspek akomodasi modasi sebesar 0,31, diurutan ketiga 
adalah Aspek biroper sebesar 0,21 dan diurutan terakhir disusul oleh 
Aspek cinderamata sebesar 0,1. 
2) Daerah Aceh memprioritaskan Aspek kuliner sebesar 0,39, diurutan 
kedua adalah Aspek akomodasi modasi sebsar 0,33, diurutan ketiga 
adalah Aspek cinderamata sebesar 0,13 dan diurutan terakhir disusul 
oleh Aspek biroper sebesar 0,12. 
3) Daerah Bali memprioritaskan Aspek kuliner sebesar 0,32, diurutan 
kedua adalah Aspek biroper sebesar 0,27, diurutan ketiga adalah Aspek 
akomodasi modasi sebesar 0,22 dan diurutan terakhir disusul oleh 
Aspek cinderamata sebesar 0,13. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan Aspek kuliner sebesar 0,47, diurutan 
kedua adalah Aspek akomodasi modasi sebsar 0,28, diurutan ketiga 
adalah Aspek biroper sebesar 0,16 dan diurutan terkahir disusul oleh 
Aspek cinderamata sebesar 0,1.  
i. Aspek Aksesbilitas suatu Aspek Daya Tarik suatu Destinasi Wisata dalam 
Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.34 
Prioritas Aspek Aksesbilitas suatu Aspek Daya Tarik suatu Destinasi Wisata 
dalam Model  Wisata Halal  
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Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.135 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah 
masing-masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan Aspek infrastruktur sebesar 0,36, 
diurutan kedua adalah Aspek moda sebesar 0,28, diurutan ketiga adalah 
aspek rute sebesar 0,16 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
terminal sebesar 0,12. 
2) Daerah Aceh memprioritaskan Aspek moda sebesar 0,33, diurutan 
kedua adalah Aspek infrastruktur sebesar 0,28, diurutan ketiga adalah 
Aspek terminal sebesar 0,19 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
rute sebesar 0,11.  
3) Daerah Bali memprioritaskan Aspek infrastruktur sebesar 0,32, diurutan 
kedua adalah Aspek rute sebesar 0,27, diurutan ketiga adalah Aspek 
moda sebesar 0,22 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek terminal 
sebesar 0,13. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan Aspek moda sebesar 0,26, diurutan 
kedua adalah Aspek terminal sebesar 0,22, diurutan ketiga adalah Aspek 
infrastruktur sebesar 0,21 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek rute 
sebesar 0,19 
j. Aspek  Teknologi suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.35 
Prioritas Aspek  Teknologi suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal  
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Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.136 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah 
masing-masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan Aspek internet sebesar 0,31, diurutan kedua 
adalah Aspek media Sosial sebesar 0,24, diurutan ketiga adalah IT Bisnis 
sebesar 0,18 dan diurutan terakhir disusul oleh IT Hiburan sebesar 0,14.  
2) Daerah Aceh memprioritaskan Aspek media Sosial sebesar 0,47, diurutan 
kedua adalah Aspek internet sebesar 0,23, diurutan ketiga adalah IT Bisnis 
sebesar 0,16 dan diurutan terakhir disusul oleh IT Hiburan sebesar 0,11. 
3) Daerah Bali memprioritaskan Aspek internet sebesar 0,37, diurutan kedua 
adalah Aspek media Sosial sebesar 0,25, diurutan ketiga adalah IT Bisnis 
sebesar 0,17 dan diurutan terakhir disusul oleh IT Hiburan sebesar 0,17. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan Aspek media Sosial sebesar 0,33, 
diurutan kedua adalah Aspek internet sebesar 0,28, diurutan ketiga 
adalah IT Bisnis sebesar 0,19 dan diurutan terakhir disusul oleh IT 
Hiburan sebesar 0,11. 
k. Aspek Masyarakat dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.36 
Prioritas Aspek Masyarakat dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.137 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah 
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masing-masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan Aspek tokoh sebesar 0,37, diurutan 
kedua adalah Aspek lokal sebesar 0,33 dan siurutan terakhir disusul oleh 
Aspek media sebesar 0,26. 
2) Daerah Aceh memprioritaskan Aspek lokal sebesar 0,34, diurutan kedua 
adalah Aspek tokoh sebesar 0,32 dan diurutan terakhir disusul oleh 
Aspek media sebesar 0,32. 
3) Daerah Bali memprioritaskan Aspek media sebesar 0,38, diurutan kedua 
adalah Aspek tokoh sebesar 0,37 dan diurutan terakhir disusul oleh 
Aspek lokal sebesar 0,22. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan Aspek lokal0,39, diurutan kedua adalah 
Aspek tokoh sebesar 0,38 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
media sebesar 0,21. 
l. Aspek Masyarakat lokal dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.37 
Prioritas Aspek Masyarakat lokaldalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.138 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah 
masing-masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan Aspek sadar wisata sebesar 0,35, 
diurutan kedua adalah Aspek kearifan aspek lokal sebesar 0,3 dan 
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diurutan terakhir disusul oleh Aspek sapta pesona sebesar 0,26. 
2) Daerah Aceh memprioritaskan Aspek sadar wisata sebesar 0,44, 
diurutan kedua adalah Aspek kearifan aspek lokal sebesar 0,3 dan 
diurutan terakhir disusul oleh Aspek sapta pesona sebesar 0,2. 
3) Daerah Bali memprioritaskan Aspek sadar wisata sebesar 0,46 dan 
diurutan kedua disusul oelh Aspek sapta pesona dan Aspek kearifan lokal. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan Aspek sadar wisata sebesar 0,54, 
diurutan kedua adalah Sapta Aspek lokal sebesar 0,24 dan diurutan 
terakhir disusul oleh Aspek kearifan aspek lokal sebesar 0,2. 
m. Aspek  tokoh Masyarakat dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.38 
Prioritas Aspek  tokoh Masyarakat dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.139 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah 
masing-masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan Aspek edukasi sebesar 0,42, diurutan 
kedua adalah Model  sebesar 0,23, di urutan ketiga adalah Aspek 
penelitian sebesar 0,16 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
pengawasan sebesar 0,12. 
2) Daerah Aceh memprioritaskan Aspek edukasi sebesar 0,33, diurutan kedua 
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adalah Model  sebesar 0,28, diuruta ketiga adalah Aspek pengawasan dan 
diurutan terakhir disusul oleh Aspek penelitian sebesar 0,12.  
3) Daerah Bali memprioritaskan Aspek edukasi sebesar 0,38, diurutan 
kedua adalah Aspek penelitian dan Model  sebesar 0,19 dan diurutan 
terakhir disusul oleh Aspek pengawasan sebesar 0,19. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan Aspek edukasi sebesar 0,47, diurutan 
kedua adalah Model sebesar 0,27, diurutan ketiga adalah Aspek 
pengawasan sebesar 0,14 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
penelitian sebesar 0,11. 
n. Aspek  media dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.39 
Prioritas Aspek  media dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.140 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah 
masing-masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan Aspek informasi sebesar 0,41, diurutan 
kedua adalah Aspek promosi sebesar 0,28, diurutan ketiga adalah Aspek 
komunikasi sebesar 0,18 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
Mediacenter sebesar 0,1 
2) Daerah Aceh memprioritaskan Aspek promosi sebesar 0,47, diurutan 
kedua adalah Aspek informasi sebesar 0,23, diurutan ketiga adalah 
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Aspek Mediacenter sebesar 0,16 dan diurutan terakhir disusul oleh 
Aspek komunikasi sebesar 0,11. 
3) Daerah Bali memprioritaskan Aspek informasi sebesar 0,378, diurutan 
kedua adalah Aspek komunikasi dan Aspek promosi sebesar 0,22 dan 
diurutan terakhir disusul oleh Aspek Mediacenter sebesar 0,13. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan Aspek informasi sebesar 0,33, diurutan 
kedua adalah Aspek promosi sebesar 0,28, diurutan ketiga adalah Aspek 
komunikasi sebesar 0,23 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
Mediacenter sebesar 0,1. 
2. Rataan Dominan Model Wisata Halal Yang Sustainable Berdasarkan 
Kategori 
a. Aspek Model Wisata Halal 
Berdasarkan hasil analisis, kelompok praktisi memprioritaskan Aspek-Aspek 
yang dominan dalam Model  wisata halal yang sustain sebagai berikut: 
 
Gambar 4.40 
Prioritas Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.141 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan aspek regulasi sebesar 0,36, kemudian disusul 
urutan kedua adalah masyarakat  sebesar 0, 34, dan selanjutnya yang 
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urutan ketiga adalah sebesar 0,27,  
2) Masyarakat memprioritaskan aspek masyarakat sebesar 0,45, kemudian 
disusul urutan kedua adalah aspek Objek Wisata  sebesar 0,28, dan 
selanjutnya yang urutan ketiga adalah  regulasi sebesar 0,21  
3) Auditor memprioritaskan aspek Masyarakat sebesar 0,35, di urutan 
kedua adalah Regulasi sebesar 0,31 dan di urutan terakhir disusul oleh 
Aspek Objek Wisata sebesar 0,29.  
4) Regulator memprioritaskan aspek Regulasi sebesar 0,46, urutan kedua 
adalah Masyarakat sebesar 0,28 dan di urutan terakhir disusul oleh 
aspek Objek Wisata sebesar 0,24. 
5) Akademisi memprioritaskan Regulasi sebesar 0,42, diurutan kedua 
adalah Masyarakat sebesar 0,31 dan diurutan terakhir disusul oleh 
Aspek Objek Wisata sebesar 0,24. 
b. Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.41 
Prioritas Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.142 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan aspek Pusat sebesar 0,59 dan disusul oleh 
Daerah sebesar 0,41. 
2) Masyarakat memprioritaskan aspek Daerah sebesar 0,49 dan disusul 
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oleh Pusat sebesar 0,49. 
3) Auditor memprioritaskan aspek Pusat sebesar 0,61 dan disusul oleh 
Daerah sebesar 0,38. 
4) Regulator memprioritaskan aspek Daerah sebesar 0,53 dan disusul oleh 
Pusat sebesar 0,45. 
5) Akademisi memprioritaskan Pusat sebesar 0,57 dan disusul oleh Daerah 
sebesar 0,42. 
c. Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.42 
Prioritas Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.143 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,26, diurutan kedua 
adalah Aspek P. Halal sebesar 0,21, diurutan ketiga adalah Aspek F. 
Pendukung sebesar 0,2, di urutan keempat adalah F . Utama sebesar 0,16 
dan di urutan terakhir disusul oleh Aspek S. Kompetensi sebesar 0,06.  
2) Masyarakat memprioritaskan Aspek P. Halal sebesar 0,2, diurutan kedua 
Aspek S. Halal sebesar 0,18, diurutan ketiga adalah Aspek F. Pendukung 
sebesar 0,17, diurutan keempat adalah Aspek S. Kompetensi sebesar 0,159 
dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek F. Utama sebesar 0,15. 
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3) Auditor memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0, 29, diurutan kedua 
adalah Aspek P. Halal sebesar 0,19, diurutan ketiga adalah Aspek F. 
Utama dan Aspek F. Pendukung sebesar 0,15 dan diurutan terakhir 
disusul oleh Aspek S. Kompetensi sebesar 0.09. 
4) Regulator memprioritaskan. Aspek S. Halal sebesar 0,32, diurutan 
kedua adalah Aspek S. Kompetensi sebesar 0,24, diurutan ketiga adalah 
Aspek P. Halal sebesar 0,19, diurutan keempat adalah Aspek F. Utama 
sebesar  0,11 dan diurutan terkahir disusul oleh Aspek F. Pendukung 
sebesar 0.08. 
5) Akademisi memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,29, diurutan kedua 
adalah Aspek F. Pendukung sebesar 0,23, diurutan ketiga adalah Aspek P. 
Halal sebesar 0.18, diurutan keempat adalah Aspek F. Utama sebesar 0,14 
dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek S. Kompetensi sebesar 0,11. 
d. Aspek Regulasi Daerah dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.43 
Prioritas Aspek Regulasi Daerah dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.144 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,37, diurutan kedua 
adalah Aspek Pengelolaan dan Aspek Pembinaan sebesar 0,16, diurutan 
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ketiga adalah Aspek pengawasan sebesar 0,12 dan diurutan terakhir 
disusul oleh Aspek Litbang sebesar 0,1. 
2) Masyarakat memprioritaskan Aspek Pengelolaan sebesar 0,33, diurutan 
kedua adalah Aspek Pembinaan sebesar 0, 2, diurutan ketiga adalah Aspek 
S. Halal sebesar 0,17, diurutan keempat adalah Aspek pengawasan sebesar 
0,15 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek Litbang sebesar 0, 09. 
3) Auditor memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,39, diurutan kedua adalah 
Aspek Pengelolaan sebesar 0,24, diurutan ketiga adalah Aspek Pembinaan 
sebesar 0,19, diurutan keempat adalah Aspek pengawasan sebesar 0, 09 dan 
diurutan terakhir disusul oleh Aspek Litbang sebesar 0,07. 
4) Regulator memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,35, diurutan kedua 
adalah Aspek Pengelolaan sebesar 0,19, diurutan ketiga adalah Aspek 
Pembinaan sebesar 0,17, diurutan keempat adalah Aspek Litbang sebesar 
0,12 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek pengawasan sebesar 0, 1.  
5) Akademisi memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,29, diurutan kedua 
adalah Aspek Pembinaan sebesar 0,23, diurutan ketiga adalah Aspek 
Pengelolaan sebesar 0,18, diurutan keempat adalah Aspek pengawasan dan 
diurutan terakhir disusul oleh Aspek Litbang sebesar 0,11. 
e. Aspek Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.44 
Prioritas Aspek Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal  
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Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.145 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan Aspek Daya Tarik sebesar 0,24, diurutan 
keduan adalah SDM sebesar 0,24, diurutan ketiga adalah Aksesbilitas 
sebesar 0,23, diurutan keempat adalah Aspek Amenitas sebesar 0,131 
dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek Teknologi sebesar 0,12. 
2) Masyarakat memprioritaskan Aspek Daya Tarik sebesar 0,26, 
diurutan keduan adalah SDM sebesar 0,25, diurutan ketiga adalah 
Aspek Amenitas sebesar 0,18 , diurutan keempat adalah Aksesbilitas 
sebesar 0,17 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek Teknologi 
sebesar 0,13. 
3) Auditor memprioritaskan aspek SDM sebesar 0,26, diurutan kedua 
adalah Aspek Daya Tarik sebesar 0,24, diurutan ketiga adalah Aspek 
Amenitas sebesar 0,16, diurutan keempat adalah Aksesbilitas sebesar 
0,15 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek Teknologi sebesar 
0,13. 
4) Regulator memprioritaskan Aspek Daya Tarik dan SDM sebesar 
0,23, diurutan kedua adalah Aspek Amenitas sebesar 0,19, diurutan 
ketiga adalah Aksesbilitas sebesar 0,15 dan diurutan terakhir disusul 
oleh Aspek Teknologi sebesar 0,15. 
5) Akademisi memprioritaskan aspek SDM sebesar 0,29, diurutan kedua 
adalah Aspek Amenitas sebesar 0,23, diurutan ketiga adalah Aspek 
Daya Tarik sebesar 0,18, diurutan keempat adalah Aspek Teknologi 







f. Aspek  Daya Tarik suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.45 
Prioritas Aspek  Daya Tarik suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.146 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan aspek Alam sebesar 0,32, diurutan kedua 
adalah Aspek  event sebesar 0,27, diurutan ketiga adalah Aspek budaya 
sebesar 0,24 dan diurutan terkahir disusul oleh Aspek buatan sebesar 
0,1. 
2) Masyarakat memprioritaskan Aspek budaya sebesar 0,33, diurutan 
kedua adalah Alam sebesar 0,32, diurutan ketiga adalah Aspek buatan 
sebesar 0,17 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek  event sebesar 
0,12. 
3) Auditor memprioritaskan aspek Alam sebesar 0,47, diurutan kedua adalah 
Aspek budaya sebesar 0,25, diurutan ketiga adalah Aspek buatan sebesar 
0,15 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek  event sebesar 0,12. 
4) Regulator memprioritaskan aspek Alam sebesar 0,35, diurtan kedua adalah 
Aspek budaya sebesar 0,31, diurutan ketiga adalah Aspek  event sebesar 
0,18 dan diurutan terakhir diususul oleh Aspek buatan sebesar 0,12. 
5) Akademisi memprioritaskan Aspek budaya sebesar 0,32, diurutan kedua 
adalah Alam sebesar 0,26, diurutan ketiga adalah Aspek buatan sebesar 
0,2 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek  event sebesar 0,15. 
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Prioritas Aspek Sumber Daya Manusia suatu Destinasi Wisata dalam Model  
Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.147 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan aspek Sikap sebesar 0,47, diurutan kedua 
adalah Kinerja sebesar 0,3 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
event sebesar 0,19. 
2) Masyarakat memprioritaskan aspek Sikap sebesar 0,483, diurutan kedua 
adalah Kinerja sebesar 0,287 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
event sebesar 0,195. 
3) Auditor memprioritaskan aspek Sikap sebesar 0,43, diurutan kedua 
adalah Kinerja sebesar 0,3 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
event sebesar 0,21. 
4) Regulator memprioritaskan Aspek event sebesar 0,36, diurutan kedua 
adalah Sikap sebesar 0,31 dan diurutan terakhir disusul oleh Kinerja 
sebesar 0,263. 
5) Akademisi memprioritaskan aspek Sikap sebesar 0,42, diurutan kedua 




h. Aspek Aksesbilitas suatu Aspek Daya Tarik suatu Destinasi Wisata dalam 
Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.47 
Prioritas Aspek Aksesbilitas suatu Aspek Daya Tarik suatu Destinasi Wisata 
dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.148 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan Aspek akomodasi modasi dan Aspek kuliner 
sebesar 0,36, diurutan kedua adalah Aspek biroper sebesar 0,16 dan 
diurutan terakhir disusul oleh Aspek cinderamata sebesar 0,1. 
2) Masyarakat memprioritaskan Aspek kuliner sebesar 0,32, diurutan 
kedua adalah Aspek biroper sebesar 0,27, diurutan ketiga adalah Aspek 
akomodasi modasi sebesar 0,23 dan diurutan terakhir disusul oleh 
Aspek cinderamata sebesar 0,12. 
3) Auditor memprioritaskan Aspek kuliner sebesar 0,42, diurutan kedua 
adalah Aspek akomodasi modasi sebesar 0,25 , diurutan ketiga adalah 
Aspek biroper sebesar 0,19 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
cinderamata sebesar 0,1. 
4) Regulator memprioritaskan Aspek kuliner sebesar 0,35, diurutan kedua 
adalah Aspek akomodasi modasi sebesar 0,31, diurutan ketiga adalah 
Aspek biroper sebesar 0,15 dan diurutan terakhir adalah Cinderamata 
sebesar 0,14. 
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5) Akademisi memprioritaskan Aspek kuliner sebesar 0,34, diurutan kedua 
adalah Aspek akomodasi modasi sebesar 0,26, diurutan ketiga adalah 
Aspek biroper sebesa 0,2 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
cinderamata sebesar 0,15. 
i. Aspek Aksesbilitas suatu Aspek Daya Tarik suatu Destinasi Wisata dalam 
Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.48 
Prioritas Aspek Aksesbilitas suatu Aspek Daya Tarik suatu Destinasi Wisata 
dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.149 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan Aspek infrastruktur sebesar 0,41, diurutan kedua 
adalah Aspek moda sebesar 0,24, diurutan ketiga adalah Aspek rute sebesar 
0,14 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek terminal sebesar 0,14. 
2) Masyarakat memprioritaskan Aspek infrastruktur dan Aspek rute 
sebesar 0,32, diurutan kedua adalah Aspek moda sebesa 0,19 dan 
terakhir disusul oleh Aspek terminal sebesar 0,13.  
3) Auditor memprioritaskan Aspek infrastruktur sebesar 0,36, diuruttan kedua 
adalah Aspek moda sebesar 0,24, diurutan ketiga adalah Aspek rute sebesar 
0,2 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek terminal sebesar 0,13. 
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4) Regulator memprioritaskan Aspek moda sebesar 0,35, diurutan kedua 
adalah Aspek terminal sebesar 0,24, diurutan ketiga adalah Aspek 
infrastruktur sebesar 0,18 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek rute 
sebesar 0,16. 
5) Akademisi memprioritaskan Aspek rute sebesar 0,34, diurutan kedua 
adalah Aspek infrastruktur sebesar 0,26, diurutan ketiga adalah Aspek 
moda sebesar 0,2 dan terakhir disusul oleh Aspek terminal sebesar 0,15. 
j. Aspek  Teknologi suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.49 
Prioritas Aspek  Teknologi suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.150 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan Aspek internet sebesar 0,4, diurutan kedua 
adalah Aspek media Sosial sebesar 0,3, diurutan ketiga adalah IT Bisnis 
sebesar 0,13 dan diurutan terakhir disusul oleh IT Hiburan sebesar 0,13. 
2) Masyarakat memprioritaskan Aspek media Sosial sebesar 0,34, diurutan 
kedua adalah Aspek internet sebesar 0,3, diurutan ketiga adalah IT 
Bisnis sebesar 0,18 dan diurutan terakhir disusul oleh IT Hiburan 
sebesar 0,12. 
3) Auditor memprioritaskan Aspek media Sosial sebesar 0,27, diurutan kedua 
adalah IT Bisnis sebesar 0,25, diurutan ketiga adalah Aspek internet 
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sebesar 0,22dan diurutan terakhir disusul oleh IT Hiburan sebesar 0,13. 
4) Regulator memprioritaskan Aspek media Sosial sebesar 0,31, diurutan 
kedua adalah Aspek internet sebesar 0,31, diurutan ketiga adalah IT Bisnis 
sebesar 0,18 dan diurutan terakhir disusul oleh IT Hiburan sebesar 0,14. 
5) Akademisi memprioritaskan Aspek internet sebesar 0,34, diurutan kedua 
adalah IT Bisnis sebesar 0,26, diurutan ketiga adalah IT Hiburan sebesar 
0,15 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek media Sosial sebesar 0,2. 
k. Aspek Masyarakat dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.50 
Prioritas Aspek Masyarakat dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.151 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan Aspek tokoh sebesar 0,36, diurutan kedua 
adalah Aspek media sebesar 0,36 dan diurutan terakhir disusul oleh 
aspek  lokal sebesar 0,24. 
2) Masyarakat memprioritaskan aspek  lokal sebesar 0,46, diurutan kedua 
adalah Aspek tokoh sebesar 0,3 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
media sebesar 0,22. 
3) Auditor memprioritaskan Aspek tokoh sebesar 0,35, aspek  lokal sebesar 
0,33 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek media sebesar 0,28. 
4) Regulator memprioritaskan Aspek tokoh sebesar 0,32, aspek  lokal 
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sebesar 0,4 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek media sebesar 0,27. 
5) Akademisi memprioritaskan Aspek tokoh sebesar 0,41, aspek  lokal 
sebesar 0,32 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek media sebesar 0,25. 
l. Aspek Masyarakat lokal dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.51 
 Prioritas Aspek Masyarakat lokal dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.152 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan Aspek sadar wisata sebesar 0,4, diurutan 
kedua adalah Aspek kearifan aspek lokal sebesar 0,35 dan diurutan 
terakhir disusul oleh Aspek sapta pesona 0,19. 
2) Masyarakat memprioritaskan Aspek kearifan aspek lokal sebesar 0,31, 
diurutan kedua adalah Aspek sadar wisata sebesar 0,38dan diurutan 
terakhir disusul oleh Aspek sapta pesona 0,25. 
3) Auditor memprioritaskan Aspek sadar wisata sebesar 0,38, diurutan 
kedua adalah Aspek sapta pesona 0,34 dan diurutan terakhir disusul oleh 
Aspek kearifan aspek lokal sebesar 0, 31. 
4) Regulator memprioritaskan Aspek sadar wisata sebesar 0,48, diurutan 
kedua adalah Aspek kearifan aspek lokal sebesar 0, 28dan diurutan 
terakhir disusul oleh Aspek sapta pesona 0,26. 
5) Akademisi memprioritaskan Aspek sadar wisata sebesar 0,42, diurutan 
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kedua adalah Aspek sapta pesona 0,32 dan diurutan terakhir disusul oleh 
Aspek kearifan aspek lokal sebesar 0, 23. 
m. Aspek  tokoh Masyarakat dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.52 
 Prioritas Aspek  tokoh Masyarakat dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.153 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan Aspek edukasi sebesar 0,42, diurutan kedua 
adalah Aspek penelitian sebesar 0,21, diurutan ketiga adalah aspek Model  
sebesar 0,18 dan terakhir disusul oleh Aspek pengawasan sebesar 0,12. 
2) Masyarakat memprioritaskan Aspek edukasi sebesar 0,38, diurutan 
kedua adalah aspek Model  dan Aspek pengawasan sebesar 0,22 dan 
diurutan terakhir disusul oleh Aspek penelitian sebesar 0,13.  
3) Auditor memprioritaskan Aspek edukasi sebesar 0,38, diurutan kedua 
adalah aspek Model sebesar 0,28, diurutan ketiga adalah Aspek 
pengawasan sebesar 0,18 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
penelitian sebesar 0,11. 
4) Regulator memprioritaskan Aspek edukasi sebesar 0,40, diurutan kedua 
adalah aspek Model sebesar 0,26, diurutan ketiga adalah Aspek 
pengawasan sebesar 0,16 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
penelitian sebesar 0,14. 
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5) Akademisi memprioritaskan Aspek edukasi sebesar 0,34, diurutan kedua 
adalah aspek Model sebesar 0,26, diurutan ketiga adalah Aspek 
pengawasan sebesar 0,200 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
penelitian sebesar 0,15. 
n. Aspek  media dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.53 
Prioritas Aspek media dalam Model Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.154 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan Aspek informasi sebesar 0,36, diurutan kedua 
adalah Aspek promosi sebesar 0,32, diurutan ketiga adalah Aspek 
komunikasi sebesar 0,14 dan diurutan terakhir adalah Aspek 
Mediacenter sebesar 0,13. 
2) Masyarakat memprioritaskan Aspek informasi sebesar 0,386, diurutan 
kedua adalah Aspek promosi sebesar 0,28, diurutan ketiga adalah Aspek 
komunikasi sebesar 0,17 dan diurutan terakhir adalah Aspek 
Mediacenter sebesar 0,12. 
3) Auditor memprioritaskan Aspek promosi sebesar 0,38, diurutan kedua 
adalah Aspek informasi sebesar 0,25, diurutan ketiga adalah Aspek 
komunikasi sebesar 0,22 dan diurutan terakhir adalah Aspek 
Mediacenter sebesar 0,1. 
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4) Regulator memprioritaskan Aspek informasi sebesar 0,35, diurutan 
kedua adalah Aspek Mediacenter sebesar 0,24, diurutan ketiga adalah 
Aspek promosi sebesar 0,23 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
komunikasi sebesar 0,21. 
5) Akademisi memprioritaskan Aspek informasi sebesar 0,34, diurutan 
kedua adalah Aspek promosi sebesar 0,26, diurutan ketiga adalah Aspek 
komunikasi sebesar 0,20 dan diurutan terakhir adalah Aspek 























































































MODEL WISATA HALAL SUSTAINABLE DI INDONESIA  
(setelah diuji) 
 
Sumber: Penulis , diolah (2020) 
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H. Model Wisata Halal Sustainable di Indonesia 
Pariwisata halal adalah cara baru untuk mengembangkan pariwisata 
Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami. Produk dan jasa 
wisata, serta tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama seperti wisata 
umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Seperti 
menyediakan tempat ibadah yang nyaman, yang kini sudah dilakukan di Thailand 
dan negara lainnya yang telah menerapkan konsep tersebut terlebih dahulu.  
Adapun hotel yang pada umumnya memang tidak didesain untuk bersesuaian 
dengan syariah. Sekarang juga muncul konsep hotel syariah, yaitu hotel yang 
tidak menyediakan khamr, makanan dan minumannya halal, semua perlengkapan 
yang disediakan juga halal. Sebagai jenis wisata.yang relatif baru wisata halal 
atau halal tourism sangat menarik dan menjanjikan. 
Walaupun ada tantangan di Indonesia , karena sebagian orang 
beranggapan bahwa konsep wisata halal  benar-benar murni dijalankan atas niat 
untuk menegakkan nilai-nilai Islam dan sebuah destinasi wisata sudah ditetapkan 
sebagai objek wisata halal, maka semua unsur wisata pada tempat tersebut harus 
dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah. Hal ini dikarenakan masyarakat kita 
belum terbiasa dan belum memahami terhadap hal-hal yang berkaita seperti itu. 
Biasanya, orang mengatakan bahwa segala sesuatu yang bernuansa syariah hanya 
berkutat pada permasalahan boleh dan tidak boleh serta halal dan haram 
Padahal menurut Sapta Nirwandar yang dikutip oleh Jonru
1
 mengatakan 
bahwa wisata halal  adalah sebuah extended service, atau alternatif pilihan. 
Konsep wisata halal hanya sebuah pilihan, sama sekali tidak bermaksud memaksa 
seluruh pelaku bisnis seperti hotel, restoran, dan sebagainya untuk berkonsep 
syariah atau halal. Jika pelaku bisnis masih ingin bertahan dengan konsep wisata 
konvensional, justru belum ada aturan hukum di Indonesia yang bisa 
melarangnya. Sebab Indonesia bukan negara Islam. Aturan hukum yang berlaku 
masih buatan manusia. Karena itu, wisata halal tidak perlu ditentang, sebab sama 
sekali tak ada paksaan, tidak ada keharusan. Jika tidak suka atau tidak tertarik 
tidak perlu diterapkan. Jadi pelaku bisnis tidak diharuskan untuk mengikuti 
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konsep ini, namun dari segi bisnis, konsep halal atau syariah ini sangat 
menjanjikan. . Wisata halal bukanlah wisata eksklusif karena wisatawan non-
Muslim juga dapat menikmati pelayanan yang beretika syariah. Karena lebih 
berorientasi pada bisnis, jadi tidaklah mengherankan jika konsep wisata halal 
justru banyak diterapkan oleh sejumlah negara yang pemerintahannya dikelola 
oleh pemeluk selain Islam, seperti Tailand, Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang. 
Bahkan Singapore pun mulai serius menerapkan konsep ini, karena mereka sadar 
bahwa banyaknya wisatawan muslim yang datang ke negara mereka merupakan 
pendapatan bagi negaranya. 
Konsep wisata halal bukanlah dakwah, seperti yang sebahagian orang 
pikirkan ,  konsep ini diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah 
bagi pemeluknya. Karena bagi wisatawan muslim , disaat mereka berwisata 
mereka bisa mengagungi hasil pencipataan Allah SWT (tafakur alam) dengan 
tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan 
semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang olehNya.  
Namun jika sebuah destinasi ditetapkan sebagai daerah wisata halal, maka 
yang diharapkan adalah makin banyak hotel berkonsep halal, makanan halal di 
tempat tersebut dan sebagainya . Dengan demikian, para wisatawan muslim yang 
berkunjung ke sana akan merasa lebih nyaman dan tenteram. Mengingat konsep 
wisata halal merupakan sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman ke 
dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan 
dan keyakinan yang dianut umat Muslim menjadi acuan dasar dalam membangun 
kegiatan pariwisata. Wisata halal mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim 
di dalam penyajiannya mulai dari akomodasi seperti hotel yang menyediakan 
makanan halal dan tempat shalat, restaurant, dan fasilitas pendukung hingga 
aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keisalaman dan atau 
termasuk meliputi keberadaan tempat wisata ziarah dan religi. 
Wisata halal merupakan pelayanan wisatawan yang dirujuk pada aturan – 
aturan Islam. World Travel Market di London pada 2007 menyebutkan bahwa 
potensi wisata halal sangat besar dari sisi ekonomi. Wisata halal tidak hanya 
berhubungan dengan produk halal saja namun juga layanan yang berhubungan 
dengan interaksi antara wisatawan laki – laki dengan perempuan.  
191 
 
Menurut ketua tim Quick Win 5 Destinasi Super-Prioritas, Irfan Wahid 
pada senin, 2 September 2019 
2
mengatakan wisata halal adalah Muslim Friendly 
Tourism, yaitu ketika wisatawan muslim mudah untuk mendapatkan makanan 
yang halal, mudah mendapatkan tempat shalat dan lainnya. Artinya kedatangan 
wisatawan muslim tidak akan mengubah DNA dari destinasi wisata yang sudah 
ada sebelumnya. Wisata halal bukan mengubah kawasan menjadi syariat Islam, 




Global Muslim Travel Index (GMTI), menunjukkan bahwa negara – 
negara non muslim yang menerapkan konsep wisata halal seperti Singapura, 
Thailand, Inggris, Jepang, Taiwan dan lainnya berhasil menarik banyak 
wisatawan muslim dari seluruh dunia Fazal Bahardeen, CEO CrescentRating & 
HalalTrip menyatakan hal ini merupakan hasil dari upaya negara non muslim 
dengan terus menerus menyesuaikan layanan mereka guna menarik serta 
memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim
 4
.  
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan sejumlah negara non muslim 
atau non Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) turur mengejar pasar wisatawan 
muslim dunia, bahkan harus diakui mereka lebih unggul menyajikan wisata halal 
ketimbang negara muslim atau anggota OKI sendiri
5
. 
Model wisata halal sustainable  
Dalam model ini ditemukan 3 (tiga) aspek penting yakni 
Regulasi ,Destinasi wisata halal dan Masyarakat.  Namun regulasi menjadi aspek 
yang paling prioritas diantara ketiganya , yakni kebijakan atau peraturan wisata 
halal atau yang berkaitan lainnya yang belum dimiliki oleh pemerintah dan harus 
segera diterbitkan mengingat kebutuhan yang cukup tinggi dari seluruh 
stakeholders dan juga daerah.Selanjutnnya dapat diuraikan di bawah ini: 
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Tidak dapat dipungkiri kebijakan apapun yang ingin diterapkan ke 
masyarakat umum, haruslah  dibarengi dengan regulasi, agar setiap pelaksanaan 
dapat berjalan dengan baik,  lancar dan juga didukung semua pihak, karena jelas 
aturan mainnya, dan tentunya ada unsur sanksi jika dilanggar, termasuk 
pembinaan, pengawasaan dan bagaimana pengelolahannya. Demikian juga dengan 
penerapan wisata halal di Indonesia, pemerintah sampai saat ini belum juga 
menerbitkan regulasi dalam penerapan wisata halal , itulah sebabnya banyak 
daerah-daerah yang belum terlalu gencar atau serius dalam menerapkan wisata 
halal padahal sudah ditetapkan pemerintah, mengingat aturan pelaksanaannya 
yang belum jelas. Belum lagi ada beberapa yang ditolak bahkan menjadi polemik 
di daerah seperti di Bali, NTT, Manado dan juga di Sumatera Utara. Pemerintah 
daerah menjadi serba salah, mereka tertarik tetapi masyarakat karena ketidak 
fahamannya menolak  wisata halal. Ituah sebabnya regulasi menjadi kunci utama 
agar penerapan wisata halal di Indonesia dapat berjalan secara sustainable. 
Sementara di daerah lain seperti NTB , pemerintah daerahnya telah 
membuat regulasi sendiri yakni peraturan daerah tentang  wisata halal sendiri 
sejak tahun 2015. sesuai dengan yang dikatakan Peneltian Terdahulu A. 
Muchaddam Fahham
6
 salah satu upaya Pemda NTB dalam mengembangkan 
wisata halal adalah membuat peraturan daerah tentang Pariwisata Halal sebagai 
payung hukum bagi Pemda NTB, pelaku usaha, dan masyarakat. Perda ini 
mengatur industri wisata halal yang meliputi akomodasi, biro perjalanan, restoran, 
dan solus per aqua (SPA). 
 
  dan terbukti hingga kini NTB adalah satu-satunya daerah yang menjadi 
primadona tujuan wisata halal di Indonesia bahkan dunia. Jadi adanya regulasi 
akan membuat penyelenggaraan apapun bisa memberikan hasil yang menjanjikan. 
Selain NTB, Aceh juga telah memiliki banyak peminat di Indonesia . 
Dari  Lembaga riset dan sertifikasi halal, CrescenRating merilis 10 
destinasi wisata halal favorit di Indonesia selama kuartal I/2019 ini. Daftar 
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destinasi favorit ini tercatat dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 
2019.  Kesepuluh destinasi unggulan berdasarkan IMTI 2019 yakni Lombok di 
Nusa Tenggara Barat (skor 70), Aceh, Jakarta, Sumatera Barat, Yogyakarta, Jawa 




2. Regulasi Pusat 
Penelitian ini membuktikan bahaw walaupun pemerintah daerah telah 
memiliki peraturan daerah tentang wisata halal, namun peraturan atau regulasi 
tentang wisata halal tetap paling penting. Regulasi atau kebijakan dari pemerintah 
pusat tentang wisata halal sangat dinantikan oleh para penggiat wisata halal, agar 
ada kejelasan yang tegas tentang hal-hal yang menyangkut wisata halal.. 
Walaupun MUI memiliki peraturan tentang panduan wisata halal, tetapi tidak lah 
cukup. Terlihat dari berbagai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya, salah 
satunya minimnya kesadaran pelaku wisata terhadap sertifikasi halal dan 
sertifikasi kompetensi, perizinan, retribusi dan banyak aturan lainnya yang perlu 
sokongan pemerintah pusat agar para stakeholders mengerti, memahami dan mau 
melaksanakan dengan procedural. 
Daerah-daerah di Indonesia yang memiliki keberagaman tidak dapat 
dipisah-pisah harus memiliki regulasi yang terpusat. Sehingga peraturan-peraturan 
yang mengikat seperti pajak, biaya-biaya yang timbul , termasuk  para pihak yang 
ingin berinvestasi dapat memiliki gambaran yang jelas dan terjamin 
keamanannya. Demikian juga dengan anggaran, sebaiknya daerah diberikan 
bantuan ataupun dana dalam mengembangkan dan memelihara objek wisata, 
termasuk fasilitas wisata halal dan infrastruktur dan peraturan lainnya. Termasuk 
biaya retribusi dan lainnya, harus terjangkau dan memiliki peraturan yang jelas. 
Pemerintah Indonesia harus memperbaiki diri agar lebih banyak menarik 
wisatawan yang datang. MUI sendiri telah mendorong pemerintah segera membentuk 
berbagai regulasi/ketentuan perundang-undangan di bidang hotel syariah, traveling 
syariah, dan entertainment syariah
8
 . Karena hingga saat ini pemerintah belum 
memiliki Perda wisata halal, tentu saja hal ini sangat disayangkan, sebab Indonesia 
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memiliki segalanya untuk pengembangan wisata halal ini, namun aturannya tidak 
ada. Konsistensi dan konsekwensi pemerintah terhadap wisata halal perlu dievaluasi 
lagi. Selain itu penerapan wisata halal, sudah selayaknyalah mendapat dukungan yang 
luas dari berbagai pihak, baik oleh pemerintah maupun swasta baiki dunia usaha, 
akademisi Investor, maupun masyarakat sendiri.  
Menurut MUI, penerbitan aturan ini diperlukan agar perkembangan wisata di 
Tanah Air tetap menjaga niai-nilai dan ajaran agama. Agar pariwisata halal di 
Indonesia berkembang dengan cepat dan bisa bersaing dengan negara lain. peraturan 
– peraturan dan juga anggaran sebaiknya diberikan ke daerah untuk 
mengembangkan dan memelihara objek wisata, termasuk fasilitas wisata halal, 
infrastruktur dan peraturan lainnya. Kata halal pada wisata halal lebih ke 
masalah fasilitas dan pelayanannya bukan untuk mengubah atau membatasi 
budaya sebagai daya tarik wisata. Karena regulasi sangat dibutuhkan untuk 
memperjelas penerapan konsep wisata halal.  
Jadi Regulasi dari pemerintah pusat sebagai pedoman penerapan konsep 
wisata halal sangat diharapkan. Kebijakan yang menyangkut wisata halal akan 
menjelaskan kesalahpahaman beberapa daerah tertentu yang mengaggap bahwa 
daerah harus di islamkan ketika menerapkan wisata halal. Pelaku industri 
merupakan salah satunya yang membutuhkan kepastian pemerintah pusat dalam 
proses legalisasi produk halal di Indonesia yang akan diatur melalui Peraturan 
Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal. Tidak hanya produk halal, industri 
perhotelan juga membutuhkan PP JPH ini
9
. Sesuai dengan yang disampaikan oleh 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, 
pemerintah perlu mendorong sertifikasi halal, meningkatkan kompetensi 
SDM, memastikan infrastruktur, dukungan teknologi informasi dan regulasi 
yang bertaraf internasional, membangun platform, memperkuat integrasi paket 
wisata, meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap produk halal, melindungi 
hak cipta dan menginisiasi inovasi produk berorientasi ekspor agar mendapat 
pengukuran internasional terhadap konten lokal keislaman Indonesia
10
. Hal ini 
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membuktikan bahwa kebutuhan akan regulasi sangatlah didahulukan, karena 
setiap aspek sangat bergantung pada kebijakan yang ditentukan.  
Salah satu regulasi yang perlu menjadi fokus pemerintah adalah sertifikasi 
halal. Bagi masyarakat Indonesia mungkin kehalalan suatu produk tidak perlu 
dibuktikan dengan sertifikasi, tetapi beda kalau wisatawan yang datang dari 
mancanegara.  
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Khusnul Khotimah, yang 
menyatakan bahwa peran pemerintah di Indonesia disamping berfungsi utama 
sebagai regulator dalam menentukan norma, standar, prosedur dan kriteria 
pengembangan kepariwisataan, juga masih terlibat secara langsung dalam 
manajemen pengembangan kepariwisataan. Selain itu pemerintah juga sebagai 
fasilitator dalam program promosi dan pemasaran kepariwisataan nasional serta 
pengembangan Destinasi Pariwisata pada tingkat Nasional (DPN), Kawasan 




Penelitian ini sejalan dengan Farahani dan Henderson (2010) yang 
menemukan bahwa hubungan islam dan pariwisata terlibat dalam kebijakan 
pariwisata, manajemen dan pemasaran.  
3. Sertifikasi Halal ( Regulasi Pusat dan Regulasi Daerah dalam Model 
Wisata Halal Suistanable 
Meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas pemeluk Islam, 
upaya untuk menarik kunjungan wisatawan muslim ini memang bukan perkara 
mudah. Berbeda dengan negara tetangga misalnya Malaysia dan Singapura yang 
sudah menyiapkan infrastruktur ramah muslim, dalam hal ini adalah pemenuhan 
sertifikasi halal, Indonesia terbukti masih kesulitan. Sehingga sertifikasi Halal 
adalah salah satu regulasi yang paling penting dan serius untuk diperhatikan dan 
dibenahi, baik yang diprioritaskan pada regulasi daerah maupun regulasi pusat. 
Masyarakat atau pelaku bisnis yang selama ini masih kurang perduli, sepertinya 
harus segera berbenahi diri. Dengan melakukan sertifikasi halal untuk produknya 
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dan jasa layannya . Mengingat  masih rendahnya para pelaku bisnis yang 
melakukan sertifikasi halal ini. Belum lagi masih sedikit yang menyediakan 
informasi produk halal, sedang kan bagi wisatawan syariah label halal merupakan 
salah satu komponen yang sangat penting. Dengan lengkapnya label atau 
sertifikasi halal wisatawan akan lebih nyaman dan yakin berwisata ke Indonesia 
Keberhasil dalam kesinambungan wisata halal akan sangat ditentukan 
bagaimana sertifikasi halal ini berhasil menjadi prioritas utama para pelaku bisnis 
dalam menjalankan usahanya. Untuk itu sebaiknya pemerintah segera 
mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang tegas tentang pemberlakuan sertifikasi 
halal yang lebih serius. 
Arief Yahya mengatakan sertifikasi adalah investasi yang harus dilalui, 
semakin disertifikasi semakin bagus bisnisnya. Sertifikasi halal baik untuk 
restoran maupun hotel akan memberikan rasa aman pada wisatwan muslim yang 
datang. Sertifikasi merupakan garansi, tanpa ada sertifikasi maka tidak ada 
jaminan bagi wisatawan
12
. Sertifikasi halal tidak hanya berguna bagi wisatawan 
muslim saja, tetapi juga non muslim. Menurut Ganjar Pranowo Gubernur Jawa 
Tengah, bagi warha nonmuslim produk halal dapat memberikan jaminan keehatan 
bagi mereka, karena adnya jaminan semua proses dilakukan secara bersih, sehat, 
aman dan benar. Sebagai contoh ayam goreng yang sudah bersertifikat halal tidak 
mungkin melalui proses yang tidak higenis ataupun ayam tiren, dengan begitu 
baik muslim maupun non muslim mendapatkan manfaat dan terjaga 
kesehatannya.
13
 Tidak hanya Indonesia, terdapat 42 badan sertifikasi halal yang 
diakui MUI dari 23 negara di dunia yaitu Majelis Ugama Islam Singapore, 
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Office Muslim Affair (OMA) 
Filipina, The Central Islamic Comittee of Thailand (CICOT), Taiwan Halal 
Integrity Development Association (THIDA), Jamiat Ulama E-Maharashtra 
(JUM) India, Muslim Professional Japan Association (MPJA), The Islamic 
Coordinating Council of Victoria (ICCV) Australia, Halal Quality Control di 
Belanda, Halal Food Authority (HFA) Inggris, Halal Food Council USA (HFC 
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. Mengingat pentingnya sertifikasi halal sebagai dasar 
pemilihan destinasi wisata oleh wisatawan. Negara – negara lain serius untuk 
menarik wisatawan muslim dunia dengan memperhatikan masalah sertifikasi ini . 
Hal ini sejalan dengan penelitian KN. Sofyan Hasan (2014), yang 
menemukan bahwa regulasi yang ada masih terkesan sektoral, parsial dan 
inkonsistensi serta tidak sistemik dan sertifikasi halal iti bukan merupakan suatu 
kewajiban (mandatory) bagi pelaku usaha, tetapi bersifat sukarela (voluntary). 
Akibatnya sertifikasi halal dan label halal belum mempunyai legitimasi hukum 
yang kuat, sehingga tidak menciptakan jaminan kepastian hukum kehalalan 
produk pangan. 
4. SDM (Destinasi dalam Model Wisata Halal Suistanable) 
Aspek SDM menjadi paling penting dalam kegiatan pariwisata, karena 
tanpa SDM  yang handal kegiatan pariwisata sulit untuk terlaksana. Dalam hal ini 
tentu SDM bidang wisata halal , menguasai tentang syariat Islam dan berkaitan 
dengan wisata halal dan lainnya, serta kompeten sehingga  memberikan kinerja 
terbaik perusahaan dan tentu saja sertifikasi kompetensi menjadi alternative 
pilihan yang harus dilakukan , apalagi penerapan sertifikasi kompetensi sudah 
menjadi kewajiban di bidang ini khususnya pelaku bisnis, dan tidak terlepas pada 
stakeholders lainnya. Ini berarti aspek SDM  menjadi prioritas aspek yang harus 
dibenahi bagi semua stakeholders di bidang ini. Asisten Deputi Pengembangan 
SDM Pariwisata Kementerian Pariwisata RI, Wisnu Bawa Tarunajaya 
mengatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengembangkan wisata halal 
di Indonesia saat ini masih belum memiliki standar. Karena itu, perlu 
meningkatkan sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha Jasa perjalanan wisata 
halal. Beberapa daerah di Indonesia sendiri, mengutamakan sertifikasi kompeten 
dalam penerimaan tenaga kerja di bidang wisata seperti Bali dan juga beberapa 
daerah lainnya. Standarisasi kompetensi sangat penting dilakukan, karena dengan 
adanya pelatihan sertifikasi maka dapat menunjang karir di masa yang akan 
datang. Sertifikasi ini juga penting bagi SDM yang ingin bekerja secara 
internasional. Selain sertifkasi kompetensi SDM juga harus memiliki pemahaman 
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yang baik mengenai syariah ataupun wisata halal, baik muslim maupun 
nonmuslim, SDM yang baik adalah mereka yang memahami kebutuhan 
wisatawan, seperti SDM dari negara – negara asing yang bukan nonmuslim. 
Walaupun negara mereka bukan negara muslim SDM dari negara ini tetap 
mempelajari konsep syariah untuk dapat memahami kebutuhan para wisatawan 
muslim. Sebagai contoh alasan pelaku bisnis perlu memahami konsep wisata halal 
adalah untuk mengetahui layanan seperti apa yang tepat diberikan kepada 
wisatawan. Pelaku bisnis juga dapat mengajari para karyawannya untuk memahami 
konsep syariah. 
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mikkelsen, bahwa partisipasi 
SDM merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan 
dan sikap masyarakat setempat.
15
 Mari Elka Pangestu juga mengemukakan 
masalah utama pariwisata di Indonesia yaitu SDM, sarana dan prasarana, 
komunikasi dan publisitas, kebijakan dan peraturan dan lainnya. 
16
 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Endah 
Nurhidayati (2017) yang menemukan bahwa pengembangan pariwisata diwakili 
dalam pengelolaan seluruh sumber daya sedemikian rupa sehingga kebutuhan 
ekonomi, sosial dan estetika dapat terpenuhi dengan tetap menjaga integritas 
budaya, proses ekologi penting, keanekaragaman hayati dan sistem kehidupan 
pendukung. 
5. Aspek Alam dan Budaya (Daya Tarik Destinasi Wisata ) 
Daya tarik alam dan budaya selalu menjadi alasan utama wisatawan 
melakukan kunjungan ke Indonesia. Disinilah dukungan pemerintah untuk 
mendanai destinasi wisata diperlukan. Dana ini dibutuhkan untuk menjaga, 
merawat, memelihara dan memperindah alam destinasi wisata. Begitu juga 
dengan budaya Indonesia yang beraneka ragam dan memiliki keunikan yang 
berbeda satu sama lain. Tidak dapat dipungkiri , daya tarik alam dan budaya  
memang menjadi daya tarik utama wisatawan yang datang ke suatu daerah di 
Indonesia. Indonesia memang terkenal dengan alamnya yang sangat indah, dan 
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budayanya yang menarik dan unik. Sehingga daya tarik alam yang selama ini 
kurang terjaga dan terkesan diabaikan harus menjadi priorita untuk dijaga, dirawat 
dan diperindah serta memeliharanya dan harus dilakukan secara kesinambungan, 
untuk dapat membuat sebuah kegiatan wisata yang tiada henti, Demikian juga 
budaya adalah salah satu daya tarik wisata yang menjadi tujuan wisatawan untuk 
berkunjung ke Indonesia. Obyek dari wisata halal tidak harus tempat-tempat atau 
khazanah budaya Islam, tetapi dapat apa saja yang menarik sepanjang tidak 
melanggar ketentuan syariah. Pantai, gunung, gua, mainan, bahkan budaya lokal 
dapat saja menjadi destinasi wisata ini. Indonesia sangat kaya dengan destinasi 
yang menarik dan telah dikenal secara internasional. 
Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Gunn dan Var menyatakan 
bahwa destinasi pariwisata merupakan tempat atau lokasi yang selain memiliki 
daya tarik yang dapat dilihat oleh wisatawan, juga tersedia berbagai aktivitas yang 
dapat dilakukan wisatawan di tempat tersebut sehingga wisatawan terpikat untuk 
berkunjung.
17
 Dalam kedudukannya yang sangat menentukan tersebut maka, daya 
tarik wisata harus dirancang dan dibangun serta dikelola secara profesional 
sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang ke obyek wisata.
18
 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Maria Pia Adiati dan Anwar 
Basalamah ang menemukan bahwa wisatawan yang diminta untuk 
menggambarkan pengalaman mereka terhadap beberapa indikator seperti 
keberadaan masyarakat transportasi, atraksi, fasilitas, akses, layanan tambahan, 
dan pengalaman menunjukkan bahwa Jember berhasil minat wisatawan dengan 
memanfaatkan daya tarik daerahnya. yaitu Hendri Hermawan Adinugraha, Mila 
Sartika, Ana Kadarningsih
19
 Wisata halal merupakan implementasi perwujudan 
dari nuansa religiusitas yang tercakup di dalam aspek mu‟amalah sebagai 
pengejawantahan aspek kehidupan social budaya dan social ekonomi yang 
berlandaskan prinsip-prinsip syariah. 
6. Sikap SDM (Sumber Daya Manusia Suatu Destinasi Wisata dalam Model 
Wisata Halal Suistanable)  
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Sikap SDM dalam menghadapi wisatawan sangat diperhatikan. Sikap 
masyarakat terhadap wisatawan akan menjadi gerbang utama yang membuka 
kesempatan bagi wisatawan untuk kembali datang. Karena perubahan sosial 
budaya adalah segala perubahan pada lembaga kemasyakatan di dalam suatu 
masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial termasuk didalamnya nilai – nilai, 
sikap dan pola perilaku agamis. Karena aspek ini menjadi lebih penting. 
Peningkatan kualitas layanan para petugas petugas wisata di suatu objek destinasi 
wisata harus dapat segera diperbaiki termasuk  para guide yang memiliki 
wawasan ke halal an yang baik, dan juga yang lainnya harus segera dibenahi. 
Kompetensi penting namun sikap SDM sangat penting, karena berkaitan dengan 
kualitas pelayanan wisata halal. Untuk itu baik pelaku bisnis ataupun stakeholders 
lainnya harus benar-benar menjadi prioritas perubahannya di masa datang, untuk 
terlaksananya sebuah wisata halal yang sustainable. 
Thailand sebagai negara nonmuslim, banyak didatangi oleh wisatawan 
muslim dari berbagai dunia. Hal ini dikarenakan disamping kompetensi mereka 
yang sudah tidak diragukan lagi mereka juga memiliki sikap yang sangat ramah 
dan sopan kepada wisatawan – wisatawan baik domestik maupun asing. Sikap ini 
akan menunjukkan karakater sebenarnya dari masyarakat suatu destinasi wisata. 
latar belakang SDM akan membentuk karakter dan sikapnya di depan umum. 
Latar belakang seperti agama, keluarga, pendidikan, lingkungan dan lainnya 
merupakan hal – hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan sikap yang baik. 
Keramahan, sopan santun, sigap, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan suka 
menolong akan menjadi niali tambah bagi SDM yang masih kurang dalam 
kompetensi. Tujuan pembelajaran sendiri adalah untuk membentuk mental yang 
kuat tetapi tetap lembut serta mengedepankan kesopanan. 
Sesuai dengan yang disampaikan oleh Mikkelsen, bahwa partisipasi SDM 
merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan 
sikap masyarakat setempat.
20
 Mari Elka Pangestu juga mengemukakan masalah 
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utama pariwisata di Indonesia yaitu SDM, sarana dan prasarana, komunikasi dan 
publisitas, kebijakan dan peraturan dan lainnya. 
21
 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Kade 
Sutawa (2012) yang menemukan bajwa pemberdayaan masyarakat merupakan 
kunci utama dalam rangka pengembangan kesejahteraan melalui pariwisata.  
7. Kuliner, (Amenitas ,Daya Tarik Suatu Destinasi Wisata Dalam Model 
Wisata Halal Suistanable) 
Bagi umat muslim, Islam adalah merupakan „way of life‟ dan seluruh nilai 
yang melekat dalam Islam pun menyentuh seluruh aspek umat muslim, termasuk 
di dalamnya perilaku konsumsi. Konsumsi umat muslim ini tentu harus berkaitan 
dengan nilai Islam, diantaranya adalah makanan halal, lingkungan ramah 
keluarga, akomodasi sesuai syariah, busana muslim, pendidikan, dan keuangan 
syariah
22
. Kuliner sudah pasti menjadi hal yang sangat penting ketika sedang 
berwisata. Terutama para wisatawan muslim yang tidak bisa makan sembarangan 
tanpa adanya jaminan kehalalan pada produk yang ditawarkan 
Kuliner terutama kuliner halal adalah amenitas yang paling memberikan 
dampak tertinggi bagi wisatawan sehingga harus lebih diperhatikan , karena 
kuliner adalah kebutuhan dasar utama manusia , siapapun orangnya. Dalam 
menikmati kuliner dari sisi hygienis dan unsur halalnya terutama dapat membuat 
para wisatawan merasa aman , nyaman dan rela berlama-lama berada di suatu 
daerah wisata, khususnya bagi para wisatawan muslim. Pentingnya makanan halal 
merupakan hal yang wajib bagi wisata halal, pencantuman label halal akan 
membant wisatawan untuk mendapatkan makanan dengan mudah dan aman Oleh 
sebab itu pelaku  bisnis harus memiliki kesadaran untuk melaksanakan sertifikasi 
halal tanpa ditunda, karena menjadi kebutuhan utama wisatawan.. 
Untuk mendukung paripariwisata halal tentu makanan dan minuman halal 
tidak hanya tersedia di hotel syariah, tetapi wisatawan dengan mudah 
mendapatkan di berbagai tempat. Jadi seharusnya banyak tersedia restoran halal, 
bahkan oleh-oleh dan cinderamata seharusnya juga terjamin halal. Jaminan halal 
ini tentu harus dikeluarkan oleh pihak yang terpercaya dan dipercayai masyarakat 
                                                          
21
 Sri Anindiati Nursastri, “7 masalah utama pariwisata di Indonesia”, diakses dari travel. 
detik.com, 27 Desember 2016, pukul 15.25. 
22
 Thomson Reuters State of the Global Islamic Economy Report 2014/2015 
202 
 
(internasional), misalnya label halal LPPOM MUI. 
Makanan halal sendiri adalah makanan yang tidak mengandung darah, 
jorok, najis maupun mengandung zat haram lainnya. Begitu juga dengan minuman 
yang halal, yaitu minuman yang tidak mengandung alkohol maupun minuman 
lainnya yang memabukkan. Selain itu halal juga bukan hanya berasal dari bahan 
bakunya saja tetapi juga proses pengolahannya. Karena itu makanan dan minuman 
yang halal sudah pasti aman serta menyehatkan untuk dikonsumsi baik bagi 
muslim maupun nonmuslim.  
Hal ini sesuai dengan yang diasmpaikan oleh French dalam Sunaryo yang 
menyebutkan faktor-faktor yang penting dan terkait dengan aspek aksesibilitas 
wisata meliputi petunjuk arah, bandara, terminal, waktu yang dibutuhkan, biaya 
perjalanan, frekuensi transportasi menuju lokasi wisata dan perangkat lainnya.
23
 
Amenities meliputi beragam fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akomodasi, 
penyediaan makanan dan minuman (food and Beverage), tempat hiburan, tempat 
perbelanjaan (retailing), dan layanan lainnya seperti bank, rumah sakit, keamanan 
dan asuransi
24
. Dan Eka Dewi Satriana , Hayyun Durrotul Faridah 
25
 tersedianya 
makanan yang halal, produk yang tidak mengandung babi, minuman yang tidak 
memabukkan (mengandung alkohol), 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sureerat 
Chookaew, Oraphan chanin, Jirapa Charatarawat, Pingpis Sriprasert, dan Sudarat 
Nimpaya, (2015) yang menemukan bahwa halal atau wisata syariah di Thailand 
yang akan fokus pada hotel halal, makanan halaldan spa halal, layanan ketika para 
wisatawan Muslim bepergian. 
8. Infrastruktur, Aksesbilitas Suatu Daya Tarik Suatu Destinasi Wisata 
Masalah infrastruktur menjadi permasalahan yang utama di seluruh daerah 
destinasi wisata halal . Infrastruktur bisa menjadi salah satu penghambat 
pengembangan wisata halal. Seperti yang diketahui wisatawan akan sulit 
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menjangkau destinasi wisata tanpa adanya infrastruktur akses yang baik. Menururt 
M Ikhsan pembangunan infrastruktur merupakan persyaratan mutlak sebelum 
membuat yang lain, dan bahkan lebih penting dibandingkan dengan promosi
26
. 
Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau – pulau sehingga perlu 
infrastruktur dan akses yang mudah untuk berpindah dari satu destinasi ke 
destinasi lainnya. Kehadiran jalan tol misalnya, memiliki dampak positif bagi 
pertumbuhan pariwisata sekaligus perekonomian. Karena wisatawan tidak lagi 
peru khawatir akan terkena macet saat berlibur. Selain itu daerah lainnya yang 
berada di sekitar jalan tol juga akan semakin ramai dikunjungi. Selain itu dampak 
positif pembangunana bisnis hotel dan resor juga dapat dirasakan. Menteri 
pariwisata Arief Yahya juga setuju dengan adanya pembangunan infrastruktur 
karena akan sangat mendukung peningkatan sektor pariwisata. Infratruktur ini 
juga tidak hanya sebatas jalan to, tetapi juga bandara dan pelabuhan. Dengan 
semakin lengkapnya fasilitas bandara dan pelabuhan, akses destinasi wisata pun 
akan semakin terbuka
27
. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 
(BPIW) Hada Sucahyono mengatakan, pihaknya akan melanjutkan pembangunan 
dan penataan sejumlah sarana dan fasilitas penunjang kawasan wisata mencakup 
semua sektor mulai dari pembangunan perumahan, bandara, jalan tol, penyediaan 
air bersih dingga sanitasi
28
. Dan tentu saja untuk destinasi wisata halal, 
infrastruktur yang diprioritaskan adalah infrastruktur yang ramah muslim. 
Akses yang cepat karena infrastruktur yang nyambung, membuat 
berwisata semakin fresh, semakin sering piknik, buat orang-orang kreatif, akan 
semakin produktif. Berwisata pun lebih berkualitas, tidak habis energi di 
perjalanan, tetapi punya stok energi yang dioptimalkan untuk mengeksplorasi 
atraksi di destinasi. Wisatawan, bisa lebih lama, lebih detail, lebih longgar dalam 
mengeksplorasi destinasi, baik alam, budaya maupun buatan. Karena akses ke 
sejumlah destinasi menjadi sangat lancar. Waktu tempuh otomatis menjadi 
berkurang. Kemudahan ini sekaligus mempertegas pariwisata sebagai leading 
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sector. Peningkatkan konektivitas industri pariwisata, dapat membuat ekonomi 
daerah tergerak dengan cepat. Oleh karena itu, ada tugas daerah membangun 
konektivitas dengan jalan tol agar menjadi satu dengan kawasan wisata, ini akan 
menggerakan ekonomi jauh lebih cepat.  
Dan dukungan infrastruktur tidak hanya mencakup fisik hingga teknologi 
diyakini menjadi modal kuat Indonesia untuk menangkap peluang pertumbuhan 
pasar wisatawan muslim dunia. Ketersediaan produk-produk yang memiliki 
jaminan halal harus menjadi hal utama seperti sertifikasi halal, sebagai 
infrastruktur ramah muslim. Selain upaya perbaikan infrastruktur fisik di setiap 
destinasi wisata, industri perjalanan domestik juga diminta terus melakukan 
terobosan baru dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi, seperti sinyal 
dan fasilitas pembayaran.  
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Buhalis yang meyakini 
bahwa tujuan wisata memiliki lima unsur penting, yaitu atraksi, akses, fasilitas, 
kegiatan, dan terkait sisi jasa pariwisata.
29
 French dalam Sunaryo juga 
menyebutkan faktor-faktor yang penting dan terkait dengan aspek aksesibilitas 
wisata meliputi petunjuk arah, bandara, terminal, waktu yang dibutuhkan, biaya 
perjalanan, frekuensi transportasi menuju lokasi wisata dan perangkat lainnya.
30
 
Penelitin ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria Pia 
Adiati dan Anwar Basalamah  yang menemukan bahwa wisatawan yang diminta 
untuk menggambarkan pengalaman mereka terhadap beberapa indikator seperti 
keberadaan masyarakat transportasi, atraksi, fasilitas, akses, layanan tambahan, 
dan pengalaman menunjukkan bahwa Jember berhasil minat wisatawan dengan 
memanfaatkan daya tarik daerahnya. Dan Eka Dewi Satriana , Hayyun Durrotul 
Faridah
31
 ketersediaan fasilitas ruang ibadah termasuk tempat wudhu, tersedianya 
Al-Qur‟an dan peralatan ibadah (shalat) di kamar, petunjuk kiblat dan pakaian staf 
yang sopan merupakan syarat yang mampu menciptakan suasana yang ramah 
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9. Media Sosial dan Internet,( Teknologi Suatu Destinasi Wisata ) 
Teknologi sangat memudahkan manusia dalam beraktivitas sehari – 
harinya. Internet dan media sosial adalah salah satu bentuk teknologi yang paling 
banyak digunakan oleh manusia. Pada awalnya media massa masih menjadi salah 
satu andalan sebagai wadah mencari informasi. Hanya saja seiring berjalannya 
waktu media massa dianggap tidak terlalu efektif dalam menyebarkan berita 
dengan cepat. Salah satu penghambatnya adalah tingginya jumlah buta huruf di 
Indonesia. Namun dengan adanya media sosial benar – benar sangat membantu 
para buta huruf ini. Karena media sosial sering menyampaikan informasi berupa 
gambar maupun audio visual yang dianggap lebih mudah untuk dimengerti.Bagi 
wisata halal sendiri, media sosial dan internet ini sangat membantu dalam hal 
mempromosikan daerah destinasinya kepada seluruh dunia. Beberapa daerah yang 
awalnya banyak tidak diketahui kini menjadi ramai melalui promosi yang 
disampaikan dari media sosial. Melalui postingan orang lain, seseorang dapat 
termotivasi untuk mengunjungi destinasi wisata. Penggunaan teknologi sebagai 
media pencarian informasi lebih dimudahkan dengan adanya media sosial. pesan 
yang disampaikan melalui media sosial juga berperan penting dalam membentuk 
kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan. Selain untuk menyampaikan 
informasi media sosial juga sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi dan 
emosi seseorang dan juga sebagai media pemasaran. Peran internet lainnya adalah 
untuk melakukan pemesanan hotel ataupun tiket pesawat. Manusia pada 
umumnya menyukai hal – hal yang bersifat praktis. Karenanya dengan jaringan 
internet mereka dapa melakukan apapun dengan mudah. Memesan kamar hotel 
tidak perlu lagi repot dengan mendatangi satu per satu hotel di destinasi wisata, 
memesan tiket pesawat tanpa perlu antri lama. Kemudahan lainnya yang diberikan 
adalah, mudahnya untuk membandingkan harga hotel yang satu dengan hotel 
lainnya ataupun memilih penerbangan yang paling murah dan sesuai jadwal 
keberangkatan. Sesampai di destinasi wisata, internet juga akan membantu 
wisatawan untuk menampilkan destinasi terpopuler di suatu daerah ataupun 
tempat bersejarah. 
Fenomena yang terjadi di sektor pariwisata dunia saat ini, wisatawan 
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didominasi generasi millenial yang usianya di bawah 35 tahun
32
. Mereka 
memanfaatkan teknologi digital saat traveling. "Hampir separuh wisatawan adalah 
generasi millenial yang punya karakteristik berbeda dengan era sebelumnya," 
terang Prof Wiendu saat menjadi pembicara kunci dalam International Conference 
of Critical Tourism Studies Asia Pasific (CTS-AP) di University Club, 
Universitas Gadjah Mada (UC UGM) Yogyakarta
33
. 
Traveling sepertinya sudah menjadi DNA para generasi millenial, mereka 
mengumpulkan uang tidak untuk memiliki aset, namun supaya bisa berkeliling 
dunia
34
.Selanjutnya dalam laporan GMTI 2017 disebutkan bahwa, Ada 2 mega 
trend utama yang diidentifikasi sebagai pendorong Muslim Friendly Trave, 
yakni kategori Generasi milleneal yang tergolong demografis Z, serta teknologi 
yang akan meningkatkan akses ke informasi wisata
35
. Laporan ini juga 
menyebutkan bahwa kelompok pasca millenial ini sangat terhubung satu sama 
lain dilingkungan sekitar mereka. Karena internet dan lingkungan sosial 
memainkan peran penting dalam kehidupan sehari – hari mereka. Oleh karena 
itu Industri wisata muslim harus mengembangkan penawaran mereka untuk 
memastikan bahwa merek mereka telah diperkenalkan kembali dengan segmen 
yang baru dan bahwa layanan mereka merupakan layanan yang bersifat friendly, 
asli, terjangkau dan dapat diakses oleh segmen anak muda.
36
 
Koneksi internet telah menghubungkan masyarakat seluruh dunia. 
Penggunaan media sosial dan layanan mobile telah menjadi pendorong besar 
permintaan akan makanan halal, keuangan syariah dan layanan jasa terkait gaya 
hidup Islami. Konsumen muslim menjadi salah satu bagian besar dari revolusi 
digital. Kaum muslim pengguna telepon seluler mencapai 1,3 miliar jiwa, dan 21 
persen diantaranya adalah kaum muslim di Arab Saudi dan Indonesia, yang juga 
merupakan pengguna media sosial tertinggi di dunia.
37
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Dalam Laporan Strategic Roadmap For Development Of Islamic Tourism 
In Oic Member Countries pada tahun 2018 dinyatakan bahwa Internet dan media 
sosial menyediakan platform komunikasi yang signifikan untuk memperkenalkan, 
positioning dan brand marketing, produk, dan layanan pariwisata Islami kepada 
khalayak yang lebih luas.
38
 Salah satu temuan kunci yang dihasilkan dari sebuah 
sebuah studi COMCEC (2016b) dengan 1.120 responden yang mewakili Afrika, 
Asia, Eropa, dan Amerika Utara untuk strategi pemasaran yang tepat saat ini 
adalah Penelitian Pra Wisata. Dalam studi tersebut disimpulkan bahwa terdapat 
beberapa tujuan wisatawan untuk melakukan perjalanan diantaranya 84% memilih 
melakukan wisata untuk memenuhi kebutuhan agama mereka, 72% disebutkan 
mendapatkan informasi melalui situs website, 63% dari keluarga dan teman, 
media sosial sejumlah 47%, blog sebanyak 41%, agen perjalanan sejumlah 22% 
dan 12 % berasal dari iklan.
39
  
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi internet 
serta platform media sosial yang kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat dunia 
turut serta dalam perkembangan wisata halal dan menjadi strategi marketing serta 
promosi yang tepat untuk memperkenalkan wisata halal dunia. Pesatnya 
perkembangan kunjungan wisatawan muslim di dunia disebabkan salah satunya, 
banyaknya publikasi dan promosi pariwisata halal melalui internet menjadi faktor 
penarik wisatawan muslim untuk berwisata muslim yang tersebar di negara-
negara Arab dan Timur Tengah. 
Buhalis  menyampaikan bahwa suatu keunikan produk perlu ditingkatkan 
dan dikomunikasikan sehingga dapat bersaing secara worldwide. Hal tersebut 
tentu akan membutuhkan internet dan media sosial sebagai media promosinya. 
Menurut Subarkah wisatawan millennial adalah penduduk asli digital dan sering 
berbagi pengalaman dan pendapat mereka secara terbuka di internet, khususnya 
media sosial. Subarkah memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan 
informasi, wisatawan millenial sering menempatkan lebih banyak waktu dan 
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usaha untuk melakukan penelitian komprehensif sebelum membuat jadwal 
perjalanan. 
. King  dalam Jaka Susanta yang menyatakan bahwa wisatawan masa kini 
telah sangat berpengalaman dan mandiri, terdidik secara baik dan mampu 
melakukan pencarian informasi yang diinginkan atas sebuah destinasi. Hal ini 
menunjukkan media seperti internet ataupun media massa menjadi jembatan 
untuk memudahkan wisatawan mendapatkan informasi mengenai destinasi wisata. 
Search Engine dan situs perjalanan online adalah elemen penting dari 
perencanaan wisata online. Teknologi baru di bidang komunikasi mempengaruhi 
industri pariwisata. Oleh karena itu, penting bagi pemasar untuk memahami 
perubahan ini karena pentingnya internet yang digunakan setiap hari di bidang 
pariwisata.
40
 Untuk dapat mengakses sesuatu yang menjadi kebutuhan dan 
keinginan generasi mileneal, pemerintah dan manajemen perusahaan telah 
berupaya menyediakan teknologi yang dapat memfasilitasi masyarakat khususnya 
generasi milineal untuk penggunaan teknologi digital.  
Dengan kemajuan teknologi terkini para wisatawan tidak lagi 
mempergunakan cara-cara konvensional dalam merencanakan perjalanan 
wisatanya. Mereka kini dengan mudah mencari lokasi dan objek wisata ke seluruh 
dunia dengan amat mudah dan singkat serta berbiaya minim. Internet membantu 
para wisatawan mencapai destinasi favorit pilihan wisatanya. Kemajuan teknologi 
digital dengan munculnya banyak aplikasi yang memudahkan manusia, membawa 
pengaruh bagi sektor pariwisata. Saat ini kecenderungan berwisata tidak lagi 
dilakukan secara konvensional dalam jumlah besar (rombongan), tapi bergeser 
dilakukan sendiri memanfaatkan teknologi digital (gadget/aplikasi). 
Segmen konsumen industri perjalanan Indonesia didominasi oleh populasi 
relatif muda yang berada di kisaran usia 25-49 tahun. Bagi populasi usia produktif 
yang sudah melek internet, sinyal telepon dan jaringan internet menjadi bagian 
penting dalam perencanaan maupun proses liburan. Laporan Criterio yang 
berjudul The New Asia Pasific Digital Traveller 2017 menyebutkan penggunaan 
telepon pintar di kawasan Asia Pasifik terus menunjukkan peningkatan ketika 
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masyarakat merencanakan liburan. 
Menurut Nuryanti, wisatawan millenial ini tidak lagi memanfaatkan iklan-
iklan wisata konvensional dalam menentukan destinasi, melainkan memanfaatkan 
trip advisor dari gadget. Selain itu mereka lebih suka mengunjungi objek wisata 
terpencil yang bisa langsung berinteraksi dengan warga asli
41
.Sehingga 
Pemerintah Indonesia harus lebih meningkatkan memanfaatan media social dan 
internet  sebagai  alat komunikasi dengan masyarakatnya, baik untuk edukasi, 
informasi dan berdiskusi termasuk dalam mempromosikan wisata halal. 
Masyarakat Indonesia memilih memesan tiket pesawat dan hotel melalui aplikasi 
di telepon pintar mereka, sedangkan sisanya melalui browser. Kanal digital 
menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin berlibur karena 
sifatnya yang sederhana dan praktis. Semakin mudah orang pergi, semakin tinggi 
jumlah orang yang berlibur. . 
Demikian juga fasilitas yang  perlu dibangun dengan berbasis teknologi di 
daerah destinasi wisata halal yang terkenal minim dibanding Negara lain yang 
sudah sangat maju dalam pemanfaatan teknologi, sehingga mampu menarik minat 
para wisatawan milenial yang semakin tinggi. Media Sosial dan internet juga 
dapat dimanfaatka sebagai media informasi , komunikasi dan promosi bagi 
pemerintah dan stakeholders lainnya. 
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Fodness dan Murray yang 
menyatakan bahwa umumnya para wisatawan mengurangi ketidakpastian dari 
perjalanan mereka dan meningkatkan kualitas perjalanan mereka dengan 
pencarian informasi sebelum meninggalkan rumah mereka. 
42
 Tidak hanya itu 
media massa bukan sebagai sarana informasi yang menyampaikan berita secara 
aktual dan faktual tetapi lebih dari itu mereka mencoba membangun suatu nilai 
dalam pikiran dan benak seseorang. Dan Kurniawan Gilang Widagdyo
43
 
Pendekatan strategi promosi perlu ditingkatkan dengan menggunakan media 
promosi seperti iklan media Elektronik dan media cetak di negara Arab. Tourism 
Representative Office ( VITO ) perlu diaktifkan sebagai pemberi informasi 
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mengenai produk-produk yang diminati oleh wisatawan Timur tengah seperti 
produk Belanja, Art & Heritage, Spa dll , serta informasi lain khususnya. 
10. Tokoh Masyarakat (Masyarakat Dalam Model Wisata Halal 
Suistanable) 
CNN (2018) mengutarakan tokoh masyarakat sudah selayakanya membawa 
perubahan ke arah yang lebih baik karena peran tokoh masyarakat dapat 
menginspirasi masyarakat lainnya
44
.Keberadaan tokoh masyarakat masih 
memegang peranan yang sangat penting saat ini, oleh sebab itu mereka harus 
lebih banyak diikutsertakan dalam kegiatan wisata, terutama wisata halal . Karena 
para tokoh masyarakat ini  dianggap mampu menjadi salah satu pihak yang bisa 
memberikan kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat tentang wisata halal  , 
serta edukasi tentang wisata halal, dan melibatkan para tokoh masyarakat akan 
mempermudah pemerintah dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi 
terhadap kepeduliannya dengan wisata halal. 
Tokoh masyakarat sebagai panutan masyarakat di suatu daerah memegang 
peranan penting dalam pengembangan wisata halal. Tokoh masyarakat diharapkan 
memiliki pemahaman yang baik mengenai wisata halal, karena SDM sangat 
berharap lebih dari para tokoh ini. Tokoh masyarakat dapat mempengaruhi dan 
memberi kesadaran kepada SDM akan perlunya wisata halal diterapkan, melihat 
pentingnya keamanan dan kenyamanan wisatawan saat sedang berwisata. Tokoh 
masyarakat juga dapat menjadi edukator yang baik karena dipercaya oleh SDM. 
Sebagai edukator, tokoh masyarakat dapat memberikan pemahaman baru pada 
SDM menyangkut wisata halal. 
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Surbakti yang menyatakan 
tokoh masyarakat ialah seseorang yang disegani dan dihormatti secara luas oleh 
masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa – negara. 
45
 
Miriam Budiarjo menyatakan tokoh masyarakat mempunyai peranan yang besar 
dalam suau kelompok masyarakat dan memiliki kekuasaan yaitu kemampuan 
mempengaruhi orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dirinya.
46
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamira Zamani-
Farahani, Joan C. Henderson (2010) yang menemukan bahwa Aspek hubungan 
antara Islam dan pariwisata di Iran dan Arab Saudi diselidiki secara keseluruhan 
dan isu-isu pariwisata kebijakan, manajemen dan pemasaran dan keterlibatan 
masyarakat dalam konteks dari dua kasus yang dibahas. 
11. Sadar Wisata (Masyarakat Lokal Dalam Model Wisata Halal 
Suistanable) 
Masyarakat sebagai pendukung pariwisata juga perlu dipersiapkan agar 
sadar terhadap potensi wisata halal  ini. “Sadar Wisata”, istilah yang sering kita 
dengar dimaksud sebagai partisipasi dan dukungan segenap komponen 
masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan 
berkembangnya kepariwisataan di suatu wilayah dan bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks pengertian tersebut, maka 
sadar wisata dijabarkan antara lain dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat 
agar siap untuk berperan sebagai tuan rumah (Host) yang baik dan memahami, 
mampu serta bersedia untuk mewujudkan unsur-unsur: Aman, Tertib, Bersih, 
Sejuk, Indah, Ramah, dan Kenangan, atau yang di kenal dengan SAPTA 
PESONA di lingkungannya masing-masing. Masyarakat sadar wisata adalah sikap 
mental atau moral yang membuat nyaman wisatawan, seperti ramah dan 
menghindari untuk tidak menerapkan “aji mumpung”.  
Masyarakat lokal perlu dimotivasi agar sadar wisata. Sebagai pendukung 
dalam wisata halal, kesadaran masyarakat pada potensi daerahnya dapat 
mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembanganya 
pariwisata di suatu destinasi. Sadar wisata berperan untuk menumbuhkan 
keinginan dan kemampuan bagi masyarakat untuk mengenali dan mencintai tanah 
airnya sebagai wisatawan. Perwujudan sadar wisata ini akan menciptakan akses 
bagi usaha skala kecil dan menengah dan juga mendorong tumbuhnya ekonomi 
masyarakat dengan memanfaatkan produk lokal. Intinya dengan adanya sadar 
wisata masyarakat jadi ramah terhadap wisatawan muslim  yang datang dan 
membuat wisatawan betah berada di destinasi wisata. Sebagai masyarakat sebisa 
mungkin mampu membuat para wisatawan terbantukan , baik dalam memenuhi 
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kebutuhan ibadah, seperti perlengkapan sholat, cenderamata, dan fasilitas lainnya, 
termasuk dari sisi keamanan si wisatawan. 
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Nur Rika Puspita Sari yang 
menyatakan bahwa kelompok sadar wisata sangat berperan dalam membangun 
bidang pariwisata dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang 
pariwisata
47
. Selain Sadar wisata ada juga program SAPTA PESONA Sapta 
Pesona merupakan jabaran konsep Sadara Wisata, yang terkait dengan dukungan 
dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan 
lingkungan dan suasan kondusif yang mampu mendorong dan tumbuh 
berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur : Aman, Tertib, 
Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, dan Kenangan. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Kade 
Sutawa (2012) yang menemukan bahwa Pemberdayaan masyarakat juga 
merupakan persyaratan untuk mengembangkan pariwisata sustainable. 
Pemberdayaan dilakukan langkah demi langkah dengan persepsi yang tepat dan 
interpretasi dalam rangka untuk menghindari pemberdayaan yang salah yang tidak 
mendukung pelaku pemberdayaan sustainable untuk mencegah kerusakan pada 
lingkungan sosial budaya dan oleh partisipasi dari semua pemangku kepentingan. 
12. Edukasi, Tokoh Masyarakat Dalam Model Wisata Halal Suistanable 
Belum siapnya masyarakat Indonesia dalam menyikapi kehadiran wisata 
halal, karena sebagian orang beranggapan bahwa konsep wisata halal  benar-benar 
murni dijalankan atas niat untuk menegakkan nilai-nilai Islam dan sebuah 
destinasi wisata sudah ditetapkan sebagai objek wisata halal, maka semua unsur 
wisata pada tempat tersebut harus dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah. Hal 
ini dikarenakan masyarakat kita belum terbiasa dan belum memahami terhadap 
hal-hal yang berkaita seperti itu. Biasanya, orang mengatakan bahwa segala 
sesuatu yang bernuansa syariah hanya berkutat pada permasalahan boleh dan tidak 
boleh serta halal dan haram 
Sehingga sangat  tepat jika edukasi memiliki peranan yang sangat penting 
yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat dalam memberikan pengetahuan 
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tentang wisata halal, mengingat edukasi dapat memberikan pengetahuan, tata cara 
perbuatan dan hal-hal yang harus diketahui, dipahami dan dilakukan masyarakat 
yang menyangkut kegiatan kepariwisataan terutama wisata halal. Sehingga 
masyarakat dapat menjadi duta-duta wisata yang terdidik untuk memajukan 
wisata halal sustainable di masa depan. 
Dalam hal ini peran pemerintah sangat jelas yakni melakukan sosialisasi, 
promosi, edukasi dan lain sebagainya bersama masyarakat, pelaku bisnis dan juga 
MUI untuk mewujudkan wisata halal yang sustainable. Sari menyampaikan bahwa 
sistem edukasi masyarakat akan memberikan ruang yang lebar kepada masyarakat 
untuk menyampaikan pendapat untuk menghadapi kendala – kendala yang ada. 
Edukasi memiliki peranan yang tidak kalah penting. Mengingat rendahnya 
pemahaman wisata halal oleh masyarakat dan sering terjadi kesalahpahaman dengan 
konsep wisata halal menunjukkan edukasi sangat penting diberikan kepada seluruh 
pihak yang ikut serta dalam pengembangan wisata halal. Salah satunya adalah SDM 
yang menjadi pelaku bisnis, harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai 
wisata halal dan juga syariah Islam, agar dapat berhati – hati dalam menjalankan 
bisnisnya dan tidak melanggar hukum syariah Islam. Pemerintah selaku pembuat 
kebijakan harus memahami dengan baik konsep wisata halal sehingga dapat membuat 
kebijakan yang dapat mendorong meningkatnya pengembangan wisata halal. 
Masyarakat lokal sendiri juga perlu memahami wisata halal sebagai dasar tindakan 
masyarakat menghadapi wisatawan. Bahkan wisatawan sendiri perlu memahami 
konsep wisata halal agar tidak terjerumus dengan oknum – oknum di destinasi wisata 
yang dituju. Edukasi ini juga dapat berjalan dengan memanfaatkan teknologi yang 
salah satunya media sosial. Melalui media sosial masyarakat dapat mempelajari 
keunggulan daerah wisata lain di dunia dan negara – negara lain yang telah 
menerapkan konsep wisata halal.  
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Maryetti yang menyatakan 
pengembangan pariwisata (berkelanjutan) dilakukan melalui beberapa tahapan 
yaitu menetapkan potensi daya tarik wisata dalam rangka memberdayakan sosial-
ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masysarakat; menciptakan daerah 
wisata yang unik untuk dikunjungi melalui program Sapta Pesona; serta 
mempersiapkan masyarakat untuk menerima kunjungan wisatawan melalui 
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program kebersihan lingkungan baik sanitasi dan pengelolaan sampah.
48
 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusti Kade 
Sutawa (2012) yang menemukan bahwa Pemberdayaan masyarakat juga 
merupakan persyaratan untuk mengembangkan pariwisata sustainable. 
Pemberdayaan dilakukan langkah demi langkah dengan persepsi yang tepat dan 
interpretasi dalam rangka untuk menghindari pemberdayaan yang salah yang tidak 
mendukung pelaku pemberdayaan sustainable untuk mencegah kerusakan pada 
lingkungan sosial budaya dan oleh partisipasi dari semua pemangku kepentingan. 
13. Informasi, (Media Dalam Model Wisata Halal Suistanable) 
Informasi adalah pengenalan destinasi wisata halal kepada dunia luar. Baik 
buruknya informasi yang disampaikan akan langsung berdampak kepada daerah 
wisata. Informasi ini juga dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan 
membantu untuk lebih cerdas dalam mengembangkan wisata halal. Informasi 
yang secara lengkap dan jelas dapat menjadi pembicara suatu daerah kepada dunia 
untuk menarik wisatawan baik domestik maupun asing 
Pemberian informasi yang tepat  tentang wisata halal perlu dilakukan oleh 
media massa, sehingga masyarakat dapat memahami wisata halal  lebih cepat dan 
mudah tentang  wisata halal  , dengan demikian masyarakat menjadi cerdas dan 
dapat membantu wisatawan yang berkunjung ke daerahnya lebih  perduli dan 
leibh ramah . Termasuk juga informasi lainnya yang harus dipahami para pelaku 
bisnis yang umunya berasal dari masyarakat ataupun stakeholder lainnya. Dengan 
demikian juga wisata halal dapat berjalan secara sustainable . Karena dengan 
demikian tanpa disadari pertumbuhan ekonomi mereka dan kesejahteraan mereka 
akan jauh lebih baik . 
Peran pemerintah perlu ditingkatkan untuk mendukung mempromosikan 
dan menggarap wisata halal ini. Keberadaan pemerintah saat ini dalam 
mengembangkan wisata halal adalah mengatur, fasilitasi dan penyebaran 
informasi mengenai segala sesuatu tentang wisata halal sehingga masyarakat lebih 
memahaminya.  
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh B. Pan dan G. B. Tumer 
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yang menyatakan bahwa pencarian informasi terdiri dari tahap informasi yang 
berkembang masuk pada tahap pra penetuan tujuan wisata hingga pada tahap 





Dari hasil penelitian dan pendapat para  pelaku wisata halal dapat diambil 
kesimpulan bahwa untuk keberhasilan sebuah model wisata halal sustainable di 
Indonesia, keterlibatan semua pihak harus dapat direalisasikan, artinya sinergitas 
stakeholders tidak bisa ditawar. Seperti yang dikembangkan pemerintah RI 




1. Kesadaran tentang tanggungjawab terhadap lingkungan, bahwa strategi 
pembangunan pariwisata sustainable harus menempatkan pariwisata sebagai 
green industry (industri yang ramah lingkungan), yang menjadi 
tanggungjawab pemerintah, industri pariwisata, masyarakat dan wisatawan. 
2. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata, 
3. Kemantaban/keberdayaan industri pariwisata yaitu mampu menciptakan 
produk pariwisata yang bisa bersaing secara internasional, dan 
mensejahterakan masyarakat di tempat tujuan wisata, 
4. Kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang 
bertujuan menghapus/meminimalisir perbedaan tingkat kesejahteraan 
wisatawan dan masyarakat di daerah tujuan wisata untuk menghindari konflik 
dan dominasi satu sama lain. Hal ini juga didukung dengan memberi 
perhatian/pengembangan usaha skala kecil oleh masyarakat lokal. 
Selain itu, pemerintah Indonesia seharusnya memiliki komitmen yang kuat 
untuk mengembangkan wisata halal, apalagi hasil bebeapa kajian di atas telah  
membuktikan bahwa Indonesai sangat potensil dalam menembangkan wisata 
halal. Jadi sudah selayaknya lha wisata halal menjadi prioritas utama untuk benar-
benar ditangani dengan serius, salah satunya regulasi tentang wisata halal harus 
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segera diterbitkan termasuk juga sertifikasi halal . Selanjutnya keberlangsungan 
wisata halal bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi juga semua pemangku 
kepentingan lainnya harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan 
wisata halal. Para pelaku bisnis dan mitra terkait   , seluruh masyarakat termasuk 
tokoh masyarakat. akademisi dan media, organisasi Islam khususnya MUI Dan 
DSN, dan pemerintah terkait  juga perlu mendorong berkembangnya wisata halal. 
Karena memang kerja sama antar pemangku kepentingan itu yang bisa 
mempercepat berkembangnya wisata halal. Jika kerja sendiri-sendiri maka wisata 
halal Indonesia akan tertinggal dari negara tetangga
51
.  
Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Peneltian Terdahulu yaitu 
Krishna Anugrah, Asminar Mokodongan, Ade Pebriani S, Pulmodoyo
52
. 
Pariwisata halal agar dapat berjalan dengan baik maka diperlukan kerjasama yang 
baik seluruh pemegang kepentingan dalam kepariwisataan. Kerjasama yang erat 
antar lembaga, usaha-usaha bidang pariwisata dan juga dukungan masyarakat. 
Khusnul Khotimah, dkk
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. Ketersediaan aspek aksesibilitas, amenitas dan 
ancillary service sudah cukup memadai namun masih perlu perbaikan dalam 
penyediaan transportasi khusus Trowulan, penyediaan homestay, pos informasi 
pariwisata, Money changer, gedung pertunjukan, fasilitas ATM, pos kesehatan 
dan pos keamanan. Kesiapan dan peran kelembagaan dalam kegiatan pariwisata 
perlu diperbaiki lagi terutama dalam hal kerjasama antara lembaga dari unsur 
pemerintah, swasta dan masyarakat 
Sureerat Chookaew, Oraphan chanin, Jirapa Charatarawat, Pingpis 
Sriprasert, dan Sudarat Nimpaya
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Demikian juga peran pemerintah perlu ditingkatkan untuk mendukung 
mempromosikan dan menggarap wisata halal ini. Pemerintah dan pelaku usaha, 
serta stakeholder yang terkait harus bahu-membahu untuk menjadikan Indonesia 
sebagai destinasi wisata halal.  Ini berarti sinergitas para stakeholders ini perlu 
dilakukan untuk menuju wisata yang berkelanjutan (sustainable). Dan pada 
akhirnya wisata  
A. Muchaddam Fahham 
55
 Pemda NTB masih menghadapi berbagai 
tantangan, di antara tantangannya adalah pertama, meyakinkan warganya tentang 
urgensi pengembangan wisata halal di NTB, kedua, penyiapan sumber daya 
manusia yang kompeten, ketiga, percepatan sertifikasi halal bagi hotel dan 
restoran. Keempat, sinergi antarpemangku kepentingan dalam proses sertifikasi 
halal. Dan kelima, wisata halal perlu didukung oleh seperangkat peraturan 
perundangan yang dapat mensinergikan antarpemangku kepentingan yang terlibat 
dalam proses serifikasi halal. 
Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE,M.Si, Dwi Resti Pratiwi
56
 Dengan 
mayorotas penduduk muslim, menjadikan Indonesia berpotensi megembangkan 
wisata halal. Namun hal itu tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi 
dalam pengembangkan wisata halal. Perlu adanya kolaborasi yang kuat antara 
pemerintah dan pelaku wisata untuk meghidupi tantangan tersebut. 
Halal diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang 
ramah untuk wisatawan Muslim dan memerlukan standarisasi baik terhadap 
layanan wisata maupun produk-produk wisata serta sertifikasi para SDMnya. 
Dengan demikian arah dari bisnis pariwisata di Indonesia memiliki paradigma 
yang jelas dan berkontribusi sangat besar terhadap pengembangan ekonomi secara 
komprehensif dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 
Demikian juga peran pemerintah perlu ditingkatkan untuk mendukung 
mempromosikan dan menggarap wisata halal ini. Pemerintah dan pelaku usaha, serta 
stakeholder yang terkait harus bahu-membahu untuk menjadikan Indonesia sebagai 
                                                          
55
 A. Muchaddam Fahham (2017), Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Peran 
Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli 
Utara, 
56
 Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE,M.Si, Dwi Resti Pratiwi (2019), Delegated Act : Dampak 
dan Alternatif Kebijakan Potensi dan Tantangan Wisata Halla Indonesia, Buletin APBN Vol. IV, 
Edisi 9, Mei 2019 
218 
 
destinasi wisata halal.  Ini berarti sinergitas para stakeholders ini perlu dilakukan 
untuk menuju wisata yang berkelanjutan (sustainable). Dan pada akhirnya wisata 
halal diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang ramah untuk 
wisatawan Muslim dan memerlukan standarisasi baik terhadap layanan wisata 
maupun produk-produk wisata serta sertifikasi para SDMnya. Dengan demikian arah 
dari bisnis pariwisata di Indonesia memiliki paradigma yang jelas dan 
berkontribusi sangat besar terhadap pengembangan ekonomi secara komprehensif 
dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 
Di bawah ini Model wisata halal sustainable di Indonesia dengan 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Dari penjelasan terdahulu dapat diketahui bahwa Indonesia memerlukan 
sebuah model penerapan wisata halal yang sustainable , karena hasil penelitian 
dan juga pernyataan para ahli telah menunjukkan bahwa wisata halal di Indonesia 
memberikan prospek yang menjanjikan, untuk itu hasil kesimpulan penelitian ini 
menunjukkan dan membuktikan bahwa  
1. Aspek-aspek  wisata halal yang paling menghambat dan paling potensial di 
Indonesia adalah: 
a. Jika melihat daerah Nusa Tenggara Barat , maka NTB adalah Satu-
satunya provinsi yang memiliki potensi wisata halal yang paling 
membanggakan Indonesia di tingkat dunia, selain NTB sendiri 
berpopulasi muslim terbanyak; Sering mendapatkan penghargaan wisata 
halal tingkat dunia di Dubai sejak tahaun 2015., dan menjadi daerah 
destinasi yang paling berhasil dalam penjualan paket wisata halalnya , 
Memiliki regulasi  wisata halal dan dukungan pemerintah sangat tinggi, 
Sinergitas stakeholders sangat baik, Banyak pilihan destinasi wisata halal 
dan Indah , Infrasturktur wisata halal yang ramah muslim cukup baik, 
Akses dan jalan ke daerah destinasi wisata bagus, serta Cendra mata 
umumnya tersertifikasi halal di toko soevenir.  
b. Aceh memiliki banyak potensi dalam penerapan wisata halal , selain 
karena muslim terbanyak penduduknya, keindahan alam , infrastruktur 
yang cukup baik, juga perda qanun tentang wisata yang bersyariat Islam 
menjadi paling potensial. 
c. Daerah Bali walaupun menolak penerapan wisata halal, namun kesadaran 
masyarakat terhadap sertifikasi halal cukup tinggi, pemahaman 
masyarakat dan kesadaran yang bukup tinggi terhadap wisata , keindahan 
alam yang luar biasa  
d. Sumatera Utara terkenal dengan wisata kulinernya yang paling potensial , 
selain keindahan alam  
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Lalu aspek wisata halal yang paling menghambat di Indonesia adalah  
belum adanya regulasi wisata halal yang dikeluarkan oleh pemerintah, 
itulah sebabnya masih adanya penolakan-penolakan dalam penerapan 
wisata halal, minimnya kesadaran melakukan sertifikasi , daerah wisata 
lainnya umumnya masih minim infrastruktur yang ramah muslim, 
minimnya sinergitas stakeholder. Dan pemahaman serta kesadaran 
masyarakat akan wisata halal  masih minim . 
2. Adapun penerapan wisata halal di Indonesia yang diwakili oleh keempat 
daerah di atas  sangat beragam, seperti di Nusa Temggara Barat , daerah Nusa 
Tenggara Barat bisa menjadi contoh bagi seluaruh daerah lainnya , mengingat 
setiap tahunnya NTB mengalami kenaikan jumlah wisatawan yang 
berkunjung ke daerah tersebut, penerapan wisata halal didukung pemerintah 
dengan perda dan pembenahan destinasi serta akses termasuk sinergitas yang 
cukup baik dengan pihak-pihak terkait membuat NTB menjadi daerah 
destinasi wisata halal pilihan. Daerah Aceh juga melakukan penerapan wisata 
halal dengan  mengacu pad perda Islam yang dibuat pemerintah ,  namun 
Aceh sepertinya belum begitu serius dalam penerapan ini , bisa jadi karena 
masih awal dan juga peran para stakeholders belum nampak . Bali , daerah 
yang ditunjuk pemerintah dalam penerapan wisata halal sejak tahun 2015 
namun kurang merespon secara positif bahkan menolak penerapan wisata 
halal, namun pada kenyataan sehari-hari justru daerah Bali adalah satu-
satunya daerah yang  memilik pelaku bisnis yang sadar akan sertifikasi halal 
tertinggi termasuk sertifikasi kompetensi .SDM   dibanding daerah lainnya 
dalam penerapan wiata halal., belum lagi dukungan banyaknya hotel yang 
restaurannya telah tersertifikasi halal , termasuk biro perjalanan yang cukup 
banyak menyediakan biro perjalanan halal, sayang wisata halal tidak menjadi 
pilihan. Dan terakhir adalah daerah Sumatera Utara adalah satu-satuya daerah  
yang belum direkomendasikan dalam penerapan wisata halal, namun 
pemerintah daerah nya cukup tertarik mengingat memiliki potensi dan 
prospek yang menjanjikan dengan penduduk mayoritas muslim, keindahan 
alam dan budaya serta kulinernya yang terkenal di Indonesia, walaupun 
pernah ditolak masyarakat di kawasan Danau Toba, namun daerah lainnya 
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banyak yang mendukung. Sumatera Utara harus siap untuk penerapan wisata 
halal di daerahnya . 
3. Ada 13 aspek wisata halal yang perlu menjari prioritas untuk di realisasikan 
dan dibenahi antara lain. Regulasi, Regulasi pusat, sertifikasi halal,  SDM, 
Daya Tarik Alam/Budaya , Sikap SDM, Kuliner, Infrastruktur, Media 
Sosial/Internet , Tokoh Masyarakat, Sadar wisata, Edukasi dan Informasi. 
Aspek-aspek di atas menjadi prioritas utama untuk  membuat wisata halal 
bisa berjalan secara sustainable di Indonesia, mengingat masing-masing 
daerah memiliki keunikannya aspek-aspek dominannya , belum lagi 
penerapannya yang aasing-masing berbeda dari keempat daerah tersebut di 
atas, cukup signifikan, maka perlu duduk bersama seluruh pihak dan juga 
perwakilan dari daerah yang telah melakukan pengelolaan wisata halal, dan 
juga bagi daerah yang berminat untuk menerapkan wisata halal yagn memang 
cukup menjanjikan di  masa depan,  termasuk keterlibatan pemerintah. 
Karenal ini tentunya perlu dukungan semua pihak untuk merealisasikannya 
secara tepat, agar keunggulan dan kekurangan masing-masing daerah dapat di 
data dan dievaluasi, oleh sebab itu sinergitas antara para stakeholders perlu 
segera direalisasikan . Maka model wisata halal yang direkomendasikan 
untuk diterapkan agar berjalan secara sustainable adalah dengan melakukan 
sinergitas seluruh pihak yang terlibat dalam wisata halal (sinergitas 
stakeholders), mengingat ke 13 aspek tersebut dapat dibenahi ataupun 
direalisasikan oleh stakeholders yang berbeda seperti regulasi yang harus 
diterbitkan oleh pemerintah, sertifikasi halal oleh MUI/DSN dan juga 
pemerintah, kuliner dan SDM serta lainnya oleh pelaku bisnis wisata halal, 
sementara sadar wisata dan lainnya hanya bisa dilakukan jika masyarakatnya 
terlibat dengan baik dan aspek lainnya sesuai wewenang dan tanggungjawab 
prioritasnya, yang pada akhirnya semua pihak bertanggunggjawab terhadap 
keberlanjutan wisata halal di masa depan. Sehinggr wisata halal benar-benar 
menjadi sumber penghasilan daerah  maupun negara sehingga sumber PAD 
jelas , tetlebih penerbitan regulasi wisata halal tidak boleh ditunda tentunya 
perda yang bukan dibuat oleh pemerintah secara sepihak , tetapi hasil 
masukan,dan saran dari seluruh masyarakat khususnya para penggiat wisata 
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halal, baik pelaku bisnisnis, akademisi, rermasuk regulator , MUI, DSN , dan 
masyarakat umum lainnya yang telah berkecimpung dalam bisnis wisata 
halal.. Dam kesadaran masyarakat pun perlu ditingkatkan , sehingga tujuan 
akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat akan 
terpenuhi   
4. Aspek-aspek apa yang dominan dalam model wisata halal sustainable di 
Indonesia, Aspek regulasi adalah aspek yang paling dominan dalam 
penelitian ini. Karena  ke empat daerah NTB, NAD Aceh, Sumut dan Bali  
dan juga ke 5 kategori yang terdiri dari Akademisi, Praktisi, Regulator, 
Auditor dan masyarakat memiliki kesamaan aspek yang dominan,  yang 
menjadi prioritas untuk membuat wisata halal sustainable dibanding destinasi 
wisata halal maupun masyarakat dengan nilai tertinggi 0,336, diikuti 
masyarakat serta destinasi wisata. Dan kesiapan pemerintah pusat untuk 
membuat regulasi tentang wisata halal sangat ditunggu public , sebagai aspek 
dominan prioritas terlihat dari hasil nilai tertinggi dibanding regulasi daerah 
karena walauapun masing-masing daerah sudah memiliki perda wisata halal 
ataupu perda syariah Islam sepreti di Aceh , ternyata regulasi  pemerintah 
pusatlah yang paling utama untuk membuat wisata halal sustainbel dengan 
nilai tertinggi 0,539 dibanding regulasi daerah 0,440 . Dengan adanya 
regulasi dari pemerintah pusat dalam hal ini yang dikeluarkan oleh kemenpar 
dapat menjadi paying hukum yang jelas, sehingga daerah-daerah yang sudah  
ditetapkan oleh pemerintah selama ini, namu belum juga merealisasikannya 
dapat segera diterapkan. Termasuk banyaknya konflik yang terjadi di daerah-
daerah seperti penolakan wisata halal. Bukti sudah membuktikan bahwa NTB 
adalah satu-satunya daerah yang sudah berhasil menduduki tempat utama 
yang menjadi tujuan wisata halal di Indonesia , bahkan dunia, karena 
dukungan pemerintah daerahnya dengan menerbitkan regulasi atau perda 







Dari kesimpulan di atas dan hasil penelitian ini dapat dikemukakan 
beberapa saran antara lain: 
1. Sebaiknya pemerintah menerbitkan UU Pariwitas Halal yang sampai saat ini 
belum juga dimiliki, untuk memudahkan para pelaku ataupun stakeholders 
dalam menerapkan wisata halal di daerahnya masing-masing. Karena memiliki 
standard  dan aturan serta hokum yang sama.:Dengan demikian tidak akan 
terjadi penolakan-penolakan ataupun kebingungan stakeholders. Peran 
pemerintah masih kurang,apalagi sertifikasi halal yang menjadi regulasi yang 
paling dibutuhkan dalam penerapan wisata halal ternyata belum bisa 
diterapkan dengan  serius. Termasuk koordasi dengan para stakeholder masih 
minim dilakukan pemerintah, ini diketahui dari keluhan para pelaku bisnis 
wisata halal di lapangan, 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa selain kedua sertifikasi di atas  ada 
13 aspek wisata halal yang menjadi prioritas perhatian bersama sesperti ; Daya 
Tarik Alam/Budaya , Sikap SDM, Kuliner, Infrastruktur, Media 
Sosial/Internet ., Tokoh Masyarakat, Sadar wisata, Edukasi dan Informasi, 
dengan mengetahui ini akan memudahkan para stakeholders terutama 
pemerintah dalam mengembangkan wisata halal kedepannya sehingga wisata 
halal sustainable dapat tercapai. Wisata halal saat ini masih berjalan  sendiri-
sendiri, diperlukan sinergitas sehingga memudahkan koordinasi. Pemerintah 
adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap masyarakatnya, 
termasuk bagaimana bisa membina semua pihak termasuk masyarakat untuk 
memahmi dan berperan dalam wisata halal. 
Dengan penerapan  wisata halal  sustainable secara tepat di Indonesia, akan 
memberikan harapan bagi masyarakat local dimana  tercapai kesejahteraan 
ekonomi, ekologi dan sosial tentunya akan berpengaruh terhadap daerah dan 
negara. 
2. Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa mayoritas para  Pelaku Bisnis 
tidak mematuhi peraturan khsusunya tentang sertifikasi halal , dan sertifikasi 
kompetensi SDM. Pelakuk bisnis terkesan hanya mencari keuntungan tanpa 
menjaga dan memanage para SDM dan produkl yang belum tersertifikasi . 
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Para pelakuk bisnis juga kebanyakan belum mengetahui peraturan-peraturan 
dan panduan penyelenggaraan wisata halal, khususnya bagi daerah yang 
belum memiliki Perda Wisata Halal ataupun Perda Islam. Para pelaku bisnis 
wisata halal juga bertanggung jawab  terhadap kesiapan masyarakat sekitarnya 
baik peran masyarakat dalam menunjang bisnis wisata halal , maupun dalam 
menjaga lingkungan dan keindahan serta kebersihannya. Sinergitas dengan 
berbagai pihak akan menjadi solusi dapat membuat wisata halal berkembang 
secara berkelanjutan. 
3. Masyarakat umum adalah pelaku kunci dalam wisata halal, selain masyarakat 
harus memahami tentang wisata halal, mereka juga harus menjaga lingkungan 
wisatanya tetap terjaga dan hygienis serta keidahan nya. Sadar Wisata dan 
Sapta Pesona tetap menjadi prioritas, kesiapan masyarakat dalam menerima 
wisatawan akan memberikan rasa aman dan nyaman Dibutuhkan  edukasi, 
informasi serta komunikasih yang baik terhadap wisatawan dan berbagai 
pihak. Karena dengan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap 
penerapan wisata halal. Keterlibatan masyarakat dalam membangun ekonomi 
di daerah wisata terkait akan mampu meningkatkan taraf hidup 
masyarakatnya. Keberadaan tokoh masyarakat juga perlu diperhatikan karena 
tokoh masyarakat ini bisa mempengaruhi masyarakat dalam bertindak atau 
berperilaku di masyarakat, apalagi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.  
4. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini dengan 
daerah yang lebih luas dan adanya kebijakan-kebijakan baru terlebih 
maraknya penggunaan teknologi dalam wisata halal.yang diharapkan dengan 
teknologi ini masyarakat lebih banyak berperan membantu penerapan wisata 
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Gambaran Umum Penelitian 
 
 Wisata halal kini tumbuh subur di Indonesia bahkan di dunia, bukan hanya 
marak tumbuh di Negara yang mayoritas penduduknya Muslim tetapi Negara-
negara yang penduduknya mayoritas non muslimpun, bisnis ini kian tumbuh 
subur  berkembang. Indonesia sendiri adalah salah satu Negara yang cukup lambat 
dalam menerapkan wisata halal, karena Negara-negara lain telah menerapkannya 
lebih dulu, namun penghargaan-penghargaan yang terus diperoleh berkali-kali 
sebaik menerapkan bisnis wisata halal ini, membuat Indonesia kian gencar 
menginformasikan wisata halal ke Negara-negara lain. Termasuk ditetapkannya 
13 daerah yang ditunjuk pemerintah untuk menerapkan bisnis ini, Daerah 
NTB,Sumbar dan Aceh adalah daerah-daerah yang paling berhasil menerapkan 
wisata halal, terlebih NTB dengan banyak penghargaan dan kesiapannya dalam 
bisnis wisata halal ini salah satunya dengan memiliki peraturan daerah tersendiri 
tentang wisata halal dan Aceh  Satu-satunya daerah yang telah ditunjuk 
pemerintah untuk menerapkan wisata halal namun kurang direspon pemerintah 
daerahnya adalah Bali, hal ini disebabkan selama ini Bali sudah memiliki segmen 
sendiri tentang konsep wisata di daerahnya. Pemerintah Bali justru tidak 
menginginkan dengan adanya penerapan konsep wista halal yang baru ini justru 
bisa mengurangi jumlah wisatawan yang berkunjung. Walaupun pada 
kenyataannya sebahagaian  masyarakat dan  para pebisnis ramai-ramai 
mensertifikasi halal produknya dan menjual produk/jasa wisata yang berlabelkan 
halal dan memilikin banyak peminat. Berbeda dengan daerah pemerintah 
sumatera utara, dengan mayoritas penduduknya yang muslim tetapi tidak 
ditetapkan ssebagai daerah wisata halal, namun kebutuhan wisata halal ini cukup 
mendesak mengingat daerah-daerah yang paling popular destinasi wisata halalnya 
justru diragukan banyak dikelola secara non halal. Sehingga banyak wisatawan 
enggan datang dan semakin berkurang jumlah wisatawannya, sehingga konsep 
wisata halal perlu segera diterapkan di daerah ini, untuk memancing minat  
Negara tetangga yang mayoritas muslim untuk berkunjung dengan aman dan 
nyaman dengan konsep wisata halal. 
Uurgensi penelitian wisata halal ini menjadi penting , mengingat ke 13 
daerah destinasi wisata halal ini memiliki perkembangan  yang berbeda-beda 
bahkan ada yang belum bergerak sama sekali, yang kurang merespon hingga yang 
memiliki kenaikan jumlah kunjungan wisatawan yang sangat tinggi ketika 
menerapkan wisata halal di daerahnya. Untuk itu perlu dibuat sebuah model 
tersendiri   bagaimana industry wisata halal ini  dapat berjalan dengan baik, lancar 
dan sustainable. Potensi Indonesia yang cukup besar  akan  mampu mendukung 
industri wisata halal ini maju dan terus berkembang , sehingga  model wisata halal  
ini nantinya akan memberikan solusi dan manfaat untuk meningkatkan 
pendapatan daerah dan Negara serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh 
 
Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan , maka tujuan yang ingin dicapai 
adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana  kondisi internal dan eksternal  wisata halal di 
daerah-daerah di Indonesia, seperti NTB, Bali, Sumut dan Aceh,? 
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2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan wisata halal yang dilakukan 
selama ini , termasuk sertifikasi SDM dan Sertifikasi halal dan koordinasi 
antara stakeholder? 
3. Untuk mengetahui bagaimana Model wisata halal sustainable  yang 
sebaiknya diterapkan di Indonesia berdasarkan ANP? 
 
 BAGIAN II 
PETUNJUK PENGISIAN 
 
1. Pengisian kueisioner dilakukan tertulis oleh narasumber. 
2. Narasumber diharapkan melakukan pengisian kueisioner pada satu waktu 
secara tuntas, untuk menghindari inkonsistensi antar jawaban. 
3. Jawaban merupakan pendapat pribadi masing-masing narasumber, sehingga 
memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dengan narasumber lain 
ataupun dengan peneliti. 
4. Narasumber dimohon untuk melakukan pairwise comparison (melakukan 
perbandingan tingkat kepentingan) pada kueisioner yang telah disiapkan 







Equal Importance/  
Sama besar pengaruhnya 
1 Two activities contribute equally 
to the objective 
(dua kegiatan yang  berkontirubsi 
yang sama  mencapati tujuan) 
Weak/ For compromises between  
the below values 
Sedikit lebih besar pengaruhnya 
2 
Moderate importance/ 
Sedikit Lebih besar  Pengaruhnya 
3 Experience and judgment slightly 
favor one activity over another 
(Pengalaman dan penilaian sedikitlebih 
enyukai satu aktivitas daripada aktivitas 
lainnya) 
 
Moderate plus/ For compromises between  
the below values 
Lebih pengaruhnya 
4 Experience and judgment strongly 
favor one activity over another 
(Pengalaman dan penilaian yang kuat 
lebih menyukai satu aktivitas daripada 
aktivitas lainnya 
Strong importance/  
Lebih besar Pengaruhnya 
5 
Strong Plus / For compromises between  
the below values 
Sangat lebih besar pengaruhnya 
6 An activity is favored very 
strongly over another, its 
dominance demonstrated in 
practice 
(Suatu kegiatan sangat disukaisangat 
atas yang lain, itu dominasi 
ditunjukkan dalam praktek  
Very strong or demonstrated mportance/ 
Sangat Lebih besar pengauhnau 
7 
Very,very strong/ For Compromises  
between the  below  values 
Amat sangat Besar 
8 The evidence favoring one activity 
over another is of the highest 
possible order of affirmation 
(Bukti mendukung satu aktivitasatas Extreme importance/  9 
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Amat sangat Lebih  Besar pengaruhnya yang lain adalah yang tertinggi 
kemungkinan urutan penegasan 
 
 
Contoh Pemgisian Kuesioner 
Jika diekspresikan dalam bentuk pertanyaan, pengisian kuesioner dapat  
dinyatakan sebagai berikut. 
 
1. Jika dilihat  dari segi Daerah destinasii wisata halal,  menurut Anda Urutkan ke 
5  aspek- aspek penting Daerah destinasi wisata halal di bawah ini  yang sesuai 
tingkat kepentingan dan pengaruhnya 
 
Jawaban: (Seluruh kuesioner ini dijawab melalui checklist prioritas urutan terpenting 
di dalam urutan table/ satu baris satu checklist), seperti contoh di bawah ini/\ 
Semua aspek-aspek di table daerah destinasi wisata halal ini yang terdiri dari Daya 
Tarik, SDM, Amenitas, Aksesbilitas, Teknologi  (dalam arti semua aspek ini cukup 
penting untuk segi Daerah Destinasi Wisata Halal, oleh sebab itu Anda diminta 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
DAYA-TARIK                   
SDM                   
AMENITAS (fasilitas)                   
AKSESBILITAS                   
TEKNOLOGI                   
 
 
Jawaban ini berarti daya tarik menjadi aspek yang paling penting diantara ke 5 aspek di 
atas, selanjutnya diikuti oleh aspek SD, Amenitas, asksesbilitas, dan teknologi. Namun 
jika jawaban  Bapak/Ib memiliki urutan yang tidak berurut tidak masalah seperti contoh 
di bawah ini 
 
DAERAH DESTINASI WISATA 
HALAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
DAYA-TARIK                  
SDM                   
AMENITAS (fasilitas)                  
AKSESBILITAS                  
TEKNOLOGI                  
 
Jika ini jawaban Bapak/Ibu berarti menurut Anda aspek amenitas paling penting dari 






Bapak/ibu bebas memilih jawaban yang mana yang paling prioritas di setiap kuesioner 













>20 tahun   
   
10 – 20 tahun 
  
     
     
      
 
3. Pendidikan Terakhir: 
  S1  Post Graduate (S2/S3)  
       
       
4.   Posisi:  Pakar  Praktisi   Pengguna 
     Regulator                Lain-lain (sebutkan)……………. 
       
 
       5.  Lama waktu bertugas/ berkecimpung dalam pengelolaan wisata halal: 
 





   
   










KUESIONER PENELITIAN  
SKALA ANP  
1 2 3 4  5 6  7 8 9 
Sama Besar Sedikit Lebih 
Besar 
Pengaruhnya 
Lebih Besar  Sangat Lebih Besar Amat Sangat Lebih 




















1. Jika dilihat  dari segi wisata halal sustainable,  menurut Anda Urutkan ke 3  
aspek- aspek penting  destinasi wisata halal sustainable/ berkelanjutan di bawah 
ini yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhnya :  
NO. WISATA HALAL SUSTAIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 




                  
3 MASYARAKAT                   
 
 
         
2. Jika dilihat  dari segi Regulasi,  menurut Anda Urutkan ke 2  aspek- aspek 
penting  regulasi di bawah ini yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhnya  
NO. REGULASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 PUSAT                   
2 DAERAH                   
 
 
         
3. Jika dilihat  dari segi Daerah destinasii wisata halal,  menurut Anda Urutkan ke 
5  aspek- aspek penting Daerah destinasi wisata halal di bawah ini  yang sesuai 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 DAYA-TARIK                   
2 SDM                   
3 AMENITAS                   
4 AKSEBILITAS                   
5 TEKNOLOGI                   
 
 
         
4. Jika dilihat  dari segi Masyarakat,  menurut Anda Urutkan ke 3  aspek- aspek 
penting  dari Masyarakat di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan 
pengaruhnya 
NO. MASYARAKAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 MASY .LOKAL                   
2 TOKOH MASYARAKAT                   
3 MEDIA MASSA                   
5. Jika dilihat  dari segi regulasi pusat  menurut Anda Urutkan ke 5   aspek- aspek 
penting Regulasi Pusat di bawah ini yang sesuai tingkat kepentingan dan 
pengaruhnya 
NO. REGULASI PUSAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 SERTIFIKASI KOMPETENSI                   




                  
4 FASILITAS UTAMA                   






6. Jika dilihat  dari segi regulasi daerah,  menurut Anda Urutkan ke 5  aspek- aspek 
penting dalam Regulasi Darah di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan 
dan pengaruhnya 
NO. REGULASI DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 SERTIFIKASI HALAL                   
2 PENGELOLAAN                   
3 PEMBINAAN                   
4 PENGAWASAN                   
5 LITBANG                   
7. Jika dilihat  dari segi Daya Tarik  menurut Anda Urutkan ke 4  aspek- aspek 
penting  Daya Tarik di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan 
pengaruhnya 
NO. DAYA-TARIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ALAM                   
2 BUATAN                   
3 BUDAYA                   
4 EVENT                   
8. Jika dilihat  dari segi Daerah destinasii wisata halal, aspek SDM  menurut Anda 
Urutkan ke 3  aspek- aspek penting  SDM di bawah ini  yang sesuai tingkat 
kepentingan dan pengaruhnya 
NO. 
DAERAH DESTINASI 
WISATA HALAL: SDM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 SERTIFIKASI KOMPETENSI                   
2 KINERJA                   
3 SIKAP                   
9. Jika dilihat  dari segi Daerah destinasii wisata halal, aspek Amenitas menurut 
Anda Urutkan ke 4  aspek- aspek penting  Amenitas di bawah ini  yang sesuai 
tingkat kepentingan dan pengaruhnya 
NO. 
DAERAH DESTINASI 
WISATA HALAL : 
AMENITAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 AKOMODASI HALAL                   
2 KULINER HALAL                   
3 CINDERAMATA                   
4 BIRO PERJALANAN HALAL                   
10.  Jika dilihat  dari segi Daerah destinasi wisata halal, aspek aksesbilitas  menurut 
Anda Urutkan ke 4  aspek- aspek penting  aksesilitas di bawah ini  yang sesuai 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 MODA TRANSPORTASI                   
2 TERMINAL TRANSPORTASI                   
3 RUTE /PETA PERJALANAN                   
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4 INFRASTRUKTUR JALAN                   
11. Jika dilihat  dari segi Daerah destinasii wisata halal, aspek tekonologi menurut 
Anda Urutkan ke 4  aspek- aspek penting  teknologi di bawah ini  yang sesuai 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 FASILITAS INTERNET                   
2 BISNIS BERBASIS IT                   
3 HIBURAN BERBASIS IT                   
4 MEDIA SOSIAL/homepage                   
 
12. Jika dilihat  dari segi Masyarakat, aspek masyarakat lokal  menurut Anda 
Urutkan ke 3  aspek- aspek penting  Masyarakat local  di bawah ini  yang sesuai 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 SADAR WISATA                   
2 SAPTA PESONA                   
3 KEARIFAN LOKAL                   
 
13.  Jika dilihat  dari segi Masyarakat, aspek tokoh  masyarakat  menurut Anda 
Urutkan ke 4  aspek- aspek penting  Tokoh Masyarakatl  di bawah ini  yang sesuai 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 








                  
4 
PENGAWASAN  WISATA 
HALAL 
                  
 
14. Jika dilihat  dari segi Masyarakat, aspek media massa menurut Anda Urutkan ke 
4  aspek- aspek penting  media massa   di bawah ini  yang sesuai tingkat 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 INFORMASI                   
2 KOMUNIKASI                   
3 PROMOSI                   
4 MEDIA CENTER                   
 
 
   
 






1. Jika dilihat  dari segi Regulasi pusat, menurut Anda Urutkan ke 3  aspek- aspek 
penting    di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhnya 
NO. REGULASI PUSAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 




                  
3 MASYARAKAT                   
           2. Jika dilihat  dari segi regulasi daerah menurut Anda Urutkan ke3  aspek- aspek 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 REGULASI                   
2 DESTINASI WISATA                   
3 MASYARAKAT                   
3. Jika dilihat  dari segi Daerah Destinasi Wisata halal aspek daya tarik menurut 
Anda Urutkan ke 3  aspek- aspek penting  daya tarik  di bawah ini  yang sesuai 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 REGULASI                   
2 DESTINASI WISATA                   
3 MASYARAKAT                   
4. Jika dilihat  dari segi Daerah Destinasi wisata halal, aspek SDM menurut Anda 
Urutkan ke 3  aspek- aspek penting  SDM  di bawah ini  yang sesuai tingkat 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 REGULASI                   
2 DESTINASI WISATA                   
3 MASYARAKAT                   
5. Jika dilihat  dari segi Daerah destinasi wisata halal, aspek emenitas menurut 
Anda Urutkan ke 3  aspek- aspek penting  amenitas   di bawah ini  yang sesuai 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 REGULASI                   
2 DESTINASI WISATA                   
3 MASYARAKAT                   




6. Jika dilihat  dari segi Daerah Destinasi wisata hal, aspek aksesbilitas menurut 
Anda Urutkan ke 3  aspek- aspek aksesbilitas di bawah ini  yang sesuai tingkat 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 REGULASI                   
2 DESTINASI WISATA                   
3 MASYARAKAT                   
7. Jika dilihat  dari segi Daerah destinasi wisata halal , aspek teknologi menurut 
Anda Urutkan ke 3  aspek- aspek penting  teknologi  di bawah ini  yang sesuai 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 REGULASI                   
2 DESTINASI WISATA                   
3 MASYARAKAT                   
8. Jika dilihat  dari segi Masyarakat , aspek masyarakat local menurut Anda 
Urutkan ke 3  aspek- aspek penting  media massa   di bawah ini  yang sesuai 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 REGULASI                   
2 DESTINASI WISATA                   
3 MASYARAKAT                   
9. Jika dilihat  dari segi Masyarakat, aspek tokoh masyarakat menurut Anda 
Urutkan ke 3  aspek- aspek penting  tokoh masyarakat    di bawah ini  yang 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 REGULASI                   
2 DESTINASI WISATA                   
3 MASYARAKAT                   
10. Jika dilihat  dari segi Masyarakat, aspek media massa menurut Anda Urutkan 
ke 3  aspek- aspek penting  media massa   di bawah ini  yang sesuai tingkat 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 REGULASI                   
2 DESTINASI WISATA                   




1. Jika dilihat  dari segi Sertifikasi Kompetensi-regulasi pusat, menurut Anda Urutkan ke 2  aspek- 





REGULASI PUSAT : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 REGULASI PUSAT                   
 2 REGULASI DAERAH                   
  
2. Jika dilihat  dari segi Sertfikasi Halal-regulasi pusa,  menurut Anda Urutkan ke 2  aspek- aspek 
penting  sertifikasi halal di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhnya 
 
NO. 
SERTIFIKASI HALAL : 
REGULASI PUSAT : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 REGULASI PUSAT                   
 2 REGULASI DAERAH                   
   
3. Jika dilihat  dari segi aspek penyelenggaraan wisata halal Regulasi Pusat, Menurut  Anda Urutkan 
ke dua  aspek- aspek penting penyelenggaraan wisata halal    di bawah ini  yang sesuai tingkat 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 REGULASI PUSAT                   
 2 REGULASI DAERAH                   
  
4. Jika dilihat  dari segi Fasilitas utama Regulasi Pusat   : menurut Anda Urutkan ke 2  aspek- 
aspek penting  di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhnya 
 
NO. 
:FASILITAS UTAMA REGULASI 
PUSAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 REGULASI PUSAT                   
 2 REGULASI DAERAH                   
  
5. Jika dilihat  dari segi Fasilitas Pendukung-regulasi pusat, menurut Anda Urutkan ke 2  aspek- 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 REGULASI PUSAT                   
 2 REGULASI DAERAH                   
  
6. Jika dilihat  dari Sertifikasi Halal-regulasi daerah menurut Anda Urutkan ke 2  aspek- aspek 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 REGULASI PUSAT                   







7. Jika dilihat  dari segi pengelolahan, menurut Anda Urutkan ke 2  aspek- aspek penting    di bawah 
ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhnya 
NO. PENGELOLAAN-regulasi daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 REGULASI PUSAT                   
 2 REGULASI DAERAH                   
 
8. Jika dilihat  dari segi pembinaan-regulasi daerah, ,menurut Anda Urutkan ke 2  aspek- 
aspek penting   di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhny 
 NO. PEMBINAAN- Regulasi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 REGULASI PUSAT                   
 2 REGULASI DAERAH                   
  
9. Jika dilihat  dari segi pengawasan-regulasi daerah, menurut Anda Urutkan ke 2  aspek- 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 REGULASI PUSAT                   
 2 REGULASI DAERAH                   
  
10. Jika dilihat  dari segi Litbang –regulasi daerah menurut Anda Urutkan ke 2  aspek- 
aspek penting    di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhnyaa 
 NO. LITBANG-regulasi daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 REGULASI PUSAT                   
 2 REGULASI DAERAH                   
  
11. Jika dilihat  dari segi Kondisi Alam –Daya  tarik-menurut Anda Urutkan ke 5  aspek- 
aspek penting di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhnya 
 NO. ALAM – DAYA TARIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 DAYA TARIK                   
 2 SDM                   
 3 AMENITAS                   
 4 AKSEBILITAS                   
 5 TEKNOLOGI                   
  
12. Jika dilihat  dari segi kondisi buatan- daya tarik,  menurut Anda Urutkan ke .5  aspek- 
aspek penting  di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhnyna 
 NO. BUATAN-DAYA TARIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 DAYA TARIK                   
 2 SDM                   
 3 AMENITAS                   
 4 AKSEBILITAS                   
 5 PEMASARAN                   
  
13. Jika dilihat  dari segi budaya – daya tarik, menurut Anda Urutkan ke 5  aspek- aspek 





NO. BUDAYA –DAYA TARIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 DAYA TARIK                   
 2 SDM                   
 3 AMENITAS                   
 4 AKSEBILITAS                   
 5 TEKNOLOGI                   
 
14. Jika dilihat  dari segi event –daya tarik , menurut Anda Urutkan ke 5  aspek- aspek 
penting  di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhnya 
 NO. EVENT- Daya Tarik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 DAYA TARIK                   
 2 SDM                   
 3 AMENITAS                   
 4 AKSEBILITAS                   
 5 TEKNOLOGI                   
             15. Jika dilihat  dari segi Sertifikasi  Kompetensi –SDM menurut Anda Urutkan ke 5  





1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 DAYA TARIK                   
 2 SDM                   
 3 AMENITAS                   
 4 AKSEBILITAS                   
 5 TEKNOLOGI                   
  
16. jika dilihat  dari segi Kinerja-SDM, menurut Anda Urutkan ke 5  aspek- aspek penting     
di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhnya 
 NO. KINERJA-SDM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 DAYA TARIK                   
 2 SDM                   
 3 AMENITAS                   
 4 AKSEBILITAS                   
 5 TEKNOLOGI                   
  
17. Jika dilihat  dari segi sikap – SDM  menurut Anda Urutkan ke 5  aspek- aspek penting  
media massa   di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhny 
 NO. SIKAP -SDM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 DAYA TARIK                   
 2 SDM                   
 3 AMENITAS                   
 4 AKSEBILITAS                   









18. Jika dilihat  dari segi Akomodasi sebagai amenitas, menurut Anda Urutkan ke 5  aspek- 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 DAYA TARIK                   
 2 SDM                   
 3 AMENITAS                   
 4 AKSEBILITAS                   
 5 TEKNOLOGI                   
  
19. Jika dilihat  dari segi kuliner sebagai amenitas, menurut Anda Urutkan ke 5  aspek- 
aspek penting   di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhnya 
 NO. KULINER HALAL- AMENITAS  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 DAYA TARIK                   
 2 SDM                   
 3 AMENITAS                   
 4 AKSEBILITAS                   
 5 TEKNOLOGI                   
  
20. Jika dilihat  dari segi cenderamata sebagai amenitas , menurut Anda Urutkan ke 5  
aspek- aspek penting   di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhnay 
 NO. CINDERAMATA -AMENITAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 DAYA TARIK                   
 2 SDM                   
 3 AMENITAS                   
 4 AKSEBILITAS                   
 5 TEKNOLOGI                   
  
21. Jika dilihat  dari Biro Perjalanan halal- sebagai Amenitas, menurut Anda Urutkan ke 5  
aspek- aspek penting biro perjalanan halal   di bawah ini  yang sesuai tingkat 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 DAYA TARIK                   
 2 SDM                   
 3 AMENITAS                   
 4 AKSEBILITAS                   





22. Jika dilihat  dari segi moda transportasi –sebagai aksesbilita, menurut Anda Urutkan ke 
5  aspek- aspek penting   di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhny 
 1 DAYA TARIK                   
 2 SDM                   
 3 AMENITAS                   
 4 AKSEBILITAS                   
 5 TEKNOLOGI                   
  
23. Jika dilihat  dari segi terminal transportasi- sebagai aksesbilitas, menurut Anda Urutkan 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 DAYA TARIK                   
 2 SDM                   
 3 AMENITAS                   
 4 AKSEBILITAS                   
 5 TEKNOLOGI                   
  
24. Jika dilihat  dari rute transportasi sebagai aksesbilitas, menurut Anda Urutkan ke 5  aspek- 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 DAYA TARIK                   
 2 SDM                   
 3 AMENITAS                   
 4 AKSEBILITAS                   
 5 TEKNOLOGI                   
  
25. Jika dilihat  dari segi infrstruktrur sebagai aksesbilitas, menurut Anda Urutkan ke 5  





1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 DAYA TARIK                   
 2 SDM                   
 3 AMENITAS                   
 4 AKSEBILITAS                   









26. Jika dilihat  dari segi Fasilitas internet- Teknologi, menurut Anda Urutkan ke 5  aspek- 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 DAYA TARIK                   
 2 SDM                   
 3 AMENITAS                   
 4 AKSEBILITAS                   
 5 TEKNOLOGI                   
  
27. Jika dilihat  dari bisnis berbasis IT -teknologi, menurut Anda Urutkan ke 5  aspek- 
aspek penting   di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhnya 
 NO. BISNIS BERBASIS IT- Teknologi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 DAYA TARIK                   
 2 SDM                   
 3 AMENITAS                   
 4 AKSEBILITAS                   
 5 TEKNOLOGI                   
  
28. Jika dilihat  dari hiburan berbasis IT - Teknologi, menurut Anda Urutkan ke 5  aspek- 
aspek penting   di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhny 
 
NO. 
HIBURAN BERBASIS IT- 
Teknologi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 DAYA TARIK                    
 2 SDM                   
 3 AMENITAS                   
 4 AKSEBILITAS                   
 5 TEKNOLOGI                   
  
29. Jika dilihat  dari media social teknologi, menurut Anda Urutkan ke 5  aspek- aspek 
penting   di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhnya 
 NO. MEDIA SOSIAL- teknologi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 DAYA TARIK                   
 2 SDM                   
 3 AMENITAS                   
 4 AKSEBILITAS                   
 5 TEKNOLOGI                   




30. Jika dilihat  dari segi sadar wisata- oleh masyarakat local menurut Anda Urutkan ke 5  aspek- aspek 
penting   di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhnya 
 NO. SADAR WISATA- Masyarakat Lokal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 MASYARAKAT LOKAL                   
 2 TOKOH MASYARAKAT                   
 3 MEDIA MASSA                   
  
31. Jika dilihat  dari segi sapta pesona-oleh masyarakat local  menurut Anda Urutkan ke 3  aspek- 
aspek penting   di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhny 
 NO. SAPTA PESONA-Masyarakat Lokal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 MASYARAKAT LOKAL                   
 2 TOKOH MASYARAKAT                   
 3 MEDIA MASSA                   
  
32. Jika dilihat  dari segi kearifan local –oleh masyarakat, Menurut Anda Urutkan ke 3 aspek-aspek 
halal sesuai kearipan local  apakah kepentingan dan pengaruhnya 
 NO. KEARIFAN LOKAL-Masyarakat Lokal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 MASYARAKAT LOKAL                   
 2 TOKOH MASYARAKAT                   
 3 MEDIA MASSA                   
  
33. Jika dilihat  dari edukasi –oleh tokoh maysarakat/intelektual/akademisi/tokoh budaya dll  yang  ,, 
menurut Anda Urutkan ke 3  aspek- aspek penting   di bawah ini  yang sesuai dengan tingkat 
kepentingan dan pengaruhnya 
 NO. EDUKASI-Tokoh Masyarakat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 LOKAL                   
 2 TOKOH MASYARAKAT                   
 3 MEDIA MASSA                   
  
34. Jika dilihat  dari segi penelitian wisata halal –Tokoh Masyarakat/Intelektual/akademisi/tokoh 
budaya, menurut Anda Urutkan ke 3  aspek- aspek penting   di bawah ini  yang sesuai tingkat 
kepentingan dan pengaruhnya 
 
NO. 
PENELITIAN wisata halal- Tokoh 
MASARAKAT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 Masyarakat LOKAL                   
 2 TOKOH MASYARAKAT                   
 3 MEDIA MASSA                   
  
35. Jika  dilihat  dari segi pengembangan wisata halal- oleh Tokoh masyarak/intelektual/tokoh budaya/, 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 MASYARAKAT LOKAL                   
 2 TOKOH MASYARAKAT                   
 3 MEDIA MASSA                   
  
36. Jika dilihat  dari segi pengawasan-oleh tokoh masyaraka/intelektual/ akademisi/tokoh 
budaya, menurut Anda Urutkan ke 3  aspek- aspek penting   di bawah ini  yang sesuai tingkat 
kepentingan dan pengaruhnya 
NO. 
PENGAWASAN WISATA HALAL - Tokoh 
Masyarakat 
1 2 3 4 5 6 
1 MASYARAKAT LOKAL             
2 TOKOH MASYARAKAT             
3 MEDIA MASSA             
 
NO. INFORMASI-Media Massa  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 MASYARAKAT \LOKAL                   
2 TOKOH MASYARAKAT                   
3 MEDIA MASSA                   
37. Jika dilihat  dari segi informasi oleh Media massa , menurut Anda Urutkan ke 3  aspek- aspek 
penting   di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhny:  
 
38. Jika dilihat  dari segi komunikasi,-oleh media massa menurut Anda Urutkan ke 3  aspek- 
aspek penting   di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhnya 
 NO. KOMUNIKASI- Media Massa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 MASYRAKAT LOKAL                   
 2 TOKOH MASYARAKAT                   
 3 MEDIA MASSA                   
  
39. Jika dilihat  dari segi promosi-media massa menurut Anda Urutkan ke 3  aspek- aspek penting   
di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhnya 
 NO. PROMOSI-media massa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 MASYARAKAT LOKAL                   
 2 TOKOH MASYARAKAT                   
 3 MEDIA MASSA                   
 40. Jika dilihat  dari segi media center, media massa menurut Anda Urutkan ke 3  aspek- aspek 
penting   di bawah ini  yang sesuai tingkat kepentingan dan pengaruhnya 
 NO. MEDIA CENTER-Media massa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 MASYARAKAT LOKAL                   
 2 TOKOH MASYARAKAT                   
 3 MEDIA MASSA                   
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Aspek Dominan Model Wisata Halal Sustainable 
1. Aspek Dominan Model Wisata Halal Sustainable Berdasarkan Daerah 
a. Nusa Tenggara Barat 
Berdasarkan hasil analisis jawaban kuesioner ANP yang telah diberikan 
kepada informan dan ada 3 kategori informan yang memberikan jawaban , di bawah 
ini kelompok praktisi memprioritaskan Aspek-Aspek yang dominan dalam Model  
wisata halal yang sustain sebagai berikut:  
 
Gambar 4.1 
Prioritas Model Wisata Halal Berdasarkan Daerah Nusa Tenggara Barat 
Berdasarkan Gambar 4.1 di atas terlihat bahwa untuk daerah Nusa tenggara 
Barat, para informan memprioritaskan bahwa dalam Aspek Model  wisata halal 
adalah: 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek regulasi sebesar 0,41 kedua 
adalah aspek objek wisata sebesar 0,32 dan prioritas ketiga adalah aspek 
masyarakat sebesar 0,26859 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek masyarakat sebesar 0,54, kedua 
adalah aspek regulasi sebesar 0,3, dan ketiga adalah aspek objek wisata 
sebesar 0,16 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek regulasi sebesar 0,54, kedua 





















Prioritas Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Berdasarkan Daerah Nusa 
Tenggara Barat 
Berdasarkan Gambar 4.2 di  atas terlihat bahwa untuk daerah Nusa tenggara 
Barat, para informan memprioritaskan bahwa Aspek regulasi dalam Model wiasata 
adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,57 dan kedua 
adalah aspek Daerah sebesar 0,43. 
2) Infomran 2: prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,56 dan kedua 
adalah aspek Daerah sebesar 0,44. 
3) Infomran 3: prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,39 dan kedua 
adalah aspek Daerah sebesar 0,61. 
 
Gambar 4.3 
Prioritas Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah 
Nusa Tenggara Barat 
0,57364 0,55775 
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Berdasarkan Gambar 3 di atas terlihat bahwa untuk daerah Nusa Tenggara 
Barat, para informan memprioritaskan bahwa Aspek regulasi pusat dalam Model  
wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek S. Kompetensi  sebesar  0,06, 
kedua adalah aspek S. Halal sebesar 0, 1, ketiga adalah aspek P. Halal 
sebesar 0,16, keempat aspek F. Utama 0,26 dan kelima adalah aspek F. 
Pendukung sebesar 0,42. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek S. Kompetensi  sebesar  0,42, 
kedua adalah aspek S. Halal sebesar 0,26, ketiga adalah aspek P. Halal 
sebesar 0,16, keempat aspek F. Utama 0,1 dan kelima adalah aspek F. 
Pendukung sebesar 0,06. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek S. Kompetensi  sebesar  0,25, 
kedua adalah aspek S. Halal sebesar 0,46 , ketiga adalah aspek P. Halal 
sebesar 0,14, keempat aspek F. Utama 0,09 dan kelima adalah aspek F. 
Pendukung sebesar 0,06. 
 
Gambar 4.4 
Prioritas Aspek Regulasi Daerah dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Daerah Nusa Tenggara Barat 
Berdasarkan Gambar 4.4 diatas terlihat bahwa untuk daerah Nusat Tenggara 
Barat, para informan memprioritaskan bahwa faktor regulasi daerah dalam Model  
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1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek S. Halal sebesar 0,42, kedua 
adalah aspek Pengelolaan sebesar 0,26, ketiga adalah aspek Pembinaan 
sebesar 0,16, keempat adalah aspek Pengawasan sebesar 0,1 dan kelima 
adalah aspek Litbang sebesar 0,06. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek S. Halal sebesar 0,26, kedua 
adalah aspek Pengelolaan sebesar 0,42, ketiga adalah aspek Pembinaan 
sebesar 0,16, keempat adalah aspek Pengawasan sebesar 0,1 dan kelima 
adalah aspek Litbang sebesar 0,06. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek S. Halal sebesar 0,42, kedua 
adalah aspek Pengelolaan sebesar 0,16, ketiga adalah aspek Pembinaan 
sebesar 0,26, keempat adalah aspek Pengawasan sebesar 0,1 dan kelima 
adalah aspek Litbang sebesar 0,06. 
 
Gambar 4.5 
Prioritas Aspek Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Daerah Nusa Tenggara Barat 
Berdasarkan Gambar 5 di atas terlihat bahwa untuk daerah Nusa Tenggara 
Barat, para informan memprioritaskan bahwa Aspek destinasi wisata dalam Model  
wisata halal adalah: 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Daya Tarik sebesar 0,14, kedua 
adalah aspek SDM sebesar 0,34, ketiga adalah aspek Amenitas sebesar 
0,19, keempat adalah aspek Aksebilitas sebesar 0,14 dan kelima adalah 
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2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Daya Tarik sebesar 0,28, kedua 
adalah aspek SDM sebesar 0,31, ketiga adalah aspek Amenitas sebesar 0,17, 
keempat adalah aspek Aksebilitas sebesar 0,12 dan kelima adalah aspek 
Teknologi sebesar 0,11. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Daya Tarik sebesar 0,357, kedua 
adalah aspek SDM sebesar 0,27, ketiga adalah aspek Amenitas sebesar 0,15, 
keempat adalah aspek Aksebilitas sebesar 0,15 dan kelima adalah aspek 
Teknologi sebesar 0,08. 
 
Gambar 4.6 
Prioritas Aspek Daya Tarik suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Daerah Nusa Tenggara Barat 
Berdasarkan Gambar 4.6 di atas terlihat bahwa untuk daerah Nusa Tenggara 
Barat, para informan memprioritaskan bahwa Aspek daya tarik suatu destinasi wisata 
dalam Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Alam sebesar 0,2, kedua adalah 
aspek Buatan sebesar 0,12, ketiga adalah aspek Budaya sebesar 0,29 dan 
keempat adalah aspek Event sebesar 0,42. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Alam sebesar 0,28, kedua adalah 
aspek Buatan sebesar 0,16, ketiga adalah aspek Budaya sebesar 0,47 dan 
keempat adalah aspek Event sebesar 0,1. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Alam sebesar 0,47, kedua adalah 
aspek Buatan sebesar 0,1, ketiga adalah aspek Budaya sebesar 0,28 dan 

























Prioritas Aspek Sumber Daya Manusia suatu Destinasi Wisata dalam Model  
Wisata Halal Berdasarkan Daerah Nusa Tenggara Barat 
Berdasarkan Gambar 4.7 di atas terlihat bahwa untuk daerah Nusa Temggara 
Barat, para informan memprioritaskan bahwa faktor sumber daya manusia suatu 
destinasi wisata dalam Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Sertifikasi sebesar 0,16, kedua 
adalah aspek Kinerja sebesar 0,3 dan ketiga adalah aspek Sikap sebesar 0,54. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Sertifikasi sebesar 0,16, kedua 
adalah aspek Kinerja sebesar 0,3 dan ketiga adalah aspek Sikap sebesar 0,54. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Sertifikasi sebesar 0,54, kedua 
adalah aspek Kinerja sebesar 0,16 dan ketiga adalah aspek Sikap sebesar 0,3. 
 
Gambar 4.8 
Prioritas Aspek Aksesbilitas suatu Daya Tarik suatu Destinasi Wisata dalam 
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Berdasarkan Gambar 4.8 di atas terlihat bahwa untuk daerah Nusa Temggara 
Barat, para informan memprioritaskan bahwa faktor aksesbilitas suatu daya tarik 
destinasi wisata dalam Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Akomodasi sebesar 0,47, kedua 
adalah aspek Kuliner sebesar 0,28, ketiga adalah aspek Cinderamata sebesar 
0,1 dan keempat adalah aspek Biroper sebesar 0,16. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Akomodasi sebesar 0,16, kedua 
adalah aspek Kuliner sebesar 0,28, ketiga adalah aspek Cinderamata sebesar 
0,1 dan keempat adalah aspek Biroper sebesar 0,47. 
3)  Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Akomodasi sebesar 0,47, kedua 
adalah aspek Kuliner sebesar 0,28, ketiga adalah aspek Cinderamata sebesar 
0,1 dan keempat adalah aspek Biroper sebesar 0,16. 
 
Gambar 4.9 
Prioritas Aspek Aksesbilitas suatu Daya Tarik suatu Destinasi Wisata dalam 
Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah Nusa Tenggara Barat 
Berdasarkan Gambar 4.9 di atas terlihat bahwa untuk daerah Nusa Temggara 
Barat, para informan memprioritaskan bahwa Aspek aksesbilitas suatu daya tarik 
destinasi wisata dalam Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Moda sebesar 0,28, kedua 
adalah aspek Terminal sebesar 0,16007, ketiga adalah aspek Rute sebesar 
0,11 dan prioritas keempat adalah aspek Infrastruktur sebesar 0,47. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Moda sebesar 0,167, kedua adalah 
aspek Terminal sebesar 0,1, ketiga adalah aspek Rute sebesar 0,46716 dan 
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3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Moda sebesar 0,46726, kedua adalah 
aspek Terminal sebesar 0,14, ketiga adalah aspek Rute sebesar 0,16 dan prioritas 
keempat adalah aspek Infrastruktur sebesar 0,28. 
 
Gambar 4.10 
Prioritas Aspek Teknologi suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Daerah Nusa Tenggara Barat 
Berdasarkan Gambar 4.10 di atas terlihat bahwa untuk daerah Nusa Temggara 
Barat, para informan memprioritaskan bahwa Aspek teknologi suatu destinasi wisata 
dalam Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Internet sebesar 0,47, kedua adalah 
aspek IT – Bisnis sebesar 0,16, ketiga adalah aspek IT – Hiburan sebesar 0,1 
dan prioritas keempat adalah aspek Media Sosial sebesar 0,28. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Internet sebesar 0,47, kedua adalah 
aspek IT – Bisnis sebesar 0,16, ketiga adalah aspek IT – Hiburan sebesar 0,0953 
dan prioritas keempat adalah aspek Media Sosial sebesar 0,28. 
3) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Internet sebesar 0,47, kedua adalah 
aspek IT – Bisnis sebesar 0,1, ketiga adalah aspek IT – Hiburan sebesar 0,16 
dan prioritas keempat adalah aspek Media Sosial sebesar 0,28. 
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Prioritas Aspek Masyarakat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah 
Nusa Tenggara Barat 
Berdasarkan Gambar 4.11 di atas terlihat bahwa untuk daerah Nusa Temggara 
Barat, para informan memprioritaskan bahwa Aspek masyarakat dalam Model  wisata 
halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Lokal sebesar 0,2, kedua adalah 
aspek Tokoh 0,33 dan ketiga adalah aspek Media sebesar 0,47. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Lokal sebesar 0,54, kedua 
adalah aspek Tokoh 0,3 dan ketiga adalah aspek Media sebesar 0,16. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Lokal sebesar 0,32, kedua 
adalah aspek Tokoh 0,48 dan ketiga adalah aspek Media sebesar 0,2. 
 
Gambar 4.12 
Prioritas Aspek Masyarakat Lokal dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Daerah Nusa Tenggara Barat 
Berdasarkan Gambar 4.12 di atas terlihat bahwa untuk daerah Nusa Temggara 
Barat, para informan memprioritaskan bahwa Aspek masyarakat lokal dalam Model  
wisata halal adalah : 
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0,53961 























1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Sadar-Wisata sebesar 0,3, kedua 
adalah aspek Sapta-Pesona sebesar 0,16 dan ketiga adalah aspek Kearifan-
Lokal sebesar 0,54. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Sadar-Wisata sebesar 0,54, 
kedua adalah aspek Sapta-Pesona sebesar 0,16 dan ketiga adalah aspek 
Kearifan-Lokal sebesar 0,3. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Sadar-Wisata sebesar 0,54, 
kedua adalah aspek Sapta-Pesona sebesar 0,3 dan ketiga adalah aspek 
Kearifan-Lokal sebesar 0,16. 
 
Gambar 4.13 
Prioritas Aspek Tokoh Masyarakat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Daerah Nusa Tenggara Barat 
Berdasarkan Gambar 4.13 di atas terlihat bahwa untuk daerah Nusa Temggara 
Barat, para informan memprioritaskan bahwa Aspek tokoh masyarakat dalam Model  
wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Edukasi sebesar 0, 3, kedua 
adalah aspek Penelitian sebesar 0,46, ketiga adalah aspek Pengawasan 
sebesar 0,09 dan keempat adalah aspek Model  sebesar 0,14. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Edukasi sebesar 0, 47, kedua 
adalah aspek Penelitian sebesar 0,1, ketiga adalah aspek Pengawasan sebesar 
0,16 dan keempat adalah aspek Model  sebesar 0,28. 
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3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Edukasi sebesar 0,47, kedua 
adalah aspek Penelitian sebesar 0,1, ketiga adalah aspek Pengawasan sebesar 
0,16 dan keempat adalah aspek Model  sebesar 0,28. 
 
Gambar 4.14 
Prioritas Aspek Media dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah Nusa 
Tenggara Barat 
Berdasarkan Gambar 4.14 di atas terlihat bahwa untuk daerah Nusa Temggara 
Barat, para informan memprioritaskan bahwa Aspek media dalam Model  wisata 
halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Informasi sebesar 0,47, kedua 
adalah aspek Komunikasi sebesar 0,16, ketiga adalah aspek Promosi sebesar 
0,28 dan prioritas keempat adalah aspek Mediacenter sebesar 0,1. 
2)  Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Informasi sebesar 0,47, kedua 
adalah aspek Komunikasi sebesar 0,16, ketiga adalah aspek Promosi sebesar 
0,28 dan prioritas keempat adalah aspek Mediacenter sebesar 0,1. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Informasi sebesar 0,47, kedua 
adalah aspek Komunikasi sebesar 0,28, ketiga adalah aspek Promosi sebesar 
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b. Daerah Aceh 
 
Gambar 4.15 
 Prioritas Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah Aceh 
Berdasarkan Gambar 4.15 di atas terlihat bahwa untuk daerah Aceh, para 
informan memprioritaskan bahwa dalam faktor Model  wisata halal adalah  
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,27 kedua 
adalah aspek Aspek Objek Wisata sebesar 0,38798 dan prioritas ketiga 
adalah aspek Masyarakat sebesar 0,34. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,32 kedua 
adalah aspek Aspek Objek Wisata sebesar 0,27 dan prioritas ketiga adalah 
aspek Masyarakat sebesar 0,41. 
 
Gambar 4.16 
Prioritas Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah Aceh 
Berdasarkan Gambar 4.16 di atas terlihat bahwa untuk daerah Aceh, para 
informan memprioritaskan bahwa faktor regulasi dalam Model  wisata halal adalah: 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,5 dan prioritas 
kedua adalah aspek Daerah 0,5. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,38067 dan 


























Prioritas Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah 
Aceh 
Berdasarkan Gambar 4.17 di atas terlihat bahwa untuk daerah Aceh, para 
informan memprioritaskan bahwa Aspek  regulasi pusat dalam Model  wisata halal 
adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek S. Kompetensi  sebesar  0,07, 
kedua adalah aspek S. Halal sebesar 0, 42, ketiga adalah aspek P. Halal 
sebesar 0,26, keempat aspek F. Utama 0,16 dan kelima adalah aspek F. 
Pendukung sebesar 0,1. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek S. Kompetensi  sebesar  0,16, 
kedua adalah aspek S. Halal sebesar 0,42, ketiga adalah aspek P. Halal 
sebesar 0,26, keempat aspek F. Utama 0,1 dan kelima adalah aspek F. 
Pendukung sebesar 0,06. 
 
Gambar 4.18 
Prioritas Aspek Regulasi Daerah dalam Pengembangn Wisata Halal 
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Berdasarkan Gambar 4.18 di atas terlihat bahwa untuk daerah Aceh, para 
informan memprioritaskan bahwa faktor regulasi daerah dalam Model  wisata halal 
adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek S. Halal sebesar 0,41, kedua 
adalah aspek Pengelolaan sebesar 0,16, ketiga adalah aspek Pembinaan 
sebesar 0,26, keempat adalah aspek Aspek pengawasan sebesar 0,1 dan 
kelima adalah aspek Litbang sebesar 0,05. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek S. Halal sebesar 0,42, kedua 
adalah aspek Pengelolaan sebesar 0,16, ketiga adalah aspek Pembinaan 
sebesar 0,1, keempat adalah Aspek pengawasan sebesar 0,06 dan kelima 
adalah aspek Litbang sebesar 0,26. 
 
Gambar 4.19 
Prioritas Aspek Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Daerah Aceh 
Berdasarkan Gambar 4.19 di atas terlihat bahwa untuk daerah Aceh, para 
informan memprioritaskan bahwa Aspek destinasi wisata dalam Model  wisata halal 
adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Daya Tarik sebesar 0,21, kedua 
adalah aspek SDM sebesar 0,2, ketiga adalah aspek Amenitas sebesar 0,1, 
keempat adalah aspek Aksebilitas sebesar 0,36 dan kelima adalah aspek 
Teknologi sebesar 0,12854. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Daya Tarik sebesar 0,18, kedua 
adalah aspek SDM sebesar 0,24, ketiga adalah aspek Amenitas sebesar 0,21, 
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keempat adalah aspek Aksebilitas sebesar 0,17 dan kelima adalah aspek 
Teknologi sebesar 0,19. 
 
Gambar 4.20 
 Prioritas Aspek Daya Tarik Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Daerah Aceh 
Berdasarkan Gambar 4.20 di atas terlihat bahwa untuk daerah Aceh, para 
informan memprioritaskan bahwa faktor daya tarik suatu destinasi wisata dalam  
Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Alam sebesar 0,47, kedua adalah 
aspek Buatan sebesar 0,1, ketiga adalah aspek Budaya sebesar 0,28 dan 
keempat adalah aspek Event sebesar 0,16. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Alam sebesar 0,47, kedua adalah 
aspek Buatan sebesar 0,1, ketiga adalah aspek Budaya sebesar 0,28 dan 
keempat adalah aspek Event sebesar 0,16.H 
 
Gambar 4.21 
 Prioritas Aspek Sumber Daya Manusia Suatu Destinasi Wisata dalam Model  






















Berdasarkan Gambar 4.21 di atas terlihat bahwa untuk daerah Aceh, para 
informan memprioritaskan bahwa Aspek sumber daya manusia suatu destinasi wisata 
dalam Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Sertifikasi sebesar 0,16, kedua adalah 
aspek Kinerja sebesar 0,3 dan ketiga adalah aspek Sikap sebesar 0,54. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Sertifikasi sebesar 0,16, kedua adalah 
aspek Kinerja sebesar 0,54 dan ketiga adalah aspek Sikap sebesar 0,3. 
 
Gambar 4.22 
Prioritas Fakto Amenitas Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Daerah Aceh 
Berdasarkan Gambar 4.22 di atas terlihat bahwa untuk daerah Aceh, para 
informan memprioritaskan bahwa Aspek amenitas suatu desitinasi wisata dalam 
Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Akomodasi sebesar 0,47, kedua 
adalah aspek Kuliner sebesar 0,28, ketiga adalah aspek Cinderamata sebesar 
0,1 dan keempat adalah aspek Biroper sebesar 0,16. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Akomodasi sebesar 0,27, kedua 
adalah aspek Kuliner sebesar 0,47, ketiga adalah aspek Cinderamata sebesar 


















 Prioritas Aspek Aksesbilitas Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Daerah Aceh 
Berdasarkan Gambar 4.23 di atas terlihat bahwa untuk daerah Aceh, para 
informan memprioritaskan bahwa Aspek aksesbilitas suatu destinasi wisata dalam 
Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Moda sebesar 0,28, kedua 
adalah aspek Terminal sebesar 0,16, ketiga adalah aspek Rute sebesar 0,1 
dan prioritas keempat adalah aspek Infrastruktur sebesar 0,47. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Moda sebesar 0,28, kedua 
adalah aspek Terminal sebesar 0,47, ketiga adalah aspek Rute sebesar 0,09 
dan prioritas keempat adalah aspek Infrastruktur sebesar 0,16. 
 
Gambar 4.24 
Prioritas Aspek Teknologi Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Daerah Aceh 
Berdasarkan Gambar 4.24 di atas terlihat bahwa untuk daerah Aceh, para 
informan memprioritaskan bahwa Aspek teknologi suatu destinasi wisata dalam 
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1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Internet sebesar 0,28, kedua adalah 
aspek IT – Bisnis sebesar 0,1, ketiga adalah aspek IT – Hiburan sebesar 0,16 
dan prioritas keempat adalah Aspek media Sosial sebesar 0,47. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Internet sebesar 0,16, kedua adalah 
aspek IT – Bisnis sebesar 0,28, ketiga adalah aspek IT – Hiburan sebesar 0,1 
dan prioritas keempat adalah Aspek media Sosial sebesar 0,47. 
 
Gambar 4.25 
Prioritas Aspek Masyarakat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah 
Aceh 
Berdasarkan Gambar 4.25 di atas terlihat bahwa untuk daerah Aceh, para 
informan memprioritaskan bahwa Aspek masyarakat dalam Model  wisata halal 
adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Lokal sebesar 0,22, kedua 
adalah Aspek tokoh 0,32 dan ketiga adalah Aspek media sebesar 0,46. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Lokal sebesar 0,35, kedua 
adalah Aspek tokoh 0,34 dan ketiga adalah Aspek media sebesar 0,31. 
 
Gambar 4.26 
 Prioritas Aspek Masyarakat Lokal dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Daerah Aceh 
0,22085 





















Berdasarkan Gambar 4.26 di atas terlihat bahwa untuk daerah Aceh, para 
informan memprioritaskan bahwa faktor masyarakat lokal dalam Model  wisata halal 
adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Sadar-Wisata sebesar 0,3, kedua 
adalah aspek Sapta-Pesona sebesar 0,16 dan ketiga adalah aspek Kearifan-
Lokal sebesar 0,54. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Sadar-Wisata sebesar 0,54, 
kedua adalah aspek Sapta-Pesona sebesar 0,16 dan ketiga adalah aspek 
Kearifan-Lokal sebesar 0,3. 
 
Gambar 4.27 
Prioritas Aspek Aspek tokoh Masyarakat dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Daerah Aceh 
Berdasarkan Gambar 4.27 di atas terlihat bahwa untuk daerah Aceh, para 
informan memprioritaskan bahwa faktor tooh masyarakat dalam Model  wisata halal 
adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek edukasi sebesar 0, 47, kedua 
adalah Aspek penelitian sebesar 0,1, ketiga adalah Aspek pengawasan 
sebesar 0,16 dan keempat adalah aspek Model  sebesar 0,28. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek edukasi sebesar 0, 46, kedua 
adalah Aspek penelitian sebesar 0,18, ketiga adalah Aspek pengawasan 















Prioritas Aspek Aspek media Massa dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Daerah Aceh 
Berdasarkan Gambar 4.28 di atas terlihat bahwa untuk daerah Aceh, para 
informan memprioritaskan bahwa faktor aspek media massa dalam Model  wisata 
halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek informasi sebesar 0,16, kedua 
adalah Aspek komunikasi sebesar 0,1, ketiga adalah Aspek promosi sebesar 
0,47 dan prioritas keempat adalah Aspek Mediacenter sebesar 0,28. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek informasi sebesar 0,28, kedua 
adalah Aspek komunikasi sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek promosi sebesar 
0,47 dan prioritas keempat adalah Aspek Mediacenter sebesar 0,16. 
c. erah Bali 
 
Gambar 4.29 
Prioritas Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah Bali 
Berdasarkan Gambar 4.29 di atas terlihat bahwa untuk daerah Bali, para 



























1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,52 kedua 
adalah Aspek Objek Wisata sebesar 0,18 dan prioritas ketiga adalah aspek 
Masyarakat sebesar 0,3. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,29 kedua 
adalah Aspek Objek Wisata sebesar 0,44 dan prioritas ketiga adalah aspek 
Masyarakat sebesar 0,28. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,52 kedua 
adalah Aspek Objek Wisata sebesar 0,28 dan prioritas ketiga adalah aspek 
Masyarakat sebesar 0,2. 
 
Gambar 4.30 
 Prioritas Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah Bali 
Berdasarkan Gambar 4.30 di atas terlihat bahwa untuk daerah Bali, para 
informan memprioritaskan bahwa faktor regulasi dalam Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,67 dan prioritas 
kedua adalah aspek Daerah 0,33. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,64 dan prioritas 
kedua adalah aspek Daerah 0,36. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,5 dan prioritas 















Prioritas Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah 
Bali 
Berdasarkan Gambar 4.31 di atas terlihat bahwa untuk daerah Bali, para 
informan memprioritaskan bahwa faktor regulasi pusat dalam Model  wisata halal 
adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek S. Kompetensi  sebesar  0,06, 
kedua adalah Aspek S. Halal sebesar 0, 41, ketiga adalah Aspek P. Halal 
sebesar 0,26, keempat Aspek F. Utama 0,16 dan kelima adalah Aspek F. 
Pendukung sebesar 0,1. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek S. Kompetensi  sebesar  0,06, 
kedua adalah Aspek S. Halal sebesar 0,26, ketiga adalah Aspek P. Halal 
sebesar 0,16, keempat Aspek F. Utama 0,1 dan kelima adalah Aspek F. 
Pendukung sebesar 0,42. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek S. Kompetensi  sebesar  0,2, 
kedua adalah Aspek S. Halal sebesar 0,2, ketiga adalah Aspek P. Halal 
sebesar 0,2, keempat Aspek F. Utama 0,2 dan kelima adalah Aspek F. 


























Prioritas Aspek Regulasi Daerah dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Daerah Bali 
Berdasarkan Gambar 4.32 di atas terlihat bahwa untuk daerah Bali, para 
informan memprioritaskan bahwa Aspek regulasi daerah Model  wisata halal adalah: 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek S. Halal sebesar 0,26, kedua 
adalah Aspek Pengelolaan sebesar 0,06, ketiga adalah Aspek Pembinaan 
sebesar 0,1, keempat adalah Aspek pengawasan sebesar 0,16 dan kelima 
adalah Aspek Litbang sebesar 0,42. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek S. Halal sebesar 0,42, kedua 
adalah Aspek Pengelolaan sebesar 0,26, ketiga adalah Aspek Pembinaan 
sebesar 0,16, keempat adalah Aspek pengawasan sebesar 0,1 dan kelima 
adalah Aspek Litbang sebesar 0,06. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek S. Halal sebesar 0,2, kedua 
adalah Aspek Pengelolaan sebesar 0,2, ketiga adalah Aspek Pembinaan 
sebesar 0,2, keempat adalah Aspek pengawasan sebesar 0,2 dan kelima 



























Prioritas Aspek Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Daerah Bali 
Berdasarkan Gambar 4.33 di atas terlihat bahwa untuk daerah Bali, para 
informan memprioritaskan bahwa Aspek destinasi wisata dalam Model  wisata halal 
adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek Daya Tarik sebesar 0,32, kedua 
adalah SDM sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek Aksebilitas sebesar 0,22, 
keempat adalah Aspek Amenitas sebesar 0,1 dan kelima adalah Aspek 
Teknologi sebesar 0,07. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek Daya Tarik sebesar 0,41, kedua 
adalah SDM sebesar 0,2, ketiga adalah Aspek Amenitas sebesar 0,21, 
keempat adalah Aspek Aksebilitas sebesar 0,1 dan kelima adalah Aspek 
Teknologi sebesar 0,07. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek Daya Tarik sebesar 0,2, kedua 
adalah SDM sebesar 0,2, ketiga adalah Aspek Amenitas sebesar 0,2, 
keempat adalah Aspek Aksebilitas sebesar 0,2 dan kelima adalah Aspek 
























Prioritas Aspek  Daya Tarik Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Daerah Bali 
Berdasarkan Gambar 4.34 di atas terlihat bahwa untuk daerah Bali, para 
informan memprioritaskan bahwa faktor aspek Daya Tarik suatu destinasi wisata 
dalam Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Alam sebesar 0,28, kedua adalah 
Aspek buatan sebesar 0,1, ketiga adalah Aspek budaya sebesar 0,16 dan 
keempat adalah Aspek event sebesar 0,47. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Alam sebesar 0,47, kedua adalah 
Aspek buatan sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek budaya sebesar 0,16 dan 
keempat adalah Aspek event sebesar 0,1. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Alam sebesar 0,25, kedua adalah 
Aspek buatan sebesar 0,25, ketiga adalah Aspek budaya sebesar 0,25 dan 

























Prioritas Aspek Sumber Daya Alam Suatu Destinasi Wisata dalam Model  
Wisata Halal Berdasarkan Daerah Bali 
Berdasarkan Gambar 4.35 di atas terlihat bahwa untuk daerah Bali, para 
informan memprioritaskan bahwa faktor sumber daya alam suatu destinasi wisata 
dalam Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek Sikap sebesar 0,54, kedua 
adalah event sebesar 0,3 dan ketiga adalah Kinerja sebesar 0,16. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek Sikap sebesar 0,54, kedua 
adalah Kinerja sebesar 0,3 dan ketiga adalah event sebesar 0,16. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek event sebesar 0,33, kedua 
adalah Kinerja sebesar 0,33 dan ketiga adalah Sikap sebesar 0,33. 
 
Gambar 4.36 
 Prioritas Aspek  Amenitas Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Daerah Bali 
Berdasarkan Gambar 4.36 di atas terlihat bahwa untuk daerah Bali, para 
informan memprioritaskan bahwa Aspek  Amenitas suatu destinasi wisata dalam 
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1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek kuliner sebesar 0,47, kedua 
adalah Aspek akomodasi sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek cinderamata 
sebesar 0,1 dan keempat adalah Aspek biroper sebesar 0,16. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek akomodasi sebesar 0,16, kedua 
adalah Aspek biroper sebesar 0,47, ketiga adalah Aspek kuliner sebesar 
0,28dan keempat adalah Aspek cinderamata sebesar 0,1. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek akomodasi sebesar 0,25, kedua 
adalah Aspek kuliner sebesar 0,25, ketiga adalah Aspek cinderamata sebesar 
0,25 dan keempat adalah Aspek biroper sebesar 0,25. 
 
Gambar 4.37 
Prioritas Aspek Aksesbilitas Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Daerah Bali 
Berdasarkan Gambar 4.37 di atas terlihat bahwa untuk daerah Bali, para 
informan memprioritaskan bahwa aspek aksesbilitas suatu destinasi wisata dalam 
Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek rute sebesar 0,47, kedua adalah 
Aspek infrastruktur sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek terminal sebesar 
0,1dan prioritas keempat adalah Aspek moda sebesar 0,16. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek infrastruktur sebesar 0,48, 
kedua adalah Aspek moda sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek terminal 
sebesar 0,1dan prioritas keempat adalah Aspek rute sebesar 0,16. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek moda sebesar 0,25, kedua 
adalah Aspek terminal sebesar 0,25, ketiga adalah Aspek rute sebesar 0,25 





















Prioritas Aspek  Teknologi Suatu  Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Daerah Bali 
Berdasarkan Gambar 4.38 di atas terlihat bahwa untuk daerah Bali, para 
informan memprioritaskan bahwa Aspek  Teknologi suatu desttinasi wisata dalam 
Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek internet sebesar 0,43, kedua 
adalah Aspek media Sosial sebesar 0,24, ketiga adalah Aspek IT – Hiburan 
sebesar 0,21 dan prioritas keempat adalah Aspek IT – Bisnis sebesar 0,13. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek internet sebesar 0,47, kedua 
adalah Aspek media Sosial sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek IT – Hiburan 
sebesar 0,16 dan prioritas keempat adalah Aspek IT – Bisnis sebesar 0,16. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek internet sebesar 0,25, kedua 
adalah Aspek IT – Bisnis sebesar 0,25, ketiga adalah Aspek IT – Hiburan 






















Prioritas Aspek Masyarakat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah 
Bali 
Berdasarkan Gambar 4.39 di atas terlihat bahwa untuk daerah Aceh, para 
informan memprioritaskan bahwa Aspek masyarakat dalam Model  wisata halal 
adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek tokoh 0,5, kedua adalah Aspek 
media sebesar 0,34 dan ketiga adalah Aspek lokal sebesar 0,17. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek media sebesar 0,49, kedua 
adalah Aspek tokoh 0,31 dan ketiga adalah Aspek lokal sebesar 0,19. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek lokal sebesar 0,33, kedua adalah 
Aspek tokoh 0,33 dan ketiga adalah Aspek media sebesar 0,33. 
 
Gambar 4.40 






























Berdasarkan Gambar 4.40 di atas terlihat bahwa untuk daerah Bali, para 
informan memprioritaskan bahwa Aspek masyarakat lokal dalam Model  wisata halal 
adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek Sadar-wisata sebesar 0,54, 
kedua adalah Aspek Sapta-pesona sebesar 0,3 dan ketiga adalah Aspek 
kearifan-lokal sebesar 0,16. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek Sadar-wisata sebesar 0,54, 
kedua adalah Aspek kearifan-lokal sebesar 0,3 dan ketiga adalah Aspek 
Sapta-pesona sebesar 0,16. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek Sadar-wisata sebesar 0,33, 
kedua adalah Aspek Sapta-pesona sebesar 0,33 dan ketiga adalah Aspek 
kearifan-lokal sebesar 0,33. 
 
Gambar 4.41 
 Prioritas Aspek  tokoh Masyarakat dalam Model  Wisata Halal Daerah Bali 
Berdasarkan Gambar 4.41 di atas terlihat bahwa untuk daerah Bali, para 
informan memprioritaskan bahwa Aspek  tokoh masyarakat dalam Model  wisata 
halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek edukasi sebesar 0, 47, kedua 
adalah Aspek penelitian sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek pengawasan 
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2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek edukasi sebesar 0,47, kedua 
adalah Aspek Model  sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek pengawasan sebesar 
0,16 dan keempat adalah aspek penelitian sebesar 0,12. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek edukasi sebesar 0,25, kedua 
adalah Aspek penelitian sebesar 0,25, ketiga adalah Aspek pengawasan 
sebesar 0,25 dan keempat adalah aspek Model  sebesar 0,25. 
 
Gambar 4.42 
Prioritas Aspek  media Masa dalam Model  Wisata Halal Daerah Bali 
Berdasarkan Gambar 4.42 di atas terlihat bahwa untuk daerah Bali, para 
informan memprioritaskan bahwa faktor aspek media masa dalam Model  wisata 
halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek informasi sebesar 0,47, kedua 
adalah Aspek promosi sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek komunikasi sebesar 
0,16 dan prioritas keempat adalah Aspek Mediacenter sebesar 0,12. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek informasi sebesar 0,47, kedua 
adalah Aspek komunikasi sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek promosi sebesar 
0,16 dan prioritas keempat adalah Aspek Mediacenter sebesar 0,15. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek informasi sebesar 0,25, kedua 
adalah Aspek komunikasi sebesar 0,25, ketiga adalah Aspek promosi sebesar 
0,25 dan prioritas keempat adalah Aspek Mediacenter sebesar 0,25. 




















Prioritas Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah Sumatera Utara 
Berdasarkan Gambar 4.43 di atas terlihat bahwa untuk daerah Sumatera Utara, para 
informan memprioritaskan bahwa dalam faktor Model wisata halal adalah: 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Masyarakat sebesar 0,49 kedua 
adalah Aspek Regulasi sebesar 0,28 dan prioritas ketiga adalah Objek Wisata 
sebesar 0,23. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Objek Wisata sebesar 0,46 
kedua Masyarakat sebesar 0,34adalah Aspek dan prioritas ketiga adalah 
Regulasi sebesar 0,2. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,49 kedua 
adalah Aspek Objek Wisata sebesar 0,27 dan prioritas ketiga adalah 
Masyarakat sebesar 0,24. 
 
Gambar 4.44 





























Berdasarkan Gambar 4.44 di atas terlihat bahwa untuk daerah Sumatera Utara, 
para informan memprioritaskan bahwa faktor regilasi dalam Model  wisata halal 
adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,64 dan prioritas 
kedua adalah Daerah 0,36. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,66 dan prioritas 
kedua adalah Daerah 0,34 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,57 dan prioritas 
kedua adalah Daerah 0,43. 
 
Gambar 4.45 
Prioritas Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah 
Sumatera Utara 
Berdasarkan Gambar 4.45 di atas terlihat bahwa untuk daerah Sumatera Utara, 
para informan memprioritaskan bahwa faktor regulasi pusat dalam Model  wisata 
halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek F. Pendukung sebesar 0,42, 
kedua adalah Aspek S. Halal sebesar 0,26, ketiga adalah Aspek P. Halal 
sebesar 0,16, keempat Aspek F. Utama 0,1 dan kelima adalah Aspek S. 
Kompetensi  sebesar  0,06. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek F. Utama 0,42, kedua adalah 
Aspek S. Kompetensi sebesar 0,26, ketiga adalah S. Halal sebesar 0,16, 
keempat Aspek Aspek P. Halal sebesar 0,1 dan kelima adalah Aspek F. 
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3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek S. Kompetensi  sebesar  0,42, 
kedua adalah Aspek S. Halal sebesar 0,26, ketiga adalah Aspek P. Halal 
sebesar 0,16, keempat Aspek F. Utama 0,1 dan kelima adalah Aspek F. 
Pendukung sebesar 0,06. 
 
Gambar 4.46 
 Prioritas Aspek Regulasi Daerah dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Daerah Sumatera Utara 
Berdasarkan Gambar 4.46 di atas terlihat bahwa untuk daerah Sumatera Utara, 
para informan memprioritaskan bahwa Aspek regulasi daerah Model  wisata halal 
adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek S. Halal sebesar 0,42, kedua 
adalah Aspek Pengelolaan sebesar 0,26, ketiga adalah Aspek Pembinaan 
sebesar 0,16, keempat adalah Aspek pengawasan sebesar 0,1 dan kelima 
adalah Aspek Litbang sebesar 0,06. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek S. Halal sebesar 0,42, kedua 
adalah Aspek Pengelolaan sebesar 0,16, ketiga adalah Aspek Pembinaan 
sebesar 0,26, keempat adalah Aspek pengawasan sebesar 0,1 dan kelima 
adalah Aspek Litbang sebesar 0,06. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek S. Halal sebesar 0,42, kedua 
adalah Aspek Pengelolaan sebesar 0,26, ketiga adalah Aspek Pembinaan 
sebesar 0,16, keempat adalah Aspek pengawasan sebesar 0,1 dan kelima 
adalah Aspek Litbang sebesar 0,06. 
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 Prioritas Aspek Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Daerah Sumatera Utara 
Berdasarkan Gambar 4.47 di atas terlihat bahwa untuk daerah Sumatera Utara, 
para informan memprioritaskan bahwa Aspek destinasi wisata dalam Model  wisata 
halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek Daya Tarik sebesar 0,34, kedua 
adalah SDM sebesar 0,16, ketiga adalah Aspek Amenitas sebesar 0,14, 
keempat adalah Aspek Aksebilitas sebesar 0,23 dan kelima adalah Aspek 
Teknologi sebesar 0,14. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek Daya Tarik sebesar 0,14, kedua 
adalah SDM sebesar 0,36, ketiga adalah Aspek Amenitas sebesar 0,22, 
keempat adalah Aspek Aksebilitas sebesar 0,21 dan kelima adalah Aspek 
Teknologi sebesar 0,08. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek Daya Tarik sebesar 0,2, kedua 
adalah SDM sebesar 0,33, ketiga adalah Aspek Amenitas sebesar 0,21, 
keempat adalah Aspek Aksebilitas sebesar 0,1 dan kelima adalah Aspek 
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Prioritas Aspek  Daya Tarik Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Daerah Sumatera Utara 
Berdasarkan Gambar 4.48 di atas terlihat bahwa untuk daerah Sumatera Utara, 
para informan memprioritaskan bahwa Aspek  Daya Tarik suatu destinasi wisata 
dalam Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek Alam sebesar 0,47, kedua adalah 
Aspek buatan sebesar 0,15, ketiga adalah Aspek budaya sebesar 0,28 dan 
keempat adalah Aspek  event sebesar 0,16. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Alam sebesar 0,47, kedua adalah 
Aspek buatan sebesar 0,16, ketiga adalah Aspek budaya sebesar 0,28 dan 
keempat adalah Aspek  event sebesar 0,17. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Alam sebesar 0,28, kedua adalah 
Aspek buatan sebesar 0,12, ketiga adalah Aspek budaya sebesar 0,47 dan 
keempat adalah Aspek  event sebesar 0,16. 
 
Gambar 4.49 
Prioritas Aspek Sumber Daya Alam Suatu Destinasi Wisata dalam Model  
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Berdasarkan Gambar 4.49 di atas terlihat bahwa untuk daerah Sumatera Utara, 
para informan memprioritaskan bahwa Aspek sumber daya alam suatu destinasi 
wisata dalam Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek event sebesar 0,16, kedua adalah 
aspek Kinerja sebesar 0,54 dan ketiga adalah aspek Sikap sebesar 0,3. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek event sebesar 0,54, kedua adalah 
aspek Kinerja sebesar 0,3 dan ketiga adalah aspek Sikap sebesar 0,16. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek event sebesar 0,54, kedua adalah 
aspek Kinerja sebesar 0,16 dan ketiga adalah aspek Sikap sebesar 0,3. 
 
Gambar 4.50 
Prioritas Aspek  Amenitas Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Daerah Sumatera Utara 
Berdasarkan Gambar 4.50 di atas terlihat bahwa untuk daerah Sumatera Utara, 
para informan memprioritaskan bahwa Aspek Amenitas suatu destinasi wisata dalam 
Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek akomodasi modasi sebesar 0,28, 
kedua adalah Aspek kuliner sebesar 0,47, ketiga adalah Aspek cinderamata 
sebesar 0,12 dan keempat adalah Aspek biroper sebesar 0,167. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek akomodasi modasi sebesar 0,28, 
kedua adalah Aspek kuliner sebesar 0,47, ketiga adalah Aspek cinderamata 
sebesar 0,13 dan keempat adalah Aspek biroper sebesar 0,16. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek akomodasi modasi sebesar 0,28, 
kedua adalah Aspek kuliner sebesar 0,46, ketiga adalah Aspek cinderamata 
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sebesar 0,11 dan keempat adalah Aspek biroper sebesar 0,15. 
 
Gambar 4.51 
 Prioritas Aspek Aksesbilitas Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Daerah Sumatera Utara 
Berdasarkan Gambar 4.51 di atas terlihat bahwa untuk daerah Sumatera Utara, 
para informan memprioritaskan bahwa aspek aksesbilitas suatu destinasi wisata 
dalam Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah aspek  moda sebesar 0,28, kedua 
adalah Aspek terminal sebesar 0,16, ketiga adalah Aspek rute sebesar 0,14 
dan prioritas keempat adalah Aspek infrastruktur sebesar 0,47. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek moda sebesar 0,13, kedua 
adalah Aspek terminal sebesar 0,24, ketiga adalah Aspek rute sebesar 
0,43dan prioritas keempat adalah Aspek infrastruktur sebesar 0,21. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek moda sebesar 0,47, kedua 
adalah Aspek terminal sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek rute sebesar 0,16 
dan prioritas keempat adalah Aspek infrastruktur sebesar 0,1. 
 
Gambar 4.52 
Prioritas Aspek  Teknologi  Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
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Berdasarkan Gambar 4.52 di atas terlihat bahwa untuk daerah Sumatera Utara, 
para informan memprioritaskan bahwa Aspek  Teknologi suatu desttinasi wisata 
dalam Model  wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek internet sebesar 0,48, kedua adalah 
Aspek IT – Bisnis sebesar 0,16, ketiga adalah Aspek IT – Hiburan sebesar 0,1 
dan prioritas keempat adalah Aspek media Sosial sebesar 0,28. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek internet sebesar 0,14, kedua adalah 
Aspek IT – Bisnis sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek IT – Hiburan sebesar 0,16 
dan prioritas keempat adalah Aspek media Sosial sebesar 0,47. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek internet sebesar 0,47, kedua adalah 
Aspek IT – Bisnis sebesar 0,16, ketiga adalah Aspek IT – Hiburan sebesar 0,16 
dan prioritas keempat adalah Aspek media Sosial sebesar 0,28. 
 
Gambar 4.53 
Prioritas Aspek Masyarakat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah 
Sumatera Utara 
Berdasarkan Gambar 4.53 di atas terlihat bahwa untuk daerah Sumatera Utara, 
para informan memprioritaskan bahwa Aspek masyarakat dalam Model  wisata halal 
adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek lokal sebesar 0,46, kedua adalah 
Aspek tokoh 0,32 dan ketiga adalah Aspek media sebesar 0,23. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek lokal sebesar 0,47, kedua adalah 
Aspek tokoh 0,37 dan ketiga adalah Aspek media sebesar 0,16. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek lokal sebesar 0,2807, kedua 




















Prioritas Aspek Masyarakat lokaldalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Daerah Sumatera Utara 
Berdasarkan Gambar 4.54 di atas terlihat bahwa untuk daerah Sumatera Utara, 
para informan memprioritaskan bahwa Aspek masyarakat lokaldalam Model  wisata 
halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek Sadar-wisata sebesar 0,54, 
kedua adalah Aspek Sapta-pesona sebesar 0,61 dan ketiga adalah Aspek 
kearifan-lokal sebesar 0,3. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek Sadar-wisata sebesar 0,54, 
kedua adalah Aspek Sapta-pesona sebesar 0,3 dan ketiga adalah Aspek 
kearifan-lokal sebesar 0,16. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek Sadar-wisata sebesar 0,54, 
kedua adalah Aspek Sapta-pesona sebesar 0,3 dan ketiga adalah Aspek 
kearifan-lokal sebesar 0,16. 
 
Gambar 4.55 
Prioritas Aspek Tokog Masyarakat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Daerah Sumatera Utara 
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Berdasarkan Gambar 4.55 di atas terlihat bahwa untuk daerah Sumatera Utara, 
para informan memprioritaskan bahwa Aspek  tokoh masyarakat dalam Model  
wisata halal adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek edukasi sebesar 0, 47, kedua 
adalah Aspek penelitian sebesar 0,16, ketiga adalah Aspek pengawasan 
sebesar 0,12 dan keempat adalah Model  sebesar 0,28. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek edukasi sebesar 0, 47, kedua 
adalah Aspek penelitian sebesar 0,13, ketiga adalah Aspek pengawasan 
sebesar 0,16 dan keempat adalah Model  sebesar 0,28. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek edukasi sebesar 0, 4763, kedua 
adalah Aspek penelitian sebesar 0,1, ketiga adalah Aspek pengawasan 
sebesar 0,18 dan keempat adalah Model  sebesar 0,25. 
 
Gambar 4.56 
Prioritas Aspek  media Masa dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Daerah 
Sumatera Utara 
Berdasarkan Gambar 4.56 di atas terlihat bahwa untuk daerah Sumatera Utara, 
para informan memprioritaskan bahwa Aspek  media masa dalam Model  wisata halal 
adalah : 
1) Informan 1 : prioritas pertama adalah Aspek informasi sebesar 0,47, kedua 
adalah Aspek komunikasi sebesar 0,16, ketiga adalah Aspek promosi sebesar 
0,28 dan prioritas keempat adalah Aspek Mediacenter sebesar 0,15. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek informasi sebesar 0,16, kedua 
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0,47 dan prioritas keempat adalah Aspek Mediacenter sebesar 0,15. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah Aspek informasi sebesar 0,47, kedua 
adalah Aspek komunikasi sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek promosi sebesar 
0,16 dan prioritas keempat adalah Aspek Mediacenter sebesar 0,13. 
2. Aspek Dominan Model Wisata Halal Sustainable Berdasarkan Kategori 
a. Kategori Praktisi 
Berdasarkan hasil analisis, kelompok praktisi memprioritaskan Aspek-Aspek 
yang dominan dalam Model  wisata halal yang sustain sebagai berikut: 
Gambar 4.57 
Prioritas Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok Praktisi  
Dari Gambar di  atas terlihat bahwa untuk kategori  kelompok informan  yang 
berasal dari kategori praktis memprioritaskan bahwa faktor dominan dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek regulasi sebesar 0,41 kedua 
adalah obbjek wisata sebesar 0,32 dan prioritas ketiga adalah masyarakat 
sebesar 0,27. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek aspek Objek Wisata sebesar 
0.38798, kedua adalah masyarakat sebear 0,34, dan ketiga adalah regulasi 
sebesar 0,27 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek regulasi sebesar 0,5, kedua 
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4) Informan 4: prioritas pertama adalah aspek masyarakat sebesar 0,49, kedua 




Prioritas Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok 
Praktisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Praktisi memprioritaskan bahwa Aspek regulasi dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek pusat sebesar 0,57 dan prioritas 
kedua  adalah daerah sebesar 0,43. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek pusat sebesar 0.5 dan prioritas 
kedua adalah daerah sebesar 0,5.  
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek pusat sebesar 0,67 dan prioritas 
kedua adalah daerah sebesar 0,33.  
4) Informan 4: prioritas pertama adalah aspek pusat sebesar 0,64 dan prioritas 

















 Prioritas Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Praktisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Praktisi memprioritaskan bahwa Aspek regulasi pusat dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,06 
kedua adalah S.Halal sebesar 0,1 ketiga adalah P.Halal sebesar 0,16 keempat 
adalah F.Utama sebesar 0,26 dan kelima adalah F.Pendukung sebesar 0,42   
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,06 kedua 
adalah S.Halal sebesar 0,42 ketiga adalah P.Halal sebesar 0,26 keempat 
adalah F.Utama sebesar 0,16 dan kelima adalah F.Pendukung sebesar 0,1   
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,06 kedua 
adalah S.Halal sebesar 0,42 ketiga adalah P.Halal sebesar 0,03 keempat 
adalah F.Utama sebesar 0,16 dan kelima adalah F.Pendukung sebesar 0,1   
4) Informan 4 : prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,06 
kedua adalah S.Halal sebesar 0,26 ketiga adalah P.Halal sebesar 0,16 
keempat adalah F.Utama sebesar 0,1 dan kelima adalah F.Pendukung 
sebesar 0,42  
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 Prioritas Aspek Regulasi Daerah dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Praktisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Praktisi memprioritaskan bahwa Aspek regulasi daerah dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek S.Halal sebesar 0,42 kedua  
adalah aspek Pengelolaan sebesar 0,26 ketiga adalah aspek Pembinaan 
sebesar 0,16 keempat adalah aspek pengawasan sebesar 0,1 dan kelima 
adalah aspek Litbang sebesar 0,06. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek S.Halal sebesar 0,41 kedua  
adalah aspek Pengelolaan sebesar 0.16 ketiga adalah aspek Pembinaan 
sebesar 0,27 keempat adalah aspek pengawasan sebesar 0,11 dan kelima 
adalah aspek Litbang sebesar 0,05   
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek S.Halal sebesar 0,26 kedua  
adalah aspek Pengelolaan sebesar 0,11 ketiga adalah aspek Pembinaan 
sebesar 0,1keempat adalah aspek pengawasan sebesar 0,15991 dan kelima 
adalah aspek Litbang sebesar 0,42 
4) Informan 4 : prioritas pertama adalah aspek S.Halal sebesar 0,42 kedua  
adalah pengelolaaan sebesar 0,26 ketiga adalah aspek Pembinaan sebesar 
0,16 keempat adalah aspek pengawasan sebesar 0,1 dan kelima adalah aspek 
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 Prioritas Aspek Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Praktisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Praktisi memprioritaskan bahwa Aspek destinasi wisata dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek Daya Tarik sebesar 0,14 kedua 
adalah SDM sebesar 0,34 ketiga adalah Aspek Amenitas sebesar 0,19 
keempat adalah Aspek Aksebilitas sebesar 0,14 dan kelima adalah Teknoogi 
sebesar 0,2. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek Daya Tarik sebesar 0,21 kedua  
adalah SDM sebesar 0,2 ketiga adalah Aspek Amenitas sebesar 0,1 keempat 
adalah Aspek Aksebilitas sebesar 0,36 dan kelima adalah Teknoogi sebesar 
0,13 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah Aspek Daya Tarik sebesar 0,32 kedua  
adalah SDM sebesar 0.28 ketiga adalah Aspek Amenitas sebesar 0,1 
keempat adalah Aspek Aksebilitas sebesar 0,23 dan kelima adalah Teknoogi 
sebesar 0,07   
4) Informan 4 : prioritas pertama adalah Aspek Daya Tarik sebesar 0,34 kedua  
adalah SDM sebesar 0.16 ketiga adalah Aspek Amenitas sebesar 0,14 
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Prioritas Aspek  Daya Tarik suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Kelompok Praktisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Praktisi memprioritaskan bahwa Aspek  Daya Tarik suatu 
destinasi wisata dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek alam sebesar 0,17 kedua  adalah 
aspek buatan sebesar 0,12 ketiga adalah aspek budaya sebesar 0,29 keempat 
adalah aspek  event sebesar 0,42 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek alam sebesar 0,47 kedua  adalah 
aspek buatan sebesar 0,1 ketiga adalah aspek budaya sebesar 0,28 keempat 
adalah aspek  event sebesar 0,16 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek alam sebesar 0,28 kedua  adalah 
aspek buatan sebesar 0,1 ketiga adalah aspek budaya sebesar 0,16 keempat 
adalah aspek  event sebesar 0,47 
4) Informan 4: prioritas pertama adalah aspek alam sebesar 0,47 kedua  adalah 
aspek buatan sebesar 0,1 ketiga adalah aspek budaya sebesar 0,28 keempat 
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Prioritas Aspek Sumber Daya Manusia suatu Destinasi Wisata dalam Model  
Wisata Halal Berdasarkan Kelompok Praktisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Praktisi memprioritaskan bahwa Aspek sumber daya manusia 
dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek event sebesar 0,16 kedua  adalah 
kinerja  sebesar 0,3ketiga adalah sikap sebesar 0,54  
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek event sebesar 0,16 kedua  adalah 
kinerja  sebesar 0,3 ketiga adalah sikap sebesar 0,54 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek event sebesar 0,3 kedua  adalah 
kinerja  sebesar 0.16 ketiga adalah sikap sebesar 0,54 
4) Informan 4: prioritas pertama adalah aspek event sebesar 0,16 kedua  adalah 
kinerja  sebesar 0.54 ketiga adalah sikap sebesar 0,3 
 
Gambar 4.64 
 Prioritas Aspek Aksesbilitas suatu Aspek Daya Tarik suatu Destinasi Wisata 
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Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Praktisi memprioritaskan bahwa Aspek aksesbilitas suatu 
destinasi wisata dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek akomodasi modasi sebesar 0,47 
kedua  adalah aspek kuliner  sebesar 0,28 ketiga adalah aspek cinderamata 
sebesar 0,15 dan keempat adalah aspek biroper sebesar 0,16. 
2) Informan 2:  prioritas pertama adalah aspek akomodasi modasi sebesar 0,47 
kedua  adalah aspek kuliner  sebesar 0,28 ketiga adalah aspek cinderamata 
sebesar 0,15 dan keempat adalah aspek biroper sebesar 0,16. 
3) Informan 3:  prioritas pertama adalah aspek akomodasi modasi sebesar 0,28 
kedua  adalah aspek kuliner  sebesar 0.47 ketiga adalah aspek cinderamata 
sebesar 0,15 dan keempat adalah aspek biroper sebesar 0,16. 
4) Informan 4:  prioritas pertama adalah aspek akomodasi modasi sebesar 0,28 
kedua  adalah aspek kuliner  sebesar 0,47 ketiga adalah aspek cinderamata 
sebesar 0,12 dan keempat adalah aspek biroper sebesar 0,167. 
 
Gambar 4.65 
 Prioritas Aspek Aksesbilitas suatu Aspek Daya Tarik suatu Destinasi Wisata 
dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok Praktisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Praktisi memprioritaskan bahwa faktor aksesbilitas suatu 
destinasi wisata dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek moda sebesar 0,28 kedua  adalah 
aspek terminal  sebesar 0,16 ketiga adalah aspek rute sebesar 0,11 dan 
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2) Informan 2:  prioritas pertama adalah aspek moda sebesar 0,48 kedua  adalah 
aspek terminal  sebesar 0,28 ketiga adalah aspek rute sebesar 0,16 dan 
keempat adalah aspek infrastruktur sebesar 0,47  
3) Informan 3 prioritas pertama adalah aspek moda sebesar 0,16 kedua  adalah 
aspek terminal  sebesar 0,1 ketiga adalah aspek rute sebesar 0,47 dan 
keempat adalah aspek infrastruktur sebesar 0,28  
4) Informan 4:  prioritas pertama adalah  aspek moda sebesar 0,28 kedua  
adalah aspek terminal  sebesar 0.16 ketiga adalah aspek rute sebesar 0,14 
dan keempat adalah aspek infrastruktur sebesar 0,47 
 
Gambar 4.66 
Prioritas Aspek  Teknologi suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Kelompok Praktisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Praktisi memprioritaskan bahwa Aspek  Teknologi suatu 
destinasi wisata dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek internet sebesar 0,47 kedua  
adalah it-bisnis  sebesar 0.16 ketiga adalah it-hiburan sebesar 0,14 dan 
keempat adalah media-sosial sebesar 0,28 
2) Informan 2:  prioritas pertama adalah aspek internet sebesar 0,28 kedua  
adalah it-bisnis  sebesar 0.3 ketiga adalah it-hiburan sebesar 0,16 dan 
keempat adalah media-sosial sebesar 0,47 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek internet sebesar 0,43 kedua  
adalah it-bisnis  sebesar 0.13 ketiga adalah it-hiburan sebesar 0,21 dan 
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4) Informan 4: prioritas pertama adalah aspek internet sebesar 0,479 kedua  
adalah it-bisnis  sebesar 0.16 ketiga adalah it-hiburan sebesar 0,1 dan 
keempat adalah media-sosial sebesar 0,28 
 
Gambar 4.67 
Prioritas Aspek Masyarakat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Praktisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Praktisi memprioritaskan bahwa Aspek masyarakat dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek lokal sebesar 0,2 kedua  adalah 
aspek tokoh  sebesar 0.33 dan ketiga adalah aspek media sebesar 0,47  
2) Informan 2: prioritas pertama adalah  aspek lokal sebesar 0,22 kedua  adalah 
aspek tokoh  sebesar 0.32 dan ketiga adalah aspek media sebesar 0,46 
3)  informan 3: prioritas pertama adalah  aspek lokal sebesar 0,17 kedua  adalah 
aspek tokoh  sebesar 0.5 dan ketiga adalah aspek media sebesar 0,45 
4) Informan 4: prioritas pertama adalah  aspek lokal sebesar 0,46 kedua  adalah 
aspek tokoh  sebesar 0.32 dan ketiga adalah aspek media sebesar 0,23 

















Prioritas Aspek Masyarakat lokal dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Praktisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Praktisi memprioritaskan bahwa Aspek masyarakat lokaldalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek Sadar-wisata sebesar 0,3 kedua  
adalah aspek Sapta-pesona  sebesar 0.16 dan ketiga adalah aspek kearifan-
lokal sebesar 0,54 
2) Informan 2 :  prioritas pertama adalah aspek Sadar-wisata sebesar 0,3 kedua  
adalah aspek Sapta-pesona  sebesar 0.16 dan ketiga adalah aspek kearifan-
lokal sebesar 0,54 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Sadar-wisata sebesar 0,54 kedua  
adalah aspek Sapta-pesona  sebesar 0,3 dan ketiga adalah aspek kearifan-
lokal sebesar 0,16 
4) Informan 4 : prioritas pertama adalah aspek Sadar-wisata sebesar 0,54 kedua  
adalah aspek Sapta-pesona sebesar 0.16 dan ketiga adalah aspek kearifan-





















 Prioritas Aspek  tokoh Masyarakat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Praktisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Praktisi memprioritaskan bahwa Aspek  tokoh masyarakat dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek edukasi sebesar 0,3 kedua  
adalah aspek penelitian sebesar 0.46 ketiga adalah aspek pengawasan 
sebesar 0,09 dan keempat adalah Model  sebesar 0,14 
2) Informan 2:  prioritas pertama adalah aspek edukasi sebesar 0,47 kedua  
adalah aspek penelitian sebesar 0.1 ketiga adalah aspek pengawasan sebesar 
0,16 dan keempat adalah Model  sebesar 0,28 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek edukasi sebesar 0,47 kedua  
adalah aspek penelitian sebesar 0,28ketiga adalah aspek pengawasan sebesar 
0,16 dan keempat adalah Model  sebesar 0,14 
4) Informan 4: prioritas pertama adalah aspek edukasi sebesar 0,47 kedua  
adalah aspek penelitian sebesar 0.16 ketiga adalah aspek pengawasan 
sebesar 0,12 dan keempat adalah Model  sebesar 0,28 
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Prioritas Aspek  media dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok 
Praktisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Praktisi memprioritaskan bahwa Aspek  media massa dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek informasi sebesar 0,47 kedua  
adalah aspek komunikasi sebesar 0.16 ketiga adalah aspek promosi sebesar 
0,28 dan keempat adalah aspek Mediacenter sebesar 0,13 
2) Informan 2:  prioritas pertama adalah aspek informasi sebesar 0,16 kedua  
adalah aspek komunikasi sebesar 0,1 ketiga adalah aspek promosi sebesar 
0,47 dan keempat adalah aspek Mediacenter sebesar 0,28 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek informasi sebesar 0,47 kedua  
adalah aspek komunikasi sebesar 0.16 ketiga adalah aspek promosi sebesar 
0,28 dan keempat adalah aspek Mediacenter sebesar 0,12 
4) Informan 4: prioritas pertama adalah aspek informasi sebesar 0,47 kedua  
adalah aspek komunikasi sebesar 0.16 ketiga adalah aspek promosi sebesar 
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b. Kategori Masyarakat 
 
Gambar 4.71 
Prioritas Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok Masyarakat 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Masyarakat memprioritaskan bahwa Aspek dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek regulasi sebesar 0,1 kedua  adalah 
objek-wisata sebesar 0.41 dan ketiga adalah masyarakat sebesar 0,5  
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek regulasi sebesar 0,3 kedua  adalah 
objek-wisata sebesar 0.16 dan ketiga adalah masyarakat sebesar 0,54  
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek regulasi sebesar 0,33 kedua  adalah 
objek-wisata sebesar 0.33 dan ketiga adalah masyarakat sebesar 0,33 
 
Gambar 4.72 
 Prioritas Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok 
Masyarakat 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 


























mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek pusat sebesar 0,35 dan kedua  
adalah daerah sebesar 0.65  
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek pusat sebesar 0,56 dan kedua  
adalah daerah sebesar 0,44 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek pusat sebesar 0,58 dan kedua  
adalah daerah sebesar 0.42 
 
Gambar 4.73 
Prioritas Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Masyarakat 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Masyarakat memprioritaskan bahwa Aspek regulas pusati dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek s.kompetensi sebesar 0,05 kedua  
adalah s.halal sebesar 0.1 ketiga adalah p.halal sebesar 0,27 keempat adalah 
f.utama sebesar 0,16 dan kelima adalah f.pendukung sebesar 0,42 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek s.kompetensi sebesar 0,42 kedua  
adalah s.halal sebesar 0,26ketiga adalah p.halal sebesar 0,16 keempat adalah 
f.utama sebesar 0,1 dan kelima adalah f.pendukung sebesar 0,06 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek s.kompetensi sebesar 0,2 kedua  
adalah s.halal sebesar 0.2 ketiga adalah p.halal sebesar 0,2 keempat adalah 























Prioritas Aspek Regulasi Daerah dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Masyarakat 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Masyarakatmemprioritaskan bahwa Aspek regulasi daerah 
dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek s.halal sebesar 0,1 kedua  adalah 
aspek Pengelolaan sebesar 0.42 ketiga adalah aspek Pembinaan sebesar 0,26 
keempat adalah aspek pengawasan sebesar 0,16 dan kelima adalah aspek 
Litbang sebesar 0,06 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek s.halal sebesar 0,26 kedua  
adalah aspek Pengelolaan sebesar 0.42 ketiga adalah aspek Pembinaan 
sebesar 0,16 keempat adalah aspek pengawasan sebesar 0,1dan kelima 
adalah aspek Litbang sebesar 0,06 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek s.halal sebesar 0,2 kedua  adalah 
aspek Pengelolaan sebesar 0.2 ketiga adalah aspek Pembinaan sebesar 0,2 
keempat adalah aspek pengawasan sebesar 0,2 dan kelima adalah aspek 

























 Prioritas Aspek Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Masyarakat 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Masyarakatmemprioritaskan bahwa Aspek destinasi wisata 
dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek aspek Daya Tarik sebesar 0,3 
kedua  adalah sdm sebesar 0.25 ketiga adalah aspek Amenitas sebesar 0,17 
keempat adalah aspek Aksebilitas sebesar 0,2 dan kelima adalah aspek 
Teknologi sebesar 0,09 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek aspek Daya Tarik sebesar 0,28 
kedua  adalah sdm sebesar 0.31 ketiga adalah aspek Amenitas sebesar 0,17 
keempat adalah aspek Aksebilitas sebesar 0,12 dan kelima adalah aspek 
Teknologi sebesar 0,01 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah  aspek aspek Daya Tarik sebesar 0,2 
kedua  adalah sdm sebesar 0.2 ketiga adalah aspek Amenitas sebesar 0,2 
keempat adalah aspek Aksebilitas sebesar 0,2 dan kelima adalah aspek 























Prioritas Aspek  Daya Tarik Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Kelompok Masyarakat 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Masyarakatmemprioritaskan bahwa Aspek  Daya Tarik suatu 
destinasi wisata dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek alam sebesar 0,49 kedua  adalah 
aspek buatan sebesar 0.12 ketiga adalah aspek budaya sebesar 0,31 dan 
keempat adalah aspek  event sebesar 0,08  
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek alam sebesar 0,28 kedua  adalah 
aspek buatan sebesar 0,16 ketiga adalah aspek budaya sebesar 0,47 dan 
keempat adalah aspek  event sebesar 0,11 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek alam sebesar 0,2 kedua  adalah 
aspek buatan sebesar 0.2 ketiga adalah aspek budaya sebesar 0,2 dan 
keempat adalah aspek  event sebesar 0,2 
 
Gambar 4.77 
 Prioritas Aspek Sumber Daya Alama Suatu Destinasi Wisata dalam Model  





























Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Masyarakatmemprioritaskan bahwa Aspek sumber daya manusia 
dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek event sebesar 0,14 kedua  adalah 
kinerja sebesar 0.24 dan ketiga adalah sikap sebesar 0,63  
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek event sebesar 0,16 kedua  adalah 
kinerja sebesar 0.3 dan ketiga adalah sikap sebesar 0,54  
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek event sebesar 0,33 kedua adalah 
kinerja sebesar 0.33 dan ketiga adalah sikap sebesar 0,33  
 
Gambar 4.78 
Prioritas Aspek  Amenitas Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Kelompok Masyarakat 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Masyarakatmemprioritaskan bahwa Aspek aksesbilitas suatu 
destinasi wisata dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek akomodasi modasi sebesar 0,28 
kedua adalah aspek kuliner sebesar 0.47 ketiga adalah cindermata sebesar 
0,07 dan keempat adalah aspek biroper sebesar 0,17 
2) Informan 2:  prioritas pertama adalah aspek akomodasi modasi sebesar 0,16 
kedua  adalah aspek kuliner sebesar 0.28 ketiga adalah cindermata sebesar 
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3) Informan 3: prioritas pertama adalah  aspek akomodasi modasi sebesar 0,25 
kedua  adalah aspek kuliner sebesar 0.25 ketiga adalah cindermata sebesar 
0,25 dan keempat adalah aspek biroper sebesar 0,25 
 
Gambar 4.79 
Prioritas Aspek Aksesbilitas Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Kelompok Masyarakat 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Masyarakat memprioritaskan bahwa faktor aksesbilitas suatu 
destinasi wisata dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek moda sebesar 0,16 kedua  adalah 
aspek terminal sebesar 0,1 ketiga adalah aspek rute sebesar 0,28 dan 
keempat adalah aspek infrastruktur sebesar 0,47 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek moda sebesar 0,16 kedua  adalah 
aspek terminal sebesar 0.1 ketiga adalah aspek rute sebesar 0,47 dan 
keempat adalah aspek infrastruktur sebesar 0,28 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah  aspek moda sebesar 0,25 kedua  adalah 
aspek terminal sebesar 0.25 ketiga adalah aspek rute sebesar 0,25 dan 


















 Prioritas Aspek  Teknologi Suautu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Kelompok Masyarakat 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Masyarakat memprioritaskan bahwa Aspek  Teknologi suatu 
destinasi wisata dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek internet sebesar 0,24 kedua  
adalah it-bisnis sebesar 0.15 ketiga adalah it-hiburan sebesar 0,06 dan 
keempat adalah aspek media sosial sebesar 0,55 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek internet sebesar 0,47 kedua  
adalah it-bisnis sebesar 0.16 ketiga adalah it-hiburan sebesar 0,07 dan 
keempat adalah aspek media sosial sebesar 0,28 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek internet sebesar 0,25 kedua  
adalah it-bisnis sebesar 0.25 ketiga adalah it-hiburan sebesar 0,25 dan 
























Prioritas Aspek Masyarakat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Masyarakat 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Masyarakat memprioritaskan bahwa Aspek masyarakat dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek lokal sebesar 0,52 kedua adalah 
aspek tokoh sebesar 0.28 dan ketiga adalah aspek media sebesar 0,2 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek lokal sebesar 0,54 kedua  adalah 
aspek tokoh sebesar 0.3 dan ketiga adalah aspek media sebesar 0,16 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek lokal sebesar 0,33 kedua  adalah 
aspek tokoh sebesar 0.33 dan ketiga adalah aspek media sebesar 0,33 
 
Gambar 4.82 
































Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Masyarakat memprioritaskan bahwa Aspek masyarakat 
lokaldalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek Sadar-wisata sebesar 0,16 kedua  
adalah aspek Sapta-pesona sebesar 0.3 dan ketiga adalah aspek kearifan-
lokal sebesar 0,54 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek Sadar-wisata sebesar 0,16 kedua  
adalah aspek Sapta-pesona sebesar 0.3 dan ketiga adalah aspek kearifan-
lokal sebesar 0,54  
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek Sadar-wisata sebesar 0,33 kedua  
adalah aspek Sapta-pesona sebesar 0.33 dan ketiga adalah aspek kearifan-
lokal sebesar 0,33 
 
Gambar 4.83 
Prioritas Aspek  tokoh Masyarakat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Masyarakat 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Masyarakat memprioritaskan bahwa Aspek  tokoh masyarakat 
dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek edukasi sebesar 0,47 kedua 
adalah aspek penelitian sebesar 0.1 ketiga adalah aspek pengawasan sebesar 
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2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek edukasi sebesar 0,47 kedua 
adalah aspek penelitian sebesar 0.1 ketiga adalah aspek pengawasan sebesar 
0,16 dan keempat adalah Model  sebesar 0,28 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek edukasi sebesar 0,25 kedua 
adalah aspek penelitian sebesar 0.25 ketiga adalah aspek pengawasan 
sebesar 0,25 dan keempat adalah Model  sebesar 0,25 
 
Gambar 4.84 
Prioritas Aspek  media Massa dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Masyarakat 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Masyarakat memprioritaskan bahwa Aspek  media massa dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1: prioritas pertama adalah aspek informasi sebesar 0,49 kedua  
adalah aspek komunikasi sebesar 0.12 ketiga adalah aspek promosi sebesar 
0,31 dan keempat adalah aspek media center sebesar 0,08 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek informasi sebesar 0,47 kedua  
adalah aspek komunikasi sebesar 0.16 ketiga adalah aspek promosi sebesar 
0,28 dan keempat adalah aspek media center sebesar 0,14 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek informasi sebesar 0,25 kedua  
adalah aspek komunikasi sebesar 0.25 ketiga adalah aspek promosi sebesar 
0,25dan keempat adalah aspek media center sebesar 0,25 





















 Prioritas Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok Auditor Halal 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Auditor halal memprioritaskan bahwa Aspek dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,54, kedua 
adalah Objek-Wisata sebesar 0,3 dan ketiga adalah Masyarakat adalah 0,16. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,2, kedua 
adalah Objek-Wisata sebesar 0,47 dan ketiga adalah Masyarakat adalah 0,34. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,29, kedua 
adalah Objek-Wisata sebesar 0,44 dan ketiga adalah Masyarakat adalah 0,28. 
 
Gambar 4.86 
Prioritas Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok 
Auditor Halal 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Auditor halal memprioritaskan bahwa Aspek regulasi dalam 
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1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,67 dan kedua 
adalah Daerah sebesar 0,33. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,66 dan kedua 
adalah Daerah sebesar 0,34. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,64 dan kedua 
adalah Daerah sebesar 0,36. 
 
Gambar 4.87 
 Prioritas Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Auditor Halal 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Auditor halal memprioritaskan bahwa Aspek regulas pusati 
dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,06, 
kedua adalah S.Halal sebesar 0,42, ketiga adalah P.Halal sebesar 0,26 
keempat adalah F.Utama sebesar 0,16 dan prioritas kelima adalah 
F.Pendukung sebesar 0,1. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,26, 
kedua adalah S.Halal sebesar 0,16, ketiga adalah P.Halal sebesar 0,1 
keempat adalah F.Utama sebesar 0,42 dan prioritas kelima adalah 
F.Pendukung sebesar 0,06. 
3) Informan 3 ; prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,06, 
kedua adalah S.Halal sebesar 0,26, ketiga adalah P.Halal sebesar 0,16 
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F.Pendukung sebesar 0,42. 
 
Gambar 4.88 
 Prioritas Aspek Regulasi Daerah dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Auditor Halal 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Auditor halal memprioritaskan bahwa Aspek regulasi daerah 
dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek S.Halal sebesar 0,42, kedua 
adalah Aspek Pengelolaan sebesar 0,16, ketiga adalah Aspek Pembinaan 
sebesar 0,26 keempat adalah Aspek pengawasan sebesar 0,1dan prioritas 
kelima adalah Aspek Litbang sebesar 0,06. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek S.Halal sebesar 0,42, kedua 
adalah Aspek Pengelolaan sebesar 0,16, ketiga adalah Aspek Pembinaan 
sebesar 0,26 keempat adalah Aspek pengawasan sebesar 0,1 dan prioritas 
kelima adalah Aspek Litbang sebesar 0,06. 
3) Informan 3 ; prioritas pertama adalah aspek S.Halal sebesar 0,42, kedua 
adalah Aspek Pengelolaan sebesar 0,26, ketiga adalah Aspek Pembinaan 
sebesar 0,16 keempat adalah Aspek pengawasan sebesar 0,1dan prioritas 
kelima adalah Aspek Litbang sebesar 0,06. 
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Prioritas Aspek Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Auditor Halal 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Auditor halal memprioritaskan bahwa Aspek destinasi wisata 
dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Daya-Tarik sebesar 0,19, kedua 
adalah SDM sebesar 0,2, ketiga adalah Aspek Amenitas sebesar 0,2 dan 
prioritas keempat adalah Aksesbilitas sebesar 0,21 dan prioritas kelima 
adalah Aspek Teknologi sebesar 0,2. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Daya-Tarik sebesar 0,14 , kedua 
adalah SDM sebesar 0,36, ketiga adalah Aspek Amenitas sebesar 0,22 dan 
prioritas keempat adalah Aksesbilitas sebesar 0,21 dan prioritas kelima 
adalah Aspek Teknologi sebesar 0,08. 
3) Informan 3 ; prioritas pertama adalah aspek Daya-Tarik sebesar 0,41, kedua 
adalah SDM sebesar 0,2, ketiga adalah Aspek Amenitas sebesar 0,21 dan 
prioritas keempat adalah Aksesbilitas sebesar 0,1 dan prioritas kelima adalah 



















Prioritas Aspek  Daya Tarik Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Kelompok Auditor Halal 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Auditor halal memprioritaskan bahwa Aspek  Daya Tarik suatu 
destinasi wisata dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Alam sebesar 0,47, kedua adalah 
Aspek buatan sebesar 0,1, ketiga adalah Aspek budaya sebesar 0,28 dan 
prioritas keempat adalah Aspek  event sebesar 0,16. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Alam sebesar 0,47 , kedua 
adalah Aspek buatan sebesar 0,16, ketiga adalah Aspek budaya sebesar 0, 28 
dan prioritas keempat adalah Aspek  event sebesar 0,17. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Alam sebesar 0,47 , kedua 
adalah Aspek buatan sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek budaya sebesar 0,16 
dan prioritas keempat adalah Aspek  event sebesar 0,13. 
 
Gambar 4.91 
Prioritas Aspek Sumber Daya Manusia Suatu Destinasi Wisata dalam Model  
Wisata Halal Berdasarkan Kelompok Auditor Halal 
0,46729 0,46731 0,4673 
0,0954 
0,16007 

























Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Auditor halal memprioritaskan bahwa Aspek sumber daya 
manusia dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Sertifikat sebesar 0,16, kedua 
adalah Kinerja sebesar 0,3, dan ketiga adalah Sikap sebesar 0,54. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek Sertifikat sebesar 0,54, kedua 
adalah Kinerja sebesar 0,3, dan ketiga adalah Sikap sebesar 0,16. 
3) Informan 3 ; prioritas pertama adalah aspek Sertifikat sebesar 0,16, kedua 
adalah Kinerja sebesar 0,3, dan ketiga adalah Sikap sebesar 0,54. 
 
Gambar 4.92 
Prioritas Aspek  Amenitas Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Kelompok Auditor Halal 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Auditor halal memprioritaskan bahwa Aspek  Amenitas suatu 
destinasi wisata dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek akomodasi modasi sebesar 0,28, 
kedua adalah Aspek kuliner sebesar 0,47, ketiga adalah Aspek cinderamata 
sebesar 0,12 dan prioritas keempat adalah Aspek biroper sebesar 0,16. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek akomodasi modasi sebesar 0,28, 
kedua adalah Aspek kuliner sebesar 0,47, ketiga adalah Aspek cinderamata 
sebesar 0,13 dan prioritas keempat adalah Aspek biroper sebesar 0,16. 
3) Informan 3 ; prioritas pertama adalah Aspek akomodasi modasi sebesar 0,16, 
kedua adalah Aspek kuliner sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek cinderamata 



















 Prioritas Aspek Aksesbilitas Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Kelompok Auditor Halal 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Auditor halal memprioritaskan bahwa faktor aksesbilitas suatu 
destinasi wisata dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek moda sebesar 0,16, kedua 
adalah Aspek terminal sebesar 0,1, ketiga adalah Aspek rute sebesar 0,28 
dan prioritas keempat adalah Aspek infrastruktur sebesar 0,47. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek moda sebesar 0,13, kedua adalah 
Aspek terminal sebesar 0,24, ketiga adalah Aspek rute sebesar 0,43dan 
prioritas keempat adalah Aspek infrastruktur sebesar 0,21. 
3) Informan 3 ; prioritas pertama adalah Aspek moda sebesar 0,28, kedua 
adalah Aspek terminal sebesar 0,1, ketiga adalah Aspek rute sebesar 0,163 
dan prioritas keempat adalah Aspek infrastruktur sebesar 0,47. 
 
Gambar 4.94 
Prioritas Aspek  Teknologi Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
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Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Auditor halal memprioritaskan bahwa Aspek  Teknologi suatu 
destinasi wisata dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek internet sebesar 0,47, kedua 
adalah IT-Bisnis sebesar 0,28, ketiga adalah IT-Hiburan sebesar 0,14 dan 
prioritas keempat adalah Aspek media - Sosial sebesar 0,16005. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek internet sebesar 0,14, kedua 
adalah IT-Bisnis sebesar 0,28, ketiga adalah IT-Hiburan sebesar 0,16 dan 
prioritas keempat adalah Aspek media - Sosial sebesar 0,47. 
3) Informan 3 ; prioritas pertama adalah Aspek internet sebesar 0,47, kedua 
adalah IT-Bisnis sebesar 0,16, ketiga adalah IT-Hiburan sebesar 0,16 dan 
prioritas keempat adalah Aspek media - Sosial sebesar 0,28. 
 
Gambar 4.95 
Prioritas Aspek Masyarakat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Auditor Halal 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Auditor halal memprioritaskan bahwa Aspek masyarakat dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek lokal sebesar 0,29, kedua adalah 
Aspek tokoh sebesar 0.36 dan ketiga adalah Aspek media sebesar 0,35. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek lokal sebesar 0,47, kedua adalah 
Aspek tokoh sebesar 0,37 dan ketiga adalah Aspek media sebesar 0,16. 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah Aspek lokal sebesar 0,194, kedua adalah 
















 Prioritas Aspek Masyarakat lokaldalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Auditor Halal 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Auditor halal memprioritaskan bahwa Aspek masyarakat 
lokaldalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek Sadar-wisata sebesar 0,3, kedua 
adalah Aspek Sapta-pesona sebesar 0,54 dan ketiga adalah Aspek kearifan-
lokal sebesar 0,16. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek Sadar-wisata sebesar 0,54, 
kedua adalah Aspek Sapta-pesona sebesar 0,3 dan ketiga adalah Aspek 
kearifan-lokal sebesar 0,16. 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah Aspek Sadar-wisata sebesar 0,54, 
kedua adalah Aspek Sapta-pesona sebesar 0,16 dan ketiga adalah Aspek 
kearifan-lokal sebesar 0,3. 
 
Gambar 4.97 
Prioritas Aspek  tokoh Masyarakat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Auditor Halal 
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Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Auditor halal memprioritaskan bahwa Aspek  tokoh masyarakat 
dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek edukasi sebesar 0,47, kedua 
adalah Aspek penelitian sebesar 0,14, ketiga adalah Aspek pengawasan 
sebesar 0,16 dan prioritas keempat adalah Model  sebesar 0,28. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek edukasi sebesar 0,47, kedua 
adalah Aspek penelitian sebesar 0.1, ketiga adalah Aspek pengawasan 
sebesar 0,16 dan prioritas keempat adalah Model  sebesar 0,28. 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah Aspek edukasi sebesar 0,47, kedua 
adalah Aspek penelitian sebesar 0.1, ketiga adalah Aspek pengawasan 
sebesar 0,16 dan prioritas keempat adalah Model  sebesar 0,28. 
 
Gambar 4.98 
Prioritas Aspek  media Masaa dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Auditor Halal 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Auditor halal memprioritaskan bahwa Aspek  media massa 
dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek informasi  sebesar 0,16, kedua 
adalah Aspek komunikasi sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek promosi sebesar 
0,47 dan prioritas keempat adalah Aspek Mediacenter sebesar 0,13. 
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2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek informasi  sebesar 0,16, kedua 
adalah Aspek komunikasi sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek promosi sebesar 
0,47 dan prioritas keempat adalah Aspek Mediacenter sebesar 0,15. 
3) Informan 3 ; prioritas pertama adalah Aspek informasi  sebesar 0,05, kedua 
adalah Aspek komunikasi sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek promosi sebesar 
0,16 dan prioritas keempat adalah Aspek Mediacenter sebesar 0,15. 
d. Kategori Regulator 
 
Gambar 4.99 
Prioritas Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok Regulator 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Regulator memprioritaskan bahwa Aspek dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,49, kedua adalah 
Objek-Wisata sebesar 0,27 dan ketiga adalah Masyarakat adalah 0,24. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,54, kedua adalah 
Objek-Wisata sebesar 0,3 dan ketiga adalah Masyarakat adalah 0,16. 
3) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,52, kedua adalah 
Objek-Wisata sebesar 0,28 dan ketiga adalah Masyarakat adalah 0,2. 
4) Informan 3 : prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,32, kedua 




















Prioritas Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok 
Regulator 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Regulator memprioritaskan bahwa Aspek regulasi dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,57 dan kedua 
adalah Daerah sebesar 0,43. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,39 dan kedua 
adalah Daerah sebesar 0,61. 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,5 dan kedua 
adalah Daerah sebesar 0,5. 
4) Informan 4: prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,38 dan kedua 
adalah Daerah sebesar 0,62. 
 
Gambar 4.101 
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Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Regulator memprioritaskan bahwa Aspek regulas pusati dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,42, 
kedua adalah S.Halal sebesar 0.26, ketiga adalah P.Halal sebesar 0,16 
keempat adalah F.Utama sebesar 0,1 dan prioritas kelima adalah 
F.Pendukung sebesar 0,06. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,25, 
kedua adalah S.Halal sebesar 0.46, ketiga adalah P.Halal sebesar 0,14 
keempat adalah F.Utama sebesar 0,1 dan prioritas kelima adalah 
F.Pendukung sebesar 0,06. 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,2, kedua 
adalah S.Halal sebesar 0.2, ketiga adalah P.Halal sebesar 0,2 keempat adalah 
F.Utama sebesar 0,2 dan prioritas kelima adalah F.Pendukung sebesar 0,2. 
4) Informan 4: prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,16, 
kedua adalah S.Halal sebesar 0.42, ketiga adalah P.Halal sebesar 0,26 
keempat adalah F.Utama sebesar 0,1dan prioritas kelima adalah 
F.Pendukung sebesar 0,06. 
 
Gambar 4.102 
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Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Regulator memprioritaskan bahwa Aspek regulasi daerah dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek S.Halal sebesar 0,42, kedua 
adalah Aspek Pengelolaan sebesar 0,26, ketiga adalah Aspek Pembinaan 
sebesar 0,16 keempat adalah Aspek pengawasan sebesar 0,1 dan prioritas 
kelima adalah Aspek Litbang sebesar 0,06. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek S.Halal sebesar 0,42, kedua 
adalah Aspek Pengelolaan sebesar 0.16, ketiga adalah Aspek Pembinaan 
sebesar 0,26 keempat adalah Aspek pengawasan sebesar 0,1dan prioritas 
kelima adalah Aspek Litbang sebesar 0,06 
3) Informan 3: prioritas pertama adalah aspek S.Halal sebesar 0,2, kedua adalah 
Aspek Pengelolaan sebesar 0,2, ketiga adalah Aspek Pembinaan sebesar 0,2 
keempat adalah Aspek pengawasan sebesar 0,2 dan prioritas kelima adalah 
Aspek Litbang sebesar 0,2. 
4) Informan 4: prioritas pertama adalah aspek S.Halal sebesar 0,42, kedua 
adalah Aspek Pengelolaan sebesar 0.16, ketiga adalah Aspek Pembinaan 
sebesar 0,1 keempat adalah Aspek pengawasan sebesar 0,06 dan prioritas 
kelima adalah Aspek Litbang sebesar 0,26. 
 
Gambar 4.103 
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Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Regulator memprioritaskan bahwa Aspek destinasi wisata dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Daya-Tarik sebesar 0,2, kedua 
adalah SDM sebesar 0,33, ketiga adalah Aspek Amenitas sebesar 0,21, 
keempat adalah Aksesbilitas sebesar 0,1 dan prioritas kelima adalah Aspek 
Teknologi sebesar 0,17. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek Daya-Tarik sebesar 0,36 , kedua 
adalah SDM sebesar 0.27, ketiga adalah Aspek Amenitas sebesar 0,15, 
keempat adalah Aksesbilitas sebesar 0,15 dan prioritas kelima adalah Aspek 
Teknologi sebesar 0,08. 
3) Informan 3 ; prioritas pertama adalah aspek Daya-Tarik sebesar 0,2, kedua 
adalah SDM sebesar 0.2, ketiga adalah Aspek Amenitas sebesar 0,2, 
keempat adalah Aksesbilitas sebesar 0,2 dan prioritas kelima adalah Aspek 
Teknologi sebesar 0,2. 
4) Informan 4 ; prioritas pertama adalah aspek Daya-Tarik sebesar 0,18, kedua 
adalah SDM sebesar 0.24, ketiga adalah Aspek Amenitas sebesar 0,22, 
keempat adalah Aksesbilitas sebesar 0,17 dan prioritas kelima adalah Aspek 
Teknologi sebesar 0,19. 
 
Gambar 4.104 
Prioritas Aspek  Daya Tarik Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
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Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Regulator memprioritaskan bahwa Aspek  Daya Tarik suatu 
destinasi wisata dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Alam sebesar 0,28, kedua adalah 
Aspek buatan sebesar 0,12, ketiga adalah Aspek budaya sebesar 0,47 dan 
prioritas keempat adalah Aspek  event sebesar 0,16. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek Alam sebesar 0,47, kedua adalah 
Aspek buatan sebesar 0,14, ketiga adalah Aspek budaya sebesar 0,28 dan 
prioritas keempat adalah Aspek  event sebesar 0,16. 
3) Informan 3 ; prioritas pertama adalah aspek Alam sebesar 0,25, kedua adalah 
Aspek buatan sebesar 0.25, ketiga adalah Aspek budaya sebesar 0,25 dan 
prioritas keempat adalah Aspek  event sebesar 0,25. 
4) Informan 4 ; prioritas pertama adalah aspek Alam sebesar 0,47, kedua adalah 
Aspek buatan sebesar 0.1, ketiga adalah Aspek budaya sebesar 0,28 dan 
prioritas keempat adalah Aspek  event sebesar 0,16. 
 
Gambar 4.105 
Prioritas Aspek Sumber Daya Manusia Suatu Destinasi Wisata dalam Model  
Wisata Halal Berdasarkan Kelompok Regulator 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Regulator memprioritaskan bahwa Aspek sumber daya manusia 
dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
0,53962 0,5396 
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1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Sertifikat sebesar 0,54, kedua 
adalah Kinerja sebesar 0.16, dan ketiga adalah Sikap sebesar 0,3. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek Sertifikat sebesar 0,5396, kedua 
adalah Kinerja sebesar 0.16, dan ketiga adalah Sikap sebesar 0,3. 
3) Informan 3 ; prioritas pertama adalah aspek Sertifikat sebesar 0,33, kedua 
adalah Kinerja sebesar 0.33, dan ketiga adalah Sikap sebesar 0,33. 
4) Informan 4 ; prioritas pertama adalah aspek Sertifikat sebesar 0,16, kedua 
adalah Kinerja sebesar 0.54, dan ketiga adalah Sikap sebesar 0,3. 
 
Gambar 4.106 
Prioritas Aspek  Amenitas Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Kelompok Regulator 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Regulator memprioritaskan bahwa Aspek aksesbilitas suatu 
destinasi wisata dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek akomodasi modasi sebesar 0,28, 
kedua adalah Aspek kuliner sebesar 0,46, ketiga adalah Aspek cinderamata 
sebesar 0,11 dan prioritas keempat adalah Aspek biroper sebesar 0,15. 
2) Informan 2 : prioritas pertama adalah Aspek akomodasi modasi sebesar 0,47, 
kedua adalah Aspek kuliner sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek cinderamata 
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3) Informan 3 ; prioritas pertama adalah Aspek akomodasi modasi sebesar 0,25, 
kedua adalah Aspek kuliner sebesar 0.25, ketiga adalah Aspek cinderamata 
sebesar 0,25 dan prioritas keempat adalah Aspek biroper sebesar 0,25. 
4) Informan 4 ; prioritas pertama adalah Aspek akomodasi modasi sebesar 0,28, 
kedua adalah Aspek kuliner sebesar 0,47, ketiga adalah Aspek cinderamata 
sebesar 0,16 dan prioritas keempat adalah Aspek biroper sebesar 0,11. 
 
Gambar 4.107 
Prioritas Aspek Aksesbilitas Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Kelompok Regulator 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Regulator memprioritaskan bahwa faktor aksesbilitas suatu 
destinasi wisata dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek moda sebesar 0,47, kedua 
adalah Aspek terminal sebesar 0,28, ketiga adalah Aspek rute sebesar 0,16 
dan prioritas keempat adalah Aspek infrastruktur sebesar 0,1. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek moda sebesar 0,47, kedua adalah 
Aspek terminal sebesar 0,14, ketiga adalah Aspek rute sebesar 0,16 dan 
prioritas keempat adalah Aspek infrastruktur sebesar 0,28. 
3) Informan 3 ; prioritas pertama adalah Aspek moda sebesar 0,25, kedua 
adalah Aspek terminal sebesar 0,25, ketiga adalah Aspek rute sebesar 0,25 
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4) Informan 4 ; prioritas pertama adalah Aspek moda sebesar 0,28, kedua 
adalah Aspek terminal sebesar 0,47, ketiga adalah Aspek rute sebesar 0,12 
dan prioritas keempat adalah Aspek infrastruktur sebesar 0,16. 
 
Gambar 4.108 
Prioritas Aspek  Teknologi Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Kelompok Regulator 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Regulator memprioritaskan bahwa Aspek  Teknologi suatu 
destinasi wisata dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek internet sebesar 0,46, kedua 
adalah IT-Bisnis sebesar 0,16, ketiga adalah IT-Hiburan sebesar 0,1 dan 
prioritas keempat adalah Aspek media - Sosial sebesar 0,27. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek internet sebesar 0,46, kedua 
adalah IT-Bisnis sebesar 0,1, ketiga adalah IT-Hiburan sebesar 0,16 dan 
prioritas keempat adalah Aspek media - Sosial sebesar 0,27. 
3) Informan 3 ; prioritas pertama adalah Aspek internet sebesar 0,25, kedua 
adalah IT-Bisnis sebesar 0,25, ketiga adalah IT-Hiburan sebesar 0,25 dan 
prioritas keempat adalah Aspek media - Sosial sebesar 0,25. 
4) Informan 4 ; prioritas pertama adalah Aspek internet sebesar 0,16, kedua 
adalah IT-Bisnis sebesar 0,27, ketiga adalah IT-Hiburan sebesar 0,1 dan 




















1 2 3 4




Prioritas Aspek Masyarakat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Regulator 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Regulator memprioritaskan bahwa Aspek masyarakat dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek lokal sebesar 0,28, kedua adalah 
Aspek tokoh sebesar 0.46 dan ketiga adalah Aspek media sebesar 0,25. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek lokal sebesar 0,32, kedua adalah 
Aspek tokoh sebesar 0,48 dan ketiga adalah Aspek media sebesar 0,2. 
3) Informan 3 ; prioritas pertama adalah Aspek lokal sebesar 0,33, kedua adalah 
Aspek tokoh sebesar 0.33 dan ketiga adalah Aspek media sebesar 0,33. 
4) Informan 4 ; prioritas pertama adalah Aspek lokal sebesar 0,34, kedua adalah 





















Prioritas Aspek Masyarakat lokaldalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Regulator 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Regulator memprioritaskan bahwa Aspek masyarakat 
lokaldalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek Sadar-wisata sebesar 0,53, 
kedua adalah Aspek Sapta-pesona sebesar 0,29 dan ketiga adalah Aspek 
kearifan-lokal sebesar 0,16. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek Sadar-wisata sebesar 0,53, 
kedua adalah Aspek Sapta-pesona sebesar 0,3 dan ketiga adalah Aspek 
kearifan-lokal sebesar 0,16. 
3) Informan 3 ; prioritas pertama adalah Aspek Sadar-wisata sebesar 0,33, 
kedua adalah Aspek Sapta-pesona sebesar 0.33 dan ketiga adalah Aspek 
kearifan-lokal sebesar 0,33. 
4) Informan 4 ; prioritas pertama adalah Aspek Sadar-wisata sebesar 0,5, kedua 
adalah Aspek Sapta-pesona sebesar 0,16 dan ketiga adalah Aspek kearifan-

























Prioritas Aspek  tokoh Masyarakat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Regulator 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Regulator memprioritaskan bahwa Aspek  tokoh masyarakat 
dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek edukasi sebesar 0,47, kedua 
adalah Aspek penelitian sebesar 0,09, ketiga adalah Aspek pengawasan 
sebesar 0,17 dan prioritas keempat adalah Model  sebesar 0,25. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek edukasi sebesar 0,46, kedua 
adalah Aspek penelitian sebesar 0.1, ketiga adalah Aspek pengawasan 
sebesar 0,16 dan prioritas keempat adalah Model  sebesar 0,27. 
3) Informan 3 ; prioritas pertama adalah Aspek edukasi sebesar 0,25, kedua 
adalah Aspek penelitian sebesar 0.25, ketiga adalah Aspek pengawasan 
sebesar 0,25 dan prioritas keempat adalah Model  sebesar 0,25. 
4) Informan 4 ; prioritas pertama adalah Aspek edukasi sebesar 0,46, kedua 
adalah Aspek penelitian sebesar 0,17, ketiga adalah Aspek pengawasan 
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Prioritas Aspek  media Massa dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Regulator 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori Regulator memprioritaskan bahwa Aspek  media massa dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek informasi sebesar 0,46, kedua 
adalah Aspek komunikasi sebesar 0,27, ketiga adalah Aspek promosi sebesar 
0,16 dan prioritas keempat adalah Aspek Mediacenter sebesar 0,09. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek informasi  sebesar 0,46, kedua 
adalah Aspek komunikasi sebesar 0,27, ketiga adalah Aspek promosi sebesar 
0,16 dan prioritas keempat adalah Aspek Mediacenter sebesar 0,1. 
3) Informan 3 ; prioritas pertama adalah Aspek informasi  sebesar 0,25, kedua 
adalah Aspek komunikasi sebesar 0.25, ketiga adalah Aspek promosi sebesar 
0,25 dan prioritas keempat adalah Aspek Mediacenter sebesar 0,25. 
4) Informan 4 ; prioritas pertama adalah Aspek informasi  sebesar 0,27, kedua 
adalah Aspek komunikasi sebesar 0.1, ketiga adalah Aspek promosi sebesar 
0,46 dan prioritas keempat adalah Aspek Mediacenter sebesar 0,16. 
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e. Kategori Akademisi 
 
Gambar 4.113 
Prioritas Model  Wisata Halal Berdasarkan Kelompok Akademisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori akademisi memprioritaskan bahwa Aspek dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,52, kedua 
adalah Objek-Wisata sebesar 0,28 dan ketiga adalah Masyarakat adalah 
0,1989. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek Regulasi sebesar 0,37, kedua adalah 
Objek-Wisata sebesar 0,34 dan ketiga adalah Masyarakat adalah 0,3. 
 
Gambar 4.114 





























Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori akademisi memprioritaskan bahwa Aspek regulasi dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,5 dan kedua 
adalah Daerah sebesar 0,5. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek Pusat sebesar 0,64103 dan kedua 
adalah Daerah sebesar 0,35897. 
 
Gambar 4.115 
Prioritas Aspek Regulas Pusati dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Akademisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori akademisi memprioritaskan bahwa Aspek regulas pusati dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,2, kedua 
adalah S.Halal sebesar 0.2, ketiga adalah P.Halal sebesar 0,2 keempat adalah 
F.Utama sebesar 0,2 dan prioritas kelima adalah F.Pendukung sebesar 0,2. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek S.Kompetensi sebesar 0,06, 
kedua adalah S.Halal sebesar 0.42, ketiga adalah P.Halal sebesar 0,16 
keempat adalah F.Utama sebesar 0,1 dan prioritas kelima adalah 
























Prioritas Aspek Regulasi Daerah dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Akademisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori akademisi memprioritaskan bahwa Aspek regulasi daerah dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek S.Halal sebesar 0,2, kedua 
adalah Aspek Pengelolaan sebesar 0.2, ketiga adalah Aspek Pembinaan 
sebesar 0,2 keempat adalah Aspek pengawasan sebesar 0,2 dan prioritas 
kelima adalah Aspek Litbang sebesar 0,2. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek S.Halal sebesar 0,42, kedua 
adalah Aspek Pengelolaan sebesar 0.16, ketiga adalah Aspek Pembinaan 
sebesar 0,26 keempat adalah Aspek pengawasan sebesar 0,1 dan prioritas 
kelima adalah Aspek Litbang sebesar 0,06. 
 
Gambar 4.117 
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Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori akademisi memprioritaskan bahwa Aspek destinasi wisata dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Daya-Tarik sebesar 0,2, kedua 
adalah SDM sebesar 0.2, ketiga adalah Aspek Amenitas sebesar 0,2 dan 
prioritas keempat adalah Aksesbilitas sebesar 0,2 dan prioritas kelima adalah 
Aspek Teknologi sebesar 0,2. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek Daya-Tarik sebesar 0,15 , kedua 
adalah SDM sebesar 0.41, ketiga adalah Aspek Amenitas sebesar 0,25 dan 
prioritas keempat adalah Aksesbilitas sebesar 0,08 dan prioritas kelima 
adalah Aspek Teknologi sebesar 0,1. 
 
Gambar 4.118 
Prioritas Aspek  Daya Tarik Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Kelompok Akademisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori akademisi memprioritaskan bahwa Aspek  Daya Tarik suatu 
destinasi wisata dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Alam sebesar 0,25, kedua adalah 
Aspek buatan sebesar 0.25, ketiga adalah Aspek budaya sebesar 0,25 dan 
prioritas keempat adalah Aspek  event sebesar 0,25. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek Alam sebesar 0,278, kedua 
adalah Aspek buatan sebesar 0.16008, ketiga adalah Aspek budaya sebesar 




















Prioritas Aspek Sumber Daya Manusia Suatu Destinasi Wisata dalam Model  
Wisata Halal Berdasarkan Kelompok Akademisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori akademisi memprioritaskan bahwa Aspek sumber daya manusia 
dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah aspek Sertifikat sebesar 0,33, kedua 
adalah Kinerja sebesar 0.33, dan ketiga adalah Sikap sebesar 0,33. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah aspek Sertifikat sebesar 0,16, kedua 
adalah Kinerja sebesar 0.3, dan ketiga adalah Sikap sebesar 0,54 
 
Gambar 4.120 
Prioritas Aspek Aksesbilitas Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
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Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori akademisi memprioritaskan bahwa Aspek aksesbilitas suatu 
destinasi wisata dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek akomodasi modasi sebesar 0,25, 
kedua adalah Aspek kuliner sebesar 0.25, ketiga adalah Aspek cinderamata 
sebesar 0,25 dan prioritas keempat adalah Aspek biroper sebesar 0,25. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek akomodasi modasi sebesar 0,28, 
kedua adalah Aspek kuliner sebesar 0.47, ketiga adalah Aspek cinderamata 
sebesar 0,1 dan prioritas keempat adalah Aspek biroper sebesar 0,16. 
 
Gambar 4.121 
Prioritas Aspek Aksesbilitas Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Kelompok Akademisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori akademisi memprioritaskan bahwa faktor aksesbilitas suatu 
destinasi wisata dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek moda sebesar 0,25, kedua 
adalah Aspek terminal sebesar 0.25, ketiga adalah Aspek rute sebesar 0,25 
dan prioritas keempat adalah Aspek infrastruktur sebesar 0,25. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek moda sebesar 0,16, kedua adalah 
Aspek terminal sebesar 0,1, ketiga adalah Aspek rute sebesar 0,478 dan 





















Prioritas Aspek  Teknologi Suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Kelompok Akademisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori akademisi memprioritaskan bahwa Aspek  Teknologi suatu 
destinasi wisata dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek internet sebesar 0,25, kedua 
adalah IT-Bisnis sebesar 0.25, ketiga adalah IT-Hiburan sebesar 0,25 dan 
prioritas keempat adalah Aspek media - Sosial sebesar 0,25. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek internet sebesar 0,47, kedua 
adalah IT-Bisnis sebesar 0.28, ketiga adalah IT-Hiburan sebesar 0,1 dan 
prioritas keempat adalah Aspek media - Sosial sebesar 0,16. 
 
Gambar 4.123 
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Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori akademisi memprioritaskan bahwa Aspek masyarakat dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek lokal sebesar 0,33, kedua adalah 
Aspek tokoh sebesar 0.33 dan ketiga adalah Aspek media sebesar 0,33. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek lokal sebesar 0,31, kedua adalah 
Aspek tokoh sebesar 0.5 dan ketiga adalah Aspek media sebesar 0,19 
 
Gambar 4.124 
Prioritas Aspek Masyarakat lokaldalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Akademisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori akademisi memprioritaskan bahwa Aspek masyarakat 
lokaldalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek Sadar-wisata sebesar 0,33, 
kedua adalah Aspek Sapta-pesona sebesar 0.33 dan ketiga adalah Aspek 
kearifan-lokal sebesar 0,33. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek Sadar-wisata sebesar 0,54, 
kedua adalah Aspek Sapta-pesona sebesar 0,3 dan ketiga adalah Aspek 





















Prioritas Aspek  tokoh Masyarakat dalam Model  Wisata Halal Berdasarkan 
Kelompok Akademisi 
Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori akademisi memprioritaskan bahwa Aspek  tokoh masyarakat 
dalam mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek edukasi sebesar 0,25, kedua 
adalah Aspek penelitian sebesar 0.25, ketiga adalah Aspek pengawasan 
sebesar 0,25 dan prioritas keempat adalah Model  sebesar 0,25. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek edukasi sebesar 0,47, kedua 
adalah Aspek penelitian sebesar 0.1, ketiga adalah Aspek pengawasan 
sebesar 0,16 dan prioritas keempat adalah Model  sebesar 0,28. 
 
Gambar 4.126 
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Dari Gambar diatas terlihat bahwa untuk kategori kelompok informan yang 
berasal dari kategori akademisi memprioritaskan bahwa Aspek  media massa dalam 
mengembangkan wisata halal adalah : 
1) Informan 1 ; prioritas pertama adalah Aspek informasi  sebesar 0,25, kedua 
adalah Aspek komunikasi sebesar 0.25, ketiga adalah Aspek promosi sebesar 
0,25 dan prioritas keempat adalah Aspek Mediacenter sebesar 0,25. 
2) Informan 2: prioritas pertama adalah Aspek informasi  sebesar 0,47, kedua 
adalah Aspek komunikasi sebesar 0.16, ketiga adalah Aspek promosi sebesar 
0,28 dan prioritas keempat adalah Aspek Mediacenter sebesar 0,1. 
B. Rataan Dominan Model Wisata Halal Yang Sustainable  
1. Rataan Dominan Model Wisata Halal Yang Sustainable Berdasarkan 
Daerah  
a. Aspek Model  Wisata Halal 
Berdasarkan hasil analisis, Aspek yang dominan dalam Model  wisata halal 
yang sustain menurut daerah adalah sebagai berikut: 
 
Gambar 4.127 
Prioritas Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.127 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah masing-
masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
 0,396  
 0,280  
 0,427  
 0,302  
 0,270   0,293   0,280  
 0,307   0,286  
 0,413  
 0,253  







NTB ACEH BALI SUMBAR
WISATA HALAL 1.REGULASI WISATA HALAL 2.OBJEK-WISATA
WISATA HALAL 3.MASYARAKAT
349 
a. Daerah NTB memprioritaskan aspek regulasi sebesar 0,4, kemudian disusul 
urutan kedua adalah masyarakat sebesar 0, 29, dan selanjutnya yang urutan 
ketiga adalah aspek Objek Wisata sebesar 0,27. 
b. Daerah Aceh memprioritaskan aspek masyarakat sebesar 0,41, kemudian disusul 
urutan kedua adalah aspek Objek Wisata sebesar 0,29, dan selanjutnya yang 
urutan ketiga adalah regulasi sebesar 0,28. 
c. Daerah Bali memprioritaskan aspek regulasi sebesar 0,43, kemudian disusul 
urutan kedua adalah aspek Objek Wisata sebesar 0, 28, dan selanjutnya yang 
urutan ketiga adalah mayarakat sebesar 0,25. 
d. Daerah Sumut memprioritaskan aspek masyarakat sebesar 0,34, kemudian 
disusul urutan kedua adalah aspek Objek Wisata sebesar 0, 31, dan selanjutnya 
yang urutan ketiga adalah sebesar 0,3. 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah Regulasi 
dengan total 1,77. Hal ini dikarenakan Regulasi paling banyak dipilih dari seluruh 
kategori. Artinya Regulasi menjadi Aspek utama pada kategori Model  wisata halal. 
b. Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.128 
Prioritas Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.128 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah masing-
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masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan aspek regulasi pusat sebesar 0,54, kemudian 
disusul regulasi daerah sebesar 0, 44. 
2) Daerah Aceh memprioritaskan aspek regulasi daerah sebesar 0,44, kemudian 
disusul regulasi daerah sebesar 0, 44. 
3) Daerah Bali memprioritaskan aspek regulasi pusat sebesar 0,59, kemudian 
disusul regulasi daerah sebesar 0, 39. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan aspek regulasi pusat sebesar 0,61, kemudian 
disusul regulasi daerah sebesar 0, 38. 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Pusat dengan total 2,71. Hal ini dikarenakan Pusat paling banyak dipilih dari seluruh 
kategori. Artinya Pusat menjadi Aspek utama pada kategori Aspek regulasi dalam 
Model  wisata halal. 
a. Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.129 
Prioritas Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal  
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Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.129 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah masing-
masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan aspek S. Halal sebesar 0,24, kemudian disusul 
urutan kedua adalah Aspek P. Halal sebesar 0, 2, selanjutnya urutan ketiga 
adalah Aspek S. Kompetensi sebesar 0,14, disusul oleh Aspek F. Utama 
sebesar 0,14 dan urutan terakhir disusul oleh Aspek F. Pendukung sebesar 
0,11. 
2) Daerah Aceh memprioritaskan aspek S. Halal sebesar 0,42, kemudian 
disusul urutan kedua adalah Aspek P. Halal sebesar 0, 22, selanjutnya urutan 
ketiga adalah F, Pendukung sebesar 0,12, dan disusul oleh Aspek F. Utama 
serta Aspek S. Kompetensi sebesar 0,1. 
3) Daerah Bali memprioritaskan aspek S. Halal sebesar 0,28, kemudian disusul 
urutan kedua adalah Aspek P. Halal sebesar 0, 2, selanjutnya urutan ketiga 
adalah Aspek F. Pendukung sebesar 0,2, disusul oleh Aspek F. Utama 
sebesar 0,15 dan urutan terakhir disusul oleh Aspek S. Kompetensi sebesar 
0,09. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,22, kemudian 
disusul urutan kedua adalah Aspek S. Kompetensi sebesar 0, 19, selanjutnya 
urutan ketiga adalah Aspek F. Utama sebesar 0,16, disusul oleh Aspek P. 
Halal sebesar 0,135 dan urutan terakhir disusul oleh Aspek F. Pendukung 
sebesar 0,12. 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Aspek S. Halal dengan total 1,33. Hal ini dikarenakan Aspek S. Halal paling banyak 
dipilih dari seluruh kategori. Artinya Aspek S. Halal menjadi Aspek utama pada 
kategori Aspek regulasi pusat dalam Model  wisata halal. 
352 
Aspek Regulasi Daerah dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.130 
Prioritas Aspek Regulasi Daerah dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.130 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah masing-
masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,35, urutan kedua 
disusul Aspek Pengelolaan sebesar 0,29, urutan ketiga disusul Aspek 
Pembinaan sebesar 0,18, urutan keempat disusul Aspek pengawasan sebesar 
0,09 dan terakhir Aspek Litbang sebesar 0,07. 
2) Daerah Aceh memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,42, urutan kedua 
disusul Aspek Pengelolaan sebesar 0,19, urutan ketiga disusul Aspek 
Pembinaan sebesar 0,16, urutan keempat disusul Aspek Litbang sebsar 0,09 
dan urutan terakhir Aspek pengawasan sebesar 0,09. 
3) Daerah Bali memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,28, urutan kedua 
disusul Penelolaan, Aspek Pembinaan dan Aspek pengawasan sebesar 0,15 
dan di urutan terakhir disusul Aspek Litbang sebesar 0,17. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,42, urutan kedua 
disusul Aspek Pengelolaan sebesar 0,22, uratan ketiga disusul Aspek 
Pembinaan sebesar 0, 19, urutan keempat disusul Aspek pengawasan sebesar 
0,1 dan diurutan terakhir Aspek Litbang sebesar 0,06. 
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Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Aspek S. Halal dengan total 1,57. Hal ini dikarenakan Aspek S. Halal paling banyak 
dipilih dari seluruh kategori. Artinya Aspek S. Halal menjadi Aspek utama pada 
kategori Aspek regulasi daerah dalam Model  wisata halal. 
b. Aspek Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.131 
Prioritas Aspek Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.131 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah masing-
masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan SDM sebesar 0,31, di urutan kedua adalah 
Aspek Daya Tarik sebesar 0,22, di urutan ketiga adalah Aspek Amenitas dan 
aspek Teknologi sebesar 0,14 sera diurutan terakhir disusul oleh Aksesbilitas 
sebesar 0,14. 
2) Daerah Aceh memprioritaskan Aspek Daya Tarik sebesar 0,24, di urutan 
kedua adalah SDM sebesar 0,23, di urutan ketiga adalah Aksesbilitas sebesar 
0,201, di urutan keempat adalah Aspek Amenitas sebesar 0,15 dan di urutan 
terakhir disusul oleh Aspek Teknologi sebesar 0,14. 
3) Daerah Bali memprioritaskan Aspek Daya Tarik sebesar 0,3, di urutan kedua 
adalah SDM sebesar 0,23, di urutan ketiga adalah Aspek Aksebilitas sebesar 
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0,17, di urutan keempat adalah Aspek Amenitas sebesar 0,16 dan diurutan 
terakhir disusul oleh Aspek Teknologi sebesar 0,1. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan SDM sebesar 0,27, di urutan kedua adlaah 
Aspek Daya Tarik sebesar 0,21, di urutan ketiga adalah Aspek Amenitas 
sebesar 0,19, di urutan keempat sebesar Aksesbilitas sebesar 0,17 dan 
diurutan terakhir disusul oleh Aspek Teknologi sebesar 0,12. 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
SDM dengan total 1,23. Hal ini dikarenakan SDM paling banyak dipilih dari seluruh 
kategori. Artinya SDM menjadi Aspek utama pada kategori Aspek destinasi wisata 
dalam Model  wisata halal. 
c. Aspek  Daya Tarik suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.132 
Prioritas Aspek  Daya Tarik suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.132 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah masing-
masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan Aspek budaya sebesar 0,32, diurutan kedua 
adalah Alam sebesar 0,32, diurutan ketiga adalah Aspek  event sebesar 0,16 dan 
diurutan terakhir disusul oleh Aspek buatan sebesar 0,13. 
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2) Daerah Aceh memprioritaskan aspek Alam sebesar 0,47, diurutan kedua 
adalah Aspek budaya sebesar 0,28, diurutan ketiga adalah Aspek buatan 
sebesar 0,1 dan diurutan terakhir disusul Aspek  event sebesar 0,16. 
3) Daerah Bali memprioritaskan aspek Alam sebesar 0,32, diurutan kedua adalah 
Aspek  event  sebesar 0,22, di urutan ketiga adalah Aspek buatan sebesar 0,19 
dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek budaya sebesar 0,19. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan aspek Alam sebesar 0,39, diurutan kedua 
adalah Aspek budaya sebesar 0,33, diurutan ketiga adalah Aspek  event 
sebesar 0,14 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek buatan sebesar 0,11. 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Alam dengan total 1,72. Hal ini dikarenakan Alam paling banyak dipilih dari seluruh 
kategori. Artinya Alam menjadi Aspek utama pada kategori Aspek  Daya Tarik suatu 
destinasi wisata dalam Model  wisata halal. 
d. Aspek Sumber Daya Manusia suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.133 
Prioritas Aspek Sumber Daya Manusia suatu Destinasi Wisata dalam Model  
Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.133 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah masing-
masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
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1) Daerah NTB memprioritaskan aspek Sikap sebesar 0,47, diurutan kedua 
adalah Kinerja sebesar 0,26 dan terakhir disusul oleh Aspek event sebesar 
0,22. 
2) Daerah Aceh memprioritaskan aspek Sikap sebesar 0,44, diurutan kedua 
adalah Kinerja sebesar 0,36 dan terkahir disusul oleh Aspek event sebesar 
0,16. 
3) Daerah Bali memprioritaskan aspek Sikap sebesar 0,46 dan diurutan kedua 
disusul oleh Aspek event serta Kinerja sebesar 0,25. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan Aspek event sebesar 0,36, diurutan kedua 
adalah Kinerja sebesar 0,3 dan diurutan terakhir disusul oleh Sikap sebesar 
0,24. 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Kinerja dengan total 1,46. Hal ini dikarenakan Kinerja paling banyak dipilih dari 
seluruh kategori. Artinya Regulasi menjadi Aspek utama pada kategori Aspek sumber 
daya manusia suatu destinasi wisata dalam Model  wisata halal. 




 Prioritas Aspek  Amenitas suatu Aspek Daya Tarik suatu Destinasi Wisata 
dalam Model  Wisata Halal  
 0,314   0,331  
 0,223  
 0,280  
 0,316  
 0,392  
 0,319  
 0,465  
 0,095  
 0,129   0,132  
 0,099  
 0,209  
 0,121  
 0,265  







NTB ACEH BALI SUMBAR
AMENITAS 1.AKOMODASI AMENITAS 2.KULINER
AMENITAS 3.CINDERAMATA AMENITAS 4.BIROPER
357 
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.134 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah masing-
masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan Aspek kuliner sebesar 0,32, di urutan kedua 
adalah Aspek akomodasi modasi sebesar 0,31, diurutan ketiga adalah Aspek 
biroper sebesar 0,21 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek cinderamata 
sebesar 0,1. 
2) Daerah Aceh memprioritaskan Aspek kuliner sebesar 0,39, diurutan kedua 
adalah Aspek akomodasi modasi sebsar 0,33, diurutan ketiga adalah Aspek 
cinderamata sebesar 0,13 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek biroper 
sebesar 0,12. 
3) Daerah Bali memprioritaskan Aspek kuliner sebesar 0,32, diurutan kedua 
adalah Aspek biroper sebesar 0,27, diurutan ketiga adalah Aspek akomodasi 
modasi sebesar 0,22 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek cinderamata 
sebesar 0,13. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan Aspek kuliner sebesar 0,47, diurutan kedua 
adalah Aspek akomodasi modasi sebsar 0,28, diurutan ketiga adalah Aspek 
biroper sebesar 0,16 dan diurutan terkahir disusul oleh Aspek cinderamata 
sebesar 0,1.  
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Aspek kuliner dengan total 1,79. Hal ini dikarenakan Aspek kuliner paling banyak dipilih 
dari seluruh kategori. Artinya Aspek kuliner menjadi Aspek utama pada kategori Aspek  
Amenitas suatu aspek Daya Tarik suatu destinasi wisata dalam Model  wisata halal. 
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Prioritas Aspek Aksesbilitas suatu Aspek Daya Tarik suatu Destinasi Wisata 
dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.135 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah masing-
masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan Aspek infrastruktur sebesar 0,36, diurutan 
kedua adalah Aspek moda sebesar 0,28, diurutan ketiga adalah aspek rute 
sebesar 0,16 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek terminal sebesar 0,12. 
2) Daerah Aceh memprioritaskan Aspek moda sebesar 0,33, diurutan kedua 
adalah Aspek infrastruktur sebesar 0,28, diurutan ketiga adalah Aspek 
terminal sebesar 0,19 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek rute sebesar 
0,11.  
3) Daerah Bali memprioritaskan Aspek infrastruktur sebesar 0,32, diurutan 
kedua adalah Aspek rute sebesar 0,27, diurutan ketiga adalah Aspek moda 
sebesar 0,22 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek terminal sebesar 0,13. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan Aspek moda sebesar 0,26, diurutan kedua 
adalah Aspek terminal sebesar 0,22, diurutan ketiga adalah Aspek 
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infrastruktur sebesar 0,21 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek rute 
sebesar 0,19 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Aspek infrastruktur dengan total 1,53. Hal ini dikarenakan Aspek infrastruktur paling 
banyak dipilih dari seluruh kategori. Artinya Aspek infrastruktur menjadi Aspek 
utama pada kategori Aspek aksesbilitas suatu aspek Daya Tarik destinasi wisata 
dalam Model  wisata halal. 
g. Aspek  Teknologi suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.136 
Prioritas Aspek  Teknologi suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.136 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah masing-
masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan Aspek internet sebesar 0,31, diurutan kedua 
adalah Aspek media Sosial sebesar 0,24, diurutan ketiga adalah IT Bisnis 
sebesar 0,18 dan diurutan terakhir disusul oleh IT Hiburan sebesar 0,14.  
2) Daerah Aceh memprioritaskan Aspek media Sosial sebesar 0,47, diurutan kedua 
adalah Aspek internet sebesar 0,23, diurutan ketiga adalah IT Bisnis sebesar 
0,16 dan diurutan terakhir disusul oleh IT Hiburan sebesar 0,11. 
3) Daerah Bali memprioritaskan Aspek internet sebesar 0,37, diurutan kedua 
 0,314  
 0,231  
 0,369  
 0,275  
 0,184   0,162   0,173   0,192   0,142   0,113  
 0,170  
 0,113  
 0,242  
 0,467  
 0,254  







NTB ACEH BALI SUMBAR
TEKNOLOGI 1.INTERNET TEKNOLOGI 2.IT-BISNIS
TEKNOLOGI 3.IT-HIBURAN TEKNOLOGI 4.MEDIA-SOSIAL
360 
adalah Aspek media Sosial sebesar 0,25, diurutan ketiga adalah IT Bisnis 
sebesar 0,17 dan diurutan terakhir disusul oleh IT Hiburan sebesar 0,17. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan Aspek media Sosial sebesar 0,33, diurutan 
kedua adalah Aspek internet sebesar 0,28, diurutan ketiga adalah IT Bisnis 
sebesar 0,19 dan diurutan terakhir disusul oleh IT Hiburan sebesar 0,11. 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Aspek internetdengan total 1,58. Hal ini dikarenakan Aspek internetpaling banyak 
dipilih dari seluruh kategori. Artinya Aspek internetmenjadi Aspek utama pada 
kategori Aspek  Teknologi suatu destinasi wisata dalam Model  wisata halal. 
h. Aspek Masyarakat dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.137 
Prioritas Aspek Masyarakat dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.137 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah masing-
masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan Aspek tokoh sebesar 0,37, diurutan kedua 
adalah Aspek lokal sebesar 0,33 dan siurutan terakhir disusul oleh Aspek 
media sebesar 0,26. 
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2) Daerah Aceh memprioritaskan Aspek lokal sebesar 0,34, diurutan kedua 
adalah Aspek tokoh sebesar 0,32 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
media sebesar 0,32. 
3) Daerah Bali memprioritaskan Aspek media sebesar 0,38, diurutan kedua 
adalah Aspek tokoh sebesar 0,37 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
lokal sebesar 0,22. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan Aspek lokal0,39, diurutan kedua adalah 
Aspek tokoh sebesar 0,38 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek media 
sebesar 0,21. 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Aspek tokoh dengan total 1,81. Hal ini dikarenakan Aspek tokoh paling banyak 
dipilih dari seluruh kategori. Artinya aspek tokoh menjadi Aspek utama pada kategori 
Aspek masyarakat dalam Model  wisata halal. 
i. Aspek Masyarakat lokaldalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.138 
Prioritas Aspek Masyarakat lokaldalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.138 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah masing-
masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
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1) Daerah NTB memprioritaskan Aspek sadar wisata sebesar 0,35, diurutan 
kedua adalah Aspek kearifan aspek lokal sebesar 0,3 dan diurutan terakhir 
disusul oleh Aspek sapta pesona sebesar 0,26. 
2) Daerah Aceh memprioritaskan Aspek sadar wisata sebesar 0,44, diurutan 
kedua adalah Aspek kearifan aspek lokal sebesar 0,3 dan diurutan terakhir 
disusul oleh Aspek sapta pesona sebesar 0,2. 
3) Daerah Bali memprioritaskan Aspek sadar wisata sebesar 0,46 dan diurutan 
kedua disusul oelh Aspek sapta pesona dan Aspek kearifan lokal. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan Aspek sadar wisata sebesar 0,54, diurutan 
kedua adalah Sapta Aspek lokal sebesar 0,24 dan diurutan terakhir disusul 
oleh Aspek kearifan aspek lokal sebesar 0,2. 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Aspek sadar wisata dengan total 1,99. Hal ini dikarenakan Aspek sadar wisata paling 
banyak dipilih dari seluruh kategori. Artinya Aspek sadar wisata menjadi Aspek utama 
pada kategori fakto masyarakat lokaldalam Model  wisata halal. 
j. Aspek  tokoh Masyarakat dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.139 
Prioritas Aspek  tokoh Masyarakat dalam Model  Wisata Halal 
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Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.139 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah masing-
masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan Aspek edukasi sebesar 0,42, diurutan kedua 
adalah Model  sebesar 0,23, di urutan ketiga adalah Aspek penelitian sebesar 
0,16 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek pengawasan sebesar 0,12. 
2) Daerah Aceh memprioritaskan Aspek edukasi sebesar 0,33, diurutan kedua 
adalah Model  sebesar 0,28, diuruta ketiga adalah Aspek pengawasan dan 
diurutan terakhir disusul oleh Aspek penelitian sebesar 0,12.  
3) Daerah Bali memprioritaskan Aspek edukasi sebesar 0,38, diurutan kedua 
adalah Aspek penelitian dan Model  sebesar 0,19 dan diurutan terakhir 
disusul oleh Aspek pengawasan sebesar 0,19. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan Aspek edukasi sebesar 0,47, diurutan kedua 
adalah Model sebesar 0,27, diurutan ketiga adalah Aspek pengawasan 
sebesar 0,14 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek penelitian sebesar 
0,11. 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Aspek edukasi dengan total 1,92. Hal ini dikarenakan Aspek edukasi paling banyak 
dipilih dari seluruh kategori. Artinya Aspek edukasi menjadi Aspek utama pada 
kategori Aspek  tokoh masyarakat dalam Model  wisata halal. 




Prioritas Aspek  media dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.140 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan menurut daerah, maka untuk daerah masing-
masing daerah dapat dilihat sebagai berikut: 
1) Daerah NTB memprioritaskan Aspek informasi sebesar 0,41, diurutan kedua 
adalah Aspek promosi sebesar 0,28, diurutan ketiga adalah Aspek 
komunikasi sebesar 0,18 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
Mediacenter sebesar 0,1 
2) Daerah Aceh memprioritaskan Aspek promosi sebesar 0,47, diurutan kedua 
adalah Aspek informasi sebesar 0,23, diurutan ketiga adalah Aspek 
Mediacenter sebesar 0,16 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
komunikasi sebesar 0,11. 
3) Daerah Bali memprioritaskan Aspek informasi sebesar 0,378, diurutan kedua 
adalah Aspek komunikasi dan Aspek promosi sebesar 0,22 dan diurutan 
terakhir disusul oleh Aspek Mediacenter sebesar 0,13. 
4) Daerah Sumut memprioritaskan Aspek informasi sebesar 0,33, diurutan 
kedua adalah Aspek promosi sebesar 0,28, diurutan ketiga adalah Aspek 
komunikasi sebesar 0,23 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
Mediacenter sebesar 0,1. 
Kesimpulan: (Total semua) 
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Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Aspek informasi dengan total 1,68. Hal ini dikarenakan Aspek informasi paling 
banyak dipilih dari seluruh kategori. Artinya Aspek informasi menjadi Aspek utama 
pada kategori Aspek  media dalam Model  wisata halal. 
2. Rataan Dominan Model Wisata Halal Yang Sustainable Berdasarkan 
Kategori 
a. Aspek Model Wisata Halal 
Berdasarkan hasil analisis, kelompok praktisi memprioritaskan Aspek-Aspek 
yang dominan dalam Model  wisata halal yang sustain sebagai berikut: 
 
Gambar 4.141 
Prioritas Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.141 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan aspek regulasi sebesar 0,36, kemudian disusul 
urutan kedua adalah masyarakat  sebesar 0, 34, dan selanjutnya yang urutan 
ketiga adalah sebesar 0,27,  
2) Masyarakat memprioritaskan aspek masyarakat sebesar 0,45, kemudian 
disusul urutan kedua adalah aspek Objek Wisata  sebesar 0,28, dan 
selanjutnya yang urutan ketiga adalah  regulasi sebesar 0,21  
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3) Auditor memprioritaskan aspek Masyarakat sebesar 0,35, di urutan kedua 
adalah Regulasi sebesar 0,31 dan di urutan terakhir disusul oleh Aspek 
Objek Wisata sebesar 0,29.  
4) Regulator memprioritaskan aspek Regulasi sebesar 0,46, urutan kedua 
adalah Masyarakat sebesar 0,28 dan di urutan terakhir disusul oleh aspek 
Objek Wisata sebesar 0,24. 
5) Akademisi memprioritaskan Regulasi sebesar 0,42, diurutan kedua adalah 
Masyarakat sebesar 0,31 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek Objek 
Wisata sebesar 0,24. 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Regulasi dengan total 1,41. Hal ini dikarenakan regulasi paling banyak dipilih dari 
seluruh kategori. Artinya regulasi menjadi Aspek utama pada kategori Model  wisata 
halal 
b. Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.142 
Prioritas Aspek Regulasi dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.142 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan aspek Pusat sebesar 0,59 dan disusul oleh Daerah 
sebesar 0,41. 
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2) Masyarakat memprioritaskan aspek Daerah sebesar 0,49 dan disusul oleh 
Pusat sebesar 0,49. 
3) Auditor memprioritaskan aspek Pusat sebesar 0,61 dan disusul oleh Daerah 
sebesar 0,38. 
4) Regulator memprioritaskan aspek Daerah sebesar 0,53 dan disusul oleh 
Pusat sebesar 0,45. 
5) Akademisi memprioritaskan Pusat sebesar 0,57 dan disusul oleh Daerah 
sebesar 0,42. 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Regulasi Pusat dengan total 2,2. Hal ini dikarenakan Regulasi Pusat paling banyak 
dipilih dari seluruh kategori. Artinya Regulasi Pusat menjadi Aspek utama pada 
kategori Aspek regulasi Model  wisata halal. 
c. Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.143 
Prioritas Aspek Regulasi Pusat dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.143 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
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1) Praktisi memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,26, diurutan kedua adalah 
Aspek P. Halal sebesar 0,21, diurutan ketiga adalah Aspek F. Pendukung 
sebesar 0,2, di urutan keempat adalah F . Utama sebesar 0,16 dan di urutan 
terakhir disusul oleh Aspek S. Kompetensi sebesar 0,06.  
2) Masyarakat memprioritaskan Aspek P. Halal sebesar 0,2, diurutan kedua adalah 
Aspek S. Halal sebesar 0,18, diurutan ketiga adalah Aspek F. Pendukung sebesar 
0,17, diurutan keempat adalah Aspek S. Kompetensi sebesar 0,159 dan diurutan 
terakhir disusul oleh Aspek F. Utama sebesar 0,15. 
3) Auditor memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0, 29, diurutan kedua 
adalah Aspek P. Halal sebesar 0,19, diurutan ketiga adalah Aspek F. Utama 
dan Aspek F. Pendukung sebesar 0,15 dan diurutan terakhir disusul oleh 
Aspek S. Kompetensi sebesar 0.09. 
4) Regulator memprioritaskan. Aspek S. Halal sebesar 0,32, diurutan kedua 
adalah Aspek S. Kompetensi sebesar 0,24, diurutan ketiga adalah Aspek P. 
Halal sebesar 0,19, diurutan keempat adalah Aspek F. Utama sebesar  0,11 
dan diurutan terkahir disusul oleh Aspek F. Pendukung sebesar 0.08. 
5) Akademisi memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,29, diurutan kedua 
adalah Aspek F. Pendukung sebesar 0,23, diurutan ketiga adalah Aspek P. 
Halal sebesar 0.18, diurutan keempat adalah Aspek F. Utama sebesar 0,14 dan 
diurutan terakhir disusul oleh Aspek S. Kompetensi sebesar 0,11. 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Aspek S. Halal dengan total 1,16. Hal ini dikarenakan Aspek S. Halal paling banyak 
dipilih dari seluruh kategori. Artinya Aspek S. Halal menjadi Aspek utama pada 
kategori Aspek regulasi pusat dalam Model  wisata halal. 




Prioritas Aspek Regulasi Daerah dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.144 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,37, diurutan kedua adalah 
Aspek Pengelolaan dan Aspek Pembinaan sebesar 0,16, diurutan ketiga adalah 
Aspek pengawasan sebesar 0,12 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
Litbang sebesar 0,1. 
2) Masyarakat memprioritaskan Aspek Pengelolaan sebesar 0,33, diurutan kedua 
adalah Aspek Pembinaan sebesar 0, 2, diurutan ketiga adalah Aspek S. Halal 
sebesar 0,17, diurutan keempat adalah Aspek pengawasan sebesar 0,15 dan 
diurutan terakhir disusul oleh Aspek Litbang sebesar 0, 09. 
3) Auditor memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,39, diurutan kedua adalah 
Aspek Pengelolaan sebesar 0,24, diurutan ketiga adalah Aspek Pembinaan 
sebesar 0,19, diurutan keempat adalah Aspek pengawasan sebesar 0, 09 dan 
diurutan terakhir disusul oleh Aspek Litbang sebesar 0,07. 
4) Regulator memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,35, diurutan kedua 
adalah Aspek Pengelolaan sebesar 0,19, diurutan ketiga adalah Aspek 
Pembinaan sebesar 0,17, diurutan keempat adalah Aspek Litbang sebesar 0,12 
dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek pengawasan sebesar 0, 1.  
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5) Akademisi memprioritaskan Aspek S. Halal sebesar 0,29, diurutan kedua 
adalah Aspek Pembinaan sebesar 0,23, diurutan ketiga adalah Aspek 
Pengelolaan sebesar 0,18, diurutan keempat adalah Aspek pengawasan dan 
diurutan terakhir disusul oleh Aspek Litbang sebesar 0,11. 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah Aspek S. 
Halal dengan total 1,46. Hal ini dikarenakan Aspek S. Halal paling banyak dipilih 
dari seluruh kategori. Artinya Aspek S. Halal menjadi Aspek utama pada kategori 
Aspek regulasidaerah dalam Model  wisata halal. 
e. Aspek Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.145 
Prioritas Aspek Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.145 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan Aspek Daya Tarik sebesar 0,24, diurutan keduan 
adalah SDM sebesar 0,24, diurutan ketiga adalah Aksesbilitas sebesar 0,23, 
diurutan keempat adalah Aspek Amenitas sebesar 0,131 dan diurutan 
terakhir disusul oleh Aspek Teknologi sebesar 0,12. 
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2) Masyarakat memprioritaskan Aspek Daya Tarik sebesar 0,26, diurutan 
keduan adalah SDM sebesar 0,25, diurutan ketiga adalah Aspek Amenitas 
sebesar 0,18 , diurutan keempat adalah Aksesbilitas sebesar 0,17 dan 
diurutan terakhir disusul oleh Aspek Teknologi sebesar 0,13. 
3) Auditor memprioritaskan aspek SDM sebesar 0,26, diurutan kedua adalah 
Aspek Daya Tarik sebesar 0,24, diurutan ketiga adalah Aspek Amenitas 
sebesar 0,16, diurutan keempat adalah Aksesbilitas sebesar 0,15 dan diurutan 
terakhir disusul oleh Aspek Teknologi sebesar 0,13. 
4) Regulator memprioritaskan Aspek Daya Tarik dan SDM sebesar 0,23, 
diurutan kedua adalah Aspek Amenitas sebesar 0,19, diurutan ketiga adalah 
Aksesbilitas sebesar 0,15 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
Teknologi sebesar 0,15. 
5) Akademisi memprioritaskan aspek SDM sebesar 0,29, diurutan kedua adalah 
Aspek Amenitas sebesar 0,23, diurutan ketiga adalah Aspek Daya Tarik 
sebesar 0,18, diurutan keempat adalah Aspek Teknologi sebesar 0,14 dan 
diurutan terakhir disusul oleh Aksesbilitas sebesar 0,13. 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
SDM dengan total 1,03. Hal ini dikarenakan SDM paling banyak dipilih dari seluruh 
kategori. Artinya SDM menjadi Aspek utama pada kategori Aspek destinasi wisata 








Prioritas Aspek  Daya Tarik suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.146 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan aspek Alam sebesar 0,32, diurutan kedua adalah 
Aspek  event sebesar 0,27, diurutan ketiga adalah Aspek budaya sebesar 
0,24 dan diurutan terkahir disusul oleh Aspek buatan sebesar 0,1. 
2) Masyarakat memprioritaskan Aspek budaya sebesar 0,33, diurutan kedua 
adalah Alam sebesar 0,32, diurutan ketiga adalah Aspek buatan sebesar 0,17 
dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek  event sebesar 0,12. 
3) Auditor memprioritaskan aspek Alam sebesar 0,47, diurutan kedua adalah 
Aspek budaya sebesar 0,25, diurutan ketiga adalah Aspek buatan sebesar 0,15 
dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek  event sebesar 0,12. 
4) Regulator memprioritaskan aspek Alam sebesar 0,35, diurtan kedua adalah 
Aspek budaya sebesar 0,31, diurutan ketiga adalah Aspek  event sebesar 0,18 
dan diurutan terakhir diususul oleh Aspek buatan sebesar 0,12. 
5) Akademisi memprioritaskan Aspek budaya sebesar 0,32, diurutan kedua 
adalah Alam sebesar 0,26, diurutan ketiga adalah Aspek buatan sebesar 0,2 
dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek  event sebesar 0,15. 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Alam dengan total 1,5. Hal ini dikarenakan Alam paling banyak dipilih dari seluruh 
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kategori. Artinya Alam menjadi Aspek utama pada kategori Aspek  Daya Tarik suatu 
destinasi wisata dalam Model  wisata halal. 
g. Aspek Sumber Daya Manusia suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.147 
Prioritas Aspek Sumber Daya Manusia suatu Destinasi Wisata dalam Model  
Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.147 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan aspek Sikap sebesar 0,47, diurutan kedua adalah 
Kinerja sebesar 0,3 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek event sebesar 
0,19. 
2) Masyarakat memprioritaskan aspek Sikap sebesar 0,483, diurutan kedua adalah 
Kinerja sebesar 0,287 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek event sebesar 
0,195. 
3) Auditor memprioritaskan aspek Sikap sebesar 0,43, diurutan kedua adalah 
Kinerja sebesar 0,3 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek event sebesar 
0,21. 
4) Regulator memprioritaskan Aspek event sebesar 0,36, diurutan kedua adalah 
Sikap sebesar 0,31 dan diurutan terakhir disusul oleh Kinerja sebesar 0,263. 
5) Akademisi memprioritaskan aspek Sikap sebesar 0,42, diurutan kedua adalah 
Kinerja sebesar 0,32 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek event sebesar 
0,23. 
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Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
aspek Kinerja dengan total 1,17. Hal ini dikarenakan Kinerja paling banyak dipilih dari 
seluruh kategori. Artinya Kinerja menjadi Aspek utama pada kategori Aspek sumber 
daya manusia suatu destinasi wisata dalam Model  wisata halal. 




Prioritas Aspek Aksesbilitas suatu Aspek Daya Tarik suatu Destinasi Wisata 
dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.148 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan Aspek akomodasi modasi dan Aspek kuliner 
sebesar 0,36, diurutan kedua adalah Aspek biroper sebesar 0,16 dan diurutan 
terakhir disusul oleh Aspek cinderamata sebesar 0,1. 
2) Masyarakat memprioritaskan Aspek kuliner sebesar 0,32, diurutan kedua 
adalah Aspek biroper sebesar 0,27, diurutan ketiga adalah Aspek akomodasi 
modasi sebesar 0,23 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek cinderamata 
sebesar 0,12. 
3) Auditor memprioritaskan Aspek kuliner sebesar 0,42, diurutan kedua adalah 
Aspek akomodasi modasi sebesar 0,25 , diurutan ketiga adalah Aspek 
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biroper sebesar 0,19 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek cinderamata 
sebesar 0,1. 
4) Regulator memprioritaskan Aspek kuliner sebesar 0,35, diurutan kedua adalah 
Aspek akomodasi modasi sebesar 0,31, diurutan ketiga adalah Aspek biroper 
sebesar 0,15 dan diurutan terakhir adalah Cinderamata sebesar 0,14. 
5) Akademisi memprioritaskan Aspek kuliner sebesar 0,34, diurutan kedua 
adalah Aspek akomodasi modasi sebesar 0,26, diurutan ketiga adalah Aspek 
biroper sebesa 0,2 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek cinderamata 
sebesar 0,15. 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Aspek kuliner dengan total 1,49. Hal ini dikarenakan Aspek kuliner paling banyak 
dipilih dari seluruh kategori. Artinya Aspek kuliner menjadi Aspek utama pada 
kategori Aspek aksesbilitas suatu aspek Daya Tarik suatu destinasi wisata dalam 
Model  wisata halal. 




Prioritas Aspek Aksesbilitas suatu Aspek Daya Tarik suatu Destinasi Wisata 
dalam Model  Wisata Halal  
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Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.149 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan Aspek infrastruktur sebesar 0,41, diurutan kedua 
adalah Aspek moda sebesar 0,24, diurutan ketiga adalah Aspek rute sebesar 
0,14 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek terminal sebesar 0,14. 
2) Masyarakat memprioritaskan Aspek infrastruktur dan Aspek rute sebesar 
0,32, diurutan kedua adalah Aspek moda sebesa 0,19 dan terakhir disusul 
oleh Aspek terminal sebesar 0,13.  
3) Auditor memprioritaskan Aspek infrastruktur sebesar 0,36, diuruttan kedua 
adalah Aspek moda sebesar 0,24, diurutan ketiga adalah Aspek rute sebesar 0,2 
dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek terminal sebesar 0,13. 
4) Regulator memprioritaskan Aspek moda sebesar 0,35, diurutan kedua adalah 
Aspek terminal sebesar 0,24, diurutan ketiga adalah Aspek infrastruktur 
sebesar 0,18 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek rute sebesar 0,16. 
5) Akademisi memprioritaskan Aspek rute sebesar 0,34, diurutan kedua adalah 
Aspek infrastruktur sebesar 0,26, diurutan ketiga adalah Aspek moda sebesar 
0,2 dan terakhir disusul oleh Aspek terminal sebesar 0,15. 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Aspek infrastruktur dengan total 1,16. Hal ini dikarenakan Aspek infrastruktur paling 
banyak dipilih dari seluruh kategori. Artinya Aspek infrastruktur menjadi Aspek 
utama pada kategori Aspek aksesbilitas suatu aspek Daya Tarik suatu destinasi wisata 
dalam Model  wisata halal. 
377 
Aspek  Teknologi suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.150 
Prioritas Aspek  Teknologi suatu Destinasi Wisata dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.150 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan Aspek internet sebesar 0,4, diurutan kedua adalah 
Aspek media Sosial sebesar 0,3, diurutan ketiga adalah IT Bisnis sebesar 
0,13 dan diurutan terakhir disusul oleh IT Hiburan sebesar 0,13. 
2) Masyarakat memprioritaskan Aspek media Sosial sebesar 0,34, diurutan 
kedua adalah Aspek internet sebesar 0,3, diurutan ketiga adalah IT Bisnis 
sebesar 0,18 dan diurutan terakhir disusul oleh IT Hiburan sebesar 0,12. 
3) Auditor memprioritaskan Aspek media Sosial sebesar 0,27, diurutan kedua 
adalah IT Bisnis sebesar 0,25, diurutan ketiga adalah Aspek internet sebesar 
0,22dan diurutan terakhir disusul oleh IT Hiburan sebesar 0,13. 
4) Regulator memprioritaskan Aspek media Sosial sebesar 0,31, diurutan kedua 
adalah Aspek internet sebesar 0,31, diurutan ketiga adalah IT Bisnis sebesar 
0,18 dan diurutan terakhir disusul oleh IT Hiburan sebesar 0,14. 
5) Akademisi memprioritaskan Aspek internet sebesar 0,34, diurutan kedua 
adalah IT Bisnis sebesar 0,26, diurutan ketiga adalah IT Hiburan sebesar 
0,15 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek media Sosial sebesar 0,2. 
Kesimpulan: (Total semua) 
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Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Aspek media Sosial dengan total 1,29. Hal ini dikarenakan Aspek media Sosial paling 
banyak dipilih dari seluruh kategori. Artinya Aspek media Sosial menjadi Aspek 
utama pada kategori Aspek  Teknologi suatu destinasi wisata dalam Model  wisata 
halal. 
j. Aspek Masyarakat dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.151 
Prioritas Aspek Masyarakat dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.151 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan Aspek tokoh sebesar 0,36, diurutan kedua adalah 
Aspek media sebesar 0,36 dan diurutan terakhir disusul oleh aspek  lokal 
sebesar 0,24. 
2) Masyarakat memprioritaskan aspek  lokal sebesar 0,46, diurutan kedua 
adalah Aspek tokoh sebesar 0,3 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
media sebesar 0,22. 
3) Auditor memprioritaskan Aspek tokoh sebesar 0,35, aspek  lokal sebesar 
0,33 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek media sebesar 0,28. 
4) Regulator memprioritaskan Aspek tokoh sebesar 0,32, aspek  lokal sebesar 
0,4 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek media sebesar 0,27. 
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5) Akademisi memprioritaskan Aspek tokoh sebesar 0,41, aspek  lokal sebesar 
0,32 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek media sebesar 0,25. 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Aspek tokoh dengan total 1,44. Hal ini dikarenakan Aspek tokoh paling banyak 
dipilih dari seluruh kategori. Artinya Aspek tokoh menjadi Aspek utama pada 
kategori Aspek  Teknologi suatu destinasi wisata dalam Model  wisata halal. 
k. Aspek Masyarakat lokaldalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.152 
 Prioritas Aspek Masyarakat lokaldalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.152 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan Aspek sadar wisata sebesar 0,4, diurutan kedua 
adalah Aspek kearifan aspek lokal sebesar 0,35 dan diurutan terakhir disusul 
oleh Aspek sapta pesona 0,19. 
2) Masyarakat memprioritaskan Aspek kearifan aspek lokal sebesar 0,31, 
diurutan kedua adalah Aspek sadar wisata sebesar 0,38dan diurutan terakhir 
disusul oleh Aspek sapta pesona 0,25. 
3) Auditor memprioritaskan Aspek sadar wisata sebesar 0,38, diurutan kedua 
adalah Aspek sapta pesona 0,34 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek 
kearifan aspek lokal sebesar 0, 31. 
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4) Regulator memprioritaskan Aspek sadar wisata sebesar 0,48, diurutan kedua 
adalah Aspek kearifan aspek lokal sebesar 0, 28dan diurutan terakhir disusul 
oleh Aspek sapta pesona 0,26. 
5) Akademisi memprioritaskan Aspek sadar wisata sebesar 0,42, diurutan 
kedua adalah Aspek sapta pesona 0,32 dan diurutan terakhir disusul oleh 
Aspek kearifan aspek lokal sebesar 0, 23. 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Aspek sadar wisata dengan total 1,79. Hal ini dikarenakan Aspek sadar wisata paling 
banyak dipilih dari seluruh kategori. Artinya Aspek sadar wisata menjadi Aspek 
masyarakat dalam Model  wisata halal. 
l. Aspek  tokoh Masyarakat dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.153 
 Prioritas Aspek  tokoh Masyarakat dalam Model  Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.153 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan Aspek edukasi sebesar 0,42, diurutan kedua adalah 
Aspek penelitian sebesar 0,21, diurutan ketiga adalah aspek Model  sebesar 
0,18 dan terakhir disusul oleh Aspek pengawasan sebesar 0,12. 
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2) Masyarakat memprioritaskan Aspek edukasi sebesar 0,38, diurutan kedua 
adalah aspek Model  dan Aspek pengawasan sebesar 0,22 dan diurutan 
terakhir disusul oleh Aspek penelitian sebesar 0,13.  
3) Auditor memprioritaskan Aspek edukasi sebesar 0,38, diurutan kedua adalah 
aspek Model sebesar 0,28, diurutan ketiga adalah Aspek pengawasan sebesar 
0,18 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek penelitian sebesar 0,11. 
4) Regulator memprioritaskan Aspek edukasi sebesar 0,40, diurutan kedua 
adalah aspek Model sebesar 0,26, diurutan ketiga adalah Aspek pengawasan 
sebesar 0,16 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek penelitian sebesar 
0,14. 
5) Akademisi memprioritaskan Aspek edukasi sebesar 0,34, diurutan kedua 
adalah aspek Model sebesar 0,26, diurutan ketiga adalah Aspek pengawasan 
sebesar 0,200 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek penelitian sebesar 
0,15. 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Aspek edukasi dengan total 1,6. Hal ini dikarenakan Aspek edukasi paling banyak 
dipilih dari seluruh kategori. Artinya aspek edukasi menjadi Aspek masyarakat local 
dalam Model wisata halal. 
m. Aspek  media dalam Model  Wisata Halal 
 
Gambar 4.154 
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Prioritas Aspek media dalam Model Wisata Halal  
Berdasarkan Hasil ANP pada Gambar 4.154 di atas terlihat bahwa untuk 
Model  wisata halal sustainable rataan kategori di atas keseluruh kategori: 
1) Praktisi memprioritaskan Aspek informasi sebesar 0,36, diurutan kedua 
adalah Aspek promosi sebesar 0,32, diurutan ketiga adalah Aspek 
komunikasi sebesar 0,14 dan diurutan terakhir adalah Aspek Mediacenter 
sebesar 0,13. 
2) Masyarakat memprioritaskan Aspek informasi sebesar 0,386, diurutan kedua 
adalah Aspek promosi sebesar 0,28, diurutan ketiga adalah Aspek 
komunikasi sebesar 0,17 dan diurutan terakhir adalah Aspek Mediacenter 
sebesar 0,12. 
3) Auditor memprioritaskan Aspek promosi sebesar 0,38, diurutan kedua 
adalah Aspek informasi sebesar 0,25, diurutan ketiga adalah Aspek 
komunikasi sebesar 0,22 dan diurutan terakhir adalah Aspek Mediacenter 
sebesar 0,1. 
4) Regulator memprioritaskan Aspek informasi sebesar 0,35, diurutan kedua 
adalah Aspek Mediacenter sebesar 0,24, diurutan ketiga adalah Aspek 
promosi sebesar 0,23 dan diurutan terakhir disusul oleh Aspek komunikasi 
sebesar 0,21. 
5) Akademisi memprioritaskan Aspek informasi sebesar 0,34, diurutan kedua 
adalah Aspek promosi sebesar 0,26, diurutan ketiga adalah Aspek 
komunikasi sebesar 0,20 dan diurutan terakhir adalah Aspek Mediacenter 
sebesar 0,15 
Kesimpulan: (Total semua) 
Jadi, diketahui dari keseluruhan kategori yang ada jumlah terbanyak adalah 
Aspek informasi dengan total 1,35. Hal ini dikarenakan Aspek informasi paling 
banyak dipilih dari seluruh kategori. Artinya Aspek informasi menjadi Aspek  media 
dalam Model  wisata halal. 
 
